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Satu-satunya Peluang dalam Satu 
Generasi

Indonesia memiliki satu kesempatan dalam satu generasi 
untuk memperbaiki taraf  hidup seluruh rakyatnya. Perbaikan 
taraf  hidup ini bisa dilakukan dalam periode pertama masa 
jabatan presiden baru, dengan cara menggapai 10 persen 
angka pertumbuhan pendapatan nasional per tahun, serta 
menciptakan 21 juta lapangan kerja yang layak dan produktif  
selama lima tahun. 

Peluang tersebut datang karena Tiongkok, yang memiliki kapasitas 
ekspor 1.500 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dalam industri padat 
karya, mulai kehilangan daya saing pasar ekspor. Indonesia dapat 
merebut sebagian dari pasar tersebut. Saat ini, Indonesia mengalami 
surplus tenaga kerja sebanyak 20 juta, tapi dengan kontribusi kecil 
terhadap output. Perpindahan tenaga kerja dari sektor informal dan 
pertanian menjadi tenaga kerja di sektor manufaktur yang padat karya 
akan meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kemiskinan dan 
ketimpangan, serta menghasilkan surplus dalam neraca perdagangan. 

sumber: http://www.webpothi.com
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Pada masa lalu, Indonesia mencapai angka pertumbuhan yang tinggi 
dari ekspor produk manufaktur yang berbasis padat karya. Dengan 
kebijakan yang tepat, Indonesia dapat dengan mudah mendongkrak 
nilai ekspor sebesar 22 persen tiap tahun untuk menghasilkan angka 
pertumbuhan ekonomi 10 persen per tahun dalam lima tahun ke depan. 

Strategi alternatif   mungkin sekilas terlihat lebih mudah 
untuk dicapai, tapi sebenarnya justru akan menghasilkan 
angka pertumbuhan yang mengecewakan, yakni pada kisaran 
lima persen atau lebih rendah, serta hanya sekitar 1 juta lapangan kerja 
layak per tahun. Dalam lima tahun, perbedaan antara “business as 
usual” dan paket reformasi akan terlihat jelas: 6 juta pekerjaan tanpa 
perubahan kebijakan, berbanding dengan 21 juta pekerjaan dengan 
perubahan kebijakan yang tegas. Dengan perubahan kebijakan yang 
memberikan insentif  demi pertumbuhan ekspor komoditas manufaktur 
yang cepat, pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia pun akan 
berada pada kisaran 50 persen lebih tinggi dibanding bila bertahan di 
bawah kebijakan ekonomi saat ini. 

Strategi padat karya cukup esensial untuk meningkatkan 
pendapatan 40 persen penduduk miskin. Strategi yang kami 
ajukan tidak hanya akan mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, 
tapi juga akan menjamin bahwa 40 persen rumah tangga miskin akan 
menjadi penerima utama manfaat. Rumah tangga miskin tersebut jauh 
tertinggal dibanding 20 persen keluarga terkaya di Indonesia pada 
periode lonjakan harga komoditas (commodity boom), yang mengakibatkan 
tingginya ketimpangan di Indonesia. Hal tersebut terutama karena 
lambannya tingkat penciptaan lapangan kerja baru. 

Paket Kebijakan yang Luwes

Total biaya produksi harus turun jika Indonesia ingin meningkatkan 
daya saing. Namun, semakin banyak pengurangan biaya di satu area, 
semakin berkurang kebutuhan untuk menurunkan biaya di area lainnya.  
Kebijakan semestinya fokus pada dimensi pengurangan biaya yang 
tepat, serta tak perlu meliputi seluruh area. 
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Pengurangan biaya logistik melalui perbaikan infrastruktur 
adalah sangat penting. 

• Investasi publik harus meningkat 10 kali lipat, yang di tahun-
tahun awal dibiayai melalui pengurangan subsidi bahan 
bakar minyak (BBM) dan melalui reformasi pajak yang dapat 
menghasilkan penerimaan setara dengan 4,5 persen produk 
domestik bruto (PDB).  

• Prioritas investasi infrastruktur dari dana pemerintah sebaiknya 
diberikan untuk daerah yang berhasil menarik investasi baru ke 
sektor manufaktur. 

• Mengadaptasi “model bagi hasil” yang inovatif  ke dalam 
pembangunan infrastruktur dan manajemen, terutama untuk 
meningkatkan produksi listrik sebesar 140 persen. 

• Menawarkan perusahaaan-perusahaan swasta kesempatan untuk 
membangun infrastruktur untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

• Meningkatkan pengeboran dan produksi minyak dan gas 
dengan menaikkan insentif.

• Mengkonversi bahan bakar untuk kendaraan komersial ke gas 
alam guna mengurangi biaya transportasi.

• Mengadopsi program dana pendamping yang efektif  untuk 
mendorong  pemerintah daerah untuk menggunakan lebih 
banyak sumber daya mereka untuk pembangunan infrastruktur. 

Mengurangi biaya tenaga kerja untuk perusahaan, sekaligus 
meningkatkan pendapatan pekerja merupakan elemen 
penting lainnya.  

• Devaluasi nilai tukar mata uang merupakan alat yang paling 
ampuh untuk menurunkan biaya tenaga kerja dan biaya 
domestik lainnya dari para eksportir, serta dibandingkan 
dengan impor. Stabilisasi harga  makanan pokok untuk 40 
persen penduduk miskin akan melindungi pendapatan tenaga 
kerja dan mengurangi dampak inflasi akibat devaluasi.

• Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pemberian 
pelatihan industri yang didukung pemerintah.

• Kesukarelaan mengubah sistem pembayaran pesangon.
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• Menetapkan zona pemrosesan barang ekspor dalam area upah 
rendah dengan nilai upah di bawah upah minimum yang 
berlaku, yang dikompensasikan dengan layanan pemerintah 
bersubsidi untuk tenaga kerja.

• Merevitalisasi sistem pengembalian bea masuk yang memberikan 
insentif  kecil bagi para eksportir, serta untuk perusahaan yang 
memasok kebutuhan mereka. 

Investasi swasta langsung luar negeri (FDI) akan diperlukan 
untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan investasi dan 
tabungan domestik. Kesenjangan tersebut saat ini berkisar antara 
60-80 miliar dollar AS, dibandingkan dengan arus modal masuk yang 
hanya 10-15 miliar dollar AS.  FDI juga menghadirkan keahlian teknis 
dan manajerial, serta akses ke pasar global. Ada biaya-biaya politik yang 
signifikan untuk peran lebih besar bagi FDI, tapi terdapat pula biaya 
ekonomi yang substansial untuk mengurangi FDI. Biaya ekonomi tersebut 
dapat menjadi biaya politik seiring waktu, karena ekonomi tumbuh lebih 
lambat dan hanya sedikit lapangan kerja produktif  yang dapat diciptakan. 

Memperbaiki peringkat korupsi Indonesia. Memudahkan 
pelaksanaan bisnis dan biaya pinjaman. Biaya korupsi dan 
pelaksanaan bisnis dapat dengan mudah dikurangi dengan cara, diantaranya: 
mengurangi diskresi pejabat pemerintah yang berwenang dalam urusan 
bisnis agar semakin kecil kesempatan bagi pejabat tersebut meminta imbalan 
sebagai bentuk korupsi; dan mendorong transparansi di pemerintahan untuk 
meningkatkan risiko bagi orang yang berperilaku korup. 

Program jaminan mendapatkan lapangan kerja di perdesaan 
dapat memberikan lapangan kerja dan penghasilan bagi tenaga kerja 
sektor pertanian selama musim paceklik atau kapanpun bencana 
alam terjadi yang dapat mengurangi pendapatan mereka secara 
tajam. Program ini tidak hanya memberikan lapangan kerja, tetapi 
secara efisien dan cepat juga akan membangun kembali infrastruktur 
daerah dan memberi kontribusi signifikan bagi  terciptanya Jaring 
Pengaman Sosial. Lapangan kerja yang terjamin di perdesaan juga 
dapat memberikan manfaat langsung dan nyata, serta selanjutnya 
dapat membantu keseluruhan program reformasi ini agar lebih mudah 
diterima secara politik.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia berpeluang sekali seumur hidup untuk meningkatkan taraf  hidup 
seluruh masyarakatnya dengan cara: i) mencapai pertumbuhan pendapatan 
nasional sebesar 10 persen; dan, ii) menciptakan 21 juta pekerjaan yang layak 
dan produktif  pada masa jabatan presiden terpilih dalam lima tahun ke depan.  

Dua fakta berikut berkontribusi dalam menciptakan peluang ini:

i. Tiongkok mengekspor produk barang jadi senilai 
1,500 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dari industri 
padat karya, seperti suku cadang mobil, produk elektrikal 
dan elektronik, garmen, tekstil, sepatu, dan mainan. Namun, 
Tiongkok tidak lagi kompetitif  dalam memproduksi barang-
barang semacam itu. Angkatan kerjanya menyusut dan menua, 
upahnya semakin tinggi, begitu pula dengan biaya tenaga 
kerja lainnya. Negara-negara lain sedang berkompetisi untuk 
memproduksi barang-barang tersebut. 

ii. Indonesia memiliki sekitar 20 juta surplus pekerja 
dalam sektor pertanian dan informal, namun  hanya 
berkontribusi sedikit terhadap output. Mereka seringkali 
bekerja sehari penuh sebagai penyemir sepatu, pengemudi becak, 
pekerja pertanian di lahan keluarga, dan pendaur ulang kertas 
bekas. Mereka melakukan pekerjaan yang sebenarnya dapat 
dikerjakan oleh lebih sedikit pekerja, tapi dengan output setara. 
Pekerja tambahan disempalkan, dengan berbagi macam pekerjaan 
dan penghasilan, karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan 
di sektor formal, dan mereka harus memiliki penghasilan untuk 
bertahan hidup. Jika mereka dapat menemukan pekerjaan yang 
layak dan produktif, kontribusi mereka terhadap pendapatan 
nasional akan meningkat. Dengan demikian, penghasilan mereka 
juga akan meningkat seiring peningkatan pendapatan nasional.

Satu-satunya kegiatan yang dapat menghasilkan pekerjaan yang produktif  
bagi jutaan pekerja surplus adalah ekspor barang jadi padat karya. Ketika 
insentifnya tepat, pertumbuhan pada sebagian besar ekspor barang jadi 
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padat karya Indonesia akan mencapai hampir dua kali lipat dari 22 
persen yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan (lihat Gambar 2). 

Setelah dua devaluasi pada tahun 1986/87 membuat barang Indonesia 
sangat kompetitif, dan berbagai kebijakan lain terus mengurangi biaya, 
Indonesia menjadi juara dalam hal ekspor barang jadi. Indonesia 
mengalahkan negara lain di Asia, termasuk Tiongkok. Itulah mengapa 
kami yakin bahwa dengan insentif  yang tepat, Indonesia dapat sekali 
lagi mencapai tingkat pertumbuhan ekspor barang jadi yang tinggi.

Strategi Alternatif  yang Berarti Lapangan Pekerjaan yang 
Lebih Sedikit dan Pertumbuhan yang Lebih Rendah

Strategi alternatif  sepertinya lebih mudah untuk dicapai, tetapi hanya 
akan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang mengecewakan, yaitu 
sekitar 5 persen, dan hanya satu juta pekerjaan layak setiap tahun. 

• Usulan yang paling mudah dan menarik adalah tidak diperlukan 
adanya reformasi untuk kembali mencapai tingkat pertumbuhan 
enam hingga tujuh persen yang dulu pernah dicapai selama 2005 
hingga 2011. Namun, pertumbuhan di tahun-tahun tersebut 
sebagian besar dipicu oleh ledakan harga komoditas (commodity 
boom) yang kemungkinan tidak akan terjadi lagi. Sebelum ledakan 
tersebut terjadi, pertumbuhan rata-rata kita hanyalah 4,5 persen. 

• Strategi lain yang seringkali diadvokasikan adalah memperluas 
konsumsi dalam negeri. Namun cakupan dari meningkatkan 
permintaan dalam negeri sangatlah terbatas, karena tingkat 
konsumsi yang meningkat otomatis meningkatkan impor, yang 
harus dibayar dengan pendapatan ekspor yang lebih besar.  

• Sebuah strategi yang berlandaskan pada perluasan produksi barang-
barang dengan teknologi yang lebih canggih hanya memberikan 
sedikit lapangan pekerjaan untuk pekerja surplus dengan 
pendidikan terbatas. Selain itu, Indonesia akan sulit untuk bersaing 
dengan India dalam hal barang-barang tersebut, karena biaya 
insinyur India hanya bernilai setengah dari insinyur Indonesia.  

Dalam lima tahun, perbedaan antara bisnis seperti biasa dan paket reformasi 
sangatlah menonjol: enam juta pekerjaan tanpa perubahan kebijakan, dan 
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21 juta pekerjaan disertai perubahan kebijakan yang tegas. Perbedaan dalam 
pertumbuhan ekonomi per orang akan menjadi lebih jelas lagi dalam 10 tahun: 
40 persen tanpa reformasi dan dua kali lipatnya dengan perubahan kebijakan.

Dalam lima tahun ke depan, 10 juta pekerja baru akan mencari pekerjaan. 
Dengan bisnis seperti biasa atau strategi yang hanya menciptakan enam juta 
pekerjaan, jutaan orang akan dipaksa untuk bekerja menjadi TKI di luar negeri 
atau menjadi pekerja surplus. Puluhan juta orang akan mengalami penurunan 
penghasilan. Namun, dengan adanya reformasi dan 21 juta pekerjaan baru 
dan layak, seluruh pekerja tambahan tersebut akan mendapatkan pekerjaan 
yang produktif, dan penghasilan pekerja akan meningkat. Tanpa reformasi, 
penghasilan rata-rata per orang akan meningkat dari Rp 34 juta (2.900 dollar AS) per 
tahun di tahun 2014 menjadi Rp 48 juta(4.100 dollar AS) 10 tahun kemudian. Dengan 
perubahan kebijakan yang memberikan insentif  bagi pertumbuhan pesat ekspor barang jadi, 
penghasilan rata-rata akan naik menjadi Rp 69 juta (5.900 dollar AS). Penghasilan rata-
rata penduduk Indonesia akan naik hampir 50 persennya. 

Gambar 1: Manfaat Kumulatif  Perubahan Kebijakan untuk 
Meningkatkan Ekspor Barang Jadi Padat Karya, Substitusi 

Impor dan Kegiatan Lain, 2014-2019 dan 2014-2024

 

 
Peluang untuk Satu Generasi

Indonesia sudah tertinggal selama 25 tahun terakhir. Jika pemerintah 
tidak bertindak cepat, negara ini akan kehilangan peluang yang datang 
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sekali dalam seabad. Gambar yang sama menunjukkan bahwa sejak 1993, 
Indonesia sudah jauh berada di belakang negara Asian lainnya. Pangsa 
pasar Indonesia di pasar dunia barang jadi sudah berkurang separuh dari 
tahun 1995 (1,2 persen) hingga tahun 2013 (0,6 persen), sementara pangsa 
pasar Bangladesh naik dua kali lipat, Vietnam naik delapan kali lipat dan 
Tiongkok hampir tiga kali lipat. Intinya, Indonesia sudah jauh tertinggal 
dalam perlombaan untuk mengambil alih pasar yang kini ditinggalkan 
Tiongkok. Jika Indonesia gagal untuk mengejar dalam lima tahun ke 
depan, perlombaannya akan selesai. Investor akan menempatkan pabrik-
pabrik mereka di negara lain dan Indonesia akan ditinggalkan dengan 30 
juta pekerja surplus dan pertumbuhan pendapatan nasional yang lambat. 
Bonus demografi akan berubah menjadi mimpi buruk demografi. 

Gambar 2: Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Asia untuk Ekspor 
Barang Jadi serta Tekstil dan Garmen (perubahan % tahunan)

Catatan: Keempat negara tersebut adalah Bangladesh, Tiongkok, India & Vietnam. 
Untuk 1986-1992, kami kekurangan data yang dapat dibandingkan untuk Vietnam, 
jadi perbandingan pada tahun tersebut dibatasi untuk ketiga negara saja. 
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Sekitar 40 Persen Penduduk Termiskin Semakin Tertinggal

Strategi padat karya sangat penting untuk meningkatkan 
penghasilan 40 persen penduduk termiskin yang sudah tertinggal 
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Gambar 3: Konsumsi Riil 40% Penduduk Termiskin, 40% 
Kelas Menengah, dan 20% Penduduk Terkaya, 1964/5-2013, 

Rata-rata dalam Juta Rupiah, Harga tahun 2012

Paket Kebijakan yang Luwes 

Paket kebijakan yang dicantumkan di buku ini sama sekali tidak kaku. 
Biaya produksi harus berkurang jauh agar Indonesia kembali mampu 
bersaing di pasar dunia. Tapi selama total biaya berkurang, komponen 
biaya manapun yang turun bukanlah masalah. Semakin besar penurunan 
biaya infrastruktur, biaya tenaga kerja semakin tidak perlu dikurangi. 
Semakin besar penurunan biaya korupsi, biaya infrastruktur semakin 
tidak perlu dikurangi. Untuk Indonesia, tidak ada satu kebijakan dan 
satu jenis biaya tertentu yang merupakan kunci dari daya saingnya.   

Upah minimum di Jakarta lebih tinggi tiga kali lipat dari Bangladesh. 
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Bahkan, di Semarang, yang mempunyai upah terendah dari semua 
wilayah di Indonesia dan pasokan tenaga kerja yang besar, upahnya 70 
persen lebih tinggi dari Bangladesh. Karena sasaran paket kebijakan 
adalah untuk meningkatkan penghasilan 40 persen penduduk termiskin, 
biaya tidak dapat diturunkan dengan mengurangi penghasilan pekerja. 
Semua komponen biaya harus diupayakan untuk dikurangi agar dapat 
menurunkan total biaya secara memadai sehingga mampu membuat 
ekspor Indonesia kembali kompetitif. 

Infrastruktur Sangat Penting

Biaya infrastruktur adalah alasan terbesar dari tingginya total 
biaya produksi. Karena itu, sangatlah penting bagi Indonesia untuk 
menguranginya. Langkah yang pertama dan terpenting adalah 
meningkatkan investasi. Meningkatkan infrastruktur tetap akan berupa 
mimpi kecuali Indonesia mengalokasikan lebih banyak sumber daya 
untuk pembangunannya.

Di atas semuanya, perlu terjadi peningkatan pengeluaran 
sekitar 10 kali lipat oleh pemerintah pusat, dari 0,6 menjadi 6,5 
persen dari pendapatan nasional pada tahun 2019. Satu-satunya 
cara untuk mendanai peningkatan investasi infrastruktur di tahun 2015 
dan 2016 adalah secara tajam mengurangi, lalu menghilangkan subsidi 
BBM, dan menggunakan dana tersebut untuk infrastruktur. Reformasi 
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Meningkatkan kapasitas pelaksanaan. Meningkatkan investasi 
dalam infrastruktur tidak hanya memerlukan alokasi sumber dana yang 
lebih banyak, tetapi juga peningkatan besar-besaran yang sama dalam 
hal kapasitas implementasi dari pemerintah. Contohnya, perusahaan 
listrik PLN harus mampu meningkatkan kapasitas menghasilkan listrik 
sebesar 140 persen. Peningkatan seperti itu jauh berada di luar kapasitas 
finansial dan pelaksanaan dari PLN.

Bagi hasil untuk meningkatkan investasi oleh swasta 
dan pembangunan oleh swasta. Kemitraan swasta-publik 
dipromosikan sebagai solusi yang sempurna. Meski demikian, strategi 
tersebut terbukti sangat tidak efektif. Untuk bagian infrastruktur yang 
menghasilkan pendapatan seperti produksi listrik, pendekatan yang 
dapat dilakukan adalah dengan menggunakan konsep bagi hasil, 
yang mana Indonesia merupakan pelopornya. Pemerintah tetap akan 
memegang kepemilikan, tapi perusahaan swasta akan memberikan 
dana dan kapasitas pelaksanaan. Akan tetapi, pengaturan ini hanya 
akan berhasil apabila tarif  listrik atau biaya lainnya dinaikkan dengan 
memadai sehingga memproduksi listrik atau memberikan pelayanan 
lainnya menjadi menguntungkan. Bagi hasil juga dapat digunakan 
untuk pelabuhan, bandara, dan kemungkinan jalan tol. Tidak seperti 
metode lain dalam menarik investasi swasta dan pelaksanaan, metode ini 
memungkinkan partisipasi investor asing tanpa melanggar persyaratan 
bahwa infrastruktur harus dimiliki oleh pemerintah pusat.

Pembangunan infrastruktur oleh perusahaan swasta sebagai 
pengganti pajak. Metode lain untuk membuat perusahaan swasta 
membangun infrastruktur yang tidak menghasilkan pengembalian 
langsung adalah dengan menawarkan pengecualian pajak. Metode 
ini, digunakan di Peru, sangat berguna di bidang-bidang yang 
pembangunannya sulit. Contohnya, perusahaan dapat membayar 
pajak mereka dengan membangun jalan, dengan bonus kecil sebagai 
insentifnya. 

Meningkatkan pengeboran minyak dan gas bumi dan produksi 
dengan meningkatkan insentif. Pada tahun 2012, terdapat 95 
sumur yang dibor untuk mencari minyak dan gas bumi; pada tahun 
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2013 hanya 66 yang dibor, dan pada tahun 2014 hanya 21 sumur. 
Produksi minyak dan gas bumi di ladang-ladang minyak menurun, dan 
kini ada rencana untuk mengimpor LNG untuk memenuhi kekurangan 
yang terjadi. Mengimpor gas akan menjadi mahal dan meningkatkan 
biaya produksi listrik, hal yang berlawanan dengan yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan daya saing ekspor barang jadi Indonesia.

Akan lebih baik apabila Indonesia meningkatkan produksi minyak dan 
gas dalam negeri. Untuk itu, kita perlu membalikkan penurunan tajam 
dalam jumlah sumur yang dibor, dengan membuat eksplorasi minyak 
dan gas bumi di Indonesia lebih menarik. Jika 15 persen saham tidak 
lagi menjadi insentif  yang memadai, maka itu harus ditingkatkan. 
Dengan LNG impor, 100 persen pendapatan akan masuk ke perusahaan 
asing; lebih baik menawarkan mereka 30 atau 40 persen pendapatan 
dari sumur-sumur baru di Indonesia di bawah kontrak bagi hasil yang 
telah ditingkatkan.

Mengkonversi bahan bakar minyak kendaraan komersial 
dengan bahan bakar gas, jika tersedia, untuk menurunkan 
biaya transportasi. Konversi bahan bakar untuk truk dan bis 
sebaiknya dilakukan tanpa membebankan biaya kepada pemiliknya, 
melainkan dibiayai oleh pinjaman komersial. Pinjaman ini akan 
dibayarkan kembali secara otomatis sebagai bagian dari harga bahan 
bakar tersebut. Jika hanya armada komersial yang dikonversi, maka 
biaya bahan bakarnya dapat dibuat tetap rendah, karena mereka tidak 
dapat menjual kembali gas alam tersebut untuk mobil pribadi atau 
menyelundupkannya ke luar negeri. 

Menggunakan program dana pendamping yang efektif  untuk 
memicu  pemerintah daerah agar lebih banyak menggunakan dana 
mereka untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan 
dan mengurangi penggunaan dana untuk biaya administrasi. Provinsi, 
kabupaten, dan kecamatan kini mengendalikan pengeluaran sebesar 
enam persen dari PDB atau hampir Rp 600 triliun; pada tahun 2024 
angka ini akan menjadi hampir delapan persen dari PDB atau Rp 
1.700 triliun (145 miliar dollar AS dengan nilai kurs saat ini). Sebagian 
besar dana tersebut tidak digunakan dengan baik. Dana pendamping 
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dapat memberikan insentif  yang kuat agar paling tidak sebagian 
dari pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dananya untuk 
infrastruktur.

Mengurangi biaya tenaga kerja bagi perusahaan pemberi 
kerja sekaligus meningkatkan penghasilan pekerja 

Devaluasi mata uang adalah cara yang paling kuat untuk 
menurunkan biaya tenaga kerja dan biaya domestik lainnya 
bagi eksportir dan mereka yang berkompetisi dengan impor. 
Dengan mengurangi jumlah dollar, yen, atau euro yang dibutuhkan 
untuk membeli Rp 1 juta, maka biaya input domestik akan berkurang, 
terutama biaya tenaga kerja. Karena biaya tenaga kerja adalah sepertiga 
dari total biaya industri padat karya, pengurangan biaya tenaga kerja 
tersebut dapat berdampak pada pengurangan besar total biaya ekspor 
dan menjadi insentif  penting untuk menggunakan metode produksi 
yang lebih padat karya. Pekerja memperoleh manfaat karena lebih 
banyak dari mereka yang mendapatkan pekerjaan di sektor manufaktur, 
di mana upahnya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan di sektor 
informal. Devaluasi dapat pula menaikkan tabungan, dengan membuat 
barang mewah impor lebih mahal.  

Menstabilkan harga makanan pokok yang dikonsumsi 40 persen penduduk termiskin 
merupakan hal yang penting. Jika harga makanan tidak distabilkan, manfaat 
devaluasi dapat terkikis oleh pesatnya inflasi. Ini mudah dilakukan untuk 
beras, karena harga beras di Indonesia berada di atas harga pasar dunia 
sebagai akibat dari tarif  dan pembatasan impor. Karena devaluasi 15 
persen mempunyai efek yang sama seperti tarif  15 persen, maka harga 
beras dapat dibuat stabil dengan mengurangi tarif  sebesar persentase 
yang sama seperti devaluasi. Harga sayuran yang penting bagi rumah 
tangga miskin seperti bawang merah, bawang putih, dan cabe dapat 
pula distabilkan dengan mengurangi pembatasan impor. 

Percepatan inflasi dari tiga hingga 10 persen hanya akan mengurangi 
upah riil sebesar 2,6 persen per tahun. Efek negatif  ini dapat ditutupi 
dengan efek positif  yang dihasilkan dari peningkatan permintaan 
tenaga kerja. Karena itu, kebijakan moneter yang berakibat pada 



xxivPilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

percepatan inflasi dan penurunan nilai rupiah dapat menjadi kebijakan 
yang memihak masyarakat miskin apabila hal itu menghasilkan 
peningkatan ekspor barang jadi.  Sebaliknya, kebijakan moneter ketat 
yang menggunakan nilai kurs yang terlalu tinggi untuk mengurangi 
tekanan inflasi menyakiti masyarakat miskin, karena dengan begitu 
akan memperlambat penciptaan lapangan pekerjaan yang layak. 

Meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara efektif  
menurunkan biaya tenaga kerja. Program pendidikan umum dan 
pelatihan dapat dibiayai oleh pemerintah atau retribusi khusus terhadap 
produsen yang ditagih oleh pemerintah. Namun, pelatihan itu sebaiknya 
dilakukan oleh industri itu sendiri.

Secara sukarela mengubah sistem pembayaran pesangon. 
Sistem yang berlaku saat ini sangat mahal bagi eksportir besar yang 
mematuhinya, tetapi pada kenyataannya hanya memberikan manfaat 
minimal kepada pekerja. Pekerja dan pemberi kerja seharusnya dapat 
berpindah dengan sukarela ke sistem asuransi dengan manfaat aktual 
yang lebih besar bagi pekerja dan biaya yang lebih rendah bagi industri. 
Memang akan memakan waktu untuk mencapai tanggungan yang 
substansial jika prosesnya terjadi secara sukarela, tetapi hanya proses 
sukarela inilah yang dapat diterima semua pihak.

Menetapkan Zona Pemrosesan Ekspor (EPZ) di wilayah 
berupah rendah dengan upah dibawah minimum, 
dikompensasikan dengan pelayanan pemerintah bersubsidi 
bagi pekerja. Pemerintah dapat secara sah memberikan pelayanan 
seperti: perumahan murah, sekolah gratis hingga SMA, pelayanan 
kesehatan gratis; voucher transportasi untuk pekerja yang tinggal jauh 
dari EPZ; dan makanan bersubsidi di kantin EPZ bagi pekerja dan 
anak-anak mereka yang bersekolah. Dengan memberikan pelayanan 
seperti itu, pemerintah dapat secara tidak langsung mensubsidi pekerja 
yang bekerja di industri ekspor.

Menghidupkan kembali sistem pengembalian bea masuk yang 
memberikan insentif  kecil bagi eksportir dan perusahaan 
yang memasok input mereka. Fitur utamanya adalah besarnya 
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pengembalian sudah ditetapkan di awal, untuk setiap barang yang 
diekspor. Tidak perlu membuktikan bahwa input telah diimpor atau 
tarif  telah dibayarkan. 

Kebijakan Fiskal 

Pemerintah pusat harus menaikkan sekitar tiga kali lipat 
pengeluarannya untuk memenuhi perannya dalam mencapai 
pertumbuhan yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan pekerjaan 
yang lebih banyak. Pemerintah perlu menginvestasikan setidaknya 6,5 
persen dari PDB untuk infrastruktur, dibandingkan dengan kurang 
dari satu persen saat ini. Dalam tahun-tahun pertama masa jabatan 
presiden baru, satu-satunya sumber untuk memperoleh dana tambahan 
adalah dengan mengurangi subsidi BBM, yang terutama memberikan 
manfaat bagi kelompok yang kaya. Di tahun-tahun berikutnya 
reformasi pajak harus menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 
4,5 persen dari PDB. Reformasi PPN, terutama dengan memperluas 
basis pembayarnya, dapat menambahkan 2 persen. Peningkatan 
kepatuhan membayar pajak oleh wiraswasta dan kaum profesional 
dan penggunaan pembanding (benchmark) dalam sektor tertentu untuk 
meningkatkan penagihan pajak korporasi dapat menghasilkan 1 
persen lagi. Pertumbuhan pesat sektor formal dan sektor yang terkena 
pajak akan menyumbangkan 1 persen tambahan.  

Sebagaimana dibahas di bawah ini, pemerintah sebaiknya juga 
mengalihkan program padat karya PNPM untuk pembangunan 
infrastruktur saat ini menjadi program jaminan mendapatkan 
pekerjaan, dengan biaya 0,4 persen dari PDB.

Program pemerintah esensial lainnya meliputi pelayanan Zona 
Pemrosesan Ekspor untuk mengurangi biaya tenaga kerja, dan 
pengenalan kembali skema pengembalian bea masuk yang berfungsi 
dengan baik bagi eksportir. Penciptaan program dana pendamping 
yang efektif  untuk mendorong pihak berwenang setempat untuk 
lebih berinvestasi dalam infrastruktur akan membutuhan dua persen 
tambahan dari PDB. 
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Ketimpangan Tabungan – Investasi 

Tabungan domestik tidak memadai untuk membiayai 
investasi yang dibutuhkan. Investasi swasta langsung luar negeri akan 
dibutuhkan untuk menutup ketimpangan antara tingkat investasi sekitar 
40 persen, yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan 10 persen, 
dan tabungan domestik sebesar 30-35 persen. Investasi langsung luar 
negeri (FDI) sebesar 60-80 miliar dollar AS akan mengisi ketimpangan 
tersebut, walaupun di masa lalu Indonesia baru berhasil menarik 10-15 
miliar dollar AS bersih dalam setahun. Apabila Indonesia tidak dapat 
menarik lebih banyak FDI di masa mendatang, pertumbuhan akan 
berada di angka 7,5 persen dan bukan 10 persen pada tahun terakhir 
masa jabatan presiden baru. FDI juga memberikan keterampilan teknis 
dan manajerial yang diperlukan di beberapa bidang, kemampuan untuk 
menggerakkan dan mengambil resiko dengan sejumlah besar uang 
dalam kegiatan lainnya, dan akses yang lebih mudah terhadap sebagian 
pasar global. 

Dalam menarik FDI, Indonesia bersaing dengan negara-
negara lain. Sebagian pesaing telah dianggap menjadi lebih menarik 
oleh investor akhir-akhir ini, sementara investasi di Indonesia dianggap 
lebih berisiko. Indonesia perlu benar-benar menyeimbangkan antara 
memberikan preferensi kepada investor dalam negeri sekaligus menarik 
investasi luar negeri yang memadai untuk mencegah melambatnya 
pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Memberikan 
keuntungan bagi investor Indonesia dan kaum profesional melalui 
pembebanan pajak atau biaya bagi pihak asing merupakan hal yang 
lebih efisien, mengurangi korupsi, dan menghasilkan pendapatan 
pemerintah dibandingkan melalui peraturan dan kuota.

Terdapat biaya politik yang signifikan dalam memberikan peran yang lebih besar 
untuk FDI. Tapi Indonesia perlu mengakui adanya biaya ekonomi yang substansial 
dalam mengurangi investasi luar negeri. Seiring dengan waktu biaya ekonomi ini 
akan menjadi biaya politik, karena ekonomi akan tumbuh lebih lambat dan akan 
lebih sedikit peker jaan layak dan produktif  yang diciptakan.      
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Korupsi, Kemudahan Melakukan Usaha, dan Biaya Kredit

Indonesia menempati peringkat rendah dalam tiga aspek daya saing: 
korupsi, kemudahan melakukan usaha, dan biaya peminjaman atau 
kredit. Ketiga hal ini memang kalah penting dibandingkan biaya 
infrastruktur dan tenaga kerja, tetapi biaya korupsi dan kemudahan 
usaha dapat segera diperbaiki. 

Budaya korupsi sudah mengakar sebagai akibat dari lamanya 
periode di mana pejabat pemerintah tidak dapat bertahan hidup tanpa 
penghasilan dari korupsi. Mengubah budaya tersebut merupakan hal 
yang sulit dan memakan waktu. Namun, Indonesia telah membuat 
kemajuan dalam mengurangi biaya korupsi untuk berbisnis. Korupsi 
dapat diturunkan lebih jauh lagi dengan mengurangi manfaat tindakan 
korupsi tersebut dan meningkatkan harga yang harus dibayar apabila 
seseorang melakukan korupsi.

Pertama, Indonesia dapat mengurangi kewenangan yang 
dimiliki pejabat pemerintah dalam memutuskan apakah 
suatu perusahaan meraih keuntungan, sehingga mengurangi 
kemungkinan pejabat meminta imbalan sebagai bentuk 
korupsi. Daripada menggunakan peraturan yang dikeluarkan 
oleh pejabat, pemerintah dapat mengurangi beberapa kegiatan dan 
mendorong kegiatan lainnya melalui pajak atau subsidi yang tersedia 
untuk usaha jenis apapun. Berkurangnya kewenangan pejabat untuk 
memberikan imbalan atau hukuman akan mengakibatkan berkurangnya 
korupsi.

Kedua, memperkuat transparansi meningkatkan risiko 
perilaku korupsi. Apabila semua putusan pengadilan atau pemberian 
kontrak pemerintah harus diletakkan di internet bersama dengan 
justifikasi keputusan tersebut, korupsi akan berkurang. 

Indonesia juga telah memperkuat posisinya terkait 
kemudahan melakukan usaha, namun peringkatnya masih 
berada pada 40 persen terbawah dari semua negara. Banyak 
langkah untuk mengurangi korupsi juga akan meningkatkan 
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kemudahan melakukan usaha. Salah satu alasan sulitnya membangun 
usaha di Indonesia adalah diperlukannya persetujuan banyak pejabat, 
yang semuanya memiliki kewenangan yang besar dan memutuskan 
berdasarkan kriteria yang tidak jelas. Apabila terdapat biaya tertentu 
dalam melakukan kegiatan ekonomi tertentu dan tidak ada biaya atau 
bahkan subsidi untuk kegiatan lainnya, maka melakukan usaha di 
Indonesia akan menjadi lebih sederhana, cepat, dan tidak bergantung 
pada ketidakpastian dan resiko.

Untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kemudahan melakukan 
usaha, pengendalian impor langsung sebaiknya dihapus dan diganti 
dengan devaluasi kurs mata uang dan pajak yang dikenakan untuk 
barang-barang impor tertentu. Penerima manfaat pajak impor adalah 
pemerintah, sementara penerima manfaat izin impor umumnya adalah 
pejabat yang berwenang memberikannya.

Kesulitan memperoleh kredit untuk investasi dan tingginya 
biaya pinjaman adalah tantangan lain terkait daya saing 
industri ekspor dan substitusi impor Indonesia. Sistem 
perbankan Indonesia mempunyai perbedaan yang besar antara 
borrowing cost dan lending cost, yang sebagian diakibatkan oleh kurangnya 
tekanan kompetitif  untuk menjadi lebih efisien. Pemerintah dapat 
membantu memberikan subsidi kecil untuk biaya investasi bank dalam 
memberikan pelayanan di wilayah dengan hanya satu bank. Selain itu, 
kredit sulit untuk diperoleh, terutama oleh Usaha Kecil dan Menengah. 
Ini sebagian karena kenyataan bahwa sebagian besar bank hanya dapat 
memperluas portofolio pinjaman mereka apabila mereka menambah 
deposito atau modal mereka. Suntikan modal baru dari FDI hendaknya 
didorong.

Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan di Perdesaan 

Program Mendapatkan Pekerjaan di Perdesaan  dapat 
mencegah jutaan orang jatuh ke jurang kemiskinan selama 
musim paceklik pertanian dan membangun infrastruktur 
perdesaan. Berangkat dari program PNPM-Perdesaan (Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang sudah ada, program jaminan 
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mendapatkan pekerjaan untuk wilayah perdesaan dapat beroperasi 
dengan cepat. Program ini akan memberikan lapangan pekerjaan dan 
penghasilan bagi pekerja pertanian selama musim paceklik tahunan 
atau kapanpun suatu bencana membuat penghasilan mereka menukik. 
Dengan begitu, program ini akan menghilangkan bentuk-bentuk 
kemiskinan sementara yang seringkali berubah menjadi kemiskinan 
permanen.

Manfaat penting dari program jaminan mendapatkan 
pekerjaan adalah hal itu secara efisien membangun 
infrastruktur setempat dengan pengembalian tinggi, yang pada 
akhirnya akan menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak 
dan penghasilan yang lebih besar, secara permanen. Pembangunan 
pertanian hingga jalan pasar, perbaikan dan pemeliharaan sistem 
irigasi, dan proyek setempat yang serupa, dapat menghasilkan peluang 
memperoleh pekerjaan dan secara permanen menaikkan penghasilan 
dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

Program ini juga akan berkontribusi signifikan terhadap 
jaring pengaman sosial yang secara otomatis meningkatkan 
lapangan pekerjaan dan penghasilan di waktu dan tempat yang 
dibutuhkan. Hal itu akan mengurangi jumlah pekerja pertanian 
yang pergi ke kota dan dengan putus asa mencari pekerjaan dan 
penghasilan, sehingga menurunkan upah secara umum. Hal tersebut 
juga menstabilkan ekonomi secara keseluruhan dengan memberikan 
peningkatan pekerjaan dan kenaikan penghasilan otomatis kapanpun 
terjadi kemunduran di suatu wilayah atau di Indonesia secara umum.   

Upah untuk pekerja tidak boleh melebihi upah pertanian di wilayah 
tersebut, untuk menjamin program tersebut menyasar sendiri (self  
targeted) dengan tepat. Dengan kata lain, karena hanya masyarakat 
miskin yang ingin berpartisipasi, tidak perlu menghabiskan waktu dan 
uang untuk mengidentifikasi penerima manfaat dan memeriksa apakah 
individu yang tidak memenuhi syarat tidak diikutsertakan. Selain itu, 
pendanaan haruslah fleksibel agar program tersebut dapat secara 
otomatis menanggapi kebutuhan yang terus berubah.
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Tidak seperti banyak kebijakan dan program yang telah diusulkan, 
program jaminan mendapatkan peker jaan dapat memberikan manfaat yang langsung 
dan nyata. Oleh karena itu, program ini membantu membuat program reformasi 
secara keseluruhannya menjadi lebih dapat diterima secara politik.

Program ini sebaiknya dan dapat diperluas ke wilayah perkotaan setelah 
dilakukan evaluasi besar-besaran yang mengidentifikasi permasalahan 
yang dialami program perkotaan saat ini. Tentu saja akan semakin sulit 
menemukan proyek padat karya di wilayah perkotaan yang dapat secara 
permanen meningkatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan. Contoh 
perluasan tersebut adalah program untuk mengurangi banjir di Jakarta.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Segala daya upaya ini tidak mungkin akan terjadi jika bukan karena 
keberanian dan visi dari Peter Sondakh dan Rajawali Foundation. 

Biasanya, prosedur untuk melakukan studi seperti ini adalah bertanya pada 
para “ahli” untuk menentukan sasaran apa yang mungkin dicapai dan 
bagaimana cara mencapainya. Peter Sondakh dan Rajawali Foundation 
sangat berani dan mempunyai pandangan jauh ke depan, sehingga dapat 
memberitahukan para ahli tentang sasaran yang dibutuhkan untuk dapat 
mentransformasi Indonesia. Indonesia belum pernah mencapai tingkat 
pertumbuhan pendapatan nasional sebesar dua digit atau lebih. Sebagian 
besar ahli ekonomi akan mengatakan sasaran tersebut tidak realistis. 
Kami berterima kasih karena Peter Sondakh bersikeras bahwa kita harus 
menjawab pertanyaan tentang bagaimana Indonesia dapat bergabung 
ke dalam kelompok negara-negara terpilih yang telah meningkatkan 
kesejahteraan penduduk mereka secara dramatis dengan mencapai 
tingkat pertumbuhan dua digit tersebut. 

Nugroho Wienarto, sebagai Direktur Center for Public Policy Transformation, 
bertanggung jawab untuk memastikan proyek ini dilaksanakan dengan 
baik dan hasilnya dikomunikasikan kepada publik dan pembuat kebijakan. 
Ia adalah mitra yang efisien dan sangat membantu, dengan dilengkapi 
tim Transformasinya, yang jumlahnya terlalu banyak untuk disebutkan 
disini satu persatu.   

Agar bermanfaat, rekomendasi kami haruslah berlandaskan fondasi 
faktual solid yang membutuhkan banyak pengumpulan, manipulasi, 
dan analisis data. Sebagian besar pekerjaan tersebut dilakukan oleh 
sekelompok asisten peneliti yang seringkali bekerja siang malam tanpa 
mengeluh: Rizki Nauli Siregar, Tita Ningtyas, Lionel Tien Lung dan 
Andika Pambudi. Hannah Cardosi menangani kegiatan penelitian di 
Lexington, menggunakan data di laman BPS yang berbahasa Indonesia, 
membantu mengelola berbagai komponen sebagai bagian dari upaya 
besar, dan dia selalu tetap ceria walaupun beban pekerjaan sangat berat.
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Ketika mulai bergulat dengan masalah bagaimana mencapai bukan hanya 
pertumbuhan tinggi, tetapi juga pertumbuhan inklusif, Dr. M. Chatib Basri 
ikut serta dalam pekerjaan ini sampai beliau bergabung dengan pemerintahan. 
Kami memetik manfaat yang sangat besar dari kombinasi kemampuannya yang 
sangat langka, yaitu keterampilan analitis kelas dunia dalam bidang ekonomi, 
pengetahuan mendalam mengenai ekonomi Indonesia, dan pemahamannya 
tentang aspek politik dan ekonomi dari pengambilan keputusan di Indonesia. 
Banyak ide di buku ini berevolusi dari diskusi dengan beliau.

Agar dapat menulis secara cerdas mengenai potensi ekspor barang jadi 
padat karya, kami perlu mengetahui lebih banyak tentang industri yang 
memiliki potensi perluasan yang signifikan di Indonesia Benny Soetrisno 
dan Anton Supit, dengan pengalaman dan pengetahuannya yang sangat 
mendalam, telah berbaik hati dan memberikan wawasan kepada kami 
mengenai sebagian besar dari industri-industri tersebut. Hal tersebut 
sangatlah berharga bagi pekerjaan kami.

Jonathan Pincus, Agung Binantoro dan Listiani Hermanto dari Rajawali 
Foundation memberikan dukungan dan dorongan terus menerus dari 
awal proyek. Jonathan juga berbaik hati untuk membaca draf  awal dan 
membantu menyunting hasil akhir dari buku ini. 

Sofjan Wanandi mengomentari ide-ide kami dari sudut pandang pengusaha 
dengan pengetahuannya yang luas sebagai industrialis, dan sekaligus 
masyarakat. Dr. Hendri Saparini dari CORE Indonesia membantu kami 
memahami sudut pandang pekerja terorganisir dan masyarakat sipil dengan 
mengorganisir dan memimpin rapat yang dihadiri wakil-wakil kelompok 
tersebut. Chairul Tanjung, Ketua dan Anggota Komite Ekonomi Nasional 
di bawah Presiden saat itu, memberikan komentar profesional tentang ide-
ide kami di awal, yang sangat membantu meningkatkan rekomendasi kami.

Namun demikian, tentu saja mereka yang disebutkan diatas tidak 
bertanggung jawab atas analisis dan rekomendasi akhir yang kami berikan.



xxxivPilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

KATA PENGANTAR
DARI M. CHATIB BASRI, MENTERI KEUANGAN, REPUBLIK 

INDONESIA

Saya sangat senang diberikan kesempatan 
menuliskan beberapa kata untuk 

memperkenalkan studi yang mendalam dan 
terbit pada saat yang tepat mengenai peluang 
dan prospek ekonomi Indonesia dalam lima 
hingga 10 tahun ke depan. Buku ini bersikeras 
bahwa isu ekonomi utama yang dihadapi 
Indonesia adalah penciptaan jutaan lapangan 
pekerjaan yang produktif  di sektor formal 
setiap tahun untuk tenaga kerja kita yang 
semakin bertambah. Mencapai daya saing 
internasional yang kita butuhkan tidaklah 
mudah, tetapi hal ini sangatlah penting apabila 

kita ingin mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta meningkatkan 
standard hidup sebagian besar masyarakat Indonesia.

 Buku ini patut mendapat pujian dan sangat informatif. Selain itu, menurut 
saya rekomendasi kebijakan yang disarankan penulis sangatlah penting bagi 
semua pembuat kebijakan di bidang kebijakan ekonomi Indonesia. Penulis buku 
ini telah menghasilkan ringkasan yang sangat jelas dan bermanfaat mengenai 
pembangunan ekonomi Indonesia, dan mereka juga menyarankan rekomendasi 
kebijakan yang sangat baik. Saya melihat buku ini sebagai buku yang berorientasi 
pada kebijakan daripada studi akademis murni.   

Agar semuanya transparan, saya harus menyebutkan bahwa ketiga penulis 
buku penting ini — Profesor Gustav Papanek, Dr. Raden Pardede dan Profesor 
Suahasil Nazara — adalah kawan dan kolega saya, di mana saya telah bekerja 
sama dengan mereka dalam sejumlah proyek penelitian selama bertahun-tahun. 
Seperti banyak kolega lainnya, saya menganggap Gus Papanek sebagai salah 
satu mentor saya di bidang pembangunan ekonomi. Profesor Papanek telah 
mempelajari ekonomi Indonesia selama lebih dari lima dekade, dan beliau 
telah mengajar beberapa generasi ahli ekonomi Indonesia, pertama di Harvard 
dan kemudian di Universitas Boston. Ketika menyangkut ekonomi Indonesia, 
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keinginan utamanya tidak pernah tergoyahkan, yaitu untuk membangun 
ekonomi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup dengan produktif, 
bebas dari kemiskinan. Saya sudah lama bekerja erat dengan Profesor Papanek, 
jauh sebelum saya menjabat di pemerintahan sebagai Ketua Badan Koordinasi 
Penanaman Modal dan kemudian sebagai Menteri Keuangan. Saya rasa beliau 
adalah salah satu orang terpandai di bidang kebijakan pembangunan ekonomi. 
Ini tidak mengejutkan, karena Profesor Papanek telah bekerja dengan banyak 
presiden dan menteri di banyak negara di Asia dan Afrika. Secara pribadi, saya 
merasa terhormat pernah bekerja sama dengan beliau.  

Indonesia sedang menghadapi persimpangan. Ledakan sumber daya yang kita 
nikmati di sepanjang dekade lalu telah usai, dan sepertinya tidak akan terulang 
kembali. Kini negara kita lebih kaya dibandingkan pada awal milenium, dan 
jutaan orang telah terangkat dari kemiskinan. Tapi, kini kita membutuhkan 
pemikiran baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana 
diuraikan dengan jelas dalam buku ini, penciptaan jutaan pekerjaan yang 
layak. “Bonus demografi” yang kita miliki memberikan peluang, tapi hanya 
jika masyarakat kita dipekerjakan di pekerjaan yang menciptakan nilai dan 
menghasilkan tingkat pendapatan yang dapat mempertahankan standar hidup 
layak bagi mereka. Kegagalan untuk menciptakan pekerjaan tersebut – terutama 
untuk 40 persen penduduk termiskin – akan berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi yang lambat, ketimpangan yang meningkat, dan permasalahan 
neraca pembayaran struktural. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk 
menghindari hasil yang tidak diinginkan tersebut. 

Saya merekomendasikan buku ini kepada seluruh masyarakat Indonesia yang 
mempunyai mimpi yang sama dengan saya, yaitu negara Indonesia yang 
menempati tempat yang semestinya sebagai salah satu negara dengan ekonomi 
paling maju di dunia, dan negara dimana tidak ada satu pun penduduknya yang 
merasakan kesengsaraan dari kemiskinan.    

M. Chatib Basri, Ph.D

Menteri Keuangan Republik Indonesia
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PRAKATA
DARI PROFESOR JEFFREY WINTERS, 

NORTHWESTERN UNIVERSITY

Pesan mendasar dari studi yang sangat baik ini 
adalah pencapaian pertumbuhan dua digit 

sebenarnya di dalam jangkauan Indonesia. Artinya, 
kehidupan lebih dari 100 juta penduduk miskin 
di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan 
dengan menciptakan pekerjaan yang layak di 
sektor manufaktur yang berorientasi pada ekspor 
dan padat karya. Selain itu, terdapat peluang unik 
yang mungkin hanya muncul sekali dalam seabad 
bagi transformasi ekonomi di Indonesia.

Pertanyaan fundamentalnya adalah: Dapatkah 
para pemimpin di Indonesia memanfaatkan 

momen ini, menciptakan kebijakan yang melebihi bisnis seperti biasa, dan 
menetapkan standar pelayanan publik dan komitmen yang belum pernah 
terlihat sejak negara ini didirikan?

Bagian yang penting dalam mengatasi tantangan ini adalah diskusi terbuka 
tentang apa sebenarnya arti nasionalisme bagi Indonesia. Dapatkah 
Indonesia memperbarui dan memperluas cakupan dan makna nasionalisme, 
dari interpretasi sempit yang memandang dunia luar dengan rasa takut 
menjadi interpretasi yang mengatakan bahwa hal paling nasionalis yang 
dapat dilakukan pemimpin Indonesia adalah secara dramatis meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran dari rakyat dan juga negaranya.  

Hal ini berarti berpindah dari nasionalisme retoris menjadi nasionalisme 
substantif. Satu pesan yang jelas dari studi ini adalah Indonesia tidak akan 
mampu meningkatkan kemakmuran dengan pesat tanpa merangkul dunia 
internasional dan melibatkan pemain internasional.

Saya akan mengatakan beberapa hal lagi tentang studi ini serta peluang dan 
tantangan yang terkandung di dalamnya. Tapi sebelumnya, penting untuk 
memahami darimana fokus terhadap Pertumbuhan Dua Digit atau Double Digit 
Growth (DDG) di Indonesia ini berasal. Saat itu tahun 2004, dan kampanye 
presiden sedang bergulir. Di dalam pertemuan tertutup dengan beberapa calon 
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presiden, beberapa kelompok internasional, yaitu kami, mulai mendiskusikan 
ide bagaimana Indonesia dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan sebesar 
10 hingga 12 persen per tahun. Calon presiden itu sangat tertarik, tetapi pada 
akhirnya bukan merekalah yang terpilih menjadi pemenang.

Calon presiden dan tim ekonomi yang terpilih mewakili arus utama dalam 
pemikiran pembangunan Indonesia – yang dapat disebut dengan “mentalitas 
tujuh persen.” Mentalitas ini muncul di awal Orde Baru dan memiliki dua aspek: 
pertama, pertumbuhan sebesar tujuh persen sudah cukup untuk Indonesia; dan 
kedua, itulah yang secara wajar dapat dicapai oleh negara dengan ukuran yang 
sedemikian besar dan kompleksitas dan keragaman yang begitu tinggi.

Sasaran dan ambisi itu penting, dan mentalitas ini tidak sesuai dengan kedua 
hal terebut. Pada tahun 1970an, Tiongkok berada jauh di belakang Indonesia. 
Tapi mereka membuktikan bahwa sebuah negara yang besar dan kompleks dapat 
berkembang secara dua digit selama berpuluh-puluh tahun. Selain itu, kemiskinan 
kronis yang terus berlangsung dan ketidaksetaraan yang kian tumbuh di Indonesia 
menunjukkan bahwa target tujuh persen tidaklah cukup untuk mencapai 
kemakmuran, keamanan, dan harga diri dasar manusia bagi jutaan warga negara.

Kami menyatakan pendapat dalam berbagai forum bahwa mentalitas tujuh 
persen adalah suatu beban dan para perencana dan pemimpin bangsa 
harus menetapkan saasaran yang lebih tinggi dan mendorong lebih tegas. 
Sebagaimana ditunjukkan dalam studi DDG ini, penciptaan lapangan 
pekerjaan berjalan terlalu lambat dan 40 persen penduduk termiskin semakin 
terasing dari peningkatan pembangunan yang dicapai negara ini. 

Pada pemilu 2009, terlihat ada perubahan mengenai diskusi tentang 
pertumbuhan. Kemudian pada saat kampanye tahun 2014, pertumbuhan dua 
digit mulai muncul sebagai standar baru untuk menilai para calon presiden.

Perubahan mentalitas dan sasaran ini penting. Akan tetapi ini hanyalah langkah 
yang pertama. Studi kebijakan yang memberikan informasi harus ditulis, dan 
strategi yang konkret harus dikembangkan untuk mencapai sasaran ekonomi 
yang begitu ambisius. Kontribusi besar pertama kami terhadap upaya ini 
adalah publikasi tahun 2010, From Reformasi to Institutional Transformation: 
A Strategic Assessment of  Indonesia’s Prospects for Growth, Equity, and 
Democratic Governance, dengan ahli ekonomi pembangunan yang dilatih 
di Cambridge, Jonathan Pincus, sebagai penulis utama dari tim gabungan 
Harvard dan peneliti Indonesia. Studi yang berpengaruh ini, yang telah dibahas 
di forum khusus bersama dengan presiden dan seluruh kabinetnya, juga telah 
diterbitkan oleh Kompas Group dengan judul “Indonesia Menentukan Nasib: 
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Dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan.”

Tema utama dalam studi itu adalah gerakan Reformasi telah kehilangan 
momentumnya, dan dibutuhkan upaya baru untuk membangun lembaga 
yang demokratis dan kuat untuk menghentikan kecenderungan ke arah 
stagnasi ekonomi, ketidaksetaraan dan konflik sosial. Pemilu 2014, yang 
diiringi seruan “revolusi mental,” mengindikasikan frustrasi yang mendalam 
terhadap bisnis seperti biasa dan keinginan untuk mengantarkan gaya politik 
dan sikap tanggap yang berbeda. Jika presiden berikutnya dan pembuat 
kebijakan sangat mendorong agenda revolusi mental, ada harapan bahwa 
Indonesia dapat mengadopsi kebijakan yang dibutuhkan untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan bagi segmen populasi yang paling rentan.

Studi terkini ini adalah kontribusi besar kedua terhadap pencapaian sasaran 
pertumbuhan dua digit di Indonesia. Idealnya, kedua studi ini dibaca bersama-
sama untuk mendapatkan gambaran utuh tentang tantangan multi dimensi 
dan peluang yang dihadapi negara besar ini. Kedua studi ini mengambil 
pengalaman dari tim lintas negara yang terdiri dari ahli ekonomi, ilmu politik, 
sosiologi, dan spesialis dalam bidang perbandingan kebijakan publik. Akan 
tetapi yang terpenting, kedua studi ini ditulis oleh cendekiawan dari Indonesia 
dan luar negeri yang sangat mengetahui keadaaan negara ini, memiliki 
pengalaman intensif  selama berpuluh-puluh tahun tinggal di Indonesia, dan 
sangat ingin terlibat dalam upaya negeri ini dalam meningkatkan kualitas 
hidup dan harga diri manusia dari penduduk Indonesia.

Selama berpuluh-puluh tahun, saya telah membaca ratusan studi yang mencoba 
mendiagnosis permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia, lalu kemudian 
menawaran solusi dan rencana. Menurut pendapat saya, makalah yang ditulis 
oleh Profesor Gustav Papanek sebagai penulis utama, bersama dengan koleganya 
Raden Pardede dan Profesor Suahasil Nazara, merupakan salah satu yang 
terbaik. Saya ingin menyebutkan kekuatan dari studi yang menakjubkan ini.

Pertama, tim penulis mendefinisi kembali arti dari pembangunan ekonomi yang 
berhasil bagi Indonesia: yaitu penciptaan pekerjaan layak yang ambisius di sektor 
manufaktur. Mereka menunjukkan bahwa dengan membuat hal tersebut sebagai 
sasaran utama kebijakan pembangunan, Indonesia akan meningkatkan ekspor 
dan pertumbuhan dua digit pada tahun 2019  serta membuka 21 juta lapangan 
pekerjaan layak yang akan mengubah kehidupan segmen besar dari penduduk 
Indonesia, dan akan berdampak positif  bagi ekonomi secara keseluruhan.

Kedua, tim penulis mengakui bahwa sasaran ini ambisius. Tapi mereka 
juga menunjukkan bahwa sasaran itu dapat dicapai. Mereka melakukannya 
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dengan dua cara. Mereka memberikan gambaran umum penting dari strategi 
ekonomi yang sudah pernah dilakukan, dan betapa hasilnya sangat terbatas 
dan menyimpang. Kemudian mereka memperlihatkan seperangkat kebijakan 
alternatif  yang jelas, terpadu, realistis secara politik, dan dengan seksama 
disesuaikan dengan konteks dan pengalaman Indonesia.

Kekuatan ketiga adalah studi ini terinformasi dari kesadaran mendalam dari 
tren ekonomi global dan regional, serta perspektif  komparatif  yang melihat 
secara seksama dan kritis tentang apa yang telah dilakukan dan berhasil di 
negara-negara lain. 

Hasil dari ketiga komponen ini adalah suatu dokumen yang harus dibaca, 
dicerna, dan didebat oleh siapapun yang serius memikirkan hidup penduduk 
Indonesia dan bertekad untuk membuat perbedaan demi masa depan 
negara ini. Meskipun ditujukan untuk presiden terpilih, studi ini merupakan 
produk dari penelitian teliti yang benar-benar independen, oleh kelompok 
profesional yang sangat menguasai bidangnya. Mereka ini tidak berpihak 
ke kubu manapun dan hanya termotivasi oleh keinginan mendesak untuk 
membawa transformasi ekonomi yang pesat bagi Indonesia. 

Saya ingin menutup dengan pujian pribadi tentang Profesor Gustav Papanek. 
Beliau pertama kali datang ke Indonesia di awal tahun 1950an, dan telah 
mencurahkan sebagian besar karir profesionalnya untuk bekerja dengan para 
pembuat kebijakan dan ahli ekonomi di Indonesia dan luar negeri untuk 
menyumbangkan sesuatu yang positif  dan bermanfaat bagi pembangunan 
negara ini.  

Saya cukup beruntung telah berinteraksi dengan Gus, dan saya terus belajar 
dari wawasan dan analisis penuh pengalaman dan bijaksananya. Tidak ada 
badan pengembangan internasional yang berusaha melakukan studi kebijakan 
Indonesia yang dapat memiliki tingkat pengetahuan dan komitmen yang 
sama terhadap penelitian dan usulan perubahan seperti Gus. Saya berharap 
pemimpin Indonesia serta masyarakat luas mempelajari makalah ini dengan 
seksama dan bergerak dengan cepat untuk melaksanakan rekomendasinya.

Jeffrey Winters, Ph.D

Professor of  Politics

Director of  the Equality Development and

Globalization Studies (EDGS) Program

Northwestern University
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TENTANG PENULIS

Profesor Gustav F. Papanek
Profesor Gustav F. Papanek adalah Profesor Emiritus 
bidang Ekonomi di Universitas Boston, sekaligus 
Presiden Boston Institute for Developing Economies 
(BIDE). Ia lahir di Wina, Austria, pada tanggal 12 
Juli 1926. Dalam karir akademisnya yang terbentang 
selama 25 tahun di Universitas Harvard dan 18 
tahun di Universitas Boston, ia telah menerbitkan 
delapan buku dan 50 artikel ilmiah di jurnal-jurnal 

ekonomi ternama. Dalam kurun waktu yang sama, ia juga memberikan 
nasihat kebijakan praktis kepada banyak pemerintahan di lebih dari 20 
negara. Ia telah aktif  di Indonesia sejak awal tahun 1960-an ketika menjabat 
sebagai Director of  Harvard’s Development Advisory Service, cikal bakal 
Harvard Institute for International Development (HIID). Dari tahun 1969 
hingga Desember 1973, ia menjabat sebagai Ketua Kelompok Penasihat 
Harvard untuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan 
Kementerian Keuangan. Setelah itu, pada periode 1987 hingga tahun 1988, 
dia menjabat sebagai Ketua Kelompok Penasihat BIDE untuk Bappenas. 
Sebagai Profesor Ekonomi dan Ketua Departemen Ekonomi di Boston 
University, ia melatih beberapa generasi ahli ekonomi Indonesia, yang banyak 
di antaranya mempunyai karir cemerlang dalam bidang akademik dan 
pemerintahan. Sebagai orang yang mempunyai otoritas mengenai ekonomi 
pembangunan, ia terus menerbitkan penelitian aslinya selama satu dekade, 
bekerja sama dengan Dr. M. Chatib Basri, yang saat ini menjabat sebagai 
Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia juga masih aktif  memberikan 
nasihat kepada pemerintah dan organisasi internasional tentang strategi 
pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, 
serta isu-isu ekonomi lainnya.  
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Dr. Raden Pardede
Dr. Raden Pardede adalah salah satu pendiri 
(Co-Founder) dan Managing Partner dari CReco 
Research Institute, yang sekaligus menjabat sebagai 
Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional, sebuah 
badan yang memberikan analisis dan nasihat 
ekonomi kepada Presiden Republik Indonesia. 
Beberapa jabatan senior di pemerintahan pernah 
diembannya, termasuk sebagai Penasihat Khusus 

untuk Kementerian Keuangan, Penasihat Khusus untuk Menteri Koordinator 
bidang Perekonomian, serta Sekretaris Jenderal Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan Indonesia. Ia dikenal luas sebagai ahli makroekonomi, regulasi 
sektor keuangan, dan kebijakan fiskal, perencanaan strategis dan skenario.  
Selain itu, ia juga bertindak sebagai komisaris independen untuk beberapa 
perusahaan yang terdaftar untuk publik. Pria kelahiran Balige, Sumatera 
Utara, tanggal 17 Mei 1960 ini meraih gelar sarjana dalam bidang rekayasa 
kimia dari Institut Teknologi Bandung dan memperoleh gelar doktor dalam 
bidang ekonomi di Universitas Boston, Amerika Serikat.

Profesor Suahasil Nazara
Profesor Suahasil Nazara adalah Profesor di bidang 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
(FEUI). Ia lahir di Jakarta, tanggal 23 November 
1970. Keahliannya meliputi ekonomi pembangunan, 
ekonomi daerah ekonomi tenaga kerja, ekonomi 
kemiskinan dan perlindungan sosial, ekonometri, 
dan analisis input-output. Selain mengajar dan 
mengawasi mahasiswa di Universitas Indonesia. 
Profesor Nazara juga aktif  mendukung Pemerintah 

Indonesia dalam berbagai peran. Bapak dua anak ini juga merupakan 
anggota Komite Ekonomi Nasional dan Koordinator Kelompok Kebijakan 
pada Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Profesor Nazara 
meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, dan 
gelar masternya dari Universitas Cornell. Ia menyelesaikan program doktor 
di Universitas Illinois di Urbana-Champaign.
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DARI PENERBIT

The Center for Public Policy 
Transformation, atau biasa disebut 

dengan Transformasi, merupakan lembaga 
baru yang bertujuan untuk mendorong 
pembuatan kebijakan berbasis bukti di 
Indonesia. Didirikan tahun lalu dengan 
dukungan besar dari Rajawali Foundation 
dan donor lainnya, misi kami adalah untuk 
membantu menjembatani kesenjangan antara 
pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat 
melalui dukungan untuk penelitian kebijakan 
praktis dan kegiatan pelatihan. 

Transformasi bangga dapat mempersembahkan buku ini kepada masyarakat 
sebagai kontribusi terhadap debat nasional terkait arah kebijakan ekonomi 
dan sosial di masa mendatang. Penulis buku ini — Profesor Gustav Papanek, 
Dr. Raden Pardede dan Profesor Suahasil Nazara — tidak hanya memiliki 
pemahaman mendalam tentang ekonomi Indonesia, tetapi juga yang tidak 
kalah pentingnya, mempunyai pengalaman praktis bekerja dengan pembuat 
kebijakan selama bertahun-tahun untuk mengembangkan dan menerapkan 
kebijakan ekonomi. Mereka telah menghasilkan penilaian yang sangat 
berwawasan dan menakjubkan terhadap situasi terkini di Indonesia serta 
usulan-usulan konkret untuk mempercepat penciptaan lapangan pekerjaan 
dan pertumbuhan serta meningkatkan taraf  hidup sebagian besar penduduk 
Indonesia. 

Buku ini mengangkat permasalahan yang akan tetap penting bagi 
pembangunan Indonesia dan kesejahteraan penduduknya untuk tahun-tahun 
mendatang. Kami sepenuhnya sepakat dengan penulis, bahwa pekerjaan 
yang layak dan produktif  mewakili jalur yang paling pasti dan aman untuk 
berpindah dari kemiskinan menjadi memiliki kepastian penghasilan. Lebih 
jauh, meningkatkan proporsi tenaga kerja yang memiliki pekerjaan layak 
dapat mempercepat pertumbuhan, menghasilkan ekspor tambahan, dan 
meningkatkan pendapatan pemerintah yang dibutuhkan untuk investasi 
infrastruktur dan program perlindungan sosial. Sejalan dengan rekomendasi 
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yang tercantum di buku ini, Transformasi akan membuat laporan kemajuan 
atau rapor berkala untuk menelusuri indikator kunci, contohnya jumlah 
ekspor padat karya, tingkat upah pertanian, dan konsumsi per kapita dari 
40 persen penduduk termiskin. Kami berharap laporan kemajuan ini dapat 
memberikan informasi yang tepat waktu dan bermanfaat, serta membantu 
membangun kesadaran publik mengenai sangat pentingnya penciptaan 
lapangan pekerjaan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan. 

Atas nama Transformasi, saya ingin mengutarakan penghargaan saya yang 
sebesar-besarnya kepada penulis dan semua pihak atas sumbangsihnya 
dalam menyelesaikan studi ini. Terutama, saya ingin berterima kasih kepada 
Rajawali Foundation atas dukungan dana untuk proyek ini dan komitmen 
penuh dari Bapak Peter Sondakh, pimpinan Rajawali Foundation, terhadap 
pengembangan penelitian kebijakan dan pendidikan di Indonesia. Kami 
memiliki keyakinan yang sama dengan beliau bahwa peningkatan sekecil 
apapun di bidang kebijakan publik akan sangat berarti dan mempunyai 
dampak yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat. Kami berharap 
buku ini dapat menstimulasi perdebatan di antara pembuat kebijakan, 
cendekiawan, jurnalis, dan pihak lainnya mengenai kebijakan ekonomi yang 
terbaik untuk lima tahun ke depan dan seterusnya. 

 

Jakarta, 9 Oktober 2014 

Nugroho Wienarto 

Direktur Eksekutif

Center for Public Policy Transformation 

www.transformasi.org 





BAGIAN I: 
PILIHAN

Bab 1.
Indonesia mempunyai Peluang untuk 
Mencapai Angka Pertumbuhan Ekonomi 
Dua Digit dan Empat Juta Pekerjaan 
Layak setiap Tahun

Dalam lima tahun berikut, Presiden baru dan pemerintahannya 
dapat mengubah Indonesia untuk mencapai 10 persen 
pertumbuhan ekonomi per tahun dan menciptakan 21 juta 
pekerjaan yang layak dan tetap. 
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sumber: http://www.pdu4pm.com
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Peluang sekali dalam seabad ini dapat terjadi karena Tiongkok, yang 
telah mendominasi pasar dunia untuk barang-barang jadi yang padat 
karya, tidak sekompetitif  dulu lagi di dalam pasar tersebut. Gaji tenaga 
kerjanya tinggi dan semakin meningkat; angkatan kerjanya semakin tua 
dan sedikit; dan ketegangan politik antara Jepang – investor penting di 
sektor manufaktur – dan Tiongkok semakin memanas. Oleh karena itu, 
negara lain mulai memasok barang-barang yang biasa dipasok Tiongkok. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat mengambil alih 
sebagian pasar yang terpaksa ditinggalkan Tiongkok.  

Indonesia mempunyai banyak pekerja yang berada di sektor 
dengan produktivitas rendah. Hal ini merupakan peluang. 
Memindahkan kelompok pekerja ini ke pekerjaan dengan 
produktivitas tinggi di sektor manufaktur merupakan hal 
yang sangat menguntungkan 

Lebih dari 10 juta pekerja Indonesia bekerja di luar negeri atau bekerja di 
rumah, yang hanya sedikit berkontribusi terhadap output nasional, karena 
mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik dan produktif. 
Pasokan pekerja ini merupakan peluang yang sangat baik bagi Indonesia 
untuk bersaing di pasar dunia untuk barang-barang padat karya.  

Meningkatkan pendapatan dari ekspor hingga tiga kali lipat. Jika Indonesia 
mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan daya saingnya, negara ini 
dapat mengambil alih tujuh persen pasar Tiongkok untuk ekspor padat 
karya selama lima tahun. Ini akan menambah 110 miliar dollar AS 
(Papanek, 2014a) ke ekspor barang jadi, dari total 65 miliar dollar AS 
di tahun 2013. Meningkatkan ekspor barang jadi sebesar 110 miliar 
dollar AS tidaklah sesulit yang dibayangkan, karena pasar dunia terus 
berkembang. Selama empat tahun terakhir: 

• Ekspor Tiongkok telah bertambah sebesar 150 miliar dollar AS 
per tahun;

• Ekspor padat karya dari Tiongkok telah bertambah sebesar 
lebih dari 70 miliar dollar AS per tahun; dan 

• Perdagangan dunia untuk barang jadi telah meningkat sebesar 
250 miliar dollar AS per tahun. 
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Oleh karena itu, jika Indonesia meningkatkan ekspornya sebesar rata-
rata 22 miliar dollar AS per tahun, bukan berarti ekspor negara lain 
tidak akan bertambah. Bahkan ekspor barang manufaktur Tiongkok 
akan dapat berkembang pesat, akan tetapi semakin tidak padat karya. 

Berkurangnya impor, bertambahnya produksi domestik barang jadi atau meningkatnya 
“substitusi impor.” Kebijakan yang memberikan insentif  untuk ekspor juga 
akan meningkatkan daya saing dari industri yang berkompetisi dengan 
impor. Jika biaya transportasi dan listrik dikurangi, jika kebijakan 
menjadi lebih stabil dan berbisnis menjadi lebih murah, jika turunnya 
nilai rupiah membuat ekspor menjadi lebih menguntungkan dan impor 
lebih mahal, maka daya saing eksportir akan meningkat dan di waktu 
yang sama,  perusahaan domestik yang berkompetisi dengan impor 
juga akan mendapatkan keunggulan dari segi biaya. Produsen sepatu 
dan paku, mobil dan sepeda Indonesia akan lebih mampu bersaing 
dengan impor. Lebih banyak nilai tambah diciptakan di dalam negeri 
dan impor akan berkurang. Dengan demikian, akan diciptakan lebih 
banyak lapangan pekerjaan di Indonesia dan lebih sedikit di Tiongkok, 
Amerika, atau Jepang.  

Potensi substitusi impor – dengan kata lain, memproduksi barang yang 
tadinya diimpor  Indonesia – jauh lebih kecil dibandingkan ekspor. 
Produsen domestik di masa lalu telah diuntungkan oleh proteksi, dan 
banyak barang yang dapat diproduksi di Indonesia memang telah 
diproduksi disini. Memang sebagian besar impor terdiri dari komoditas 
seperti gandum atau katun, yang tidak dapat diproduksi secara efisien 
di Indonesia. Tapi kami memperkirakan sekitar 130 miliar dollar 
AS impor di tahun 2012 sebenarnya dapat diproduksi di Indonesia. 
Hingga tahun 2019, perkiraan jumlah impor yang dapat diproduksi di 
Indonesia telah naik hampir dua kali lipat menjadi 240 miliar dollar 
AS. Jika rekomendasi perubahan kebijakan dilaksanakan dan para 
produsen menjadi lebih efisien, kami memperkirakan bahwa setidaknya 
10 persen, atau sejumlah 24 miliar dollar AS akan dapat diproduksi 
di Indonesia dan tidak diimpor. Jumlah 24 miliar dollar AS substitusi 
impor tersebut, seperti peningkatan ekspor sebesar 110 miliar dollar 
AS, akan meningkatan pendapatan nasional dan jumlah lapangan 
pekerjaan yang layak. 
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Dampak tidak langsung dari peningkatan keluaran produsen atau “faktor pengganda 
(multiplier).” Dampak tidak langsung dari pekerja dan pengusaha yang 
berinvestasi untuk menghasilkan ekspor dan menggunakan uang 
tambahan yang mereka dapatkan dari hasil ekspor dan barang yang 
tadinya diimpor sangatlah substansial. Penghasilan dan lapangan 
pekerjaan di industri konstruksi akan meningkat ketika perusahaan 
membangun pabrik dan asrama untuk pekerja. Para pekerja akan membeli 
lebih banyak makanan di pedagang kaki lima dan lebih sering mencukur 
rambutnya serta membeli lebih banyak sepeda dan menghabiskan lebih 
banyak uang untuk pendidikan. Peningkatan produksi barang berakibat 
pada peningkatan perdagangan grosir, pengiriman, transportasi, 
pekerjaan pelabuhan, perlengkapan komunikasi, dan jasa kapal muatan 
barang dan lain-lain. Dampak tidak langsung yang terjadi ketika semua 
ini ditambahkan disebut dengan “faktor pengganda.”. Nilai pengganda 
di Indonesia diperkirakan adalah 1,85 (Schydlowsky, 2012). Dengan 
kata lain, untuk setiap satu miliar rupiah pendapatan yang dihasilkan 
secara langsung, diperkirakan tambahan pendapatan sebesar Rp. 850 
juta dihasilkan secara tidak langsung. 

Tentu saja perkiraan 110 miliar dollar AS ekspor tambahan dan 
24 miliar dollar AS substitusi impor bukanlah seluruhnya berupa 
pendapatan. Untuk menghasilkan barang-barang tersebut, diperlukan 
masukan impor secara langsung atau tidak langsung.  Lampiran statistik 
dan metodologi (dapat diakses di www.transformasi.org) menunjukkan 
bagaimana kami telah menghitung nilai tambah dan peningkatan 
lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari ekspor yang meningkat.

Kegiatan Lain yang Diuntungkan oleh Perubahan Kebijakan: 
Pariwisata, Ekspor Pertanian, Produksi Makanan

Kebijakan dan program yang meningkatkan daya saing ekspor 
komoditas manufaktur juga akan menguntungkan bagi ekspor pertanian 
dan kegiatan pariwisata. Tentu saja peningkatan yang mengurangi 
biaya transportasi darat akan membuat Indonesia semakin kompetitif  
dalam mengekspor bunga dan buah segar serta meningkatkan akses 
ke tujuan wisata. Sebagaimana didiskusikan kemudian, nilai tukar 
yang memberikan lebih banyak rupiah bagi eksportir atau penyedia 
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jasa pariwisata untuk setiap dollar AS yang diperoleh akan membuat 
keduanya lebih kompetitif. 

Terbuka kesempatan yang cukup signifikan pula untuk substitusi impor 
di sektor pertanian. Impor cabai, bawang dan bawang putih telah 
meningkat secara substansial, meskipun komoditas tersebut dapat 
diproduksi di Indonesia. Daging, gula, dan sebagian hasil pertanian 
lainnya juga diimpor dalam jumlah besar. 10 persen penurunan nilai 
rupiah terhadap euro, yen, dan dollar AS setara dengan 10 persen tarif  
untuk mengimpor barang-barang tersebut. Akan lebih menguntungkan 
untuk memproduksi barang-barang itu di Indonesia, sehingga 
berkontribusi terhadap substitusi impor. 

Sulit untuk memperkirakan dampak meningkatnya ekspor pertanian, 
substitusi impor di sektor pertanian dan meningkatnya pendapatan dari 
sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDB dan lapangan pekerjaan. 
Dampak positif  perubahan ini akan lebih kecil dibandingkan dengan 
peningkatan ekspor sektor barang jadi. Kami secara konservatif  
mengaitkan 1,45 persen pertumbuhan PDB dan pertambahan 1,4 
juta pekerjaan di tahun kelima dengan peningkatan keseimbangan 
perdagangan di sektor pertanian dan pertumbuhan pariwisata. 

Manfaat Perubahan Kebijakan Bertambah Secara Perlahan 
namun Substansial pada Tahun Kelima: Peningkatan Lebih 
dari Satu Pertiga Rata-rata Penghasilan dan 21 Juta Pekerjaan 
Baru yang Layak 

Gambar 1 menunjukkan bahwa mungkin diperlukan beberapa tahun 
untuk dapat merasakan dampak penuh dari perubahan kebijakan. Namun, 
Indonesia akan bertransformasi pada tahun kelima. Tingkat pertumbuhan 
penghasilan akan mencapai angka dua digit – 10 persen. Akan tercipta 
fondasi sebagai dasar untuk melanjutkan pertumbuhan yang tinggi ini. 

Apabila tidak ada perubahan kebijakan, kondisi ekonomi akan 
meningkat dengan lebih lambat. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan 
penduduk 1,4 persen per tahun, tingkat pertumbuhan ekonomi hanyalah 
3,6 persen per tahun; penghasilan rata-rata keluarga Indonesia akan 19 
persen lebih besar di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2014.   
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Tetapi jika paket kebijakan yang direkomendasikan ini digunakan dan 
menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, maka penghasilan per 
kapita akan meningkat sebesar 36 persen, hampir dua kali lipat dari 
skenario “bisnis seperti biasa”. 

Gambar 1. Peningkatan Pertumbuhan & Pekerjaan Layak Terutama Karena Dampak Langsung 
dan Tidak Langsung dari Pertumbuhan yang lebih Pesat dari Ekspor Barang Jadi Padat Karya

 

Sumber: Papanek (2014b) 

Satu hal yang lebih penting daripada tingkat pertumbuhan adalah pemerataan 
pertumbuhan (inclusiveness of  growth). Pembangunan yang berpusat pada 
tenaga kerja, sebagai dampak perubahan kebijakan ini, akan menciptakan 
lapangan pekerjaan yang layak, terutama bagi mereka yang mempunyai 
penghasilan yang sangat rendah di sektor informal. Penghasilan akan 
didistribusikan lebih merata dan tingkat kemiskinan akan menurun tajam.  
Dalam lima tahun masa jabatan pertama dari Presiden terpilih, 10 juta 
pekerja baru akan bergabung dengan angkatan kerja dan akan mencari 
pekerjaan baru. Tanpa adanya perubahan kebijakan, hanya kurang dari 
enam juta lapangan pekerjaan layak  yang akan terbuka selama periode ini. 
Oleh karena itu, empat juta penduduk Indonesia lainnya akan bergabung 
dengan 12 juta atau lebih orang yang tidak dapat menemukan pekerjaan 
yang layak sejak Krisis Moneter di tahun 1997/98. Dengan pasokan tenaga 
kerja yang lebih tinggi daripada permintaan, gaji riil pekerja yang tidak 
terlindungi akan berkurang, sebagaimana telah terjadi di masa lalu (lihat 
Bab 3). Distribusi penghasilan akan terus timpang dan kumpulan pekerja 
yang tidak puas akan meningkat.   
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Namun, apabila paket kebijakan ini dilaksanakan dan ekspor sektor 
manufaktur yang mengandalkan tenaga kerja bertumbuh dengan 
pesat, diperkirakan jumlah pekerjaan yang diciptakan adalah 21 juta 
pekerjaan. Akan ada pekerjaan untuk 10 juta orang yang bergabung 
dengan angkatan kerja, serta untuk 11 juta lainnya yang kini berjuang 
untuk memberi makan keluarganya dengan penghasilan yang rendah 
dan tidak pasti dari sektor informal, atau mereka yang pergi keluar 
negeri untuk bekerja. Dengan permintaan akan tenaga kerja yang 
meningkat dua kali lipat dari pasokan, gaji akan dengan sendirinya meningkat 
dan keluarga kelas peker ja akan mendapat manfaat, baik dari gaji yang lebih tinggi 
maupun dengan lebih banyaknya anggota keluarga yang memperoleh penghasilan 
yang layak dan stabil dari sektor formal. 

Maksud kami dengan “pekerjaan yang layak” adalah pekerjaan yang 
menjamin penghasilan yang teratur, jam kerja yang terbatas dan 
biasanya yang menawarkan tunjangan. Pekerjaan semacam ini juga 
disebut dengan pekerjaan  “sektor formal”. Pekerja yang tidak tahu 
apakah mereka akan memperoleh penghasilan pada minggu berikutnya 
dan yang tidak tahu berapa penghasilan tersebut, tidak memiliki 
pekerjaan yang layak.  

Gambar 2. Manfaat Kumulatif  dari Perubahan Kebijakan untuk Meningkatkan Ekspor Barang 
Jadi Padat Karya, Substitusi Impor dan Kegiatan Lain, 2014-2019 dan 2014-2024

Sumber: Papanek (2014b) 
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Manfaat pertumbuhan padat karya yang pesat akan lebih besar lagi 
pada lima tahun selanjutnya, dari 2019 hingga 2024. Setelah Indonesia 
menjadi kompetitif  di pasar dunia, ekspornya akan meningkat seiring 
meluasnya pasar dunia. Pendapatan akan meningkat seiring naiknya 
ekspor Indonesia di rantai nilai. Peningkatan pendapatan ekspor – dan 
pendapatan dari substitusi impor – akan mempertahankan tingginya 
tingkat pertumbuhan. 

Jika rata-rata pertumbuhan adalah 10 persen per tahun selama periode 
kedua ini, rata-rata penghasilan per kapita kira-kira akan naik dua kali lipat 
antara 2014 dan 2024. Ketika barang yang diproduksi menjadi semakin 
kompleks, produksinya akan tidak terlalu menjadi padat karya. Jumlah 
pekerjaan baik dan produktif  yang diciptakan setiap tahun akan 
berkurang dari 13,7 juta pekerjaan yang diproyeksikan untuk 2019. 
Namun demikian, kami memperkirakan bahwa 77 juta peker jaan yang 
demikian akan ditambahkan selama periode 10 tahun ini. Hasilnya, Indonesia 
akan mampu memberikan pekerjaan layak untuk sebagian besar dari 
enam juta atau lebih orang yang terpaksa mencari pekerjaan di luar 
negeri, tujuh juta orang yang menganggur, 12 hingga 15 juta pekerja 
“berlebih” atau pengangguran tersamar di sektor pertanian dan 
sektor lainnya, dan 20 juta orang yang bergabung dengan angkatan 
kerja selama periode 10 tahun ini. Selain itu masih ada pula sekitar 
30 juta pekerjaan layak untuk pekerja yang kini berkecimpung dalam 
pekerjaan dengan penghasilan dan produktivitas rendah. Dengan lebih 
dari 70 juta pekerjaan layak tersedia selama 10 tahun, Indonesia akan 
bertransformasi dari negara dimana 40 persen populasinya hidup 
dengan rata-rata pengeluaran sekitar dua dollar AS per hari menjadi 
negara dimana hanya 10 persen penduduknya yang menderita karena 
kemiskinan ekstrim tersebut. 

Seberapa realistiskah tingkat pertumbuhan 22 persen untuk 
ekspor barang jadi padat karya? 

Pencapaian ini mungkin terlihat menarik, tapi seberapa realistiskah itu? 
Bisakah Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan ekspor barang jadi 
sebesar 22 persen per tahun, yang berarti naiknya ekspor dari 65 miliar 
dollar AS menjadi 175 miliar dollar AS selama lima tahun? Jawaban 
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terbaik untuk pertanyaan itu diberikan oleh sejarah ekonomi Indonesia 
itu sendiri, sebagaimana ditunjukkan di Gambar 3. 

Mereka yang optimis akan mengingat tahun 1986 hingga 1992, ketika ekspor 
barang jadi meningkat sebesar 40 persen per tahun, atau meningkat 
dua kali lipat dalam kurang dari dua tahun. Angka ini jauh lebih cepat 
dari tiga eksportir Asia lainnya – Tiongkok, India, Bangladesh –dimana 
peningkatan ekspor mereka adalah separuh dari angka tersebut. Dan 
terkait sebagian besar industri padat karya, tekstil dan garmen (pakaian 
jadi), Indonesia bahkan lebih maju. Ekspor barang-barang ini oleh 
Indonesia meningkat sebesar 40 persen per tahun, dibandingkan 
dengan kurang dari 20 persen untuk ketiga negara lainnya. Berdasarkan 
pengalaman ini, jawabannya pastilah “mengapa tidak”; jika ekspor yang 
relevan dapat meningkat 40 persen per tahun di masa lalu, mengapa 
kini tidak bisa meningkat 22 persen? 

Namun, mereka yang pesimis dapat menunjuk ke tahun 1993 hingga 2012. 
Indonesia, mantan juara, jauh tertinggal di belakang tiga negara lainnya. 
Ekspor barang jadi bertumbuh hanya sembilan persen per tahun, sedikit 
lebih dari setengah angka di ketiga negara pembanding. Garmen/tekstil 
hanya bertumbuh lima persen per tahun di Indonesia, satu pertiga dari 
pertumbuhan di ketiga negara lainnya. Bergerak dari petumbuhan lima 
persen yang dicapai selama periode ini menjadi 22 persen yang diramal dalam 
waktu lima tahun sepertinya tugas yang sulit, bahkan mungkin mustahil.

Tahun-tahun terakhir ini ternyata lebih mengkhawatirkan. Ekspor barang jadi 
di ketiga negara lainnya terus meningkat rata-rata sebesar 13 persen, 
namun ekspor barang jadi Indonesia menurun. Garmen dan tekstil 
mengalami tahun yang buruk di semua negara, namun pertumbuhan 
ketiga negara pembanding adalah enam kali lipat pertumbuhan di 
Indonesia. Perbandingan dengan Indonesia dengan rata-rata sederhana 
di Bangladesh, China, dan India menunjukkan bahwa Indonesia sedang 
menurun dari tahun-tahunnya sebagai juara Asia menjadi statusnya 
yang terkini, yaitu negara dengan kinerja terburuk di antara negara-
negara besar lainnya di wilayah Asia. Jika Kamboja ditambahan sebagai 
pembanding di tahun 2013, perbedaannya lebih besar lagi: rata-rata 
kelima negara tersebut untuk peningkatan ekspor garmen dan tekstil 
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adalah 19 persen, berbanding satu persen untuk Indonesia. Kamboja, 
dengan populasi 15 juta jiwa, mengekspor lebih dari 50 persen dari 
nilai garmen dan tekstil yang diekspor Indonesia di tahun 2013, dengan 
populasi lebih dari 15 kalinya.

Gambar 3. Tingkat Pertumbuhan Komparatif  di Asia untuk Ekspor Barang jadi, 
Tekstil & Garmen

Catatan: Keempat negara tersebut adalah Bangladesh, Tiongkok, India, dan 
Vietnam. Untuk tahun 1986-1992, data pembanding Vietnam tidak tersedia, jadi 
rata-rata yang diambil adalah untuk tiga negara lainnya. Rata-rata yang digunakan 
adalah rata-rata sederhana.
Sumber: Papanek (2014c)

Dengan insentif  yang tepat, perusahaan-perusahaan 
Indonesia telah merespon dan akan merespon 

Syaratnya kita tidak boleh kehilangan semangat atau pesimis. Ekspor 
barang jadi dari Indonesia, serta dari pesaingnya, merespon terhadap 
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2. Mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen per 
tahun, artinya pendapatan nasional akan meningkat dua kali 
lipat dalam tujuh tahun dan pendapatan rata-rata penduduk 
Indonesia akan meningkat dua kali lipat hanya dalam delapan 
tahun.

3. Mengeluarkan 10 juta keluarga dari kemiskinan dan 
memindahkan mereka ke kelas menengah. 

4. Memberikan pekerjaan produktif  kepada sekitar tiga juta 
pekerja dengan pendidikan terbatas, dimana hampir semuanya 
adalah 40 persen penduduk termiskin, dan satu juta orang 
dengan pendidikan yang lebih baik, termasuk sebagian besar 
dari 3,5 juta orang berpendidikan tetapi menganggur. 
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Bab 2. 
Strategi Alternatif  akan Berakibat pada 
Pertumbuhan yang Lambat, Pekerjaan 
yang Sedikit dan Peluang yang Hilang

Sasaran yang dijabarkan di Bab 1 – tingkat pertumbuhan ekonomi 
sebesar 10 persen per tahun dan 21 juta pekerjaan layak – jelas 
menarik. Namun strategi untuk mencapainya, berdasarkan tingkat 
pertumbuhan ekspor barang jadi padat karya sebesar 22 persen per 
tahun, membutuhkan perubahan kebijakan yang oleh sebagian orang 
mungkin dianggap terlalu sulit dan memerlukan pengorbanan politik. 
Ada sejumlah strategi alternatif  yang mungkin lebih disukai. Namun 
sayangnya semua strategi alternatif  tersebut kemungkinan besar akan menghasilkan 
hasil yang sama:  

• Tingkat pertumbuhan yang lebih dekat ke lima persen daripada 
enam atau tujuh persen;

• Indonesia akan kehilangan peluang untuk mencapai 
pertumbuhan yang lebih tinggi dengan mengambil alih sebagian 
kecil pasar barang jadi padat karya milik Tiongkok. Peluang 
seperti itu tidak akan pernah datang lagi.

• Bonus demografis Indonesia akan terbuang sia-sia. Bukannya 
menggunakan sekumpulan pekerjanya yang mampu untuk 
meningkatkan output, hampir separuh dari 10 juta pekerja 
yang bergabung dengan angkatan kerja dalam lima tahun ke 
depan tidak akan dapat menemukan pekerjaan yang layak dan 
produktif. Mereka akan bergabung dengan sekitar 12 juta orang 
yang menjadi “surplus” dalam periode 1997 hingga 2013; 
pekerja yang hanya berkontribusi sedikit terhadap pendapatan 
karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang 
produktif.
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Bisnis Seperti Biasa: Tanpa perubahan kebijakan, pendapatan 
Indonesia kemungkinan hanya akan Meningkat lima 
persen dan bukan tujuh persen, bahkan kalaupun disertai 
peningkatan pertumbuhan dunia 

Diyakini bahwa pertumbuhan PDB akan dapat cepat kembali ke tingkat 
enam persen yang dicapai oleh Indonesia sebelum terjadinya penurunan 
harga komoditas secara tajam setelah 2011, dan pertumbuhan tujuh 
persen per tahun dapat dicapai hanya dengan penyesuaian kebijakan 
yang kecil. Tapi rata-rata pertumbuhan PDB dari tahun 1997 hingga 
2013 hanyalah 3,8 persen per tahun. Bahkan jika kita tidak memasukkan 
Krisis Keuangan Asia dan memulai analisis di tahun 2000, rata-rata 
pertumbuhan PDB hanyalah 4,5 persen hingga 2006.  

Peningkatan harga komoditas (commodity boom) menambah 1,5 persen ke tingkat 
pertumbuhan. Setelah peningkatan harga komoditas menggandakan nilai 
ekspor Indonesia – peningkatan sebesar 100 miliar dollar AS – barulah 
rata-rata pertumbuhan PDB mencapai enam persen. Sebagian besar 
peningkatan tersebut adalah hanya karena peningkatan harga-harga 
barang yang secara tak terduga mewakili sekitar lima persen dari PDB 
(Papanek, 2014d). Meskipun sebagian dari harga yang tak terduga ini 
terdiri dari keuntungan yang dikirimkan keluar negeri, sebagian  masih 
berada di dalam negeri, dan menghasilkan efek pengganda. Perkiraan 
kasarnya adalah ledakan harga komoditas menambah 1,5 persen per 
tahun ke pertumbuhan PDB dari tahun 2006 hingga 2011. Tanpanya 
pertumbuhan mungkin akan tetap berada di angka kurang dari lima 
persen. 

Kemungkinan ter jadi peningkatan harga komoditas seperti itu lagi sangatlah 
kecil. Dua pertiga peningkatan nilai ekspor dari 2006 sampai 2011 
adalah karena meningkatnya harga-harga. Misalnya, harga tembaga 
naik dua kali lipat. Durian runtuh seperti itu mungkin saja terjadi 
lagi dalam lima tahun ke depan, namun kemungkinannya sangatlah 
kecil. Agar itu terjadi, dibutuhkan peningkatan besar-besaran dalam 
permintaan. Akan tetapi pertumbuhan Tiongkok, mau tak mau, mulai 
melambat. Pertumbuhan di India mungkin menjadi pesat, namun 
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akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai tingkatan dua digit. 
Perluasan kredit bisa jadi akan datang lagi, namun tidak dalam waktu 
yang berdekatan dengan perluasan kredit yang terakhir. Jadi, kecil 
kemungkinannya perluasan kredit besar-besaran akan memicu ledakan 
komoditas lagi.

Dengan tidak adanya ledakan komoditas lagi dan dengan kebijakan saat 
ini, ekspor padat karya akan mandek. Sedikit peningkatan akan berasal 
dari sektor pertambangan berkat penerapan larangan ekpor untuk 
mineral mentah, tapi regulasi baru ini juga akan mengurangi investasi. 
Apakah efek bersihnya bagi pendapatan nasional menjadi positif  atau 
negatif  sulit dikatakan, namun efeknya tak akan besar. Saat peluang 
investasi meningkat di India, AS, Jepang, dan Eropa, aliran dana ke 
Indonesia kemungkinan akan berkurang, terutama jika negara ini 
dinilai tidak ramah terhadap investasi asing. Tanpa adanya perubahan 
dalam kebijakan, sulit untuk melihat pertumbuhan akan menjadi pesat 
di bawah kebijakan seperti biasa di masa lalu.  

Pertumbuhan yang lambat berarti menambahkan surplus peker ja, bukan peker ja 
produktif. Indonesia akan menyia-nyiakan setengah peker ja tambahan akibat, 
“bonus demografi.” Indonesia tidak pernah memanfaatkan penuh aset 
terbesarnya yang jarang digunakan – tenaga kerjanya. Dua juta pekerja 
baru telah mencari pekerjaan setiap tahunnya sejak tahun 1980. Namun 
sejak 1997, Indonesia hanya menciptakan sekitar satu juta pekerjaan 
yang layak dan produktif  setiap tahunnya. Dari tahun 1988 hingga 
1994, saat ekspor padat karya meledak, sektor manufaktur sendirian 
menambahkan hampir 0,5 juta pekerjaan layak setiap tahunnya, 
yang mewakili 15 persen tingkat pertumbuhan saat itu. Jika tingkat 
pertumbuhan tersebut dapat dicapai sekarang, itu berarti lebih dari 1,5 
juta pekerjaan layak dan produktif  setiap tahunnya, hanya dari sektor 
manufaktur.  

Tapi “bisnis seperti biasa” kemungkinan hanya akan menghasilkan 
tingkat pertumbuhan lima persen, dengan ekspor barang jadi padat 
karya menjadi stagnan atau menurun. Akibatnya, lapangan pekerjaan 
di sektor formal manufaktur setiap tahunnya hanya dapat menampung 
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sedikit di atas 130.000 pekerja, sama seperti angka rata-rata dari tahun 
2000 hingga 2010. Selama periode ini, total lapangan pekerjaan sektor 
formal meningkat sebesar kurang dari satu juta pekerja. Tentu saja kita 
ragu apakah kesemuanya merupakan pekerjaan produktif. Gabungan 
lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan manufaktur meningkat 
sebesar kurang dari 100.000 per tahun. Dengan peningkatan yang 
begitu kecil di dua sektor yang menghasilkan barang, tidak mungkin 
ada kebutuhan 670.000 pekerja tambahan di bidang perdagangan dan 
jasa untuk menangani peningkatan output dan jasa dari peningkatan 
penghasilan.  

Tapi, meskipun kita mengambil nilai nominal tersebut, lebih sedikit 
dari satu juta pekerjaan layak dan produktif  diciptakan, di saat dua 
juta orang bergabung dengan angkatan kerja. Sebagian dari sisa 
satu juta orang tersebut terpaksa bekerja di luar negeri. Sebagian 
besar bekerja di sektor informal di Indonesia, sebuah sektor yang 
dicirikan dengan pembagian pekerjaan dan penghasilan. Mereka 
bekerja di usaha keluarga atau toko ritel, di mana tidak dibutuhkan 
pekerja tambahan, atau sebagai penyemir sepatu, pendaur ulang 
kertas bekas, dan penjual rokok atau majalah, di mana sudah cukup 
banyak orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Mereka berbagi 
penghasilan dan pekerjaan dalam kegiatan ini, sehingga kontribusi 
bersih mereka sangat kecil atau bahkan nol. Mereka adalah “pekerja 
berlebih” karena jika mereka meninggalkan pekerjaannya sekarang 
untuk bekerja di sektor manufaktur, hanya ada sedikit atau tidak 
ada sama sekali penurunan output pada pekerjaan mereka yang 
sebelumnya.  

Dengan bisnis seperti biasa, setiap tahun sekitar satu juta pekerja 
tambahan tidak akan menemukan pekerjaan yang layak dan produktif, 
dan karenanya akan ditambahkan ke dalam kumpulan surplus pekerja. 
Negara ini, bukannya diuntungkan oleh pekerjaan mereka, dari 
bonus demografis yang menambahkan pekerja produktif  ke dalam 
ekonominya, malah akan menambah jumlah pekerja yang tidak puas, 
sehingga mengakibatkan masalah sosial dan politik. Negara ini akan 
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membuang peluang emas untuk meningkatkan output dari peningkatan 
populasi usia kerja. Indonesia akan menyia-nyiakan setengah dari dividen 
demografisnya.  

Indonesia, yang terpenting, akan membuang peluang sekali seumur 
hidup untuk mengambil alih pasar Tiongkok untuk ekspor padat karya. 
Jika Indonesia tidak berkompetisi untuk bagian dari pasar tersebut, 
negara lain akan menarik investasi dan memasok pasar itu. Peluang 
seperti itu tidak akan datang lagi. Ekspor Tiongkok di tahun 2012 
mewakili 36 persen dari pasar garmen dan tekstil dunia dan 17 persen 
dari seluruh barang jadi. Barang padat karya merupakan setengah dari 
semua ekspor. Jika Tiongkok menyerahkan separuh saja dari pasar padat 
karyanya dalam lima tahun ke depan, ini berarti negara lain bersama-
sama akan menghasilkan 750 miliar dollar AS ekspor, bertumbuh 100 
miliar dollar AS per tahun. 

Indonesia akan berkompetisi dengan negara lain yang memiliki jumlah 
pekerja yang mampu memproduksi sebagian barang-barang yang dahulu 
dipasok Tiongkok: India, Bangladesh, dan Vietnam, serta Myanmar/
Burma di tingkat paling rendah dan Filipina di tingkat yang tinggi. Jika 
Indonesia tetap menjadi penonton dalam lima tahun kedepan, investor 
akan berpindah ke negara-negara tersebut untuk memasok pasar dunia. 
“Bisnis seperti biasa” dan pertumbuhan yang lambat dalam lima tahun ke depan 
dapat membuat Indonesia terpuruk dengan pertumbuhan lambat selama 40 tahun ke 
depan, atau lebih lama lagi.

Tanpa perubahan kebijakan, Indonesia tidak akan dapat mengambil kembali 
bagian signifikan dari pasar dunia. Dari 1995 hingga 2013, seluruh 
kompetitor Asia meningkatkan bagian dari pasar dunia mereka, 
kecuali Indonesia. Pada tahun 1995, baik India maupun Indonesia 
memiliki 0,6 persen bagian dari ekspor barang jadi dunia; pada 
2013, bagian India adalah 1,6 persen, tapi bagian Indonesia tetap 
tidak berubah. Bagian Vietnam meningkat dari 0,1 persen menjadi 
0,8 persen (Papanek 2014e). 
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Gambar 4. Perubahan Bagian Pasar Dunia untuk Barang Jadi 1995 – 2013 

Sumber:  Papanek 2014e

Catatan untuk sebagian besar ekspor padat karya bahkan lebih buruk 
lagi. Di sektor garmen dan tekstil, lima negara Asia lain meningkatkan 
pangsa gabungan mereka dari 14 persen menjadi 46 persen. Pangsa 
Indonesia berkurang dari 2,5 persen menjadi 1,7 persen. Sementara 
pangsa Indonesia berkurang hampir sepertiganya, pangsa Bangladesh 
naik lebih dari tiga kali lipat, dan bagian Vietnam melesat dari nol 
menjadi 2,4 persen. Pangsa Vietnam di pasar dunia sekarang berada 
di atas Indonesia, meski memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit.

Kinerja buruk Indonesia di pasar dunia tercermin dalam tingkat 
pertumbuhan output dan lapangan pekerjaan di sektor manufaktur. Sektor 
ini berkembang pesat antara 1986 dan 1996, ketika lapangan pekerjaan di 
sektor tersebut meningkat sebesar 7 persen setiap tahunnya. Namun sejak 
1996, sektor manufaktur telah berkembang dengan lambat, hanya tumbuh 
2,4 persen pekerjaan setiap tahun. Gambar 4 menunjukkan dengan jelas 
bahwa dengan Bisnis seperti biasa, Indonesia tidak dapat mengamankan bagian yang 
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signifikan dari ekspor Tiongkok, di mana bagian tersebut dibutuhkan Indonesia jika 
ingin berkembang pesat dan dapat memberikan pekerjaan yang layak dan produktif  
kepada angkatan kerjanya yang semakin bertambah.

Memperluas Permintaan Domestik

Indonesia memiliki pasar domestik yang besar. Di tahun 2010, 
Indonesia menempati peringkat ke-18 dunia, di belakang Belanda 
dan jauh di atas sesama negara ASEAN seperti Filipina, yang berada 
di peringkat ke-42. Dengan ekonomi sebesar itu, mengapa kita harus 
mengandalkan peningkatan eksor untuk mencapai pertumbuhan? 
Kenapa tidak meningkatkan permintaan domestik?  Memperluas 
permintaan domestik jauh lebih mudah dibandingkan berkompetisi 
di pasar dunia. Bank Indonesia dapat menghasilkan dana tambahan 
untuk meningkatkan pengeluaran oleh  konsumen domestik dan 
investasi domestik tambahan.  

Selama peningkatan permintaan domestik menghasilkan pasokan 
domestik, dan pasokan domestik  ditingkatkan dengan mempekerjakan 
bagian berlebih dari angkatan kerja, strategi ini dapat berhasil. Banyak 
pembaca mengetahui tentang teori Keynes bahwa kebijakan merangsang 
permintaan, dimana kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk 
menghasilkan permintaan domestik, yang  menggerakkan pekerja 
domestik yang tadinya diam, lahan dan modal. Pada keadaan tertentu, ini 
adalah cara yang sangat baik untuk meningkatkan pendapatan nasional.  

Tapi saat ini di Indonesia, sebagian peningkatan permintaan tersebut akan 
bercampur dengan permintaan untuk impor atau untuk barang yang telah 
diekspor. Ketika penghasilan mereka naik, konsumen akan makan lebih banyak 
nasi, yang berarti lebih banyak impor atau lebih sedikit ekspor. Konsumen 
juga akan membeli lebih banyak kacang kedelai dan gandum impor. Mereka 
akan membeli lebih banyak pakaian, yang artinya lebih banyak impor katun 
dan mungkin pakaian lain yang tidak diproduksi di dalam negeri. Mereka juga 
akan membeli lebih banyak mobil, lebih banyak berlibur ke luar negeri, dan 
menggunakan lebih banyak bensin. Kami memperkirakan kecenderungan 
marginal untuk mengimpor adalah 20 persen; berarti untuk setiap Rp. 10 
miliar peningkatan permintaan, akan ada Rp. 2 miliar peningkatan impor. 
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Tentu saja impor ini harus dibayar, dan satu-satunya cara membayarnya 
dalam jangka panjang adalah dengan meningkatkan ekspor.  

Peristiwa di tahun 2012 menggambarkan permasalahan ini. Ketika 
pendapatan nasional meningkat, impor juga meningkat sebesar kurang 
dari 20 persen. Tapi, ekspor sebenarnya menurun, sehingga terjadi 
sedikit defisit perdagangan. Indonesia selalu memiliki defisit besar di 
bidang jasa, yang tertutupi dengan surplus di bidang perdagangan. 
Apabila keduanya mengalami defisit, satu-satunya cara Indonesia dapat 
membayar impor adalah dengan menggunakan dana cadangan dan 
memanfaatkan aliran modal asing jangka pendek. 

Tentu saja, suatu negara tidak dapat mengurangi cadangan devisa 
mereka setiap tahun, dan mengandalkan aliran modal jangka pendek 
yang beresiko. Di tahun 2013 ekonomi terus berkembang, ekspor terus 
menurun, tetapi kali ini neracanya diseimbangkan dengan penurunan 
impor barang modal sebesar 18 persen, yang merupakan mesin yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan di masa mendatang. 
Konsumsi diperbolehkan untuk meningkat dengan mengorbankan 
investasi dan pertumbuhan di masa mendatang. Intinya, ada batasan tegas 
tentang sejauh mana suatu negara dapat berkembang dengan memperluas permintaan 
domestik, dan batasan ini ditentukan oleh neraca pembayaran. 

Tabel 1. Efek Pertumbuhan PDB disertai Penurunan Ekspor

Sumber: Papanek, 2014f
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Pembatasan Impor: Lebih banyak memproduksi barang-
barang yang dikonsumsi Indonesia di dalam negeri

Dampak meningkatnya pendapatan terhadap impor tak pelak berujung 
pada usulan strategi berikutnya: menetapkan batasan impor dan 
memproduksi barang-barang yang dikonsumsi di Indonesia di dalam 
negeri. Ada potensi yang jelas dan substansial jika kita memproduksi 
barang-barang, termasuk makanan, yang dikonsumsi Indonesia, di 
negara sendiri. Namun pada sebagian komoditas, yang terjadi malah 
sebaliknya: Indonesia mengimpor barang yang dikonsumsinya sendiri 
dengan proporsi yang semakin meningkat. Dari tahun 2009 sampai 
2013, impor sereal meningkat sebesar 26 persen; karet dan produk karet 
sebesar 20 persen; gula sebesar 28 persen, dan benih, buah-buahan, dan 
tanaman sebesar 16 persen. Lebih dramatis lagi adalah peningkatan 
tajam berkala dari impor sayuran yang merupakan rempah-rempah 
untuk makanan Indonesia: bawang putih, cabai, dan bawang. Selain itu 
terdapat pula impor daging dan produk susu yang kontroversial. 

Terdapat pula beberapa cakupan untuk substitusi impor pada barang 
jadi. Ketika nilai Rupiah tinggi, impor dapat masuk dengan mudah ke 
dalam pasar konsumen Indonesia. Contoh kasus yang terkenal adalah 
kebangkrutan produsen paku Indonesia karena tidak mampu bersaing 
dengan produk impor dari Tiongkok. Paku adalah barang berat dan 
tidak berharga per kilogramnya, sehingga ongkos transportasinya 
mahal, dan paku tidaklah rumit untuk dibuat. Sepertinya aneh kalau 
produsen Indonesia tidak bisa bersaing. Alasan utamanya adalah 
peningkatan nilai rupiah, yang membuat ekspor kurang berharga dan 
impor lebih murah. Kami akan kembali ke strategi mengurangi impor 
setelah melihat dampak dari Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN 
Economic Community.

The ASEAN Economic Community (AEC)

Saat AEC mulai berlaku pada tahun 2015, itu akan meningkatkan 
persaingan dari impor untuk banyak produsen Indonesia. AEC akan 
memberikan perdagangan yang nyaris bebas di ASEAN. Produsen 
Indonesia mengkhawatirkan impor dari Singapura, Malaysia, Thailand, 
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dan Filipina akan mengambil sebagian pasar mereka. Banyak produsen 
Indonesia yang bereaksi terhadap datangnya AEC dengan menuntut 
proteksi dagang yang lebih besar untuk produk dalam negeri. Jika tarif  
tidak lagi layak, ada usulan untuk menerapkan Pembatasan Kuantitas 
atau Quantitative Restrictions [QR] yang melarang impor atau membatasi 
kuantitasnya atau minimal memberikan preferensi terhadap produsen 
domestik dalam pengadaan pemerintah. Tapi semua tindakan tersebut 
akan semakin sulit atau mustahil dilakukan di bawah AEC untuk barang 
yang diproduksi di wilayah ASEAN.

Dua permasalahan, melindungi atau mensubsidi industri tertentu. Akan ada 
tekanan terhadap pemerintah untuk membatasi impor dan melindungi 
produsen domestik dari persaingan impor yang lebih murah. Secara 
politis, melindungi industri tertentu merupakan hal yang menarik. 
Mereka yang berada di dalam industri tersebut akan berterima kasih, 
sementara sejumlah besar pihak lain yang membayar harga lebih tinggi 
sebagai akibat perlindungan tersebut bahkan mungkin tidak sadar 
bahwa mereka telah dirugikan oleh tindakan pemerintah. Namun, 
ada beberapa biaya ekonomi, dan pada akhirnya biaya politik, yang 
signifikan terkait dengan proteksi dagang:

i. Ada efek tidak langsung yang akan membuat Indonesia negara dengan 
biaya ekonomi tinggi, dan ini mengurangi daya saingnya. Ambil contoh 
produksi pupuk. Di Indonesia, gas, yang merupakan hasil 
tambahan dari produksi minyak, memiliki nilai yang cukup 
tinggi, karena gas biasanya dapat disalurkan melalui pipa 
kepada konsumen lokal atau dapat dicairkan dan diekspor. 
Karena itu, pabrik pupuk mungkin harus membayar biaya 
penuh, karena mereka bersaing dengan konsumen lain 
untuk mendapatkan gas. Di beberapa bagian di Asia Barat, 
gas, yang merupakan hasil tambahan dari produksi minyak, 
mungkin tidak bernilai apa-apa, karena terlalu mahalnya biaya 
pengiriman kepada konsumen. Oleh karena itu, sebuah pabrik 
pupuk di Asia Barat dapat memperoleh gas dengan hampir 
tanpa biaya. Artinya pupuk impor mungkin akan lebih murah 
dibandingkan pupuk yang diproduksi di dalam negeri. Untuk 
bertahan, sebuah pabrik pupuk Indonesia memerlukan proteksi 
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dari impor. Namun, memberikan proteksi berarti menaikkan 
biaya produksi pupuk, yang akan meningkatkan biaya 
memproduksi beras di Indonesia. Beras impor dapat menjadi 
lebih murah dibandingkan beras yang diproduksi di Indonesia. 
Karena itu produsen beras memerlukan proteksi dari impor, 
yang akan menaikkan harga beras. Hal ini berakibat pada lebih 
tingginya jumlah rupiah atau upah yang diperlukan untuk 
mempertahankan daya beli para pekerja, meski harga beras 
telah naik. Upah rupiah yang lebih tinggi akan mengurangi 
daya saing sebagian besar ekspor Indonesia dan karenanya 
akan menyebabkan pertumbuhan menjadi lebih lambat dan 
lebih sedikitnya pekerjaan yang layak dan produktif.  

ii. Saat proteksi atau subsidi diberikan kepada industri atau 
komoditas tertentu melalui undang-undang atau keputusan 
yang diambil pejabat pemerintah, mereka yang memperoleh 
proteksi paling besar biasanya adalah mereka yang mempunyai 
pengaruh politik yang paling kuat atau yang paling bersedia 
membayar suap yang paling besar, sehingga bukan bisnis yang 
dapat menjadi contoh ekonomi yang terbaik. Hasilnya dapat 
berupa kerugian yang besar bagi ekonomi karena produsen yang 
tidak efisien dapat terus melanjutkan bisnisnya.

iii. Saat keuntungan perusahaan tergantung pada proteksi yang 
dapat mereka dapatkan melalui koneksi politik atau suap, 
maka investor dan pengusaha akan mencurahkan energi dan 
kreatifitas mereka untuk terus mendapatkan fasilitas dari 
pemerintah daripada membuat produk yang lebih baik dengan 
harga lebih murah. Jika koneksi politik berbuah kesuksesan 
tapi kewirausahaan dan manajemen tidak, maka perusahaan yang 
terbesar dan paling cepat berkembang akan dikendalikan oleh kroni-kroni 
dari pihak yang berkuasa, bukan oleh manajer atau pengusaha 
terbaik. Hasil akhirnya adalah ekonomi yang tidak efisien, 
berbiaya tinggi, dan tidak mampu bersaing di pasar dunia dan 
mengalami pertumbuhan yang lambat.

Solusi terbaik: proteksi umum atau subsidi. Jika semua perusahaan menerima 
proteksi yang lebih besar dari impor atau subsidi untuk bersaing di pasar 
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dunia, maka masalah ini tidak akan timbul atau setidaknya tidak begitu 
serius. Kebijakan yang nantinya kami usulkan dalam makalah ini, yaitu 
untuk meningkatkan ekspor barang jadi padat karya, pada banyak kasus, 
akan meningkatkan kemampuan produsen Indonesia untuk bersaing 
dengan impor. Misalnya, jika Bank Indonesia mengambil langkah untuk 
memiliki nilai tukar Rp. 12.500/dollar AS dan bukan Rp. 11.400/dollar AS 
, itu akan memiliki efek yang sama dengan tarif  10 persen yang dikenakan untuk 
semua impor yang masuk ke Indonesia. Hal itu akan membuat semua impor 
lebih mahal di Indonesia dan karenanya membuat produksi domestik 
lebih menguntungkan. Namun, karena itu bukanlah tarif  yang eksplisit, 
hal tersebut tidaklah dilarang oleh WTO atau AEC. Ini juga setara 
dengan subsidi ke semua ekspor, namun tidak melanggar aturan WTO 
atau AEC karena bukan merupakan subsidi eksplisit. 

Pemerintah juga dapat memberikan berbagai subsidi tidak langsung 
yang dapat dijustifikasi sebagai bagian dari peran normal pemerintah. 
Pemerintah dapat membayar atau mensubsidi pendidikan dan pelatihan, 
tanpa melanggar peraturan internasional. Pemerintah dapat memberikan 
subsidi pendidikan ke semua produsen Indonesia atau berkonsentrasi 
pada industri yang paling rentan terhadap persaingan asing.

Memberikan prioritas dalam mengalokasikan investasi infrastruktur ke 
wilayah-wilayah yang produksinya bersaing dengan impor [atau yang 
mengekspor] adalah salah satu cara tidak langsung untuk mensubsidi 
industri tersebut. Pemerintah dapat mensubsidi akuisisi teknologi, biaya 
pembayaran pesangon, resiko inovasi, dan setengah dari biaya tidak 
langsung lain.  

Selain itu, alasan yang tepat dapat dikemukakan untuk “melindungi 
industri balita,” di mana pemerintah menetapkan tarif  impor barang 
yang bersaing dengan industri domestik baru, sementara pekerja dan 
manajernya dapat mempelajari teknologi baru dan mengembangkan 
keterampilan baru. Terdapat dua masalah praktis dalam menerapkan 
kebijakan tersebut. Pertama, sebagian industri akan menuntut proteksi, 
bahkan jika masalah mereka bukanlah karena mereka industri balita, 
melainkan karena tidak kompetitif  di Indonesia pada saat ini. Kedua, 
industri “balita” biasanya tidak mau berkembang, karena itu artinya 
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kehilangan pasar domestik mereka yang telah diproteksi. Akan membantu 
jika kita memiliki tahap-tahapan yang jelas sejak awal dalam melepas 
proteksi: misalnya, tiga tahun setelah memulai produksi, pabriknya 
akan dilindungi oleh tarif  50 persen terhadap pesaing impornya. Setiap 
tahun setelahnya, tarif  itu akan dikurangi sebesar lima persen hingga 
bernilai nol setelah 13 tahun.  

Ada batasan yang sangat tegas tentang apa yang dapat dilakukan terkait mengurangi 
impor tanpa memakan banyak biaya. Sekitar satu pertiga impor Indonesia 
memang tidak dapat diproduksi di Indonesia, termasuk katun, gandum, 
pesawat besar, dan pembangkit tenaga nuklir. Barang-barang lain 
seperti kedelai dan daging sapi dapat diproduksi di Indonesia, namun 
dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga impor. Daging sapi 
diproduksi di Indonesia sebagai hasil tambahan dari memerah susu sapi 
atau pemanfaatan hewan yang lain. Untuk menghasilkan daging sapi 
berkualitas, dibutuhkan wilayah rumput yang luas untuk hewan ternak. 
Indonesia tidak memiliki banyak lahan seperti itu.    

Indonesia pasti dapat meningkatkan produksi beras dan makanan 
lainnya serta mengurangi impor. Namun, menambah produksi 
makanan secara efisien dan hemat biaya bukanlah hal yang mudah. 
Memproduksi makanan secara tidak efisien dan dengan biaya yang 
tinggi merupakan strategi yang membawa bencana. Secara berkala ada 
usulan untuk menanam padi di ekosistem pertanian yang tidak cocok 
bagi padi dan hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi.  Beras yang 
berharga tinggi mengakibatkan tuntutan akan peningkatan upah untuk 
memenuhi peningkatan biaya hidup. Ini akan membuat semua ekspor 
Indonesia kurang kompetitif. Kecukupan beras masuk akal apabila 
hal itu dapat dicapai dengan biaya yang wajar. Mencapainya dengan 
menanam padi di lahan yang tidak cocok untuk padi dan di tempat 
yang mahal, dapat mengurangi kemampuan Indonesia untuk mencapai 
pertumbuhan tinggi dan menyediakan banyak pekerjaan layak dengan 
menjadi kompetitif  lagi di ekspor barang jadi. 

Sebagai bagian dari strategi untuk membuat ekonomi Indonesia lebih 
efisien dan kompetitif, terdapat cakupan substansial untuk substitusi 
impor, yaitu untuk menanam dan menghasilkan komoditas yang 
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dikonsumsi Indonesia di dalam negeri. Tapi sebagai strategi alternatif, 
mencoba mengendalikan dan melarang impor dengan cepat akan 
menjadi kekalahan diri sendiri, karena hal itu meningkatkan biaya dan 
mengurangi kemampuan Indonesia untuk mengekspor barang jadi padat 
karya. Hal itu juga beresiko menurunkan standar hidup dari rumah-
rumah tangga yang paling rentan di Indonesia dengan meningkatkan 
harga kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. 

Memprioritaskan Industri Berteknologi Tinggi dan Lebih 
Padat Modal 

Tidak diragukan lagi, Indonesia dapat dan seharusnya bisa meningkatkan 
produksi dari barang-barang yang lebih berteknologi tinggi. Barang-
barang seperti mesin-mesin dan petro kimia sudah diproduksi dan 
diekspor dengan jumlah yang semakin meningkat. Tapi, lagi-lagi 
terdapat batasan yang tegas dalam strategi tersebut. 

i. Industri berteknologi tinggi memerlukan banyak insinyur, 
tapi insinyur Indonesia berharga dua hingga empat kali lipat 
lebih mahal dibandingkan insinyur India. Hanya beberapa 
perusahaan yang mampu bersaing di dunia internasional 
dengan situasi tersebut. Selain itu, India memiliki banyak 
insinyur yang sangat terlatih, produk dari Institut Teknologi 
India yang punya reputasi yang sangat baik. 

ii. Perusahaan-perusahaan tersebut juga cenderung padat modal. 
Jika pertumbuhan sangat tergantung pada industri padat 
modal, maka tingkat pertumbuhan 10 persen akan memerlukan 
tingkat investasi sebesar 50 persen. Dengan penghematan 
domestik bruto sebesar 32 persen, berarti diharuskan menarik 
modal asing sebesar 150 miliar dollar AS per tahun, yang 
sangat tidak realistis.

iii. Indonesia kurang berpengalaman dalam mengelola perusahaan 
teknis kompleks berskala besar seperti pabrik untuk memproduksi 
mobil. Catatannya cukup jelas: semua negara yang memproduksi 
mobil secara massal untuk pasar dunia – termasuk Korea, 
Tiongkok, dan Jepang – memulainya dengan memproduksi 
tekstil dan suku cadang mobil untuk pasar internasional dan 
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secara bertahap berpindah ke operasi yang lebih kompleks, 
termasuk suku cadang mobil yang lebih rumit. Pada akhirnya 
mereka mampu menguasai kompleksitas dari memproduksi 
mesin mobil dan merakit puluhan ribu mobil. Setelah hampir 30 
tahun sangat berhasil di bidang ekspor, Tiongkok masih bukan 
penghasil mobil  yang signifikan untuk pasar dunia.

iv. Sektor manufaktur global telah berubah secara fundamental sejak 
Korea dan Jepang mengembangkan industri padat modal dan 
teknologi mereka. Di beberapa industri, pangsa pasar dan kapabilitas 
teknologi, terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil perusahaan global. 
Salah satu alasannya adalah pengeluaran di bidang penelitian dan 
pengembangan sangatlah besar, dan perkembangan teknologi 
sangatlah pesat, sehingga banyak industri petahana yang tidak 
bisa mengikuti. Industri baru akan lebih mengalami kesulitan. Di 
tahap awal pengembangan industri, negara seperti Indonesia akan 
lebih berhasil apabila mengintegrasikan diri ke dalam rantai pasok 
para pempimpin industri ini daripada membentuk perusahaan 
untuk bersaing dengan mereka. Memang terbukti, saat perusahaan 
Indonesia diikutsertakan di dalam rantai pasok perusahaan mobil 
Jepang, ekspor meningkat dari 100 juta dollar AS menjadi lebih 
dari 600 juta dollar AS.    

v. Di atas segalanya, industri padat modal tidak dapat memberikan 
pekerjaan yang produktif  dan stabil untuk 21 juta pekerja 
yang belum menamatkan sekolah dasar dan 50 juta lainnya 
yang hanya tamatan sekolah dasar atau sekolah menengah. 
Setidaknya 10 juta di antara mereka adalah pekerja “surplus” 
di pekerjaan dengan produktivitas sangat rendah. Contohnya, 
mereka bekerja di usaha keluarga kecil yang memiliki 
lebih banyak tenaga kerja daripada yang dibutuhkan; atau 
mereka menyemir sepatu di suatu petak yang sudah dipadati 
banyak penyemir sepatu lain. Jika 10 juta pekerja berlebih 
ini mendapatkan pekerjaan di industri ekspor, mereka akan 
meningkatkan pendapatan nasional sebesar hampir 12 persen. 
Bagi para pekerjanya, ini berarti penghasilan yang lebih tinggi 
dan stabil. Namun, apabila peningkatan ekspor barang jadi 
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hanya terdiri dari barang padat modal dan teknologi, jumlah 
pekerja yang memperoleh pekerjaan layak akan kecil. Hasilnya 
bukanlah enam juta peker ja yang dipeker jakan dalam industri ekspor 
barang jadi padat karya. Sebaliknya,yang ter jadi malah hanya 0,5 juta 
peker ja yang akan dipeker jakan oleh industri yang menghasilkan ekspor 
barang jadi padat modal, seperti industri otomotif.  

Strategi alternatif  dapat berkontribusi terhadap 
pertumbuhan, tapi semuanya mempunyai batasan yang tegas

Tidak ada yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan yang layak dan 
produktif  kepada 21 juta pekerja, yang kini hanya sedikit berkontribusi 
terhadap pendapatan nasional. Memindahkan para pekerja ini, dari 
pekerjaan dengan produktivitas rendah atau tidak produktif  sama sekali, 
ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi, akan membuat Indonesia 
mampu mencapai tingkat pertumbuhan 10 persen. 

Strategi perluasan cepat ekspor padat karya yang dianjurkan disini 
hanya dapat berhasil apabila Indonesia dapat mengatasi kegagalannya 
untuk bersaing, sebuah kegagalan yang sudah terjadi selama 18 tahun 
terakhir (lihat Gambar 4). Bagian II dari makalah ini membahas apa 
yang harus dilakukan. Namun, sebelumnya, penting untuk menekankan 
bahwa Indonesia tidak bersaing melawan negara-negara yang berfungsi dengan 
sempurna; yang menjadi pesaingnya adalah negara-negara yang juga memiliki 
permasalahan dan kekurangan yang serius. Ketika semua faktor telah diperhitungkan, 
peringkat Indonesia dalam banyak hal dibandingkan pesaingnya sebenarnya sudah 
tinggi. Terutama, yang patut menjadi catatan adalah peringkat indeks 
daya saing keseluruhan Indonesia telah meningkat, dari peringkat 
74 di tahun 2005, menjadi peringkat 38 di tahun 2013. Akan tetapi 
indeksi ini tidak memperhitungkan biaya. Tiongkok mengalahkan 
Indonesia di semua aspek di Tabel 2, namun biaya pekerja Tiongkok 
yang tinggi membuat Indonesia dapat mengambil sedikit bagian dari 
pangsa pasarnya. Peringkat daya saing Indonesia secara keseluruhan 
lebih tinggi dari negara-negara lainnya di Tabel 2 karena pencapaian 
stabilitas makro ekonomi. Di kategori lainnya, kinerja Indonesia sangat 
buruk, termasuk korupsi, biaya pekerja, dan hambatan birokrasi dalam 
menjalankan bisnis. 
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Tabel 2. Daya Saing Enam Negara Asia
Sumber:  Transparency International for the Corruption Rank

Sumber:  Transparency International for the Corruption Rank; World Bank for 
Logistics  Performance Index, & Ease of  Doing Business; National Development 
and Reform Commission (NDRC) for the Electricity Cost; Trading Economics for 
Interest Rates; World Economic Forum “The Global Competitiveness Report 2013-
2014” for other data.
CATATAN: Semakin rendah angkanya, semakin baik, kecuali untuk Infrastruktur, 
dimana semakin tinggi angkanya, semakin baik. Angka yang ditebalkan adalah angka 
dimana peringkat Indonesia lebih baik; dimiringkan dan digaris bawahi berarti 
peringkat Indonesia di bawah atau sejajar dengan pesaing.  Index Perkembangan 
Logistik, termasuk: Infrastruktur, bea cukai, Pengiriman Internasional, Kompetensi 
Logistik, Pelacakan, Jangka Waktu

Vietnam menunjukkan apa yang dapat dicapai dalam waktu 
singkat

Sementara nilai riil ekspor barang jadi Indonesia telah naik dua kali lipat 
sejak tahun 1997, ekspor barang jadi dari Vietnam telah meningkat 12 
kali lipat dalam jangka waktu yang sama. Lebih jauh lagi, peningkatan 
ini mengalami percepatan yang tajam di Vietnam sejak krisis keuangan 
global tahun 2008-2009, ketika negara itu meningkatkan kapasitasnya 
dalam komponen elektronik dan perakitan elektronik. Dari tahun 1997 
hingga 2001, pertumbuhan ekspor barang jadi di kedua negara tersebut 
hampir serupa. Lalu, Vietnam “lepas landas”. Beberapa perbedaan 
kebijakan dapat menjelaskan mengapa kinerja Vietnam lebih baik.

1. Vietnam sering menyesuaikan nilai tukar Dong Vietnam 
terhadap Dollar Amerika untuk tetap kompetitif; sehingga 
mengurangi nilai mata uang lokal.

2. Vietnam menarik dan menyambut baik investasi swasta asing, 
terutama di bidang garmen, alas kaki, dan elektronik. Investasi 
Langsung Asing secara konsisten berada di atas empat persen 
dari PDB. 
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3. Serangkaian perjanjian perdagangan membuka pasar di Eropa 
dan AS.  

4. Harga beras dibuat tetap rendah, sehingga upah riil tetap 
relatif  rendah dan stabil, karena daya beli dari upah tetap 
dipertahankan.

Gambar 5. Nilai riil ekspor barang jadi dari Indonesia dan Vietnam, 1997=100 

Sumber: World Development Indicators and authors’ calculations

Dari keempat elemen tersebut, tidak ada yang tidak dapat dilakukan 
Indonesia, yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Vietnam, 
seperti ditunjukkan di Tabel 2. Tingkat pertumbuhan ekspor barang 
jadi Vietnam kurang lebih sama seperti yang Indonesia perlu capai 
agar dapat mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen 
dan 21 juta pekerjaan yang layak dan produktif. Pengalaman Vietnam 
memberikan konfirmasi bahwa pertumbuhan ekspor barang jadi sebesar 22 persen 
per tahun merupakan hal yang dapat dicapai oleh negara seperti Indonesia.
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Bab 3.
Pekerjaan, Kemiskinan, dan Ketidaksetaraan–

40 Persen Penduduk Termiskin telah Jatuh 
Semakin Dalam, 20 Persen Penduduk 
Terkaya semakin Makmur. Pertumbuhan 
Pesat dan Padat Karya akan Membuat 
Mereka yang Miskin Mampu Mengimbangi.

Dalam makalah ini, telah dinyatakan bahwa tanpa adanya perubahan 
kebijakan yang besar, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional atau 
PDB kemungkinan hanya akan berkisar di angka lima persen. Tingkat 
pertumbuhan itu mungkin dapat diterima apabila bersifat inklusif, 
artinya pertumbuhan tersebut memberikan manfaat yang sama bagi 
40 persen penduduk termiskin seperti bagi mereka yang tidak terlalu 
miskin. Tetapi hal itu tidak terjadi di Indonesia. 

Selama hampir 60 tahun, dari tahun 1964/65 hingga 2013, konsumsi 
untuk orang rata-rata telah meningkat tujuh kali lipat, setelah 
menghitung peningkatan harga-harga. Dan seluruh kelompok pendapatan 
memperoleh manfaat yang besar dari pertumbuhan pendapatan dan konsumsi. Akan 
tetapi, 20 persen penduduk terkaya telah mendapatkan manfaat yang jauh lebih 
besar dibandingkan 40 persen penduduk termiskin (Papanek, 2014g). Bab ini 
melihat kapan dan mengapa mereka yang terkaya adalah yang paling 
diuntungkan dengan adanya pertumbuhan. Penduduk Indonesia bangga 
hidup di dalam masyarakat yang relatif  egaliter, yaitu negara dimana 
kesenjangan antara si kaya dan si miskin cukup kecil dan tidak membesar. 
Maka dari itu, tujuan utama dari bab ini adalah untuk menganalisis apa 
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan  konsumsi lebih cepat bagi 
mereka yang termasuk dalam 40 persen penduduk termiskin dalam lima 
hingga 10 tahun ke depan, untuk memulihkan distribusi pendapatan 
yang lebih merata.
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Mereka yang termasuk ke dalam 40 persen penduduk 
termiskin telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan, 
tetapi jauh di bawah mereka yang termasuk ke dalam 20 
persen penduduk terkaya  

Seperti yang dapat dilihat di Gambar 6 dan 7 serta dari Tabel 3, seluruh 
kelompok pendapatan telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan 
pendapatan nasional sejak tahun 1964/65 dan pertumbuhan konsumsi 
per orang, yang merupakan hasil dari meningkatnya pendapatan 
nasional tersebut. Namun pertumbuhan konsumsi mereka yang 
termasuk 40 persen penduduk termiskin tidaklah sepesat mereka yang 
termasuk 20 persen penduduk terkaya. Setelah menyesuaikan dengan 
inflasi dan melihat keseluruhan periode dari tahun 1964/65 hingga 
2013, konsumsi untuk orang rata-rata di antara mereka yang termasuk 40 persen 
penduduk termiskin telah meningkat dari sekitar Rp 0,4 juta menjadi Rp. 2,6 juta 
per tahun, atau sedikit di atas enam kali lipatnya. Mereka yang termasuk 40 
persen kelas menengah mengalami pertumbuhan cukup baik: konsumsi 
mereka meningkat enam kali lipat. Tapi, mereka yang termasuk 20 persen 
penduduk terkayalah yang paling diuntungkan, dengan konsumsi mereka meningkat 
sebanyak 7,5 kali lipat. 

Di tahun 1976, pendapatan rata-rata untuk mereka yang termasuk 20 
persen terkaya kurang dari 4,7 kali mereka yang termasuk 40 persen 
termiskin; di tahun 2013, rasio ini telah meningkat menjadi 5,7 kali. 
Data yang kami miliki adalah untuk konsumsi, bukan pendapatan. 
Tapi keluarga yang lebih kaya selalui mempunyai tabungan yang 
lebih besar. Mereka mampu menyisihkan lebih banyak pendapatan 
mereka untuk investasi dibandingkan mereka yang miskin, yang 
biasanya hanya mampu menyisihkan sedikit pendapatan mereka, 
atau malah tidak menyisihkan sama sekali. Maka dari itu perbedaan 
dalam pendapatan ini lebih besar dibandingkan perbedaan dalam 
konsumsi.
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Gambar 6.  Konsumsi riil mereka yang termasuk 40% termiskin, 40% kelas menengah, 20% 
terkaya,  1964/65-2013, rata-rata per tahun dalam Juta Rupiah di harga-harga tahun 2012

Sumber: Papanek, 2014g

Lebih jauh lagi, disadari pula bahwa kelompok kaya biasanya tidak 
mengungkapkan konsumsi mereka yang sebenarnya. Misalnya, jumlah mobil 
terjual berdasarkan laporan survei, yang menjadi dasar bagi data konsumsi, 
ternyata jauh di bawah jumlah mobil yang dijual di Indonesia (Dapice, 1980, 
1987). Jadi, konsumsi aktual kelompok 20 persen terkaya biasanya lebih 
kecil. Hal tersebut ditengarai juga meningkat sejak kerusuhan tahun 1998, 
saat si kaya, terutama mereka yang beretnis Tiongkok, menjadi incaran. 
Akibatnya mereka cenderung mengurangi konsumsi di Indonesia dan terus 
menyembunyikan konsumsi mereka yang sebenarnya dalam berbagai survei. 
Pelaporan yang tidak lengkap ini semakin meningkat, dengan didukung fakta 
bahwa bagian pendapatan nasional yang dihitung dalam survei konsumsi 
tahunan telah menurun sejak tahun 1970an, dan jumlah penurunan tersebut 
terlalu besar untuk dapat dijelaskan dengan bagian investasi yang telah 
dilakukan (Harvard Kennedy School 2010, hal. 67). 
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Tabel 3.  Peningkatan Konsumsi per Orang dari tahun 1964/65 hingga 2013 menurut 40% 
Termiskin, 40% Kelas Menengah, 20% Terkaya

Sumber: Papanek, 2014g

Karena data di bab ini mengukur konsumsi, hal ini mencakup program pemerintah 
yang memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Apabila masyarakat miskin 
menerima subsidi untuk makanan atau perawatan kesehatan gratis, hal ini 
akan muncul di data kami sebagai peningkatan konsumsi. Karena itu data 
ini mengkonfirmasi apa yang juga telah ditemukan studi-studi mengenai 
program penyaluran dana dari pemerintah atau program jaring pengaman 
sosial: manfaat aktual program pro-masyarakat miskin dari pemerintah bagi 
masyarakat miskin itu sendiri cukup terbatas, karena sebagian besar program 
tersebut berukuran kecil dan semua program itu memiliki kebocoran. 
Sebagian manfaat dirasakan oleh mereka yang tidak miskin, sementara 
manfaat lainnya hilang karena korupsi dan biaya administrasi. Meningkatkan 
besarnya program-program ini selalu menjadi hal yang sulit. Memperbesar 
program memerlukan pajak yang lebih tinggi dari mereka yang tidak miskin, 
untuk menutupi biaya yang lebih besar. Tentu saja mereka yang kaya dan 
berkuasa menolak untuk membayar pajak yang lebih tinggi, dan di sebagian 
besar negara, mereka biasanya sukses dalam mempertahankan pajak dan 
penyaluran dana kepada yang miskin agar tetap kecil. 

Karena itu, cara terbaik untuk secara signifikan meningkatkan pendapatan 
mereka yang termasuk 40 persen yang termiskin adalah meningkatkan jumlah 
uang yang didapatkan dari pekerjaan mereka. Hal itu memerlukan peningkatan 
permintaan akan tenaga kerja, sebagai hasil dari penciptaan jumlah lapangan 
pekerjaan yang banyak bagi para pekerja dengan pendidikan terbatas.  
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Kesimpulan besar dari bagian ini adalah, 40 persen masyarakat termiskin 
memperoleh terlalu sedikit manfaat dari peningkatan konsumsi secara 
substansial yang telah terjadi sejak 1964/65, sementara 20 persen 
masyarakat terkaya memperoleh manfaat yang sangat besar. Untuk 
mengembalikan kesetaraan yang lebih baik, yang merupakan salah satu nilai yang 
penting di Indonesia, strategi yang digunakan untuk lima atau 10 tahun ke depan 
haruslah yang menguntungkan bagi 40 persen masyarakat termiskin. 

Melebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin 
sebagian besar terjadi karena kebijakan pemerintah, yang 
menyebabkan lambatnya pertumbuhan permintaan akan 
pekerja tidak terampil dan semi terampil

Kenyataan bahwa kelompok terkaya dalam populasi Indonesia adalah 
yang paling diuntungkan dari pembangunan selama seluruh periode ini 
bukanlah suatu hal yang tidak disengaja atau karena kekuatan ekonomi 
yang tidak dapat dihindari, melainkan karena pola pembangunan dan 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dari tahun 1964/65 hingga 
1984, 40 persen masyarakat termiskin sebenarnya memperoleh manfaat 
lebih besar dari pembangunan dibandingkan dengan dua kelompok 
lainnya (Ibid). Konsumsi rata-rata masyarakat yang termasuk ke dalam 
40 persen termiskin meningkat hampir tiga kali lipatnya, sementara 
di dua kelompok lainnya meningkat 2,5 kali lipat selama periode 20 
tahun ini. 40 persen masyarakat termiskin ini mulai tertinggal ketika 
hanya ada beberapa pekerjaan produktif   yang diadakan setelah 1997 
dan terutama selama ledakan komoditas dari tahun 2005 hingga 2011, 
ketika yang termiskin hanya memperoleh sedikit manfaat dan 20 persen 
yang terkaya memperoleh banyak manfaat.  

Penghasilan 40 persen masyarakat termiskin meningkat 
apabila ada permintaan akan tenaga kerja

Tema utama makalah ini adalah bahwa di Indonesia dan negara-
negara lain, penghasilan mereka yang termasuk ke dalam 40 persen 
penduduk termiskin meningkat terutama melalui peningkatan upah 
mereka dari pekerjaan. Orang miskin tidak memiliki banyak lahan atau 
properti lain. Selain itu, jika mereka memiliki akses ke pendidikan atau 
pelatihan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, mereka 
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tidak akan berada di kelompok miskin atau hampir miskin. Mereka 
mungkin memiliki lahan kecil yang memberikan sebagian makanan dan 
penghasilan mereka, namun sebagian besar penghasilan mereka akan 
datang dari pekerjaan mereka memproduksi dan menjual makanan, 
bukan dari nilai properti mereka; malah mereka mungkin tidak memiliki 
sendiri gerobak yang mereka dorong untuk menjual makanan, karena 
kemungkinan gerobak tersebut disewa dari pemiliknya yang lebih kaya.

Program pemerintah dapat menambah penghasilan orang miskin. Akan 
tetapi, tidak ada program yang cukup besar, telah bertahan cukup lama, atau 
sangat sukses dalam menyasar orang miskin. Akibatnya, program-program 
tersebut gagal membuat perbedaan besar bagi 100 juta orang yang termasuk 
ke dalam 40 persen yang termiskin. Penghasilan 40 persen masyarakat termiskin 
meningkat apabila [i] mereka telah berpindah dari pekerjaan lepas dan informal di 
sektor pertanian atau sektor lainnya ke pekerjaan tetap dan penuh waktu dengan jaminan 
penghasilan yang wajar di sektor manufaktur atau sektor lainnya; atau [ii] upah atau 
penghasilan pekerja lainnya dalam pekerjaan mereka telah meningkat. Kedua hal ini telah 
terjadi sebelumnya ketika permintaan akan pekerja meningkat dengan pesat. 

Tabel 4 dan Gambar 7 memberikan bukti yang mendukung pendapat bahwa 
permintaan akan tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting untuk dapat 
meningkatkan penghasilan dari 40 persen penduduk yang termiskin. Dari 
tahun 1968 hingga 1972 sektor konstruksi bertumbuh 25 persen per tahun 
dan menyerap banyak tenaga kerja. Konstruksi terstimulasi oleh upaya besar-
besaran untuk merehabilitasi dan memperluas sistem irigasi dan infrastruktur 
lain. Infrastruktur Indonesia mulai memburuk selama Depresi Besar pada 
tahun 1930an, dan diperparah oleh perang, penjajahan Jepang, perjuangan 
kemerdekaan dan pengabaian ekonomi selama era Soekarno. Awalnya 
rekonstruksi merupakan pekerjaan yang sangat padat karya. Selama periode 
yang sama, nilai tambah pertanian meningkat sebesar 4,4 persen per tahun, 
angka yang tinggi untuk sektor ini, dan nilai tambah manufaktur meningkat 
sebesar 10 persen per tahun. Karena itu, baik sektor pertanian maupun 
manufaktur berkontribusi terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja. 
Bagian ekonomi lainnya juga berfungsi lebih efisien, bertumbuh dengan 
cepat, dan menambah permintaan akan tenaga kerja. 

Dalam periode berikutnya, dari tahun 1972 hingga awal 1980an, konstruksi 
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melambat, namun masih meningkat sebesar 14 persen per tahun, dan 
tingkat pertumbuhan nilai tambah di sektor manufaktur meningkat 
menjadi 12 persen, sebagian besar di barang-barang padat karya. Data 
di tahun 1964/65 kurang dapat diandalkan karena cakupan yang terbatas 
dan gejolak yang sedang terjadi di saat itu. Namun, sudah jelas bahwa 
pertengahan 1960an hingga akhir 1970an adalah salah satu periode 
dimana beberapa sektor tiba-tiba membutuhkan tenaga kerja. Pertanian 
tengah dalam keadaan baik, konstruksi meledak dan manufaktur, pelayanan 
umum, perdagangan dan jasa tengah mendapatkan momentum dan sedang 
mencari tenaga kerja. Antara tahun 1962 dan 1982, tambahan 6,8 juta 
pekerja dipekerjakan di sektor manufaktur, konstruksi dan transportasi/
komunikasi. Ini berarti jumlah pekerja di sektor-sektor tersebut meningkat 
tiga kali lipat, dari 3,2 juta menjadi 10 juta pekerja. Perdagangan dan 
jasa menambahkan hampir 10 juta pekerja, namun tidak bisa dipastikan 
apakah semua pekerjaan ini mewakili permintaan rill akan tenaga kerja, 
dan bukan karena pembagian pekerjaan dan penghasilan. Tentu saja 
sebagian merupakan permintaan akan tenaga kerja yang nyata, karena 
kedua sektor tersebut meluas dan menjadi modern untuk memberikan 
efisiensi dan kenyamanan yang lebih besar, yang dulu terjadi pada masa 
ekonomi terpimpin sebelum tahun 1965.

Gambar 7. Peningkatan Konsumsi Riil oleh 40% Termiskin, 40% Kelas Menengah, dan 20% 
Terkaya, 1964/65-2013

Sumber:  Papanek, 2014g
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Sejauh yang kami dapat lihat, upah meroket selama periode dimana 
permintaan akan tenaga kerja meningkat pesat ini (Papanek, 1980, 1987). 
Akibatnya, penghasilan 40 persen masyarakat termiskin meningkat secara 
signifikan, melebihi dua kelompok lainnya (40 persen kelas menengah dan 
20 persen terkaya), dari tahun 1965 hingga 1984. Penghasilan penduduk 
Indonesia menjadi lebih merata, tapi yang terpenting konsumsi 40 
persen masyarakat termiskin meningkat lebih cepat dari rata-rata untuk 
seluruh populasi. Mereka yang termasuk ke dalam 40 persen termiskin 
memperoleh manfaat dari meningkatnya penghasilan dan konsumsi 
rata-rata, serta peningkatan bagian mereka, dari 18,6 persen menjadi 
20,8 persen, mewakili kenaikan yang signifikan. Akibat dari pesatnya 
pertumbuhan konsumsi yang ditunjukkan di Gambar 7, konsumsi rata-
rata dari mereka yang termasuk 40 persen termiskin naik hampir tiga kali 
lipat dalam 20 tahun, dari tahun 1964/5 hingga 1984.

Organisasi buruh dan politik tidak mampu melindungi 
pekerja ketika ekonomi mandek; meski tanpa pergerakan 
serikat dagang yang kuat atau partai politik yang mewakili 
kepentingannya, para pekerja bertahan dengan baik ketika 
permintaan akan tenaga kerja menguat

Pada pertengahan 1960an, ekonomi telah mandek atau menurun selama 
beberapa dekade, Depresi Besar di tahun 1930s merupakan pukulan telak 
bagi ekonomi, begitu pula penjajahan Jepang, Perang Dunia Kedua dan 
perjuangan panjang meraih kemerdekaan. Pemulihan dan rekonstruksi 
dibatasi selama zaman Soekarno, karena pemerintah kala itu menempatkan 
pertumbuhan ekonomi di bawah sasaran politik dan kebijakan luar negeri.

Dari tahun 1961-67, pertumbuhan PDB adalah dua persen per tahun, 
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pekerja saat itu kuat, dan kepentingan mereka terwakili dengan baik di 
tingkat politik. Retorika pemerintah sangatlah kuat berkomitmen pada 
masyarakat egaliter. Namun ketika penghasilan per kapita menjadi 
stagnan atau menurun, penghasilan pekerja tidak dapat dilindungi 
oleh institusi tersebut. Mereka yang secara politik berkuasa melindungi 
kepentingan mereka sendiri, dan mereka dari kelompok yang lebih 
miskin dan lebih lemah secara politik harus menanggung beban dari 
stagnansi atau penurunan ekonomi.

Dari tahun 1967 hingga 1973, setiap tahunnya pertumbuhan PDB 
meningkat sebesar delapan persen atau enam persen per orang per tahun. 
Hasilnya adalah pertumbuhan yang lebih pesat lagi dalam hal permintaan 
akan tenaga kerja setelah 1967. Keluaran pertanian berkembang pesat, 
dengan perbaikan sistem irigasi dan pengenalan varietas padi unggul, 
yang dengan cepat digunakan di wilayah-wilayah penumbuh padi di 
Indonesia. Sektor manufaktur berkembang dengan cepat, pertama 
memproduksi untuk pasar domestik, lalu untuk ekspor, hingga rupiah 
terapresiasi di awal 1980an dan pertumbuhan ekspor melambat. Pada 
tahun 1985, ekspor barang jadi telah mencapai satu miliar dollar AS 
(Papanek, 2014c). Setelah devaluasi ganda pada tahun 1986/7, ketika 
nilai rupiah dipotong separuhnya dan kebijakan lain mengakibatkan 
ekspor menjadi lebih menarik, ekspor barang jadi meningkat dari satu 
milliar dollar AS menjadi 12 milliar dollar AS dalam tujuh tahun saja. 
Tiga perempat dari ekspor tersebut sangatlah padat karya.   

Serikat buruh dihancurkan dan pengaruh politik pekerja hampir tidak ada. 
Undang-undang upah minimum tidak efektif  atau diabaikan. Meskipun 
demikian, selama periode pesatnya pertumbuhan permintaan akan tenaga 
kerja ini, rata-rata pengeluaran pekerja meningkat dengan cepat, mencapai angka 
menakjubkan yaitu 10 persen per tahun, dari tahun 1976 hingga 1984 (Tabel 3).

Ini bukan berarti serikat pekerja, UU upah minimum, atau organisasi 
politik tidak efektif. Jika pekerja lebih terorganisir dan didukung oleh 
kekuatan politik yang penting, sangat mungkin penghasilan mereka akan 
meningkat lebih dari 10 persen per tahun. Justru argumentasinya disini 
adalah, kekuatan politik dan serikat pekerja tidak dapat melindungi 
pekerja dari dampak negatif  dari ekonomi yang stagnan atau menurun. 
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Sebaliknya, ketika ekonomi sedang meledak dan pertumbuhan bersifat 
padat karya, pekerja akan memperoleh manfaat, bahkan dengan tidak 
adanya kekuatan politik atau serikat pekerja. Jika pertumbuhan bersifat 
padat modal atau sumber daya, sebagaimana yang terjadi dalam 
ledakan komoditas baru-baru ini, permintaan akan tenaga kerja akan 
bertumbuh lebih lambat, begitu pula dengan penghasilan pekerja.

Hanya sektor manufaktur yang dapat menghasilkan 
permintaan akan tenaga kerja yang cukup untuk dapat 
meningkatkan penghasilan pekerja 

Secara historis, di Indonesia dan di negara lain, hanya sektor manufaktur 
lah yang dapat menghasilkan permintaan akan tenaga kerja yang cukup 
besar untuk membuat perbedaan terhadap penghasilan orang miskin. 
Sektor pertanian tetaplah pemberi kerja terbesar di Indonesia, akan tetapi 
jarang bertumbuh lebih pesat dari tiga atau empat persen per tahun. 
Bahkan selama periode Revolusi Hijau, pertumbuhan tertinggi dari sektor 
pertanian adalah 4,6 persen per tahun selama 1981-86. Produktivitas 
tenaga kerja, yaitu jumlah keluaran rata-rata yang dapat dihasilkan soerang 
pekerja, juga berkembang. Pergeseran dari menumbuk beras dengan tangan 
ke mesin giling beras sangat mengurangi kebutuhan akan pekerja. Begitu 
pula pergeseran dari pisau tangan (ani-ani) ke arit dan dari cangkul tangan 
ke kultivator mekanis. Produktivitas yang lebih besar berarti lebih banyak 
keluaran yang dihasilkan dari jumlah pekerja yang sama atau lebih sedikit. 

Lebih jauh lagi, pertanian secara tradisional memiliki kelebihan tenaga 
kerja, terutama di sawah-sawah di Jawa, Bali, dan wilayah –wilayah besar 
yang memproduksi beras di provinsi lainnya. Jadi, bahkan selama periode 
dengan pertumbuhan pertanian yang relatif  pesat, sektor tersebut tidak 
menghasilkan permintaan akan tenaga kerja yang cukup. Dari tahun 
1986 sampai 1997, ketika nilai tambah meningkat sebesar rata-rata 4,4 
persen, tidak ada peningkatan lapangan pekerjaan. Bahkan ada sedikit 
pengurangan, yaitu 1,8 juta pekerja (Papanek, 2014h). Karena tenaga kerja 
berlebih ini, angkatan kerja di bidang pertanian akan berkurang selama 
masih ada pekerjaan lain diluar sektor pertanian.  

Baru-baru ini, pertumbuhan pesat produksi kelapa sawit telah berujung 
pada peningkatan permintaan akan tenaga kerja. Total jumlah tenaga kerja 
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yang dipekerjakan di industri kelapa sawit diperkirakan berjumlah 3,7 juta 
pekerja (Skinner, 2013) atau sekitar 230.000 pekerja per miliar dollar AS 
ekspor di tahun 2013. Karena itu, intensitas tenaga kerja dari kelapa sawit 
hampir sama dengan kebanyakan sektor manufaktur padat karya lainnya. 
Dengan ekspor sebesar 16 miliar dollar AS di tahun 2013, kelapa sawit 
secara kasar menandingi nilai gabungan ekspor tekstil, garmen, sepatu, dan 
perabotan. Dalam hal menghasilkan permintaan tenaga kerja, produksi 
kelapa sawit sama pentingnya dengan pembuatan barang jadi yang padat 
modal; malah lebih penting, karena volume ekspornya telah meningkat 
lebih dari 100 persen dari tahun 2004 hingga 2013, sementara ekspor 
barang jadi padat karya hanya meningkat 25 persen volumenya. Kelapa 
sawit menghasilkan sekitar 1,6 juta pekerjaan dalam sembilan tahun 
terakhir, sementara ekspor barang jadi padat karya hanya menciptakan 
0,7 juta pekerjaan. Pekerjaan di perkebunan kelapa sawit adalah pekerjaan 
yang produktif  dan menambahkan pendapatan nasional, tapi bukanlah 
pekerjaan yang “layak” dalam banyak aspek. Tidak seperti pekerjaan di 
sektor manufaktur, banyak pemberi kerja yang membayar tidak sampai 
dua kali lipat upah pekerja di sektor pertanian. Mayoritas pekerja tidak 
menerima Upah Minimum Regional (UMR) (Lim & Ismar, 2012). Status 
mereka adalah pekerja kontrak atau dibayar dalam bentuk sebidang lahan 
untuk menanam pohon kelapa sawit mereka sendiri atau tanaman pangan 
lain ditambah kompensasi kecil atas kerja mereka di perkebunan. Oleh 
karena itu, permintaan akan kelapa sawit telah membantu meningkatkan 
penghasilan pekerja karena telah meningkatkan permintaan akan tenaga 
kerja, tapi hal ini tidak memberikan banyak pekerjaan yang layak.

Sementara nilai tambah pertanian meningkat paling besar 4,6 persen per 
tahun, pertumbuhan di sektor manufaktur mencapai 15 persen per tahun dari 
tahun 1971 hingga 1981, dan 14 persen dari tahun 1986 hingga 1996. Dari 
tahun 1981 hingga 1986 nilai rupiah dibiarkan untuk mengalami apresiasi 
secara riil dan pertumbuhan ekspor barang jadi dan produksi barang jadi 
secara perlahan menyesuaikan. Berdasarkan sejarah, pertumbuhan 20 
persen per tahun untuk barang jadi tampaknya cukup layak.  

Pembuatan barang jadi padat karya akan mempekerjakan 30.000 
pekerja per miliar dollar AS atau setara dengan 12 triliun keluaran 
tahunan. Sektor manufaktur padat modal hanya mempekerjakan 
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5.500 pekerja per miliar dollar AS keluaran tahunan, begitu pula 
pengoperasian pertambangan. Jika Indonesia mengekspor barang jadi 
sebesar 110 miliar dollar AS dalam 5 tahun sesuai yang diusulkan dan 
seluruh perluasan tersebut adalah padat karya, maka sektor manufaktur 
akan mempekerjakan sekitar 750.000 pekerja tambahan di tahun 2015 
saja. Selain itu, sektor manufaktur menghasilkan permintaan sekunder 
dan tertier. Ketika manufaktur meluas, akan ada permintaan tambahan 
akan pabrik-pabrik dan asrama pekerja, yang akan merangsang sektor 
konstruksi dan menghasilkan permintaan lebih jauh untuk tenaga kerja 
dari sektor tersebut. Peningkatan keluaran memerlukan lebih banyak 
transportasi, perdagangan, dan jasa. Pekerja menggunakan penghasilan 
mereka yang lebih tinggi untuk membeli lebih banyak makanan dari 
pedagang kaki lima, menggunakan lebih banyak transportasi, membeli 
lebih banyak peralatan dapur dan lebih sering pergi ke pementasan 
wayang. Semua kegiatan tambahan tidak langsung ini akan meningkatkan 
permintaan akan tenaga kerja. Setelah mengikutsertakan efek tidak 
langsung ini, usulan perluasan pembuatan barang jadi (manufaktur) 
akan menghasilkan 1,3 juta tambahan pekerjaan yang layak dan 
produktif  di tahun pertama (2015). Lebih penting lagi, separuh dari 
pekerjaan tersebut dapat diisi oleh pekerja dengan pendidikan terbatas 
(lihat Lampiran Statistik dan Papanek, 2014i).  

Ekspor barang jadi padat karya termasuk industri seperti industri sepatu, 
perabotan, suku cadang mobil, garmen dan tekstil, yang kesemuanya 
menggunakan banyak pekerja dengan pendidikan terbatas. Untuk sektor 
manufaktur secara keseluruhan, sekitar 60 – 80 persen pekerjanya adalah 
mereka yang memiliki pendidikan terbatas, tergantung dari komposisi 
sektor tersebut. Untuk industri yang padat karya, presentasenya adalah 
89 persen atau lebih. Di sisi lain, sektor-sektor seperti pelayanan publik 
dan keuangan menggunakan pekerja dengan pendidikan terbatas 
dengan presentase yang lebih kecil. Oleh karena itu, kami berasumsi 
bahwa rata-rata 60 persen dari pekerjaan tambahan yang diciptakan 
dari 2015 hingga 2019 dapat diisi oleh mereka yang mempunyai 
pendidikan terbatas. Untuk 2015, hal ini berarti 0,78 juta pekerjaan 
untuk penduduk yang lebih miskin dan kurang berpendidikan dari 
total 1,3 juta total pekerjaan, dan pada tahun 2019, akan ada 12 juta 
pekerjaan tambahan untuk mereka dengan pendidikan yang terbatas.
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Suatu model penentuan upah (Papanek, Setiawan & Purnagunawan, 
2013) menyimpulkan bahwa untuk setiap peningkatan permintaan 
tenaga kerja dengan pendidikan terbatas sebesar 10 persen, terjadi 
peningkatan upah riil sebesar 5 persen. Analisis ini terutama dilakukan 
menggunakan data upah dari sektor pertanian. Pekerja di sektor tersebut 
adalah kelompok pekerja tidak terampil dan semi terampil tersebsar di 
dalam ekonomi, dan mayoritas dari mereka berada dalam 40 persen 
penduduk termiskin, karena upah mereka jauh dibawah pekerja industri. 
Dengan 60 persen pekerjaan baru diisi oleh pekerja dengan pendidikan 
terbatas, pekerjaan mereka akan meningkat sebesar 54 persen selama 
lima tahun, dari tahun 2014 hingga 2019. Hal ini menyiratkan adanya 
peningkatan upah pekerja pertanian sebesar 27 persen, dimana hal 
ini merupakan perubahan yang menakjubkan. Sejak 2008, upah riil 
pekerja pertanian – upah disesuaikan terhadap inflasi sehingga dapat 
mencerminkan daya beli – telah berkurang lebih dari 10 persen (lihat 
Gambar 8). Untuk peker ja pertanian, apabila upah dapat naik sebesar 27 persen 
dalam lima tahun, membalikkan penurunan selama satu tahun, itu akan menjadi 
pencapaian yang luar biasa bagi masa pemerintahan presiden terpilih berikutnya.

Mengapa orang miskin tidak memperoleh manfaat dari 
ledakan komoditas?

Alasan utama meningkatnya kesenjangan konsumsi antara 20 persen 
orang terkaya dan 40 persen orang termiskin adalah dampak dari ledakan 
komoditas. Dari tahun 2005 hingga 2011, konsumsi rill dari 40 persen 
orang termiskin tidak meningkat sama sekali, sementara konsumsi 20 
persen orang terkaya meningkat sebesar 38 persen (Table 3). Kesenjangan 
ini serupa apabila kita membandingkan tahun 2005 dan 2013: sembilan 
persen peningkatan bagi yang miskin, dan 49 persen peningkatan bagi 
yang kaya. Penjelasannya sama seperti periode-periode sebelumnya: 
ledakan menghasilkan keuntungan besar, yang menguntungkan mereka 
yang kaya, namun hanya menciptakan sedikit permintaan akan tenaga 
kerja, dan oleh karenanya tidak menguntungkan bagi orang miskin.

Kecuali kelapa sawit, ekspansi pesat dari nilai ekspor komoditas hanya 
menghasilkan sedikit permintaan langsung akan tenaga kerja. Untuk beberapa 
komoditas, terdapat sedikit peningkatan dalam kuantitas yang diproduksi 
atau diekspor. Bahkan, untuk minyak/gas bumi dan tembaga, kuantitas 



44Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

yang diekspor sebenarnya menurun, sementara untuk karet, kuantitasnya 
stagnan. Peningkatan pendapatan datang dari harga-harga yang lebih tinggi, 
bukan peningkatan keluaran. Tanpa peningkatan produksi, tidak dibutuhkan 
adanya tenaga kerja tambahan atau masukan lainnya. Tanpa peningkatan 
biaya dan dengan peningkatan besar pendapatan berkat harga-harga yang 
lebih tinggi, keuntungan melonjak dengan tajam. Sebagian peningkatan 
keuntungan dikirim keluar negeri, dan sebagian disimpan. Jumlah yang tidak 
diketahui digunakan untuk konsumsi tambahan di Indonesia.

Batubara, nikel, dan kelapa sawit merupakan komoditas utama yang 
mengalami peningkatan kuantitas serta harga ekspor. Ketiga komoditas 
ini mempertahankan ledakan yang terjadi bahwan setelah harga-harga 
jatuh di tahun 2012. Batubara dan kelapa sawit tetap meraih untung, 
maka dari itu kuantitas yang diekspor terus meningkat dari 20 persen 
menjadi 30 persen antara tahun 2011 dan 2013, meski harga-harga 
turun (Papanek, 2014c). Untuk nikel, ada insentif  tambahan: pelarangan 
ekspor bijih besi mentah yang mulai berlaku pada tahun 2014. Industri 
ini mempunyai insentif  yang kuat untuk mengirimkan sebanyak mungkin 
bijih besi di tahun 2013. Kuantitasnya meningkat lebih dari dua kali lipat 
dibandingkan dengan tahun 2011. Batubara dan nikel sebagian besar 
diproduksi dengan mesin dan hanya sedikit pekerja. Peningkatan kuantitas 
keluaran karenanya hanya menghasilkan sedikit lapangan pekerjaan baru. 
Kelapa sawit sudah dibahas: permintaan akan tenaga kerja meningkat, 
tetapi hal itu hanya menghasilkan sedikit pekerjaan yang layak.   

Intinya, ledakan  komoditas terjadi terutama karena melonjaknya harga-
harga, bukan karena peningkatan kuantitas yang diekspor. Untuk beberapa 
komoditas, keluaran dan ekspor memang meningkat, tetapi produksinya 
terutama mengandalkan mesin, bukan tenaga kerja manusia. Peningkatan 
harga, dengan sedikit peningkatan dalam kuantitas, dan karenanya sedikit 
peningkatan biaya, mengakibatkan kenaikan keuntungan secara substansial, 
namun hanya sedikit meningkatkan permintaan langsung akan tenaga kerja.

Secara tidak langsung, lebih tingginya pendapatan yang dihasilkan memang 
meningkatkan permintaan tenaga kerja, terutama karena terjadi peningkatan 
konstruksi bangunan perumahan dan komersial. Terjadi pula pertumbuhan 
di sektor lainnya untuk memenuhi permintaan barang konsumsi dari 
masyarakat kelas menengah yang semakin banyak. Selama periode ledakan 
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komoditas dari tahun 2005 hingga 2011, 12,6 juta pekerjaan di sektor 
formal ditambahkan ke dalam ekonomi. Tapi sembilan juta dari pekerjaan 
itu berada pada sektor yang hanya menggunakan sedikit sekali pekerja 
dengan pendidikan terbatas: 5,5 juta di sektor jasa, termasuk pekerjaan di 
layanan publik; 1,3 juta di keuangan; dan 2,5 juta di perdagangan (Papanek, 
2014k).  Dari sembilan juta pekerja ini, hanya sekitar satu juta diantaranya 
yang memiliki pendidikan terbatas. Dengan dua juta pekerja bergabung di 
angkatan kerja setiap tahunnya, bahkan selama periode pertumbuhan pesat 
ini, peningkatan pasokan pekerja dapat menandingi peningkatan permintaan. 

Kurang dari satu juta pekerjaan ditambahkan ke sektor formal di bidang 
manufaktur selama enam tahun, dari tahun 2005 hingga 2011. Konstruksi 
menambahkan 0,6 juta lagi. Kedua sektor yang biasanya memberikan 
sebagian besar pekerjaan kepada mereka dengan pendidikan terbatas 
hanya berkontribusi kecil terhadap permintaan tenaga kerja selama 
periode pertumbuhan pesat ini. Selama ledakan komoditas, hanya terdapat 
sedikit peningkatan permintaan tenaga ker ja dengan pendidikan terbatas. Karean 
itu peningkatan penghasilan kerja juga kecil. Ini menjelaskan terjadinya 
stagnasi pengeluaran oleh 40 persen masyarakat termiskin. 

Peningkatan upah minimum dan kegiatan serikat pekerja 
mendorong upah pekerja industri

Pekerja yang ditanggung oleh UU Upah Minimum dapat meningkatkan 
upah mereka, bahkan apabila tidak ada permintaan tenaga kerja. Hal ini 
jelas terlihat di Bab 8, yang menunjukkan bahwa upah pekerja industri 
meningkat sekitar 27 persen setelah 2008. Ketika upah industri didorong agar 
secara substansial melebihi upah di negara-negara pesaing, jumlah lapangan 
pekerjaan yang diciptakan di sektor manufaktur berkurang. Sub-sektor 
padat karya dari sektor manufaktur berkembang dengan lambat. Industri 
yang meningkatkan keluaran adalah mereka yang memproduksi untuk pasar 
Indonesia dan yang menikmati proteksi dari impor dalam bentuk tarif  atau 
pengendalian kuantitas, atau biaya transportasi yang tinggi.  

Pekerja yang sudah memiliki pekerjaan di sektor manufaktur diuntungkan 
dengan upah yang lebih tinggi. Upah rata-rata mereka adalah Rp. 1,8 juta per 
bulan di akhir 2013. Ini setara dengan hampir 160 dollar AS per bulan atau 5,20 
dollar AS per hari. Jika hanya satu orang dalam suatu keluarga yang bekerja dan 
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ada tiga orang anak, maka keluarga tersebut dapat disebut miskin. Tapi, jika dua 
dari empat orang anggota keluarga bekerja di sektor manufaktur, mereka akan 
dikategorikan sebagai kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. 

Namun, mayoritas pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor 
manufaktur atau pekerjaan lainnya di sektor formal bernasib lebih 
buruk, sebagai akibat dari peningkatan upah pekerja industri.

Gambar 8. Indeks Upah Riil untuk Peker ja Konstruksi, Manufaktur & Pertanian dan Pembantu 
Rumah Tangga 2008-2014 (2008 III = 100)

 

Sumber: Papanek, 2014j

Karena lambatnya pertumbuhan terkait permintaan tenaga kerja di sektor 
manufaktur, sejumlah besar pekerja di luar sektor formal mengalami upah 
yang stagnan atau menurun. Hal ini dapat terlihat sangat jelas di tren upah 
untuk pekerja pertanian dari tahun 2008 hingga 2014. Pekerja pertanian 
tidak ditanggung oleh UU upah minimum. Mereka juga tidak terorganisir 
dan tidak memperoleh manfaat dari kegiatan serikat pekerja. Pasokan tenaga 
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kerja meningkat sebesar dua juta orang setiap tahun, sementara hanya satu 
juta lapangan pekerjaan yang diciptakan. Akibat dari meningkatnya pasokan 
tenaga kerja yang melebihi permintaan, upah riil pekerja pertanian – artinya 
daya beli dari upah mereka – mau tak mau berkurang. Dari tahun 2008 
hingga 2014, upah riil mereka berkurang sekitar 10 persen.

Selama periode yang sama, upah pekerja industri meningkat sebesar 
27 persen, dan ekonomi secara keseluruhan bertumbuh sekitar 33 
persen. Selama lima tahun ini, rata-rata orang Indonesia mengalami 
peningkatan penghasilan tahunan kira-kira sebesar 4,5 persen, atau 25 
persen selama 5 tahun. Peningkatan upah pekerja yang memperoleh 
manfaat dari UU Upah Minimum tidak terlalu berbeda dari peningkatan 
penghasilan rata-rata. Terdapat perbandingan yang sangat kontras 
antara peningkatan 25 persen penghasilan untuk rata-rata orang 
Indonesia di satu sisi dan penurunan penghasilan pekerja pertanian 
sebesar lebih dari 10 persen di sisi lain. 

Sebagian pekerja konstruksi memperoleh manfaat dari peraturan upah 
minimum, tapi sebagian besar tidak, karena mereka adalah pekerja lepas 
atau sementara, atau pekerja kontrak atau dipekerjakan oleh perusahaan 
kecil. Namun, konstruksi bertumbuh sebesar 7 persen per tahun dari tahun 
2008 hingga 2012, sehingga para pekerja yang mempunyai pengalaman dan 
keterampilan memperoleh manfaat dari upah yang lebih tinggi. Data untuk 
pembantu rumah tangga tidak dapat diandalkan, karena sebagian dari gaji 
mereka merupakan kebaikan yang diberikan majikan mereka – contohnya, 
kamar dan makanan – tapi tampaknya upah mereka pun terus menurun 
sejak 2009, dan kini berada pada tingkat lima persen di bawah tahun 2009.

Semakin kaya anda, semakin banyak keuntungan yang anda 
peroleh selama ledakan komoditas. Distribusi pendapatan 
menjadi jauh lebih timpang

Gambar 9 memberikan gambaran umum yang jelas tentang yang terjadi dengan 
penghasilan berbagai kelompok yang berbeda selama ledakan komoditas. 
Semakin kaya seseorang, semakin besar peningkatan pengeluarannya selama 
terjadinya ledakan komoditas. Orang kaya menjadi lebih kaya (meningkat 
hampir 50 persen dari tahun 2004 hingga 2012), sementara pengeluaran orang 
miskin hampir tidak mengalami peningkatan (kurang dari lima persen).
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Gambar 9 menunjukkan lebih jelas bagaimana korelasi antara tingkat 
penghasilan dan keuntungan yang diraih selama ledakan komoditas. Jika 
melihat ciri-ciri pengeluaran rumah tangga Indonesia dengan lebih seksama, 
empat kelompok berbeda siap diidentifikasi. Kelompok pertama biasanya 
diidentifikasi sebagai “kelompok miskin,” yaitu 28 juta orang yang hidup di 
bawah garis kemiskinan tahun 2012, saat itu berarti orang yang mendapatkan 
penghasilan di bawah Rp. 250.000 per bulan, atau setara dengan 0,88 dollar 
AS per hari. Kelompok kedua disebut “kelompok rentan,” yang berjumlah 
sekitar 70 juta orang. Kelompok miskin dan rentan mencakup 40 persen 
penduduk termiskin dari segi distribusi penghasilan dan mempunyai satu 
kesamaan ciri-ciri dalam periode 2008-2012: pertumbuhan pengeluaran per 
kapita riil mereka hanyalah sekitar dua persen per tahun.

Gambar 9.  Pertumbuhan tahunan pengeluran per kapita riil menurut persentil kelompok, 2008-2012

Sumber: TNP2K, (2014) 

Kelompok ketiga yang berjumlah 100 juta orang meliputi kelas menengah 
atau pertengahan 40 persen dari distribusi penghasilan. Untuk kelas 
menengah, pengeluaran riil tahunan meningkat lebih besar di antara 
mereka dengan penghasilan yang lebih baik. Mereka yang termiskin 
di kelompok ini mencatat peningkatan pengeluaran sebesar dua persen, 
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sementara peningkatan bagi yang terkaya di kelompok kelas menengah 
ini adalah lima persen. Terakhir, 20 persen penduduk Indonesia terkaya 
menikmati pertumbuhan konsumsi riil sebesar lima persen hingga delapan 
persen per tahun, dengan yang terkaya dari yang kaya menunjukkan 
peningkatan pengeluaran terbesar. Mereka yang termasuk tiga persen yang terkaya 
mencatat kenaikan pengeluaran (sembilan persen), yaitu lebih dari empat kali lipat 
kenaikan bagi 40 persen yang termiskin di kelompok ini (dua persen). Satu hal yang 
juga menakjubkan adalah, diantara 60 persen yang terkaya, mereka dengan 
penghasilan yang lebih tinggi menikmati peningkatan konsumsi terbesar.

Dengan pertimbangan bahwa survei pengeluaran rumah tangga 
tahunan biasanya tidak mampu menangkap keseluruhan konsumsi 
barang mewah dan tahan lama, tingkat pertumbuhan pengeluaran riil 
di atas pada kelompok penghasilan yang lebih tinggi bisa jadi masih 
lebih besar lagi dari yang ditunjukkan di atas. 

Distribusi penghasilan meningkat selama 20 tahun, tetapi 
memburuk sejak 2005

Sesuai dugaan, tingkat pertumbuhan diferensial selama ledakan 
komoditas berdampak dramatis terhadap koefisien Gini, yaitu sebuah 
ukuran distribusi penghasilan.1 Gini Indonesia di tahun 1960an dan 
awal 1970an adalah relatif  egaliter, yaitu 0,34 hingga 0,35, angka tipikal 
di negara-negara miskin. Terdapat lonjakan tajam pada Gini di tahun 
1978 karena alasan yang tidak jelas (Gambar 10). 

Saat permintaan tenaga kerja meningkat dengan adanya pertumbuhan 
pesat ekspor barang jadi setelah tahun 1986/87, distribusi penghasilan 
menjadi lebih setara. Nilai Gini turun dari 0,34-0,35 sebelum 1984, 
menjadi 0,31-0,33 selama 1984-2004. Dalam periode tersebut, distribusi 
penghasilan Indonesia dapat dibandingkan dengan negara-negara 
berkembang Asia lainnya selama 1980an, dan termasuk di antara negara-
negara yang lebih egaliter di dunia. 

Ada satu pengecualian: di tahun 1993-96, angka Gini meningkat tajam. 
Nilai rupiah telah dibiarkan mengalami apresiasi, tingkat pertumbuhan 

1 Semakin kecil koefisien, semakin setara distribusi penghasilan. Kesetaraan sempurna 
diwakilkan dengan angka koefisien nol dan ketidaksetaraan t (jika satu rumah tangga 
menerima seluruh pendapatan nasional) sama dengan satu. 
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ekspor barang jadi melambat dan karena itu peningkatan lapangan 
pekerjaan di sektor manufaktur juga melambat. Permintaan akan tenaga 
kerja, yang telah bertumbuh pada tingkat rata-rata 7,5 persen per tahun 
di Jawa dari tahun 1987 hingga 1992, turun hingga 2,8 persen dari 
tahun 1993-96 (Papanek, 2014k). Selain itu, pada tahun 1995, terdapat 
lonjakan di indeks perdesaan untuk inflasi, sebesar 11,8 persen. Upah 
riil untuk pekerja pertanian, yang telah meningkat sebesar 9,4 persen di 
tahun 1992, hanya meningkat sebesar rata-rata 2,4 persen di tahun 1994 
dan 1995. Penurunan permintaan tenaga kerja dan peningkatan upah 
mungkin tidak dapat secara penuh menjelaskan ketidaksetaraan yang 
terjadi di tahun 1993 dan 1996, tapi setidaknya memberikan penjelasan 
sebagian.  

Di tahun 2005, dengan dimulainya ledakan komoditas, koefisien Gini 
secara tajam menjadi kurang setara. Pada 2012, angka Gini telah 
mencapai 0,41, suatu tingkat ketidaksetaraan yang secara tipikal dikaitkan 
dengan negara-negara Amerika Latin, bukan Asia. Tapi, ketidaksetaraan 
di negara-negara Asia lainnya juga naik, sehingga angka Gini Indonesia 
bukan sesuatu yang aneh di wilayah tersebut.

Gambar 10.  Indeks Gini 1964/65 hingga 2013

 

Sumber: Papanek, 2014l
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Apa penjelasan lonjakan ketidaksetaraan tajam ini selama 
ledakan komoditas yang baru terjadi, dan mengapa hal itu 
tidak terjadi dalam ledakan komoditas sebelumnya?  

Distribusi penghasilan meningkat selama ledakan komoditas dari tahun 
2005 hingga 2011 karena tiga alasan utama. Pertama, apresiasi rupiah, 
peningkatan nilainya terhadap dollar AS, yen atau euro, bersama 
dengan peningkatan upah minimum, mendorong biaya tenaga kerja 
untuk eksportir dan mereka yang berkompetisi dengan impor. Barang 
jadi padat karya menjadi tidak kompetitif  dan industri-industri tersebut 
mempekerjakan sedikit sekali pekerja tambahan. Saat permintaan akan 
pekerja industri mandek, penghasilan pekerja yang tidak memperoleh 
manfaat dari UU upah minimum berkurang, dan konsumsi 40 persen 
penduduk termiskin hanya meningkat dengan sedikit sekali.

Peningkatan nilai rupiah terjadi sebagian besar karena meningkatnya 
harga-harga ekspor komoditas. Nilai ekspor komoditas naik lebih dari 
tiga kali lipat dari tahun 2004 hinga 2011, dan nilai semua ekspor 
naik hampir tiga kali lipat – peningkatan sebesar 130 miliar dollar 
AS dalam tujuh tahun (Papanek, 2014c). Selain itu, ledakan tersebut 
menarik aliran mata uang asing. Terdapat peningkatan investasi asing 
langsung untuk memanfaatkan naiknya daya beli di Indonesia. Terjadi 
juga peningkatan pembelian obligasi pemerintah Indonesia dan surat 
berharga lain oleh orang asing untuk memanfaatkan tingginya tingkat 
suku bunga dibandingkan dengan negara lain. Peningkatan pendapatan 
dari ekspor dan aliran modal masuk mengakibatkan terjadinya apresiasi 
nilai rupiah, yang berkontribusi terhadap stagnannya penghasian bagi 
sebagian besar pekerja.

Kedua, ledakan komoditas itu sendiri tidak menghasilkan permintaan 
tenaga kerja, terutama tenaga kerja dengan pendidikan yang terbatas. 
Penghasilan yang lebih tinggi dari ekspor tembaga, karet, nikel, dan 
lain-lain terjadi semata-mata karena naiknya harga-harga, bukan 
karena peningkatan kuantitas. Dengan hanya sedikit peningkatan 
dalam produksi, tidak dibutuhkan lebih banyak pekerja. Batu bara dan 
kelapa sawit adalah dua komoditas yang outputnya jauh meningkat. 
Namun, batubara diproduksi menggunakan mesin dan hanya sedikit 
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pekerja. Kelapa sawit merupakan komoditas utama yang menghasilkan 
pekerjaan. Meskipun demikian, dengan sekitar dua juta pekerja 
bertambah ke dalam angkatan kerja setiap tahun, pasokan tenaga 
kerja meningkat jauh lebih cepat dibandingkan permintaan. Karena 
itu penghasilan tenaga kerja tidaklah terlalu meningkat. Hasilnya, 
penghasilan mereka yang termasuk ke dalam 40 persen yang termiskin 
menjadi stagnan.

Ketiga, di waktu yang sama, banyak orang di kelompok penghasilan atas 
memperoleh manfaat dari ledakan komoditas. Mereka yang memiliki 
saham di perusahaan batu bara atau perusahaan pertambangan 
lainnya, atau di perkebunan kelapa sawit atau karet atau di lahan yang 
menghasilkan lada, kopi atau coklat memperoleh manfaat langsung 
dari naiknya harga-harga komoditas tersebut. Sebagian perusahaan 
penghasil komoditas juga membutuhkan staf  profesional dan teknis 
tambahan: manajer, akuntan, bagian pembukuan, insinyur untuk 
memelihara mesin, dan sebagainya. Mereka dengan keterampilan atau 
latar belakang pendidikan yang tepat, yang kesemuanya tidak miskin, 
juga akan memperoleh manfaat dari ledakan komoditas. Terakhir, ada 
mereka yang memperoleh manfaat tidak langsung dari peningkatan 
aliran pendapatan yang masuk ke Indonesia: operator pusat perbelanjaan 
dan penjual ritel barang mewah, arsitek dan pegawai penjual AC, 
dan lain sebagainya. Terdapat pula peningkatan permintaan akan 
pembantu rumah tangga. Tapi, dengan dua juta orang ditambahkan 
ke dalam angkatan kerja, peningkatan permintaan tenaga kerja dengan 
pendidikan rendah langsung dibanjiri oleh meningkatnya pasokan.

Intinya, banyak dari mereka yang berada di kelompok brepenghasilan 
tinggi dan sangat sedikit dari mereka yang berada di kelompok 
berpenghasilan rendah merasakan manfaatnya.

Mengapa distribusi penghasilan menjadi lebih setara selama ledakan komoditas 
sebelumnya? Mengapa konsumsi dari 40 persen masyarakat termiskin meningkat 
secara substansial selama ledakan yang ter jadi sebelumnya? Ledakan komoditas 
tahun 2005-2011 bukanlah satu-satunya dan bahkan bukan yang 
terbesar yang pernah dirasakan Indonesia. Ledakan komoditas 
sebelumnya terjadi mulai tahun 1973, mencapai puncaknya di tahun 
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1978, dan berlanjut hingga 1984 (lihat Tabel 4). Ledakan komoditas 
tersebut terjadi karena peningkatan harga minyak. Indonesia juga 
mengekspor karet dan produk perkebunan lainnya, mineral (timah) dan 
rempah-rempah. Namun, di tahun 1970an dan awal 80an, biasanya 
80 hingga 90 persen penghasilan dari ekspor komoditas didapat dari 
minyak. Pentingnya minyak telah menurun secara stabil, dan pada 2007, 
gabungan minyak dan gas bumi hanya bernilai satu pertiga bagian atau 
kurang dari nilai ekspor komoditas. Mineral, terutama tembaga dan 
batu bara, meliputi satu pertiga bagian atau lebih dan produk pertanian 
termasuk karet dan kelapa sawit meliputi satu pertiga bagian sisanya.  
Kuantitas komoditas yang meningkat paling pesat adalah batu bara 
dan kelapa sawit, yang dalam ledakan komoditas sebelumnya bukanlah 
komoditas yang penting.  

Apakah 
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Tapi selama ledakan tahun 2004 hingga 2011, sejumlah proporsi substansial 
tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang baru dimiliki oleh 
Indonesia, begitu pula dengan pembudidayaan udang, perkebunan karet, 
pertambangan timah, dan lain sebagainya. Dari peningkatan ekspor 
komoditas sebesar 107 miliar dollar AS dari tahun 2004 hingga 2011, 
sebanyak 60 miliar dollar AS terjadi dalam kegiatan dengan kepemilikan 
Indonesia yang substansial. Selain itu, banyak dari staf  manajerial dan 
teknis di perusahaan yang memperoleh keuntungan dari ledakan komuditas 
juga adalah orang Indonesia. Mereka juga memperoleh keuntungan dari 
naiknya harga-harga komoditas, yang menghasilkan permintaan akan 
layanan mereka. Selama ledakan komoditas di tahun 1970an dan 1980an, 
hanya terdapat sedikit manajer dan teknisi Indonesia yang bekerja di 
perusahaan minyak yang memetik keuntungan dari naiknya harga minyak. 
Intinya, orang Indonesia yang kaya memperoleh manfaat jauh lebih 
besar dari ledakan komoditas baru-baru ini dibandingkan dengan yang 
sebelumnya, dimana pada ledakan komoditas sebelumnya, yang paling 
diuntungkan adalah pemerintah dan warga negara asing. 

Para peker ja memperoleh manfaat dari tetap rendahnya gaji dalam dollar AS atau 
yen. Terdapat satu lagi perbedaan antara ledakan komoditas yang terjadi 
sebelumnya dengan yang paling baru. Selama ledakan komoditas 
yang terbaru, upah pekerja industri hampir naik tiga kali lipat jika 
diterjemahkan dalam dollar AS: dari 12 dollar AS di tahun 2004 menjadi 
35 dollar AS di tahun 2011. Gaji pekerja di bidang pertanian naik lebih 
dari dua kali lipat. Akibatnya, pekerja Indonesia menjadi lebih mahal 
dibandingkan negara-negara pesaingnya.

Tetapi di tahun 1970an dan 1980an, tiga devaluasi besar-besaran, 
ditambah beberapa yang lebih kecil, telah memastikan bahwa meski 
tingkat upah meningkat dalam rupiah dan dalam hal daya beli 
domestik, upah tidak meningkat dalam dollar AS atau yen. Setelah 
ledakan komoditas pertama di tahun 1978, terjadi devaluasi sebesar 51 
persen, yang membuat ekspor barang jadi Indonesia tetap kompetitif. 
Devaluasi sebesar 44 persen di tahun 1983 dan 45 persen di tahun 1986 
kemudian mengikuti. Akibatnya, upah dollar AS bagi pekerja industri 
di tahun 1991 berada 20 persen di bawah posisi sebelumnya di tahun 
1982, meski nilai dollar AS telah menurun karena inflasi.  
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Tabel 4. Upah, Nilai Tukar & Penghasilan 40% Penduduk Termiskin selama 
Ledakan Komoditas, 1976-2013

* Catatan: Ekspor komoditas ini meliputi mineral, pertanian, dan minyak & gas bumi.
Upah pertanian adalah per hari, sementara upah manufaktur per minggu.
Sumber: Papanek, 2014m

Banyak pengamat akan menduga bahwa devaluasi besar-besaran dalam 
ledakan komoditas sebelumnya akan merugikan pekerja dengan membuat 
upah mereka tetap rendah jika dijadikan dollar AS atau yen. Akan tetapi, 
sementara upah dollar AS tidak naik, pekerja memperoleh manfaat dari 
pesatnya pertumbuhan ekspor padat karya, yang menghasilkan upah dollar 
AS yang stabil dan menurun. Karenanya, banyak pekerja berpindah dari 
pekerjaan sektor informal dengan penghasilan rendah dan tidak menentu ke 
pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi dan stabil di sektor manufaktur 
atau sektor formal lainnya. Dari tahun 1976 hingga 1984, sementara nilai 
rupiah dipotong 40 persen, pengeluaran dari 40 persen penduduk termiskin 
naik hampir dua kali lipat. Dari 1984 hingga 1990, nilai rupiah dipotong lagi 
hampir separuhnya, dan hasilnya upah dollar AS berkurang 15-20 persen. 
Namun, konsumsi rill dari 40 persen penduduk termiskin naik 18 persen.   
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Hal ini berlawanan dengan ledakan komoditas yang terbaru. Dari 2004 
hingga 2011, upah pertanian naik lebih dari dua kali lipat dan upah 
manufaktur naik hampir tiga kali lipat dalam dollar AS. Namun saat 
permintaan tenaga kerja dengan pendidikan terbatas menjadi stagnan, 
sementara sekitar 15 juta pekerja bergabung dengan angkatan kerja, 
penghasilan 40 persen penduduk termiskin tetap tidak berubah di saat 
pendapatan nasional naik sebesar hampir enam persen setiap tahun.   

Selama ledakan komoditas sebelumnya, penghasilan orang miskin meningkat, 
sebagian karena devaluasi tetap membuat ekspor Indonesia kompetitif  dan 
permintaan tenaga ker ja meningkat tajam. Manfaat yang diterima orang kaya 
Indonesia terbatas. Karena dua alasan tersebut, distribusi menjadi lebih merata. 
Selama ledakan yang terbaru, upah dalam dollar AS, yen, dan euro meningkat 
secara substansial, sebagian karena apresiasi rupiah. Permintaan tenaga ker ja 
menjadi stagnan dan begitu pula dengan pengeluaran mereka yang miskin. 
Penghasilan orang kaya Indonesia meningkat dengan cepat. Distribusi penghasilan 
menjadi sangat tidak setara.

Meskipun penting untuk menjelaskan mengapa ledakan komoditas 
yang terbaru ini mengakibatkan ketidaksetaraan yang lebih besar, 
pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan dan 
program pemerintah dapat membalikkan situasi ini. Bagaimana 
kebijakan pemerintah dapat menjamin bahwa pertumbuhan 
penghasilan di antara penduduk yang miskin paling tidak dapat 
menyamai pertumbuhan penghasilan bagi penduduk yang kaya? 

Kebijakan untuk membalikkan tren, meningkatkan 
penghasilan masyarakat miskin lebih dari masyarakat kaya

Indonesia memiliki catatan menakjubkan dalam mengurangi proporsi “masyarakat 
miskin” yang didefinisikan sebagai mereka yang tidak mampu membeli 
makanan yang memadai. Pada Maret 2014, kelompok ini berkurang 
menjadi 11,25 persen dari populasi. Perkiraan jumlah masyarakat 
miskin di tahun 1976 berkisar antara 40 persen hingga 80 persen. Tapi 
apapun angka awalnya, pengurangan menjadi 11 persen merupakan 
pencapaian yang luar biasa. Garis kemiskinan Indonesia cenderung 
ditetapkan pada setara dengan satu dollar AS atau kurang per hari, 
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jauh di bawah 1,25 dollar AS yang digunakan untuk mendefinisikan 
kemiskinan ekstrim di dunia internasional. Menurut Bank Dunia, 
menetapkan garis kemiskinan pada setara dengan 1,50 dollar AS, 
dibawah angka garis kemiskinan internasional dua dollar AS per hari, 
berarti sekitar 100 juta penduduk Indonesia – atau 40 persen dari 
populasi – adalah miskin (World Bank, 2014a). Ini adalah kelompok 
yang kami definisikan sebagai “miskin” dalam makalah ini.

Miskin karena keluarganya tidak memiliki anggota yang beker ja. Ada dua 
kelompok berbeda di antara 11 persen populasi yang didefinisikan 
sebagai “miskin” menurut garis kemiskinan BPS yang ada saat ini. 
Salah satunya keluarga yang tidak memiliki anggota di dalam angkatan ker ja, 
karena terlalu tua, terlalu muda, atau menderita cacat. Kebanyakan 
keluarga ini tidak akan menjadi lebih baik karena naiknya upah di 
pekerjaan mereka saat ini atau dengan berpindah ke pekerjaan dengan 
upah lebih tinggi. Mereka hanya dapat dibantu dengan program bantuan 
langsung dari pemerintah. Jika mereka mempunyai anak, maka “bantuan 
tunai bersyarat”, yang memberikan dana agar anak-anak tetap 
sekolah, adalah program yang paling membantu mereka dalam jangka 
panjang. Dengan memberikan pendidikan kepada generasi berikutnya 
serta penghasilan saat ini, program tersebut dapat memutuskan rantai 
kemiskinan dan kecenderungan bagi sebuah keluarga untuk tetap 
miskin hingga ke generasi berikutnya.

Miskin karena peker ja dibayar rendah. Kelompok yang lain meliputi peker ja 
dengan bayaran rendah, mungkin dengan banyak tanggungan. Seorang 
pekerja pertanian dengan tiga anak memperoleh kurang dari setara 
satu dollar AS sehari per orang, bahkan jika dipekerjakan 24 hari 
per bulan. Kelompok ini dapat dibantu dengan peningkatan kompensasi/
upah tenaga ker ja dan lebih jauh lagi dengan kesempatan untuk berpindah 
dari peker jaan di sektor informal ke sektor formal dengan gaji yang lebih 
tinggi dan tetap, serta beberapa tunjangan, seperti fasilitasi asuransi 
kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Kelompok ini akan 
memperoleh manfaat dari strategi yang meningkatkan permintaan 
tenaga kerja dengan membuat ekspor barang jadi padat karya lebih 
kompetitif. Peningkatan upah riil sebesar 27 persen yang diperkirakan 
akan dihasilkan oleh strategi ini dalam lima tahun berikutnya akan 



58Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

mengangkat sebagian besar orang di dalam kelompok ini keluar dari 
kemiskinan dan akan secara substansial mengurangi proporsi mereka 
yang berada di bawah garis kemiskinan.    

Kenyataannya, dalam sembilan tahun dari 2005 hingga 2014, proporsi 
mereka yang berada di bawah garis kemiskinan hanya berkurang 4,7 
persen, dari 16 persen menjadi 11.3 persen. Hal ini mencerminkan 
lambatnya pertumbuhan permintaan tenaga kerja dan hasilnya terjadi 
penurunan tingkat upah pekerja yang tidak terlindungi, terutama 
pekerja di bidang pertanian. 

Kelompok dengan anggota keluarga yang bekerja juga memperoleh 
manfaat besar dari adanya program jaminan kerja untuk wilayah 
perdesaan. Salah satu alasan mengapa pekerja pertanian berada 
di antara mereka yang sangat miskin adalah terdapat beberapa 
bulan dalam setahun dimana mereka hanya bekerja kurang dari 
24 hari dalam satu bulan, dan mereka diberikan upah yang sangat 
rendah untuk pekerjaan tersebut karena rendahnya permintaan 
tenaga kerja selama musim sepi. Rendahnya penghasilan mereka di 
bulan-bulan tersebut adalah yang memaksa mereka jatuh ke dalam 
kemiskinan.  

Meningkatkan penghasilan 70 juta orang yang hampir miskin atau rentan. Tiga 
faktor akan menjadi sangat penting dalam meningkatkan penghasilan 
sebagian besar dari 70 juta orang yang ditunjukkan sebagai “rentan” 
di Gambar 12, yaitu 29 persen bagian dari populasi yang tidak 
didefinisikan sebagai miskin  menurut standar BPS, namun berada di 
antara 40 persen penduduk termiskin, dengan penghasilan per kapita 
antara 0,85 dollar AS dan 1,50 dollar AS per hari.

i. Di Indonesia, seperti di sebagian besar negara lain, peningkatan 
penghasilan terbesar bagi 40 persen penduduk termiskin bersumber dari 
peker ja yang berpindah dari peker jaan lepas di bidang pertanian atau 
peker jaan lainnya ke peker jaan di sektor formal yang tetap dengan 
jaminan penghasilan dari hari ke hari dan tunjangan. Rata-
rata pekerja industri mendapatkan Rp. 2 juta per bulan dan 
rata-rata pekerja pertanian hanya mendapatkan setengahnya 
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dalam bulan-bulan dimana ada 24 hari untuk bekerja. Namun 
ada bulan-bulan dimana penghasilan mereka bahkan lebih 
rendah dari itu. Sebagian pekerja perdesaan dan perkotaan 
bahkan mendapatkan lebih rendah lagi. Untuk pekerja lepas, 
jatuh sakit merupakan bencana besar, karena itu artinya 
penghasilan menjadi nol dan pengeluaran melonjak tajam 
untuk membayar perawatan kesehatan. Jika pemberi kerja 
memberikan tunjangan kesehatan, hal itu sangat mengurangi 
resiko keluarga pekerja tersebut jatuh ke dalam kemiskinan.

ii. Sumber peningkatan penghasilan kedua adalah kenaikan upah atau 
penghasilan peker ja tanpa adanya perubahan dalam lapangan peker jaan. 
Dari 1987 hingga 1997, upah pekerja pertanian meningkat 
40 persen karena permintaan tenaga kerja naik dengan cepat 
(Papanek, Setiawan & Purnagunawan, 2013). Selama periode 
yang sedikit lebih lama, penghasilan 40 persen penduduk 
termiskin naik sebesar 70 persen.

iii. Jaminan peker jaan mencegah keluarga berpenghasilan rendah untuk 
mengalami penurunan penghasilan yang tajam selama musim pertanian 
sepi, sehingga jatuh dan sulit lolos dari jerat kemiskinan.

Data mengenai 40 persen penduduk termiskin dengan jelas 
menunjukkan mengapa permintaan akan tenaga kerja tidak terampil 
dan semi terampil sangatlah penting bagi pertumbuhan penghasilan. 
Tabel 5 menunjukkan bahwa pekerja dengan penghasilan rendah 
terkonsentrasi di tiga kategori: wirausaha dibantu oleh pekerja yang 
tidak dibayar/anggota keluarga, pekerja lepas, dan pekerja yang tidak 
dibayar. Ketiga kategori ini sebagian besar berada di sektor ekonomi 
informal. Lebih dari 50 persen pekerja wirausaha dan dibantu oleh 
pekerja yang tidak dibayar berasal dari 40 persen penduduk yang 
termiskin. Sekitar 73 persen karyawan dan sekitar 80 persen dari 
mereka yang berwirausaha dengan dibantu pekerja tetap adalah dari 
kelas menengah dan kaya. Intinya, dari segi pekerjaan menurut status, 
kelompok yang lebih miskin bekerja di sektor informal, sementara 
kelompok yang lebih kaya cenderung bekerja di sektor yang lebih 
formal.
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Tabel 5.  Peker ja Indonesia menurut kelompok pengeluaran, status dan sektor peker jaan di tahun 
2012 (%)

Sumber: Nazara, 2014a
Catatan: a mewakili 40% penduduk yang termiskin, b mewakili 40% kelas menengah, 
dan c mewakili 20% kelompok kaya

Pekerja kaya dan miskin dapat ditemukan di semua sektor ekonomi. Namun, 
dua sektor tampak menonjol karena hubungannya yang erat dengan 
penghasilan. Sektor pertanian didominasi oleh rumah tangga dengan 
penghasilan yang paling rendah, yaitu hampir 60 persen dari total lapangan 
pekerjaan di sektor tersebut. Di ujung ekstrim lainnya, jasa keuangan 
didominasi oleh rumah tangga kaya, juga dengan hampir 60 persen dari 
total pekerjaan di sektor tersebut. Layanan publik hanya menyediakan 
sedikit lapangan pekerjaan bagi kelompok dengan penghasilan rendah, 



61 Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

dan hanya ada sedikit orang kaya di konstruksi. Sektor manufaktur justru 
menarik: ketiga kelompok yang ada diwakili oleh proporsi terhadap populasi 
yang hampir sama. Ini adalah sektor yang banyak menyediakan lapangan 
pekerjaan normal bagi kelompok penghasilan rendah sebagai pekerja 
produksi, bagi kelompok kelas menengah sebagai teknisi, pekerja terampil 
dan penyelia, dan bagi yang kaya sebagai professional dan manajer.  

Pengumpulan 40 persen penduduk termiskin di sektor pertanian, di 
antara pekerja lepas, yang tidak dibayar, dan wirausaha, sebagian besar 
karena pendidikan mereka yang terbatas. Di dunia kerja, pendidikan 
merupakan penanda penting, atau setidaknya menandakan potensi untuk 
mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi. Gambar 11 menunjukkan 
pencapaian pendidikan dari rumah tangga yang berada dalam kelompok 
40 persen penduduk termiskin dan 60 persen yang tidak terlalu miskin. 
Dari 10 persen populasi yang termiskin, lebih dari tiga perempatnya 
tidak menamatkan atau hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar. Di 
antara rumah tangga di desil pengeluaran kedua hingga kelima, hanya 38 
persen yang dibatasi oleh pendidikan rendah tersebut.

Gambar 11.  Pencapaian Pendidikan oleh Kelompok Konsumsi yang Berbeda-beda, 2011

Sumber: Nazara, 2014b
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Kurangnya akses terhadap pendidikan membatasi peluang bagi 
masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh pekerjaan yang 
lebih baik. Namun, kepemilikan aset-aset yang tepat dapat mengurangi 
dampak negatif  pendidikan yang terbatas. Contoh aset yang 
paling berguna adalah sepeda dan sepeda motor. Aset-aset tersebut 
memperluas cakrawala 40 persen penduduk termiskin. Berkat aset-
aset itu, pekerja dapat mencapai tempat kerjanya dengan lebih efisien 
dan murah. Sebagian pekerja menghabiskan sepertiga hingga setengah 
penghasilannya untuk bus dan transportasi lainnya. Kepemilikan sepeda 
atau sepeda motor dapat memotong biaya ini menjadi sepersekiannya 
saja, dan juga memberikan akses yang lebih baik terhadap pasar. 
Kepemilikan sepeda atau sepeda motor cukup umum bahkan diantara 
20 persen penduduk termiskin. Akan tetapi, seiring meluasnya wilayah 
perkotaan dan jalan-jalan menjadi lebih padat, sepeda mungkin tidak 
lagi menjadi sarana transportasi ayang memadai. Karena hanya 
setengah dari 20 persen rumah tangga penduduk termiskin memiliki 
sepeda motor, hal ini akan meningkatkan tantangan yang dihadapi 
masyarakat miskin.

Tabel 6. Kepemilikan Sepeda dan Sepeda Motor menurut Kelompok Konsumsi yang 
Berbeda-beda, 2011 

Sumber: Nazara, 2014c;  Desil 1 adalah yang 10% termiskin; 1 – 4 yang 40% 
termiskin

Kesimpulan:  

Buktinya jelas: 40 persen penduduk termiskin hanya mengalami sedikit 
peningkatan kejahteraan ekonomi sejak 2005, sementara kesejahteraan 
20 persen penduduk terkaya menjadi sangat baik. Alasan terbesar dari 
permasalahan ini adalah peningkatan upah rupiah, disertai dengan 
peningkatan nilai rupiah, membuat Indonesia menjadi tidak kompetitif  di 
sektor barang jadi padat karya. Nilai rupiah menguat karena dua alasan:
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i. Harga-harga ekspor komoditas Indonesia yang tinggi telah 
meningkatkan dua kali lipat penerimaan nilai tukar mata uang 
dollar AS hanya dalam lima tahun. 

ii. Terjadi arus masuk modal masuk karena Indonesia menjadi 
tempat yang menarik untuk berinvestasi. 

Karena apresiasi rupiah, investor yang membeli obligasi pemerintah 
atau surat berharga lainnya menerima lebih banyak yuan, euro, yen, 
atau dollar AS daripada yang telah mereka bayarkan. Lebih jauh lagi, 
surat obligasi Indonesia memiliki tingkat suku bunga yang jauh lebih 
tinggi daripada yang dibutuhkan untuk meminjam uang di Jepang atau 
tempat lainnya. Investor diuntungkan dengan adanya perbedaan dalam 
tingkat suku bunga dan apresiasi rupiah.

Karena rupiah menjadi lebih mahal, semua yang diproduksi di 
Indonesia menjadi lebih mahal di pasar dunia, dan semua yang dibeli di 
pasar dunia menjadi lebih murah untuk diimpor ke Indonesia. Di waktu 
yang sama, upah untuk perusahaan besar yang memproduksi ekspor 
terdorong naik karena adanya peraturan upah minimum dan tindakan 
dari para pekerja. Ekspor barang komoditas menjadi makmur karena 
tingginya permintaan, akan tetapi ekspor barang padat karya menjadi 
stagnan. Akibatnya, hanya ada sedikit permintaan akan tenaga kerja 
dengan pendidikan yang terbatas.  

Dengan sedikitnya permintaan akan sumber penghasilan utama bagi 
masyarakat miskin, yaitu tenaga kerja mereka, konsumsi 40 persen 
penduduk termiskin hanya nyaris menyentuh angka satu persen per 
tahun dari tahun 2005 hingga 2013, sementara konsumsi 20 persen 
yang terkaya meningkat lebih dari lima persen per tahun. Distribusi 
penghasilan menjadi sangat tidak setara. 

Intervensi kebijakan publik yang aktif  di pasar tenaga kerja diperlukan 
untuk memperbaiki kemunduran yang diderita oleh masyarakat miskin 
selama bertahun-tahun. Kebijakan perlu mendorong kegiatan ekonomi 
yang memberikan pekerjaan yang layak dan produktif  bagi mereka 
yang memiliki pendidikan terbatas. Sektor yang paling penting adalah 
manufaktur. Sektor itu sendirian dapat menyediakan sebagian besar 



64Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

dari 3 – 4 juta pekerjaan yang dibutuhkan dalam satu tahun. Sebagian 
besar peningkatan produksi harus diekspor, karena jika tidak, Indonesia 
tidak akan mampu membayar tambahan impor yang akan diperlukan 
sebagai masukan guna meningkatkan produksi dan mengimpor barang-
barang konsumsi.  

Kegiatan pariwisata juga dapat menghasilkan pekerjaan bagi mereka 
yang memiliki pendidikan terbatas, namun dalam skala yang lebih kecil 
dibandingkan manufaktur. Terakhir, program PNPM pemerintah untuk 
konstruksi infrastruktur lokal padat karya dapat menghasilkan pekerjaan 
saat terjadi musim sepi di sektor pertanian.

Intervensi aktif  di pasar tenaga kerja juga melibatkan pelatihan 
dan pendidikan yang disponsori pemerintah untuk meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja; pembiayaan yang jauh lebih besar 
untuk infrastruktur, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah yang 
memproduksi ekspor padat karya; mengurangi biaya tenaga kerja 
sekaligus meningkatkan penghasilan pekerja; dan mengurangi biaya 
produksi di Indonesia dengan mengurangi biaya korupsi dan pembuatan 
peraturan pemerintah. 

Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menghasillan lebih dari 
20 juta pekerjaan yang layak dan produktif  dalam lima tahun masa 
jabatan presiden baru yang terpilih; 60 persen atau 12 juta pekerjaan 
akan diperuntukkan bagi mereka dengan pendidikan yang terbatas. 
Hasilnya, upah pekerja pertanian diperkirakan akan meningkat 27 
persen dan mereka yang meninggalkan pekerjaan di sektor informal 
menuju sektor formal dapat memiliki penghasilan yang meningkat dua 
kali lipat.

Bagian II dari makalah ini memberikan rincian tentang hal ini dan 
perubahan esensial lainnya dalam kebijakan dan program untuk 
mencapai sasaran besar kita, yaitu pertumbuhan dua digit dan empat 
juta pekerjaan yang layak setiap tahun.
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BAGIAN II: 
PAKET KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM UNTUK MENCAPAI 
PERTUMBUHAN 10% DAN 21 

JUTA PEKERJAAN LAYAK 

Selanjutnya, makalah ini memaparkan seperangkat perubahan kebijakan 
dan program yang, jika digabungkan, dirancang untuk mencapai 
sasaran yang digariskan di Bab 1. tingkat pertumbuhan ekonomi 10% 
dan empat juta pekerjaan yang layak dan produktif  per tahun. Untuk 
mencapainya, yang terpenting diperlukan pertumbuhan yang pesat dalam ekspor 
barang jadi, yang hanya dapat dicapai apabila ekspor Indonesia menjadi berdaya 
saing atau kompetitif. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan pengurangan biaya 
sehingga penjualan barang-barang dengan harga internasional dapat memberikan 
keuntungan. Para investor sudah jelas tidak akan membangun pabrik-pabrik di 
Indonesia kecuali mereka dapat memproduksi dengan harga yang memungkinkan 

67 Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

sumber: http://detakberita.com/
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mereka memperoleh keuntungan yang setidaknya sama seperti yang diperoleh di 
negara-negara lain.  

Biaya di Indonesia dapat dikurangi dengan berbagai cara. Jadi, paket kebijakan 
yang diusulkan disini sama sekali tidak kaku. Berbagai komponen paket yang berbeda 
saling mendukung dan juga dapat saling menggantikan dalam hal pengurangan 
biaya. Kemajuan yang lebih besar di beberapa aspek berarti hanya dibutuhkan 
perubahan kecil pada aspek lainnya. Misalnya, jika biaya infrastruktur 
secara signifikan lebih rendah di Indonesia daripada di Bangladesh, 
biaya tenaga kerja dapat secara signifikan dinaikkan. Jika biaya korupsi 
dikurangi, maka biaya listrik dapat dinaikkan. Jika infrastruktur secara 
substansial ditingkatkan atau korupsi dikurangi, maka upah dapat naik 
lebih cepat; atau apabila biaya melakukan usaha tetap tinggi, maka biaya 
infrastruktur perlu dikurangi agar dapat menurunkan biaya hingga titik 
tertentu sehingga menarik minat untuk berinvestasi di Indonesia. Jika 
biaya politik dari satu perubahan kebijakan terlalu besar, maka hal tersebut dapat 
dihindari dengan menerapkan perubahan lain yang dapat mencapai pengurangan 
biaya yang sama, tetapi secara politik lebih mudah dilakukan. 

Penting untuk diingat bahwa para pesaing Indonesia mempunyai kekurangan 
mereka masing-masing. Indonesia tidak perlu menjadi sempurna; hanya perlu 
menurunkan beberapa biayanya sedemikian rupa sehingga total biaya untuk beberapa 
barang padat karya menjadi di bawah pesaingnya. Pengalaman reformasi di 
India di awal tahun 1990an memberikan pelajaran yang berharga: 
dengan reformasi yang sangat terbatas, India berhasil meningkatkan 
tingkat pertumbuhan rata-ratanya dari lima persen menjadi delapan 
persen selama lebih dari satu dekade.

Sudah jelas pula bahwa untuk mengembalikan Indonesia ke posisi kompetitif, kita 
perlu berupaya untuk menurunkan semua biaya yang tinggi di semua aspek. Hal ini 
tidak dapat dilakukan dengan satu perubahan kebijakan saja. Beberapa perubahan, 
seperti pengembangan infrastruktur, membutuhkan waktu beberapa tahun. Tapi 
sebagian investor tidak akan menunda investasi mereka sampai infrastruktur yang 
baru selesai dibangun. Mereka akan memutuskan akan berinvestasi atau tidak 
setelah mereka melihat cukup banyak reformasi yang meyakinkan mereka bahwa 
Indonesia adalah tempat yang baik untuk berinvestasi. Contohnya, investor yang 
mencemaskan pasokan listrik mungkin akan bersikap positif  terhadap 
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adanya kebijakan baru untuk menarik investasi di bidang pembangkit 
listrik dan adanya tiang pancang untuk beberapa pusat pembangkit 
tenaga listrik strategis. Mereka mungkin tidak mau menunggu sampai 
listrik menyala sebelum berinvestasi. Namun, yang penting adalah membuat 
perubahan kebijakan tersebut dengan cepat sehingga dapat diterapkan dengan cepat 
pula. Contoh terbaik perubahan penting yang dapat diwujudkan dengan cepat 
adalah devaluasi mata uang. Agar efektif, devaluasi tersebut harus diiringi dengan 
pengumuman bahwa ini bukanlah tindakan satu kali saja, namun akan menjadi 
kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan nilai tukar di masa mendatang untuk 
menstabilkan upah dalam yuan, dollar AS euro, dan yen. Indonesia berpotensi 
menjadi tempat investasi yang sangat menarik. Perubahan kebijakan yang dapat 
mengubah potensi menjadi kenyataan akan dibahas pada bagian seterusnya dari 
makalah ini.

Keberhasilan paket ini secara keseluruhan dapat diukur dengan tingkat 
investasi di industri padat karya, jumlah pekerja yang dipekerjakan, dan 
nilai ekspor atau substitusi impor yang dicapai. Ukuran keberhasilan 
yang paling penting adalah peningkatan penghasilan 40 persen 
penduduk yang termiskin, namun uraian tentang hal ini akan dilakukan 
kemudian. Laporan kemajuan atau rapor yang kami gambarkan di 
bawah ini adalah untuk menentukan apakah perubahan kebijakan dan 
program berhasil atau tidak, meliputi beberapa data yang tersedia setiap 
bulan, serta data yang hanya diterbitkan setahun sekali.    

Desakan mendasar dari rekomendasi kami adalah untuk meningkatkan 
ekspor barang jadi padat karya. Kebijakan yang sama juga akan 
memunculkan substitusi impor, dengan kata lain produksi domestik 
dari barang-barang jadi yang saat ini diimpor. Dalam bab-bab 
berikutnya, kami akan membahas kebijakan atau program terkait 
untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan dan menjamin lebih banyak 
lapangan pekerjaan yang tetap dan penghasilan bagi 40 persen yang 
termiskin. Bab 10 secara eksplisit membahas tentang kelebihan tenaga 
kerja di sektor pertanian dan mengusulkan sebuah program untuk 
membantu memberikan pekerjaan dan penghasilan yang memadai 
kepada pekerja pertanian selama musim paceklik (lean season).
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Bab 4.
Mengukur Keberhasilan Reformasi 
Kebijakan dan Program

Sangatlah penting untuk menentukan secara obyektif  dan transparan 
apakah perubahan kebijakan dan program mencapai tujuannya. 
Tanpa adanya pengukuran obyektif  yang telah ditetapkan sebelumnya, 
menjadi terlalu mudah bagi pemimpin politik yang kurang berani untuk 
mengklaim kesuksesan tetapi menghindari membuat keputusan sulit 
yang dibutuhkan. Suatu Laporan Kemajuan atau Rapor secara berkala 
dapat menjadi alat yang berguna untuk memberikan informasi kepada 
pembuat kebijakan dan publik tentang kemajuan Indonesia dalam 
memenuhi sasaran ekonominya; aspek mana yang berhasil dan dimana 
terdapat kelemahan yang perlu dikoreksi. Laporan Kemajuan ini hanya 
akan berguna sebagaimana mestinya jika dikeluarkan oleh lembaga 
profesional independen, bukan oleh badan penerangan pemerintah. 

Sebagian data yang dapat memberikan informasi lebih jauh tentang 
kemajuan tersebut tersedia setiap bulan, dan sisanya lebih jarang dari 
itu. Indikator yang paling berguna, yang disebut dengan Indikator 
Primer, di Tabel 7 adalah:

i. upah riil peker ja pertanian, yaitu upah yang telah disesuaikan 
dengan perubahan harga-harga. Ini adalah indikasi yang baik 
terhadap pasokan dan permintaan untuk tenaga kerja. Upah 
minimum tidak berlaku bagi pekerja pertanian, dan mereka 
tidak mempunyai serikat pekerja, jadi upah mereka bereaksi 
terhadap pasokan dan permintaan. Jika sektor manufaktur 
berkembang pesat dan pekerja pertanian mendapatkan 
pekerjaan di pabrik-pabrik, hanya akan tersisa sedikit pekerja 
di bidang pertanian dan upah mereka akan naik. Di sisi lain, 
jika separuh dari dua juta orang baru yang bergabung ke dalam 
angkatan kerja yang mencari pekerjaan setiap tahun akhirnya 
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bekerja di bidang pertanian karena tidak dapat menemukan 
pekerjaan lain, maka upah pekerja pertanian akan jatuh.

 Pekerja pertanian juga merupakan kelompok terbesar di 
dalam 40 persen penduduk yang termiskin. Tujuan akhir dari 
pertumbuhan ekspor padat karya yang lebih pesat adalah 
untuk mengurangi kemiskinan. Upah pekerja pertanian akan 
menunjukkan kepada kita seberapa berhasilkah program 
yang akan dilakukan terkait kelompok penduduk miskin 
ini. Setiap bulan, tersedia data tentang upah pertanian dari 
bulan sebelumnya. Akan tetapi, karena beberapa perubahan 
kebijakan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-
tahun agar menjadi efektif, Laporan Kemajuan hendaknya 
mencakup setidaknya tiga tahun.

ii. jumlah dan nilai ekspor padat karya. Data tentang ekspor padat 
karya secara langsung dapat mengukur keberhasilan 
perubahan kebijakan. Perubahan dalam nilai seluruh ekspor 
memiliki sedikit keterkaitan, karena hal itu mengindikasikan 
penghasilan yang didapat Indonesia dari ekspor. Tapi, 
ekspor yang hanya menciptakan sedikit lapangan pekerjaan 
bagi mereka yang memiliki pendidikan terbatas tidak terlalu 
membantu 40 persen penduduk yang termiskin. Bagi mereka, 
yang penting adalah ekspor yang menciptakan permintaan 
akan tenaga kerja. Namun, itu tergantung dari jumlah yang 
diekspor, bukan nilainya. Jika jumlah yang diproduksi untuk 
ekspor tetap sama, maka tidak diperlukan peningkatan jumlah 
pekerja. Ketika peningkatan nilai ekspor terjadi hanya karena 
peningkatan harga, maka keuntungan akan meningkat karena 
pemilik pabrik memperoleh lebih banyak uang untuk produk 
mereka. Tanpa adanya pekerja tambahan, satu-satunya cara 
agar pekerja memperoleh keuntungan adalah dengan memaksa 
pemberi kerja untuk membagi sebagian dari keuntungan 
mereka. Ketika ada 10 pelamar kerja untuk satu jenis 
pekerjaan pabrik, hal tersebut sulit dilakukan. Di lain pihak, 
jika peningkatan penghasilan ini terjadi karena peningkatan 
jumlah yang diproduksi, maka lebih banyak pekerja biasanya 
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akan direkrut untuk memproduksi tambahan jumlah tersebut. 
Pekerja akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya 
penghasilan di pekerjaan pabrik dibandingkan dengan pekerja di 
sektor pertanian atau informal. Maka dari itu, perubahan nilai 
ekspor perlu dipilah-pilah menjadi peningkatan karena perubahan 
harga dan peningkatan karena perubahan jumlah. 

 Sayangnya data tersebut hanya dapat disediakan dua hingga 
empat bulan lagi, dengan banyaknya pekerjaan yang diperlukan 
untuk mengalokasi dan mengkompilasi data untuk ratusan 
komoditas. Tapi, karena data ini jauh lebih berharga sebagai 
indikator keberhasilan paket kebijakan dan program dibandingkan 
nilai ekspor, data mengenai jumlah yang diekspor hendaknya 
dicantumkan sebagai indikator primer dari keberhasilan, dengan 
nilai dari ekspor sebagai indikator sekunder.

iii. konsumsi riil per orang dari 40 persen penduduk termiskin. Ini adalah 
pengukuran yang paling langsung dari kemajuan ekonomi dari 
segmen penduduk yang termiskin. Namun, ini hanya tersedia 
dua kali dalam setahun, dengan penundaan beberapa bulan. 
Pengukuran ini menggabungkan efek pertumbuhan pendapatan 
nasional dan bagian dari pendapatan nasional yang diterima 
penduduk miskin. Jika program berhasil, maka pendapatan 
nasional akan meningkat dengan cepat dan bagian masyarakat 
miskin akan meningkat lebih besar daripada bagian masyarakat 
yang tidak miskin. Hasilnya, konsumsi mereka akan meningkat 
dengan cepat pula.

Data upah dicantumkan dalam Laporan Kemajuan karena jika upah 
Indonesia dalam dollar AS, yen, atau euro naik terlalu cepat, posisi 
kompetitif  Indonesia akan terancam. Tapi sebagai catatan, upah rupiah 
dapat naik tanpa mengubah upah dalam mata uang asing selama nilai 
tukarnya disesuaikan agar upah dalam mata uang asing tetap konstan. 
Permasalahan ini dibahas lebih jauh di bab selanjutnya. Upah rata-
rata pekerja produksi memang penting, tetapi begitu pula dengan upah 
minimum di Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah provinsi dengan upah rata-
rata terendah di antara provinsi-provinsi yang penting bagi peningkatan 
daya saing. Jawa Tengah mempunyai basis industri yang substansial 
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dan tenaga kerja yang melimpah, yang membuatnya berpotensi untuk 
meningkatkan ekspor padat karya lebih jauh lagi. Upah minimum di 
Jawa Tengah yang paling relevan adalah untuk Semarang, ibu kotanya. 
Semarang mempunyai pelabuhan dan bandara, serta kemungkinan besar 
akan menjadi lokasi dari investasi baru industri-industri padat karya. 
Upah minimumnya adalah yang tertinggi di Jawa Tengah. Namun, data 
upah minimum Semarang tidak selalu tersedia. Oleh karena itu di Tabel 
7 kami menggunakan upah rata-rata untuk Jawa Tengah.

Tabel 7. Mengukur Keberhasilan atau Kegagalan Perubahan Kebijakan & Program.

Sumber: Papanek, 2014n

CATATAN:   *Menunjukkan bahwa data TIDAK tersedia setiap bulan. Angka yang 
hitam menunjukkan tidak ada peningkatan atau hanya ada peningkatan kecil. Angka 
merah menujukkan pergerakan negatif. Angka biru menunjukkan peningkatan 
signifikan. Kuantitas yang diekspor dinilai dengan harga tetap. Hanya ini satu-
satunya cara untuk memilah-milah kuantitas.  

Akan tetapi, yang paling penting bukanlah upah di Indonesia, tetapi 
bagaimana upah Indonesia jika dibandingkan dengan para pesaingnya 
yang paling serius. Itulah tujuan mengukur “kesenjangan antara upah 
bidang manufaktur di Jawa Tengah dan upah terendah kompetitor 



74Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

dalam persentase dan dollar AS.” Jawa Tengah dipilih sebagai provinsi 
besar yang secara tradisional membayar upah yang paling rendah. 
Memang ada provinsi yang membayar upah lebih rendah, tetapi 
mereka mempunyai tenaga kerja yang lebih sedikit dan tidak signifikan 
sebagai produsen ekspor barang jadi. Jawa Tengah telah menarik 
beberapa pabrik garmen berkat upah minimum yang hanya separuh 
dari Jakarta. Upah di Jawa Tengah dapat dibandingkan dengan upah 
di negara pesaing yang memiliki upah terendah. Negara itu adalah 
Bangladesh, yang selama bertahun-tahun telah menjadi negara dengan 
upah terendah. Akan tetapi, upah minimum di Bangladesh baru-baru 
ini telah meningkat sebesar 70 persen, dari 38 dollar AS menjadi 68 
dollar AS. Hasilnya, kesenjangan antara Bangladesh dan Jawa Tengah 
telah berkurang dari angka yang hampir tidak mungkin diatasi, yaitu 
44 dollar AS, menjadi angka yang sulit diatasi, namun lebih baik, yaitu 
26 dollar AS. Saat kesenjangannya 44 dollar AS, sangatlah sulit bagi 
Indonesia untuk bersaing, bahkan dengan infrastrukur yang jauh lebih 
ditingkatkan serta peningkatan lainnya. Namun ketika kesenjangannya 
berkurang menjadi 26 dollar AS, Indonesia dapat lebih bersaing di 
banyak produk padat karya, jika kita dapat mengurangi biaya lainnya. 
Namun untuk pabrik-pabrik di Semarang, dimana upah minimumnya 
adalah Rp 1,4 juta atau 120 dollar AS, kesenjangannya saat ini sangat 
tinggi, yaitu 52 dollar AS. Meskipun lebih mudah diatasi dibandingkan 
kesenjangan 142 dollar AS antara Jakarta dan Bangladesh, ini tetaplah 
merupakan tantangan yang besar.  

Tabel 7, yang kami tampilkan sebagai sampel tabel Laporan Kemajuan, 
menunjukkan hasil-hasil menarik lainnya. Upah pekerja pertanian telah 
secara konsisten berkurang sejak 2009 dan terus menurun di tahun 
2014. Ini mencerminkan kenyataan bahwa pasokan tenaga kerja telah 
meningkat sebesar dua juta pekerja setiap tahun, sementara permintaan 
tenaga kerja hanya meningkat sedikit di atas satu juta per tahun. 
Faktor penting dalam lambatnya pertumbuhan permintaan tenaga 
kerja adalah stagnasi dalam nilai ekspor barang jadi padat karya dan 
semua ekspor barang jadi. Jumlah ekspor padat karya secara perlahan 
meningkat. Namun karena produktivitas pekerja juga meningkat, maka 
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pertumbuhan seluruh lapangan pekerjaan menjadi sangat kecil. Alasan 
utama dari lambatnya pertumbuhan dalam hal pekerjaan di bidang 
industri adalah meningkat dengan pesatnya biaya-biaya pekerja dari 
tahun 2005 hingga 2011. Kenaikan upah selama dua tahun berikutnya 
memang biasa saja, tetapi di tahun 2014, ada loncatan besar dalam hal 
upah minimum. Bahkan di Jawa Tengah, upah minimum meningkat 
sebesar 27 persen.  

Laporan Kemajuan berguna untuk menunjukkan dengan jelas bahwa 
posisi kompetitif  Indonesia telah meningkat, meski terjadi peningkatan 
besar dalam upah minimum. Faktor utamanya adalah upah baru-baru 
ini juga meningkat lebih pesat lagi dibandingkan kompetitor upah 
terendah. Upah minimum di Jawa Tengah meningkat setara dengan 
sekitar 12 dollar AS. Di Bangladesh, upah minimum naik setara dengan 
30 dollar AS setelah sempat tertunda selama beberapa saat. Kesenjangan 
upah antara kedua negara tersebut adalah pertama-tama 44 dollar AS, 
lalu 56 persen, dan akhirnya turun menjadi 26 dollar AS. Kabar baik 
lainnya adalah Indonesia telah naik di peringkat daya saing, sementara 
sebagian besar pesaingnya telah turun peringkat. Salah satu alasan dari 
peningkatan ini adalah kemajuan di bidang logistik.  

Namun demikian, mengejutkan bahwa ketika membandingkan tahun 
2011 dan 2013, Indonesia tidak membuat kemajuan atau malah 
mengalami kemunduran terkait dengan korupsi dan “kemudahan 
melakukan usaha,” dua faktor yang lebih mudah untuk ditingkatkan 
dibandingkan infrastruktur atau biaya pekerja. Intinya, biaya pekerja 
Indonesia tidak lagi menjadi kendala seperti di masa lalu, dan negara 
ini telah meningkatkan keunggulannya di aspek-aspek lainnya. 

Meskipun terjadi peningkatan besar dalam hal upah minimum di 
Bangladesh, jumlah upah minimum yang naik tersebut masih 38 persen 
atau 26 dollar AS lebih rendah dari upah minimum rata-rata di Jawa 
Tengah. Dibandingkan dengan upah minimum yang lebih relevan di 
Semarang, kesenjangannya adalah 52 dollar AS atau 76 persen. Ini 
adalah perbedaan besar yang meliputi komponen biaya terbesar untuk 
ekspor padat karya. Pentingnya kesenjangan upah ditunjukkan oleh 
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kenyataan bahwa ekspor barang jadi Bangladesh meningkat 100 persen 
dari tahun 2008 hingga 2013, sementara ekspor barang jadi Indonesia 
hanya meningkat sebesar 23 persen. 

Jika ekspor barang jadi padat karya Indonesia ingin bertumbuh sebesar 
22 persen, kesenjangan dalam biaya pekerja haruslah diperkecil. 
Kesenjangan boleh tetap ada, dengan aspek lain dari biaya dan daya 
saing menguntungkan Indonesia, tapi jangan terlalu lebar. Cara-
cara untuk mengurangi kesenjangan tersebut sekaligus meningkatkan 
penghasilan pekerja Indonesia akan dibahas di bab selanjutnya.

Salah satu pertimbangan penting bagi investor sebelum memutuskan 
untuk menempatkan pabrik-pabriknya di Indonesia adalah masalah 
resiko. Seberapa besar kemungkinan bahwa upah minimum di Jawa 
Tengah akan naik lebih cepat dibandingkan dengan upah minimum di 
Bangladesh? Seberapa besar kemungkinan bahwa investasi luar negeri 
akan mencapai penerimaan yang lebih besar dan pembatasan yang lebih 
sedikit dibandingkan dengan kemungkinan adanya retorika nasionalis 
yang berujung pada pembatasan investasi? Apa resikonya jika kelompok 
oposisi di DPR membuat pemerintah sulit bertindak? Tindakan 
pemerintah di enam hingga 12 bulan pertama akan secara substansial 
membentuk penilaian resiko oleh investor asing dan domestik.

Tabel 7 adalah Laporan Kemajuan awal yang menunjukkan seberapa 
jauh lagi jalan yang harus ditempuh Indonesia untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang pesat dan penciptaan lapangan pekerjaan. 
Ini seharusnya tidak mengejutkan: perubahan dalam kebijakan 
dan program yang kami rekomendasikan belum diterapkan. Kedua 
indikator primer yang kami miliki data terbarunya menunjuk ke dua 
arah yang berlawanan. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi 
pertumbuhan ekspor barang jadi di masa mendatang telah meningkat 
– yang paling terlihat adalah indeks daya saing, yang menunjukkan 
peningkatan menakjubkan, dari peringkat ke-74 di tahun 2005 menjadi 
peringkat ke-38 di tahun 2013. Di sisi lain, terjadi peningkatan pesat 
dalam upah pekerja produksi dalam mata uang asing. Upah telah 
meningkat di negara-negara pesaing, tetapi umumnya sangat jauh di 
bawah Indonesia, kecuali Tiongkok. Upah mingguan pekerja produksi 
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di Indonesia adalah 12 dollar AS di tahun 2001 dan 38 dollar AS di 
tahun 2013. Faktor penyebab utamanya adalah nilai tukar dalam jangka 
waktu tersebut hampir tidak berubah. Sebaliknya, selama periode yang 
lebih singkat, yaitu tahun 2005 hingga 2013, nilai Dong Vietnam telah 
menjadi satu pertiga kali lebih murah, dan Taka Bangladesh menjadi 
satu perempat kali lebih murah. Seandainya ada penurunan nilai rupiah 
yang dapat dijadikan pembanding, misalnya sebesar 30 persen, maka 
rata-rata upah mingguan pekerja industri akan menjadi 29 dollar AS 
dan bukan 38 dollar AS, dimana dua angka ini sangatlah berbeda.

Intinya, Laporan Kemajuan atau Rapor dapat memberikan gambaran 
kuantitatif  terkait kemajuan Indonesia dalam mencapai Pertumbuhan 
Dua Digit dan menciptakan empat juta pekerjaan yang layak dan 
produktif  setiap tahun. Laporan Kemajuan atau Rapor membantu 
menggarisbawahi aspek-aspek kemajuan dan kelemahan yang mungkin 
tidak terlihat sebelumnya. Oleh karena itu, kedua hal tersebut dapat 
menjadi alat yang berguna dalam membentuk suatu kebijakan. Laporan 
Kemajuan untuk 2011 hingga 2014 menunjukkan, dari segi negatifnya, 
peningkatan yang sangat besar untuk upah dalam dollar AS bagi pekerja 
industri; terus terjadinya penurunan upah riil pekerja pertanian; dan 
fakta bahwa Indonesia masih berperingkat sangat rendah terkait 
dengan korupsi, kemudahan melakukan usaha, dan infrastruktur. Hal 
yang paling positif  adalah kenaikan upah di Bangladesh yang melebihi 
kenaikan di Indonesia. Lonjakan upah yang pesat di Bangladesh 
mempersempit kesenjangan upah antara kedua negara tersebut, dan 
oleh karenanya meningkatkan posisi kompetitif  Indonesia. Hasil positif  
lainnya adalah posisi Indonesia telah naik dari peringkat ke-74 menjadi 
ke-38 dalam peringkat daya saing. Hal ini merupakan peningkatan yang 
sangat menakjubkan.  

Memperbarui Laporan Kemajuan ini setiap bulannya akan memberikan 
informasi yang sangat penting mengenai apakah Indonesia sedang 
bergerak untuk mencapai sasarannya atau melanjutkan “bisnis seperti 
biasa”, yang secara tersirat berarti pertumbuhan yang lambat dan 
kegagalan untuk menyediakan pekerjaan yang produktif. 



78Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

Bab 5.
Meningkatkan Penghasilan Pekerja, 
Mengurangi Biaya Pekerja bagi Eksportir

Sepertinya usulan paket kebijakan kami mengandung dua tujuan yang 
tidak dapat berjalan beriringan: mengurangi biaya pekerja bagi eksportir 
agar Indonesia mampu bersaing di pasar dunia untuk barang-barang 
padat karya; sementara di saat yang sama meningkatkan penghasilan 
pekerja yang berpenghasilan rendah. Tujuan utama dalam mencapai 
tingkat pertumbuhan 10 persen dan menciptakan empat juta pekerjaan 
layak dan produktif  setiap tahun adalah untuk meningkatkan penghasilan 
40 persen penduduk termiskin dan menstabilkan penghasilan mereka. 
Oleh sebab itu, tidak lah masuk akal jika kita ingin meningkatkan daya 
saing Indonesia dengan mengurangi penghasilan pekerja. Di saat yang 
sama, sulit bagi Indonesia untuk bersaing di pasar dunia untuk barang 
padat karya jika upah pekerjanya lebih tinggi dua atau tiga kali lipat 
dari pekerja di negara-negara pesaing utama Indonesia.

Meskipun kedua tujuan tersebut sekilas tampak mustahil untuk dicapai 
secara bersamaan, nyatanya ada kebijakan yang dapat meningkatkan 
penghasilan pekerja sekaligus mengurangi biaya tenaga kerja bagi 
perusahaan, terutama yang bersaing di pasar dunia. Langkah yang 
terpenting adalah memberikan pekerjaan yang layak dan produktif  
kepada sekitar 15-20 juta “surplus pekerja.” Saat ini penghasilan mereka 
rendah dan tidak pasti, serta kontribusi mereka terhadap pendapatan 
nasional kecil atau bahkan nol karena mereka tidak mempunyai pekerjaan 
yang produktif. Menyediakan pekerjaan tetap akan sangat meningkatkan 
penghasilan mereka, mengurangi ketidakpastian yang kini mereka 
hadapi tentang bagaimana menafkahi diri sendiri dan keluarga mereka, 
serta meningkatkan pendapatan nasional sebesar 18 persen dalam lima 
tahun ke depan. Bab ini membahas tentang berbagai langkah penciptaan 
pekerjaan tambahan untuk mempekerjakan surplus pekerja, sehingga 
memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri dan negara.
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Permasalahan kunci dalam daya saing Indonesia: Upah yang 
sangat rendah, tetapi di atas para pesaing utamanya

Pekerja produksi industri memiliki upah yang rendah. Rendah 
dalam artian apa yang pekerja dapat beli dengan upah yang mereka 
dapatkan. Jika dalam satu keluarga yang beranggotakan lima orang 
hanya ada satu anggota keluarga yang bekerja di sektor manufaktur, 
berarti upahnya 200 dollar AS sebulan, sama dengan 1,25 dollar AS 
per hari per anggota keluarga. Dengan demikian mereka didefinisikan 
sebagai “sangat miskin.” Bahkan jika ada dua orang anggota keluarga 
yang bekerja, upah minimum bagi pekerja termahal di Jakarta hanya 
meninggalkan sedikit sekali ruang untuk dapat membayar biaya sekolah 
atau perawatan kesehatan. Upah minimum di Jawa Tengah jauh lebih 
rendah dari Jakarta, yaitu rata-rata untuk Provinsi sebesar Rp. 1,1 juta 
di tahun 2014 94 dollar AS.1

Meskipun demikian, upah ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan 
negara lain. Tentu saja upah setiap industri berbeda-beda, seperti yang 
ditampilkan di Tabel 8 dalam membandingkan pekerja di industri 
garmen atau menggunakan upah minimum yang telah ditetapkan 
pemerintah untuk semua industri. Upah di Tiongkok secara substansial 
berada di atas Indonesia. Itulah alasan utama mengapa industri padat 
karya di Tiongkok diperkirakan akan menurun. Sayangnya, upah di 
sektor manufaktur di negara-negara yang bersaing dengan Indonesia 
untuk mendapatkan pasar yang ditinggalkan Tiongkok jauh lebih 
rendah. Upah minimum di wilayah Jakarta kurang lebih sebesar tiga 
kali upah di Bangladesh dalam dollar AS, euro, dan yen, dan kurang 
lebih sebesar dua kali upah di Vietnam dan Kamboja. Untuk industri 
seperti garmen dimana upahnya kira-kira satu pertiga kali biaya total, 
besarnya perbedaan dalam biaya tenaga kerja membuat perusahaan-
perusahaan Indonesia sulit untuk bersaing. Lebih jauh lagi, sebagian 
besar pekerja di industri padat karya Indonesia hanya dibayar sesuai 
dengan atau sedikit diatas upah minimum. Karena itu, perubahan upah 
minimum mempunyai dampak yang langsung dan jelas terhadap biaya 
tenaga kerja. 

2 Upah minimum ditetapkan di tingkat kabupaten. Upah Minimum Provinsi adalah 
rata-rata upah minimum di 20 kabupaten dari provinsi tersebut.

2
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Tabel 8. Upah Peker ja Garmen di Negara-negara Asia (US$ per bulan di tahun 2014)

Catatan:  Rp 1,4 juta per bulan = $ 120 adalah upah minimum di Kota Semarang, 
Jawa Tengah, dan Rp 2,4 juta = $ 205 di wilayah Jakarta.  
Nilai tukar rata-rata untuk 7 bulan pertama di tahun 2014 adalah Rp 11.700 / US$.
Upah yang lebih rendah adalah untuk kota tempat sebagian besar pabrik berada. Di 
bab sebelumnya, upah ini adalah upah rata-rata untuk Jawa Tengah, yang mencakup 
banyak wilayah perdesaan & kota kecil, tempat sebagian besar pabrik berada.
Sumber: Papanek, 2014o

Di ujung ektrim yang lain dari produksi garmen, terdapat industri-industri 
seperti industri kimia yang mana biaya tenaga kerjanya hanya mewakili 5 
persen dari biaya total. Lebih jauh lagi, sebagian besar pekerjanya adalah 
teknisi, insinyur, dan manajer yang dibayar jauh di atas upah minimum dan 
tidak terpengaruh oleh perubahan upah minimum. Daya saing industri-
industri ini hampir tidak dipengaruhi oleh biaya tenaga kerja. Banyak 
industri yang memproduksi untuk pasar domestik dapat menoleransi upah 
yang relatif  besar jika mereka dilindungi dari persaingan impor melalui 
tingginya biaya transportasi, atau penerapan tarif, atau pembatasan 
kuantitas. Karena itu, segala perluasan sektor manufaktur di wilayah 
Jakarta kemungkinan besar datang dari industri yang tidak padat karya 
atau yang memproduksi untuk pasar domestik yang terproteksi.

Investasi baru di industri-industri padat karya mulai ditempatkan di wilayah 
dengan upah rendah, terutama di Semarang ibu kota Jawa Tengah. Disana, 
upah minimumnya tidak sampai 60 persen dari upah di Jakarta, yaitu 120 
dollar AS. Tapi bahkan kini di Semarang upah minimumnya hampir 80 
persen diatas Bangladesh dan 10-50 persen lebih tinggi dari Vietnam, India, 
dan Kamboja. Selanjutnya di bab ini, kami akan membahas bagaimana 
Indonesia dapat mengatasi tantangan yang diakibatkan oleh upah yang 
relatif  tinggi. 
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Biaya tinggi untuk pekerja dengan upah dollar AS yang tinggi

Upah pekerja tidak terampil dan semi terampil di Indonesia cenderung 
tinggi jika  dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang bersaing 
untuk menangkap pangsa pasar Tiongkok di sektor manufaktur padat 
karya. Upah tinggi ini mempunyai beberapa konsekuensi yang dapat 
mengurangi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk surplus 
pekerja, yaitu:

i. Menurunkan motivasi untuk berinvestasi dalam industri padat karya. 
Seperti yang dapat dilihat di Gambar 3 (Bab 1) serta Gambar 
4 dan 5 (Bab 2), dalam 15 tahun terakhir industri-industri 
padat karya tidak ditempatkan di Indonesia, tetapi di Vietnam, 
Bangladesh, dan, meski lebih sedikit, di India dan Kamboja. 
Jika pemerintah baru India menepati janjinya sewaktu 
kampanye, India akan menjadi pesaing yang jauh lebih efektif. 
India memiliki bidang-bidang industri yang biaya tenaga 
kerja produksi serta insinyurnya sangat rendah. Meskipun 
demikian, para investor tetap berpotensi menjauh karena 
rumitnya peraturan pemerintahan, permintaan tenaga kerja 
yang agresif, dan infrastruktur yang tidak memadai. Jika hal ini 
dan permasalahan lainnya diatasi, sebagaimana yang terjadi 
di Negara Bagian Gujarat, investor akan mempertimbangkan 
India sebagai lokasi sektor manufaktur padat karya.

ii. Perusahaan-perusahaan padat karya yang sudah ada di Indonesia tidak 
akan memperluas diri dan tidak akan meningkatkan ekspor. Mereka 
akan membatasi produksi hanya untuk barang-barang yang 
dapat dijual di pasar domestik yang diproteksi, karena biayanya 
akan membuat mereka tidak kompetitif  di pasar dunia. Hanya 
barang berlebih sementara yang akan diekspor. Lambatnya 
pertumbuhan industri padat karya di Indonesia, sebagaimana 
yang ditunjukkan di Bab 3, merupakan bukti dari fakta ini.

iii. Perusahaan padat karya seiring waktu akan menjadi tidak terlalu 
padat karya. Mereka akan mengurangi jumlah pekerja dan 
semaksimal mungkin akan mengganti pekerjanya dengan 
mesin. Salah satu perusahaan tersebut melaporkan bahwa untuk 
mempertahankan pangsa pasar internasionalnya, perusahaan 
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itu harus mengurangi biaya dan harga. Itu dilakukannya 
dengan mengurangi tenaga kerjanya sebesar 20 persen dan 
meningkatkan penggunaan mesin. Perusahaan itu mengurangi 
jumlah pekerja melalui pemutusan hubungan kerja biasa dan 
dengan menawarkan paket pesangon yang menarik untuk 
membuat para pekerja pensiun dini. Seiring dengan waktu, 
industri-industri ini akan mengurangi tenaga kerja, dan bukan 
menambahnya, kapan pun memungkinkan secara teknis dan 
ekonomi menggantikan tenaga kerjanya dengan mesin.

Hasilnya dapat dilihat di Gambar 12 yang menunjukkan bahwa jumlah 
pekerja tambahan yang dipekerjakan di sektor manufaktur dari tahun 
1997 hingga 2013 sangatlah kecil. Selama 16 tahun, jumlah pekerja 
meningkat hanya sebesar kurang dari dua persen per tahun. Dalam 12 
tahun sebelum 1997, peningkatannya hampir enam persen per tahun.

Gambar 12. Peningkatan Ketenagakerjaan di Sektor Manufaktur, 
1985 hingga 2013 – per tahun

Sumber: Papanek 2014p

Apakah Indonesia memiliki pekerja “berlebih” yang dapat 
berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan 
yang pesat?

Memang aneh tapi nyata bahwa meskipun Indonesia memiliki pekerja 
yang rata-rata memperoleh Rp. 3 juta per bulan di Jakarta dan 
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provinsi lainnya, negara ini juga mempunyai “surplus” pekerja dan 
memperoleh kurang dari sepertiga jumlah tersebut. Pekerja dengan 
pekerjaan layak dan produktif  memproduksi barang atau jasa bernilai 
lebih dari Rp. 200 juta per tahunnya, atau rata-rata sekitar 19,000 
dollar AS per orang. Surplus pekerja hanya menambahkan sedikit, 
atau bahkan tidak sama sekali, ke dalam pendapatan nasional. Setiap 
satu juta peker ja yang berpindah dari “berlebih” menjadi peker ja produktif  di 
sektor manufaktur menambahkan sekitar 19 miliar dollar AS atau lebih dari dua 
persen pendapatan nasional.   

“Surplus pekerja,” terkadang disebut dengan “pengangguran 
terselubung,” terlibat di dalam pekerjaan dengan produktivitas yang 
sangat rendah dan memperoleh upah yang sedikit sekali. Akibatnya, 
penghasilan keluarga mereka juga rendah dan tidak pasti. Mereka 
biasanya bukanlah pekerja paruh waktu, karena biasanya mereka 
bekerja lebih dari 30 jam per minggu. Seringkali mereka bekerja berjam-
jam menyemir sepatu, menjual rokok, atau bekerja di sebidang tanah 
pertanian keluarga. Tapi mereka tidak terlalu dibutuhkan. Jika mereka 
mendapatkan pekerjaan di sektor manufaktur, jumlah sepatu yang 
sama tetap akan disemir, jumlah rokok yang sama tetap akan dijual dan 
output dari tanah keluarga tidak akan berkurang banyak. Jika surplus 
pekerja dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, hal itu 
akan menguntungkan baik bagi negara maupun pekerja itu sendiri. 
Penghasilan mereka akan menjadi lebih tinggi, dan yang paling penting, 
akan datang lebih teratur. Penghasilan penyemir sepatu, penjual rokok, 
dan petani lainnya juga akan meningkat, karena jumlah penghasilan 
yang sama akan dibagi dengan pekerja yang lebih sedikit.

Tapi apa buktinya bahwa terdapat surplus pekerja dan jumlahnya mencapai 
jutaan? Kehadiran tenaga kerja yang berlebih terbukti dari sektor ekonomi 
secara keseluruhan. Ada toko-toko keluarga yang mempunyai empat pegawai 
yang melayani pelanggan, padahal saat tersibuk saja hanya dibutuhkan dua 
atau tiga orang. Di kota-kota yang masih mengizinkan beroperasinya becak, 
banyak pengemudi becak menganggur menunggu penumpang, bahkan di 
waktu-waktu sibuk; di pasar pekerja lepas untuk buruh harian, biasanya 
ada kelebihan pekerja yang menganggur menunggu pekerjaan konstruksi. 
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Pemilik pabrik menyatakan bahwa untuk setiap lowongan pekerjaan, ada 
10, 20, bahkan lebih pelamar. Diluar bukti anekdot seperti ini, statistik 
tenaga kerja Indonesia mengungkapkan permasalahan yang besar dan 
terus berkembang tentang kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian dan 
sektor lainnya. 

Surplus tenaga kerja di sektor pertanian – beberapa statistik 
yang mengejutkan 

Bukti statistik yang paling jelas untuk kelebihan tenaga kerja adalah dari 
sektor pertanian. Di sebagian besar negara yang mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang pesat, jumlah pekerja di bidang pertanian menurun 
bahkan ketika output pertanian meningkat. Hal ini juga benar terbukti 
di Indonesia dari tahun 1980an hingga pertengahan 1990an. Lapangan 
pekerjaan di sektor manufaktur bertumbuh dengan pesat selama periode 
ini, di angka 0,6 juta pekerjaan setiap tahun, begitu pula pekerjaan 
layak pada umumnya, di angka satu juta pekerjaan setiap tahun. Selama 
periode ini, lapangan pekerjaan di bidang pertanian berkurang sebesar 
lima juta pekerjaan, bahkan ketika output atau nilai tambah meningkat 
empat persen, angka yang cukup tinggi untuk pertanian. 

Krisis Keuangan Asia (Krisis Moneter/Krismon) membalikkan tren 
ini. Pekerjaan di sektor manufaktur menurun selama satu tahun dan 
kemudian bertumbuh lebih lambat. Ketenagakerjaan di bidang pertanian 
meningkat sebesar lima juta orang dari tahun 1997 hingga 2000. Tidak 
ada peningkatan permintaan tenaga kerja yang dapat menjelaskan 
peningkatan dalam tiga tahun tersebut. Peningkatan itu terjadi karena 
kenaikan pasokan tenaga kerja: dua juta pekerja memasuki angkatan 
kerja setiap tahunnya serta digabungkan dengan penurunan lapangan 
pekerjaan di beberapa sektor. Sebagian pekerja ini, yang tidak dapat 
memperoleh pekerjaan di sektor formal, berkumpul di sektor pertanian 
untuk memperoleh penghasilan. Pertanian adalah sektor terbesar 
dimana pembagian pekerjaan – dan penghasilan – tersebar luas.2

3 Istilah “pembagian pekerjaan dan penghasilan” telah digunakan oleh Papanek 
untuk menggambarkan situasi dimana pekerja tambahan diserap dengan keluaran 
tambahan yang sedikit atau tidak ada sama sekali. Pekerjaan dan penghasilan yang 
sama dibagi diantara para pekerja. Pada intinya, fenomena yang sama disebut dengan 
“pembagian kemiskinan” oleh antropologis Clifford Geertz. Geertz menjelaskan hal 
ini hanya terbatas pada sektor pertanian, namun Papanek menyatakan hal tersebut 
berlaku di banyak bagian dari ekonomi Indonesia. 

3
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Masyarakat miskin tidak dapat menganggur lebih dari beberapa hari di negara seperti 
Indonesia. Untuk dapat bertahan mereka membutuhkan pekerjaan dan 
penghasilan hampir setiap hari. Dari akhir 1980an hingga pertengahan 
1990an, rata-rata sekitar 0,75 juta pekerja akan meninggalkan sektor 
pertanian untuk bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, dan sebagian 
sektor perdagangan dan jasa. Namun setelah 1997, ketika hanya sedikit 
pekerjaan di sektor manufaktur atau konstruksi yang tersedia, pekerja 
tambahan yang tidak dibutuhkan di sektor pertanian tetap bekerja di 
sektor tersebut. Mereka bekerja di lahan keluarga dan untuk tetangga 
yang bersedia mempekerjakan lebih banyak orang, bahkan jika tidak 
ada pekerjaan tambahan yang harus dilakukan. Mereka hanya membagi 
pekerjaan yang sama di antara pekerja yang lebih banyak dan membayar 
masing-masing dari mereka lebih kecil. Ini adalah “pembagian pekerjaan 
dan penghasilan”. Hal ini tampaknya terjadi di tahun 1997-2000: sekitar 
dua hingga tiga juta pekerja yang seharusnya meninggalkan pertanian 
di tahun-tahun yang baik untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di 
sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, penjualan dan jasa, tetap 
berada di sektor pertanian, karena tidak ada pekerjaan di sektor-sektor 
lainnya tersebut.

Selain itu, banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka yang layak dan 
produktif  di sektor manufaktur, konstruksi, dan sektor lainnya. Dua 
hingga tiga juta orang yang baru-baru ini menganggur kembali menjadi 
tenaga kerja pertanian, karena salah satu ciri-ciri sektor pertanian 
adalah mudah menerima pekerja. Jika satu keluarga memiliki sebidang 
lahan, seorang anggota keluarga biasanya ikut bekerja dan membagi 
makanan yang dihasilkan dari lahan tersebut. Di beberapa bagian di 
Jawa, siapapun dapat ikut serta memanen padi dan memiliki bagian dari 
padi yang ia panen. Semakin banyak pekerja yang ikut berpartisipasi, 
semakin kecil bagian yang diterima masing-masing orang, tetapi paling 
tidak semua orang memperoleh sesuatu.
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pertanian di tahun 2013 dari 38 juta orang yang bekerja di sektor tersebut. 
Ketika pertanian menambahkan pekerja, output atau nilai tambah 
bertumbuh lebih lambat dibandingkan ketika pertanian mengurangi 
tenaga kerjanya. Ini memberikan bukti lain bahwa terdapat surplus 
pekerja di sektor pertanian. 

Peningkatan pengangguran menambahkan tiga juta orang ke dalam perkiraan jumlah 
peker ja yang berlebih. Dari tahun 1997 hingga 2013, terdapat peningkatan 
lebih dari tiga juta orang yang menganggur. Mereka yang benar-benar 
menganggur dan sama sekali tidak berkontribusi terhadap output. 
Mereka adalah konsumen, bukan produsen. Jika 4,3 juta orang yang 
menganggur di tahun 1997 mewakili tingkat minimal – yaitu pekerja 
yang sementara menganggur karena sedang berpindah pekerjaan, 
menunggu hasil ujian masuk atau sedang dalam masa transisi – maka 
tiga juta orang pengangguran tambahan di tahun 2013 juga merupakan 
“surplus” pekerja. Jika mereka mendapatkan pekerjaan di sektor 
manufaktur, kontribusi mereka terhadap output atau nilai tambah 
merupakan pendapatan bersih bagi negara. 

Mungkin terdapat jutaan surplus peker ja di sektor lainnya, namun sulit 
untuk memperkirakan jumlah tepatnya. Pada tahun 2012, di sektor 
perdagangan dan jasa saja terdapat hampir 20 juta pekerja di sektor 
informal. Sebagian dari jumlah tersebut sudah jelas merupakan pekerja 
yang tidak berkontribusi banyak terhadap pendapatan nasional: empat 
anggota keluarga menjaga toko retil, padahal sebenarnya tiga orang 
sudah cukup; empat pedagang kaki lima padahal tiga pedagang sudah 
dapat memberikan jasa yang sama, dan seterusnya. Tidak diragukan 
lagi terdapat kelebihan pekerja di sebagian sektor jasa dan transportasi: 
terlalu banyak penyemir sepatu serta pengemudi becak dan ojek, 
dimana banyak diantara mereka dapat ditemukan sedang menunggu 
penumpang, bahkan di puncak jam-jam sibuk. 

Tanpa adanya analisis dan kegiatan lapangan lanjutan, mustahil untuk 
mengetahui apakah tiga juta dari 20 juta orang ini merupakan surplus 
pekerja atau apakah angka sebenarnya adalah 10 juta orang. Akan tetapi, 
adanya surplus pekerja tidak perlu diragukan lagi oleh siapapun yang 
pernah mengunjungi toko kecil milik keluarga atau yang pernah dibantu 
oeh “pengatur lalu lintas” tidak resmi yang mendapatkan uang kecil 
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dari membantu mobil-mobil melewati persimpangan-persimpangan di 
keramaian Jakarta. 

Secara kasar, diperkirakan terdapat 5,5 juta orang Indonesia yang beker ja 
di negara lain, dimana sebagian besar dari jumlah tersebut pergi karena 
tidak mendapatkan pekerjaan di Indonesia yang memberikan upah yang 
cukup untuk menyokong diri dan keluarga mereka. Diluar sebagian kecil 
dari mereka yang memang lebih memilih untuk bekerja di luar negeri 
meskipun dapat menemukan pekerjaan yang layak di negeri sendiri, 
seluruh kelompok ini dapat dianggap sebagai surplus pekerja. Namun, 
memindahkan para pekerja ini dari luar negeri ke pekerjaan yang layak 
di Indonesia tidaklah benar-benar menguntungkan bagi Indonesia, 
seperti halnya kehadiran surplus pekerja dalam ekonomi dalam negeri. 
Memulangkan para pekerja ini berarti hilangnya remitansi, yang 
membantu menutup investasi tabungan dan celah ekspor impor.  

Setiap tahunnya dua juta peker ja tambahan akan bergabung dengan angkatan 
ker ja  atau 10 juta orang selama lima tahun masa jabatan presiden 
berikutnya. Berdasarkan kebijakan yang ada, sekitar separuhnya akan 
menemukan pekerjaan layak dan separuhnya lagi akan menjadi pekerja 
yang berlebih.

Menarik kesimpulan mengenai surplus pekerja. Perkiraan adanya 12 juta surplus 
pekerja tambahan di sektor pertanian sejak tahun 1997 cukup tepat, 
tetapi tentu saja masih berupa perkiraan. Tambahan tiga juta pekerja ke 
dalam kelompok pengangguran merupakan hal yang pasti. Perkiraan tiga 
hingga tujuh juta orang yang bekerja di luar negeri merupakan perkiraan 
kasar; tapi sebagian besar dari mereka dapat dianggap sebagai surplus 
pekerja. Lalu, empat hingga lima juta dari 10 juta orang yang bergabung 
dengan angkatan kerja kemungkinan akan menjadi surplus pekerja dalam 
lima tahun ke depan. Sulit untuk mengatakan berapa juta orang lagi yang 
telah ditambahkan ke dalam kelompok surplus pekerja di sektor lain. 
Sulit pula untuk memperkirakan jumlah surplus pekerja di tahun 1997. 
Namun wajar untuk menyimpulkan bahwa dengan kebijakan yang ada 
saat ini, populasi surplus pekerja di tahun 2019 akan terdiri dari:

• di sektor pertanian, 8,8 juta yang menjadi surplus karena 
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peningkatan produktivitas tenaga kerja ditambah tiga juta 
yang ditambahkan ke sektor pertanian setelah 1997, sehingga 
totalnya 12 juta orang  

• pengangguran tambahan sebesar tiga juta orang 

• tiga hingga empat juta orang yang bekerja di luar negeri, tetapi 
terdapat kemungkinan akan pulang apabila tersedia pekerjaan 

• 10 juta orang yang bergabung dengan angkatan kerja dari 
tahun 2014 hingga 2019, dengan komposisi hanya 5,7 juta yang 
mendapatkan pekerjaan layak sementara sisa empat juta orang 
lainnya akan menjadi surplus pekerja

• Kelebihan tenaga kerja di tahun 1997 dan kelebihan tenaga 
kerja tambahan di sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. 
Kedua hal ini tidak diketahui

Karena itu, perkiraan surplus pekerja di tahun 2019 minimal adalah 
20 juta dari tenaga kerja yang berjumlah sekitar 114 juta orang. Jika 
para peker ja ini berpindah dari surplus peker ja menjadi mempunyai peker jaan 
yang layak, pendapatan nasional per orang akan naik dari Rp. 39 juta di tahun 
2013 menjadi Rp. 53 juta per tahun di tahun 2019, artinya peningkatan sebesar 
36 persen. Sudah pasti secara keseluruhan ini adalah keuntungan yang 
besar bagi negara ini. Para pekerja itu sendiri akan melihat penghasilan 
mereka naik dua atau tiga kali lipat dan menjadi stabil.  Secara umum 
mereka akan menjadi lebih sejahtera tanpa adanya peningkatan biaya 
per pekerja bagi pemberi kerja di sektor manufaktur.    

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja mengurangi biaya 
ketenagakerjaan bagi pemberi kerja tanpa mengurangi 
penghasilan pekerja 

Akan tetapi pekerjaan yang layak bagi 20 juta surplus pekerja ini hanya dapat 
diciptakan jika Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Hal itu bisa terjadi 
melalui pengurangan biaya tenaga kerja bagi pemberi kerja untuk mengatasi 
upah yang tinggi. Sudah jelas jika pekerja Indonesia menjadi lebih efisien dari 
pekerja di negara lain, mereka dapat diberikan upah lebih tinggi dan masih 
tetap kompetitif. Produktivitas tenaga kerja tergantung dari sejumlah faktor. 
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Hari-hari yang hilang karena pemogokan peker ja mengurangi produktivitas 
tenaga ker ja di Bangladesh. Negara dengan biaya tenaga kerja terendah, 
Bangladesh, dirugikan oleh pengurangan produktivitas tenaga kerja 
yang disebabkan oleh  tingginya jumlah pemogokan karena alasan 
politik. Pemogokan politik adalah peristiwa diluar persengketaan 
tenaga kerja biasa. Pemogokan dapat bertahan selama setengah hari 
hingga satu atau dua hari. Beberapa pemogokan terjadi di seluruh 
negeri, sementara yang lainnya terjadi hanya di satu atau lebih pusat 
industri utama. Pemogokan semacam ini diciptakan oleh partai yang 
berada di luar kekuasaan untuk mengganggu pemerintahan dari partai 
yang berkuasa.  

Gambar 13. Jumlah pemogokan politik (“Hartals”) di Bangladesh 

Sumber: UNDP 2005

Biasanya pemogokan hanyalah efektif  sebagian, tapi mengganggu 
produksi di pabrik-pabrik besar. Seringkali pekerja dibayar selama hari-
hari yang hilang tersebut karena mereka tidak bertanggung jawab atas 
terhentinya produksi. Selama periode akhir-akhir ini dengan data yang 
kami miliki, terjadi lebih dari 100 pemogokan setiap tahunnya. Sulit 
memperkirakan kerugian dalam output, namun jelas itu signifikan dan 
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mengurangi produktivitas tenaga kerja. 

Di Indonesia, terjadi persengketaan tenaga kerja, tapi tidak pemogokan 
politik. Ini membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja 
Indonesia dibandingkan dengan Bangladesh, dan karena itu sedikit 
memberikan kompensasi atas kenaikan upah di Indonesia.

Sebagaimana dilaporkan oleh investor, persengketaan tenaga kerja 
lebih sering terjadi di India daripada di Indonesia. Akan tetapi tidak 
ditemukan data perbandingan yang mendukung hal ini.

Pendidikan dasar pekerja dan pelatihan mereka untuk 
pekerjaan yang spesifik mempengaruhi produktivitas tenaga 
kerja

Merupakan hal yang logis dan didukung oleh banyak studi bahwa 
pekerja berpendidikan lebih produktif  sampai pada suatu titik tertentu. 
Persentase penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah 
dasar dan menengah tidak begitu berbeda dengan para pesaingnya. 
Di sebagian besar negara pesaing, hampir 100 persen murid-murid 
di kelompok umur yang relevan berada di sekolah dasar. Tidak ada 
perbedaan besar antara Indonesia dan negara pesaing terkait dengan 
persentase kelompok umur yang berada di pendidikan menengah 
pertama dan menengah atas atau universitas.  

Namun, dalam satu hal, Indonesia sangat tertinggal di belakang India: 
jumlah dan kualitas insinyur, manajer, dan personil yang menerima 
pelatihan teknis. India sudah memiliki sektor industri yang cukup 
besar 100 tahun lalu. Industrialisasi Indonesia baru dimulai 30 tahun 
lalu. Karena itu, Indonesia kekurangan organisasi seperti Tata, yang 
mempunyai pengalaman mengelola perusahaan besar yang bersaing di 
pentas dunia. India juga memiliki kelebihan insinyur dan karenanya gaji 
mereka hanyalah sekitar separuh gaji insinyur Indonesia, dalam dollar 
AS. India juga mempunyai banyak lulusan sekolah menengah atas dan 
universitas dengan penguasaan Bahasa Inggris yang baik. Terakhir dan 
yang terpenting, India mempunyai sistem lembaga pendidikan yang elit 
dan berkelas dunia, sedangkan Indonesia tidak. 
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Sebab dan akibat universitas yang lemah.  Dalam suatu daftar peringkat 
universitas, empat universitas India termasuk yang terbaik di Asia, dan 
di daftar tersebut tidak ada universitas dari Indonesia. Universitas-
universitas India terbaik di bidang manajemen, keinsinyuran, 
teknologi, dan ekonomi mempunyai dosen-dosen yang dikenal di dunia 
internasional. Upaya untuk menetapkan satu atau dua lembaga elit 
kelas dunia di bidang yang sama di Indonesia sempat dilakukan, namun 
tekanan dari universitas lain yang ingin diikutsertakan terbukti terlalu 
besar untuk dapat memfokuskan sumber daya ke satu universitas yang 
dapat ditingkatkan menjadi universitas kelas atas.   

Akan tetapi, agar Indonesia dapat mengembangkan universitas kelas 
dunia, permasalahannya bukan hanya memfokuskan sumber daya 
tambahan di beberapa lembaga. Agar masyarakat memperoleh manfaat 
yang sebanding dengan pengeluaran tambahan yang mereka keluarkan, 
universitas terpilih tersebut harus terpapar oleh standar internasional 
dan harus semakin mengikuti standar tersebut. Contohnya, untuk 
dapat menerima dukungan keuangan khusus, mereka diharuskan 
untuk mempunyai sejumlah artikel tertentu yang diterbitkan di jurnal 
profesional internasional; dan lulusannya diterima di program Doktoral 
di universitas internasional yang memiliki standar tinggi.  

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, sebagian universitas mungkin 
disarankan untuk bermitra dengan universitas non-Indonesia yang 
terkemuka untuk mengadakan pertukaran dosen, pelatihan dosen, dan 
penelitian gabungan untuk meningkatkan standarnya. Lingkungan 
peraturan perundangan yang ada tidak mendorong terbentuknya 
kemitraan substantif  dengan adanya batasan-batasan tegas tentang 
kegiatan cendekia dan lembaga internasional di Indonesia. Negara 
lain telah berpandangan bahwa mereka harus mendorong cendekia 
kelas dunia untuk tertarik pada negara mereka, bukan malah membuat 
mereka tidak ingin berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dalam 
negeri. Institut Manajemen India atau Institutes of  Management dibantu 
untuk mencapai kedudukan tingginya sekarang oleh pejanjian kerja 
sama dengan Harvard Business School. Institut Teknologi India atau 
Institutes of  Technology juga bekerja sama, tetapi dengan MIT.  
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Banyak universitas asing telah membuka cabang di beberapa negara Asia. 
Di beberapa kasus, hal tersebut berupa kerja sama berstandar rendah 
yang bertujuan untuk meraup keuntungan, namun di kasus lainnya 
mereka memberikan persaingan berstandar tinggi bagi universitas-
universitas lokal. Akan tetapi Indonesia tidak pernah mengizinkan 
persaingan seperti itu. Kerja sama atau persaingan dengan universitas 
asing mungkin adalah aspek yang sangat penting untuk mencapai 
standar kelas dunia bagi beberapa universitas di Indonesia. Hubungan 
dengan universitas asing dapat meningkatkan sistem penilaian sejawat, 
yang sekarang lemah. Kelemahan penilaian sejawat turut berperan 
dalam kegagalan universitas-universitas di Indonesia untuk mencapai 
standar kelas dunia. Persyaratan adanya publikasi jurnal internasional 
dapat membantu dalam aspek ini. 

Tanpa universitas yang benar-benar diperkuat, sulit bagi Indonesia untuk 
bersaing dengan India di beberapa bidang teknis. Posisi India dalam 
ekspor perangkat lunak dan jasa bisnis sangat solid. India juga mempunyai 
potensi yang kuat di bidang-bidang lain, seperti produksi chip komputer, 
yang memerlukan banyak bakat keinsinyuran untuk pemeliharaannya 
dan beberapa insinyur yang cerdas untuk perancangannya. Di sisi lain, 
India rentan di bidang-bidang seperti tekstil, yang hanya memerlukan 
keinsinyuran yang terbatas. Namun, industrinya dibatasi oleh peraturan 
untuk melindungi sektor kerajinan tangan yang besar.  

Dalam jangka panjang, sangatlah bagus bila Indonesia dapat mengembangkan 
setidaknya satu universitas berstandar dunia di setiap bidang yang penting bagi 
pembangunan. Hal ini membutuhkan perubahan pada kebijakan yang 
ada sekarang, memaparkan universitas pada persaingan, mendorong 
keterlibatan dengan yang terbaik dalam bidang mereka, dan mengirim 
dosen yang berpotensi ke program pasca sarjana terbaik di bidang mereka. 
Contoh dari India tersebut sangat berguna. Bidang-bidang yang telah 
mereka kembangkan adalah teknologi, sebagian besar keinsinyuran, 
manajemen, termasuk manajemen perusahaan publik, dan ekonomi. 
Ekonomi merupakan bagian yang kecil jika dibandingkan bidang yang 
lainnya. Pertanian juga penting di Indonesia. Dalam bidang-bidang ini 
mereka telah mengembangkan sejumlah kecil universitas-universitas 
kelas dunia. Tiongkok telah mengikuti kebijakan yang sama.  
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Pelatihan terkait peker jaan dan pendidikan menurut industri, didanai oleh 
pemerintah atau dengan biaya yang dibebankan kepada industri. Berdasarkan 
pengalaman di negara lain dan juga di Indonesia, program pelatihan 
dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas 
dan penghasilan cenderung kurang efektif. Para guru seringkali tidak 
mengetahui perkembangan terakhir, cenderung terlalu teoritis dan 
kurang memiliki akses terhadap mesin-mesin yang lebih canggih yang 
mana pengoperasiannya paling membutuhkan pelatihan. Perusahaan 
swasta tidak memiliki permasalahan ini, tapi mereka ragu untuk 
menghabiskan uang demi melatih pekerja yang mungkin akan pindah 
ke pesaing mereka setelah selesai dilatih.   

Kombinasi terbaik adalah pelatihan dilakukan oleh industri namun 
biayanya ditanggung oleh pemerintah dari pendapatan umumnya, 
atau dengan sebagian kecil uang dari setiap unit yang diproduksi atau 
diekspor. Jumlah biaya secara penuh dibayarkan ke asosiasi atau unit 
lainnya untuk membiayai pelatihan di semua tingkatan. Karena biaya 
pelatihan ditanggung oleh seluruh perusahaan atau pembayar pajak, 
setiap perusahaan akan menginginkan pekerja, teknisi, dan insinyurnya 
dilatih, karena mereka tahu bahwa paling tidak sebagian di antara 
mereka akan tetap bekerja di perusahaan mereka. Di banyak kasus, 
pelatihan awalnya dapat diberikan oleh perusahaan yang menjual mesin-
mesin baru. Pelatihan itu biasanya minimal, tapi sebagian penjual mesin 
tersebut akan memberikan pelatihan tambahan secara cuma-cuma.

Pendidikan umum orang dewasa berbasis perusahaan. Selain pelatihan terkait 
pekerjaan, perusahaan yang lebih besar dapat juga secara efektif  
mengadakan pendidikan umum bagi pekerja yang hanya menerima 
sedikit pendidikan saat mereka muda. Perusahaan berkepentingan 
untuk melakukan ini karena pekerja yang melek huruf  dan angka 
kemungkinan akan menjadi lebih produktif. Tapi, perusahaan tidak ingin 
menanggung biayanya karena pekerja setiap saat dapat meninggalkan 
perusahaan. Karena dalam masyarakat penting bagi semua warganya 
untuk memperoleh pendidikan, cukup wajar apabila masyarakat, yang 
berarti pemerintah, yang menanggung sebagian besar biaya pendidikan 
umum tersebut. Perusahaan akan bertanggung jawab untuk mengelola 
kelas-kelas sebelum atau setelah jam kerja dan memastikan para gurunya 
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hadir dan memberikan pendidikan sebagaimana mestinya. Pemberian 
pendidikan umum melalui perusahaan tempat pekerja itu bekerja 
memiliki keuntungan besar lain: semua muridnya sudah dewasa dan 
sudah berada di tempat dimana pendidikan akan diberikan. Karena itu, 
pemberian pendidikan tersebut merupakan cara yang paling efektif  dan 
efisien dalam memberikan pendidikan untuk orang dewasa bagi mereka 
yang tidak menerima pendidikan yang memadai ketika masa mudanya.

Menempatkan industri ekspor padat karya ditempat yang 
paling membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak 

Beberapa manfaat dapat diperoleh dengan menempatkan perusahaan 
ekspor padat karya baru di tempat-tempat dengan upah terendah di 
suatu negara, yaitu:

i. Perusahaan lebih mampu bersaing di pasar dunia karena biaya tenaga 
ker ja yang lebih rendah. Biaya tenaga kerja bagi perusahaan 
garmen adalah sepertiga dari total biaya. Perusahaan seperti 
itu akan sulit bersaing dengan perusahaan garmen Bangladesh 
dengan upah minimum di Jakarta sebesar Rp. 2,4 juta atau 
210 dollar AS per bulan. Perusahaan di Bangladesh membayar 
pekerjanya hanya sepertiga dari jumlah tersebut jika mereka 
mematuhi hukum dan membayar upah minimum, yaitu 68 
dollar AS. Sebuah perusahaan di Semarang, dimana upah 
minimumnya adalah Rp. 1,4 juta atau 120 dollar AS, masih 
sulit bersaing namun permasalahan terkait biaya tenaga 
kerjanya tidak terlalu berat.

ii. Pabrik-pabrik yang menempatkan investasi baru di tempat 
dengan upah terendah memberikan peker jaan layak bagi penduduk 
termiskin di Indonesia dan bagi pekerja yang paling membutuhkan 
pekerjaan. Upah di Jawa Tengah rendah karena hanya ada 
sedikit pekerjaan di sektor manufaktur di daerah tersebut dan 
sedikit alternatif  pekerjaan di bidang pertanian dengan upah 
yang lebih rendah lagi atau di sektor informal lainnya.

Meskipun biaya tenaga kerja di Jawa Tengah atau Jawa Timur lebih rendah 
dibandingkan di Jawa Barat atau Jakarta, perusahaan akan ragu berlokasi 
disana dan akan sulit bersaing karena tingginya biaya infrastruktur.
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Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengusulkan adanya Dana 
Pengembangan Industri Pelopor, yang akan memprioritaskan pembangunan 
infrastruktur di wilayah yang telah menarik investasi baru di sektor manufaktur, 
terutama untuk ekspor, atau untuk pariwisata.

Mengelola nilai tukar – alat yang kuat untuk menjaga biaya 
tenaga kerja agar tetap kompetitif

Hingga akhir-akhir ini, Indonesia dinilai sebagai negara Asia yang 
tidak biasa dalam hal menyambut apresiasi mata uangnya. Negara lain 
berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi nilai mata uang mereka 
untuk meningkatkan posisi kompetitif  dari eksportir mereka. Selama 
bertahun-tahun Tiongkok dituduh sangat menurunkan nilai yuan untuk 
memperluas ekspor barang jadinya dan untuk menciptakan lapangan 
pekerjaan untuk jutaan pekerja tambahan. Alasan utama Indonesia 
menjadi tidak kompetitif  adalah naiknya nilai rupiah selama ledakan 
komoditas, yang meningkatkan biaya ekspor Indonesia dalam dollar AS, 
yen dan euro, serta membuat impor barang ke Indonesia lebih murah. 
Bank Indonesia (BI) tidak lagi secara akitf  mengintervensi pasar valuta 
asing untuk meningkatkan nilai rupiah dalam jangka panjang. Namun, 
apabila Indonesia ingin berhasil menciptakan empat juta pekerjaan 
setiap tahun bagi para surplus pekerjanya, BI harus mengikuti kebijakan 
untuk melemahkan rupiah. Ini akan membuat ekspor lebih murah untuk pembeli 
asing dan akan menjadikannya lebih kompetitif. Di saat yang sama, hal ini akan 
membuat impor ke Indonesia lebih mahal dan menjadi kurang kompetitif. Keduanya 
akan menghasilkan peningkatan produksi barang jadi di Indonesia, serta peningkatan 
lapangan peker jaan dan penghasilan. 

Devaluasi, ekspor dan impor. Tentu saja penurunan 10 persen nilai rupiah 
terhadap yen, euro, dollar AS, dan yuan berarti peningkatan 10 persen 
biaya impor dalam rupiah dan peningkatan 10 persen nilai ekspor 
dalam rupiah. Dengan demikian, yang pertama, impor akan berkurang 
dan ekspor akan meningkatkan sehingga membantu menyeimbangkan 
rekening asing. Peningkatan biaya sebagian besar impor merupakan 
manfaat, bukan biaya, dari devaluasi. Devaluasi berfungsi seperti tarif  
universal 10 persen yang meningkatkan biaya impor dan menaikkan 
posisi kompetitif  produsen dalam negeri yang bersaing dengan impor. 
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Dalam cakupan yang lebih kecil, devaluasi juga memperkuat posisi 
produsen yang tidak bersaing dengan impor: jika biaya impor meningkat 
sementara biaya barang-barang domestik murni tidak, sebagian 
permintaan akan beralih dari impor ke barang dan jasa domestik.

Aspek devaluasi ini terutama penting dengan diperkenalkannya 
Komunitas Ekonomi ASEAN atau the ASEAN Economic Community (AEC). 
Banyak produsen Indonesia khawatir usahanya akan bangkrut karena 
produsen murah di negara-negara ASEAN lainnya. Mereka mencari 
proteksi tarif  dan bentuk perlindungan lainnya yang akan mengganggu 
tujuan dari komunitas tersebut dan membuatnya sulit tercapai. Devaluasi 
akan memberikan perlindungan kepada semua produsen Indonesia dan 
sangat kompatibel dengan AEC. 

Kedua, devaluasi melemahkan konsumsi barang mewah luar negeri dan 
wisata ke luar negeri dan karenanya dapat meningkatkan penghematan 
dalam negeri. Sebuah mobil asing biasa dengan biaya dasar 20.000 
dollar AS akan berharga Rp. 23 juta lebih mahal karena devaluasi 10 
persen ini. Sebuah mobil mewah dengan biaya dasar 70.000 dollar AS 
akan berharga Rp. 80 juta lebih mahal.  

Terkadang terdapat pendapat bahwa sebagian besar impor bukanlah 
barang konsumsi, tetapi mesin dan produk antara. Meningkatan harga-
harga barang tersebut akan menaikkan biaya di seluruh sendi-sendi 
ekonomi. Ini memang benar, tetapi sejauh impor ini digunakan untuk 
produksi ekspor atau produksi barang yang berkompetisi dengan impor, 
harga input impor yang lebih tinggi tidak akan berpengaruh karena 
nilai output juga akan meningkat.  

Devaluasi dan biaya tenaga ker ja bagi eksportir. Tabel 10 menunjukkan 
apa yang terjadi ketika rupiah dibiarkan mengalami apresiasi, atau 
meningkat nilainya terhadap mata uang lainnya. Dalam tiga tahun, dari 
2008 hingga 2011, angka upah meningkat 21 persen dan nilai rupiah 
meningkat delapan persen. Kombinasi dampaknya adalah peningkatan 
lebih dari 30 persen biaya tenaga kerja bagi eksportir dan mereka yang 
bersaing dengan impor. Akibatnya, memperluas ekspor padat karya 
menjadi kurang menguntungkan. Namun, sementara biaya tenaga 
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kerja meningkat, upah pekerja hampir tidak naik. Di lain pihak, dari 
tahun 2011 hingga 2012, upah meningkat dengan signifikan, sebesar 17 
persen, namun biaya tenaga kerja meningkat 13 persen karena rupiah 
mengalami depresiasi untuk mengimbangi kenaikan upah bagi eksportir.

Proyeksi data untuk 2014 dan 2015 menggambarkan interaksi antara 
upah nominal, harga, dan nilai tukar. Pada nilai tukar yang berlaku 
untuk tujuh bulan pertama, upah minimum di Semarang, Jawa 
Tengah sebesar Rp. 1,4 juta setara dengan 122 dollar AS. Ini berarti 
54 dollar AS di atas upah minimum di Bangladesh, sehingga sangat 
tidak menguntungkan bagi eksportir garmen Indonesia jika mereka 
ingin bersaing dengan Bangladesh. Jika upah minimum ditingkatkan 
menjadi Rp. 1,6 juta di tahun 2015, diperlukan nilai tukar Rp. 13.100 
per dollar AS untuk membuat biaya tenaga kerja dalam dollar AS 
tetap tidak berubah. Perbedaan antara nilai tukar Rp. 11.500 dan Rp. 
13.500 adalah 20 dollar AS dalam upah bulanan yang dibayarkan oleh 
eksportir Indonesia. Depresiasi hingga  Rp. 13.500 di tahun 2014 akan 
mengurangi perbedaan antara upah Indonesia dan Bangladesh saat ini 
kira-kira 40 persen dan karenanya sangat memperkuat posisi kompetitif  
bagi eksportir Indonesia.

Tabel 10. Nilai Tukar dan Biaya Tenaga Kerja bagi Eksportir dan mereka yang 
Berkompetisi dengan Impor 

Catatan: Upah nominal untuk 2008 hingga 2012 adalah upah rata-rata untuk seluruh 
Indonesia. Proyeksi upah adalah upah aktual dan asumsi upah minimum untuk Kota 
Semarang di Jawa Tengah.
Sumber: Papanek 2014r
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Saat ini, Bangladesh adalah pesaing di sektor garmen saja, industri 
yang paling padat karya. Namun Bangladesh mulai menarik pabrik-
pabrik sepatu juga. Bangladesh berpotensi untuk menjadi pesaing 
kuat di semua industri padat karya: mainan, tekstil, peralatan dapur, 
dan seterusnya. Untuk sebagian industri, seperti suku cadang mobil, 
India sepertinya akan menjadi pesaing yang terkuat. Kesenjangan 
antara upah di India dan di Jawa Tengah tidaklah besar. Karena itu, 
persaingan akan bergantung pada biaya relatif  infrastruktur, biaya 
korupsi dan melakukan usaha, keterbukaan terhadap investasi asing, 
dan faktor lainnya. Tapi kesenjangan dengan upah di Jakarta cukup 
besar, dan suku cadang mobil kemungkinan besar berada di wilayah 
tersebut. Oleh karena itu, nilai tukar sekali lagi akan menjadi sangat 
penting terhadap output kompetitif. Saat itu, di berbagai barang, 
pesaing utama Indonesia adalah Vietnam, dengan biaya tenaga kerja 
sebesar 10 hingga 50 persen dibawah biaya-biaya di Jawa Tengah, serta 
biaya tenaga kerja yang lebih rendah 100 – 150  persen dibandingkan 
dengan Jakarta. Devaluasi sebesar 15 – 20 persen dapat mengurangi 
kesenjangan biaya tenaga kerja sampai pada perbedaan yang dapat 
dikelola, selama perbandingannya adalah dengan Jawa Tengah dan 
bukan Jakarta.

Permasalahan devaluasi. Bank Indonesia bersikap ragu-ragu untuk 
melakukan depresiasi Rupiah secara substansial karena: [i] dampaknya 
terhadap biaya hidup, yang dibahas di bagian berikutnya; [ii] 
meningkatkan biaya pelunasan hutang luar negeri; dan [iii] kekhawatiran 
bahwa devaluasi akan mengakibatkan panik dan akan mengulangi 
peristiwa tahun 1998 saat nilai tukar mencapai Rp 17.500 per dollar 
AS. Akan tetapi tidak ada kepanikan saat Rupiah akhir-akhir ini turun 
dari 8.500 menjadi 12.500 per dollar AS dalam waktu yang relatif  
singkat. Kekhawatiran itu pun menghilang, terutama jika depresiasi 
terjadi secara bertahap.  

Hutang luar negeri kini jauh lebih kecil dibandingkan pada tahun 1998. 
Untuk eksportir, hutang luar negeri tidak menjadi masalah. Dengan 
devaluasi, pembayaran hutang mereka membutuhkan lebih banyak 
rupiah, namun setiap dollar AS dari ekspor mereka juga menerima 
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lebih banyak rupiah untuk menutupi hutang tersebut. Hal yang sama 
juga berlaku bagi perusahaan yang bersaing dengan impor. Dengan 
devaluasi, biaya untuk impor meningkat dan karena itu harga domestik 
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yang diimpor itu penting atau tidak. Eksportir dan perusahaan yang 
berkompetisi dengan impor akan memetik manfaat dari devaluasi, yang 
akan memampukan perusahaan untuk meningkatkan keuntungannya, 
menurunkan harga-harganya atau kombinasi dari penyesuaian tersebut. 

Perusahaan 2 dalam Tabel 11 adalah jenis perusahaan yang dianggap 
hanya berkontribusi minimal terhadap ekonomi oleh sebagian analis, 
karena 80 persen dari biaya mereka dikeluarkan untuk input impor, 
dan nilai tambahnya kecil. Bahkan untuk perusahaan semacam ini, 
devaluasi meningkatkan keuntungan atau dapat menurunkan harga 
kepada pembeli tanpa adanya pengurangan keuntungan. Peningkatan 
keuntungan memang lebih kecil dibandingkan Perusahaan 1, karena 
devaluasi hanya memberikan manfaat terkait pengeluaran dalam rupiah, 
dan proporsi pengeluaran rupiah di perusahaan 2 lebih kecil. Nilai 
tambah untuk penjualan satu miliar rupiah di perusahaan kedua adalah 
seperempat dari yang dihasilkan oleh perusahaan pertama. Namun, 
jika perusahaan kedua melakukan penjualan sejumlah empat kali lipat 
penjualan dari perusahaan pertama, nilai tambahnya akan sama. Jadi 
tidak ada alasan untuk menolak perusahaan dengan nilai tambah per 
unit output yang terbatas, dan tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa 
mereka tidak akan terbantu oleh devaluasi. 

Bagaimana untuk mendevaluasi ketika nilai tukar ditentukan oleh pasar? 
Menurunkan nilai rupiah tidak berarti harus meninggalkan nilai tukar 
yang ditentukan oleh pasar. Bank Indonesia, seperti bank sentral 
lainnya, dapat mencapai banyak hal dengan alat-alat standar bank 
sentral.  Pernyataan oleh bank, terkadang disebut dengan jaw-boning, 
dapat berdampak luas. Secara tradisional, BI selalu menyesali segala 
bentuk penurunan nilai rupiah dan telah berjanji untuk memperkuatnya. 
Jika BI menyambut baik melemahnya rupiah dan berjanji untuk 
berbuat yang terbaik untuk memperbaikinya, hal itu dapat mengubah 
pandangan investor, mengurangi aliran dana masuk jangka pendek dan 
kemudian melemahkan rupiah. BI juga dapat membeli mata uang asing 
dengan rupiah, yang akan terus melemahkan mata uang rupiah; atau 
membebankan sejumlah kecil pajak pada dana yang mengendap di 
Indonesia selama kurang dari satu tahun atau 18 bulan.
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Tabel 11. Dampak Devaluasi terhadap Profitabilitas Eksportir 

Sumber: Papanek 2014s

Tentunya, segala intervensi signifikan yang melemahkan rupiah akan 
mengakibatkan kenaikan angka inflasi. Karena pada prinsipnya Bank 
Indonesia mencemaskan pengendalian inflasi, BI akan tetap ragu-
ragu untuk melakukan depresiasi rupiah. Itulah mengapa penting 
bagi Gubernur Bank Indonesia untuk memahami bahwa tugas utama 
terkait manajemen ekonomi di Indonesia adalah untuk menyediakan 
lapangan pekerjaan yang produktif  bagi 20 juta surplus pekerja. Hal 
itu hanya dapat dicapai apabila Indonesia kembali menjadi kompetitif  
dalam ekspor barang jadi padat karya. Dan Indonesia hanya mampu 
kembali kompetitif  apabila manajemen nilai tukarnya dirancang untuk 
mempertahankan upah dollar AS, yen, dan euro pekerja produksi pada 
tingkat yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Bangladesh. 
Ini akan membuat Indonesia mampu bersaing dalam ekspor padat karya.   

Mengapa bersaing dengan negara-negara berupah rendah 
untuk pasar sepatu, garmen, atau mainan?

Mengapa Indonesia tidak fokus pada memproduksi suku cadang mobil 
dan motor, mesin-mesin dan petrokimia serta menyerahkan manufaktur 
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ekspor yang tidak terlalu canggih ke negara-negara seperti Bangladesh, 
Kamboja, Myanmar dan Vietnam? Indonesia sebaiknya memang 
bersaing di industri dengan teknologi yang lebih kompleks ini. Indonesia 
dapat menjadi produsen berbiaya rendah di industri-industri seperti 
industri pupuk dan beberapa zat kimia yang menggunakan minyak 
atau gas bumi sebagai bahan utamanya. Untuk suku cadang mobil, 
pasar Indonesia yang besar merupakan keunggulan tersendiri. Industri 
tersebut sedang dalam keadaan baik dan memiliki potensi. 

Namun strategi yang menekankan barang padat teknologi dan 
mengabaikan barang padat karya memiliki permasalahan: 

i. Industri tersebut hanya membutuhkan sedikit pekerja, sehingga 
tidak akan memberikan lapangan pekerjaan kepada jutaan 
orang yang membutuhkannya.

ii. Mereka memang membutuhkan banyak insinyur, tetapi insinyur 
Indonesia berharga dua hingga empat kali lipat lebih mahal 
dibandingkan insinyur India. Hanya beberapa perusahaan yang 
mampu bersaing di dunia internasional dengan tantangan tersebut. 

iii. Hal yang terpenting adalah mereka tidak mampu memberikan 
pekerjaan yang stabil dan produktif  bagi 21 juta pekerja 
yang belum menamatkan sekolah dasar atau 50 juta orang 
lainnya yang hanya nenamatkan sekolah dasar atau sekolah 
menengah pertama. Dari enam juta pekerja tambahan yang 
dipekerjakan dalam ekspor barang jadi, lima juta diantaranya 
akan dipekerjakan di industri padat karya berteknologi rendah.  

Setidaknya 10 juta dari 70 juta pekerja yang kurang berpendidikan juga 
termasuk ke dalam surplus pekerja. Jika Indonesia tidak mengembangkan 
industri sepatu, tekstil garmen, mainan, dan elektronik secara luas, 10 
juta atau lebih surplus pekerja ini akan tetap berkontribusi sangat kecil 
terhadap pendapatan nasional, dan akan terus memperoleh penghasilan 
yang rendah dan tidak pasti. Mereka merupakan bagian tak terpisahkan 
dari paket kebijakan untuk mencapai pertumbuhan dua digit dan 
menghasilkan 21 juta pekerjaan yang layak: jika dipekerjakan dalam 
industri ekspor padat karya, mereka akan mencakup setengah dari 
proyeksi peningkatan pendapatan nasional.
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Mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif  hanya jika 
Indonesia menjadi lebih kompetitif  dalam ekspor padat karya. Nilai rupiah 
yang melemah merupakan bagian dari hal tersebut, begitu pula dengan 
tenaga kerja yang lebih produktif. Akan tetapi, mengurangi biaya tenaga 
kerja hanyalah satu bagian dari pengurangan biaya yang dibutuhkan. 
Bagian lainnya akan dibahas di bawah ini dan di bab-bab lain.

Devaluasi dengan Kompensasi – Menstabilkan biaya hidup 
bagi pekerja, sekaligus mengurangi impor dan meningkatkan 
produksi domestik

Alasan utama Bank Indonesia dan pembuat kebijakan lain menolak 
devaluasi adalah karena melemahnya rupiah akan meningkatkan harga-
harga rupiah dari impor dan ekspor, dan oleh karena itu meningkatkan 
inflasi dan biaya hidup. Hal ini menjadi kekhawatiran khusus karena 
akan meningkatkan biaya barang-barang impor yang dikonsumsi oleh 
pekerja dan keluarga-keluarga berpenghasilan rendah lainnya.  

Proporsi pembelian barang-barang impor dari total pengeluaran mereka 
sangatlah kecil jika dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang lebih 
berada. Dampak terbesar terhadap anggaran 40 persen penduduk 
termiskin adalah pembelian makanan mereka yang diimpor atau 
diekspor, yang merupakan sebagian besar dari total konsumsi mereka: 
contohnya beras, gandum (kebanyakan untuk mie), kacang kedelai, 
bawang merah, bawang putih, cabai, daging, susu, dan gula. Keluarga 
ini juga membeli kain dan pakaian, dan sebagian kecil dari pengeluaran 
mereka digunakan untuk membeli katun impor. Peningkatan harga 
makanan impor akan mengurangi daya beli dari upah pekerja dan juga 
mengurangi kesejahteraan ekonomi mereka. 

Di tahun 2008, 60 persen konsumsi dari 40 persen penduduk termiskin 
perkotaan dan 67 persen penduduk miskin perdesaan adalah makanan. 
Persentase ini telah menurun seiring dengan waktu. Tembakau 
dimasukkan dan merupakan barang yang populer. Begitu pula makanan 
olahan, yang didalamnya mencakup komponen tenaga kerja yang 
besar. Dengan mengikutsertakan kedua barang tersebut dan barang 
lain yang diproduksi di dalam negeri dan tidak diperdagangkan di 
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pasar internasional (sebagian besar sayuran, telur), dapat disimpulkan 
bahwa devaluasi akan mempengaruhi kurang dari 50 persen keranjang 
konsumsi mereka. Beras merupakan barang yang terbesar, mencakup 
sembilan persen pengeluaran untuk kuintil kedua dari populasi dan 
rumah tangga perkotaan serta 20 persen untuk kuintil termiskin dan 
rumah tangga perdesaan. Beras juga sangatlah penting secara psikis, 
oleh karena itu peningkatan harga beras berdampak sangat besar bahkan 
bagi mereka yang hanya mengeluarkan 9 persen dari total pengeluaran 
untuk membeli beras. 

Menstabilkan harga-harga sembilan bahan pokok (sembako) merupakan hal 
yang sangat penting bagi penduduk miskin. Untungnya menstabilkan harga 
beras lebih mudah dilakukan dibandingkan komoditas lainnya. Selama 
beberapa waktu, harga beras di Indonesia sudah lebih tinggi dibandingkan 
harga di pasar dunia. Ini telah dicapai dengan mengendalikan dan 
mengenakan pajak pada impor. Hanya Badan Urusan Logistik (BULOG), 
badan pengadaan, pemasaran dan penstabilan harga milik pemerintah 
yang diperbolehkan mengimpor beras, dan beras impor dikenakan tarif. 
Devaluasi itu serupa seperti tarif  atau pembatasan jumlah: tarif  10 
persen, jika efektif, meningkatkan harga sebesar 10 persen, begitu pula 
dengan devaluasi 10 persen. Mengurangi impor juga menaikkan harga.  

Jika tarif  berada pada angka 15 persen pada saat devaluasi, harga dapat 
dipertahankan tanpa mengalami perubahan dengan mengurangi tarif  
sebesar angka devaluasinya selama devaluasi tersebut tidak melebihi 
15 persen. Jika devaluasinya 10 persen, maka mengurangi tarif  dari 
15 persen ke lima persen akan menjamin harga tidak banyak berubah. 
Bagaimana jika devaluasinya 20 persen? Menghilangkan tarif  15 persen 
akan menyeimbangkan sebagian besar kenaikan harga yang terjadi. Jika 
harga beras meningkat dengan sisa lima persen nya, hal itu merupakan 
masalah kecil: dengan beras merupakan 10 – 20 persen dari pengeluaran 
konsumen, ini berarti kenaikan biaya hidup hanya sebesar satu persen.    

Tapi devaluasi juga akan mempengaruhi harga gandum, kacang 
kedelai, produk susu, sayuran impor, dan seterusnya. Untuk beberapa 
barang tersebut, harga Indonesia cenderung berada di atas harga dunia 
karena impor dikendalikan dengan ketat, contohnya cabai, bawang 
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merah dan bawang putih. Melepaskan kendali atas barang-barang 
tersebut dapat menstabilkan harga. Namun, ada lebih banyak impor 
dimana harga Indonesia dan harga dunia terkait dengan erat dan 
tidak ada solusi sederhana untuk menstabilkan harga. Untuk beberapa 
produk, kita dapat membedakan makanan yang terutama dimakan oleh 
kelompok berpenghasilan rendah dari makanan yang biasa dikonsumsi 
oleh kelompok berpenghasilan lebih tinggi: perbedaan kualitas beras, 
potongan daging, kualitas cabai serta singkong basah dengan keripik 
singkong. Pada kasus-kasus tersebut, pemerintah dapat mensubsidi 
harga impor untuk makanan yang biasanya dikonsumsi oleh kelompok 
berpenghasilan lebih rendah and membiarkan harga naik untuk 
makanan yang biasanya dimakan oleh orang kaya.   

Untuk makanan seperti gandum, tidak mungkin menghubungkan 
kualitas dengan penghasilan konsumen. Gandum tidak langsung 
dikonsumsi, melainkan menjadi bahan baku mie. Untuk makanan 
seperti ini, ada tiga alternatif: 

i. Mendistribusikan makanan bersubsidi kepada kelompok yang 
lebih miskin melalui program seperti Raskin, yang dirancang 
untuk membantu masyarakat miskin. Program yang telah 
berjalan memiliki catatan yang beragam: bagian substansial 
dari manfaat makanan bersubsidi telah diterima oleh 
masyarakat yang tidak miskin dan sebagian masyarakat miskin 
belum menerima manfaat dari subsidi tersebut. Baru-baru ini, 
sebuah upaya besar dilakukan untuk mendaftarkan 100 juta 
orang yang termiskin, dan memperbarui daftar tersebut secara 
berkala. Seharusnya pemilihan sasaran menjadi lebih baik, 
tetapi kami belum tahu seberapa lebih baiknya.

ii. Memberikan subsidi universal yang memberikan manfaat bagi 
masyarakat yang tidak miskin untuk menjamin bahwa manfaat 
tersebut juga akan diterima masyarakat miskin; atau 

iii. Sebaliknya, memperbolehkan harga barang-barang seperti 
gandum untuk naik dan menerima bahwa yang miskin juga 
akan merasakan dampak inflasi.

Dampak inflasi terhadap masyarakat miskin sepertinya terbatas dan hanya sementara. 
Jika pemerintah dapat menstabilkan harga beras dan beberapa sayuran 
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dengan mengurangi tarif  dan pembatasan jumlah, serta barang-barang 
lainnya melalui subsidi untuk impor berkualitas yang lebih rendah, 
kami memperkirakan devaluasi akan meningkatkan biaya hidup kurang 
dari empat persen di tahun pertama, atau dua persen dalam enam bulan 
pertama dan dua persen lebih besar di enam bulan kedua. Peningkatan 
CPI ini akan mengurangi upah riil pekerja pertanian sebesar kurang 
dari 0,5 persen di tahun pertama (lihat Papanek, M. Setiawan & R. 
Purnagunawan). Peningkatan inflasi satu kali akan menghasilkan 
penurunan upah riil sementara selama satu tahun, yang jumlahnya 
sangat kecil sehingga tidak akan terlihat.

Singkatnya, devaluasi dengan kompensasi dapat dilakukan, dimana devaluasi 
hanya mengakibatkan sedikit peningkatan biaya hidup bagi peker ja. Pemerintah 
dapat menjaga agar harga beras tidak naik dengan mengurangi atau menghilangkan 
tarif  dan mensubsidi impor lain yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat miskin.

Manfaat dari meningkatnya permintaan tenaga ker ja dapat menurunkan biaya 
inflasi. Sebagai akibat dari perubahan kebijakan yang mencakup 
devaluasi di dalamnya, akan terjadi peningkatan besar-besaran atas 
permintaan tenaga kerja tidak terampil dan semi-terampil. Model 
penentuan upah yang memberikan kita perkiraan dampak inflasi dapat 
juga memberikan gambaran bahwa setiap peningkatan permintaan 
tenaga kerja sebesar 10 persen akan berakibat pada peningkatan upah 
riil sekitar lima persen. Peningkatan permintaan dari sekitar satu juta 
menjadi sekitar empat juta lapangan pekerjaan setiap tahun, yang mana 
merupakan hasil yang diharapkan dari paket kebijakan yang mencakup 
devaluasi di dalamnya, akan mengakibatkan kenaikan upah yang akan 
menenggelamkan penurunan yang sangat kecil karena inflasi. Devaluasi 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paket kebijakan yang 
bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor barang jadi Indonesia 
dan karenanya dapat dijustifikasi meskipun berdampak pada kenaikan 
inflasi.  

Manfaat dari peningkatan jumlah anggota keluarga dengan 
pekerjaan yang layak dan tetap  

Seperti telah disebutkan sebelumnya, cara paling efektif  untuk 
meningkatkan penghasilan kelompok berpenghasilan rendah adalah 
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dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan dengan upah 
tetap di sektor formal bagi mereka yang sebelumnya memiliki pekerjaan 
dengan penghasilan rendah dan tidak tetap serta produktivitas rendah 
di sektor informal. Pekerja industri rata-rata menerima upah 80 
persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah pekerja pertanian 
ketika mereka bekerja selama 22,5 hari dalam satu bulan. Di bulan-
bulan tertentu, perbedaannya lebih besar lagi. Sebagian pekerja sektor 
informal lainnya mempunyai penghasilan di bawah pekerja pertanian. 
Jika satu orang angota keluarga berhasil berpindah dari pekerjaan di 
sektor pertanian atau sektor informal lainnya ke pekerjaan di sektor 
manufaktur, penghasilan keluarganya akan langsung meningkat dan 
menjadi lebih stabil. Untuk keluarga dengan empat anggota yang 
bekerja, peningkatan penghasilannya adalah 20 persen per orang.  

Apabila anggota kedua suatu keluarga dipekerjakan oleh perusahaan 
industri atau konstruksi, grosir, bank, atau operator telepon seluler, 
penghasilan keluarga tersebut akan kembali meningkat. Resiko tidak 
menerima penghasilan dalam minggu atau bulan tertentu akan 
berkurang dengan drastis. Jika presiden baru mengadopsi program 
untuk menciptakan empat juta pekerjaan yang layak dan produktif  bagi 
pekerja yang sebelumnya berada di kategori surplus, hasilnya penghasilan 
empat juta keluarga akan meningkat, tanpa meningkatkan upah. Ketika 
upah naik di negara-negara lain, posisi kompetitif  Indonesia akan 
meningkat bersama dengan naiknya penghasilan pekerja.

Mengurangi biaya peraturan ketenagakerjaan. Peraturan 
pembayaran pesangon saat ini membuat semua pihak 
yang terlibat sama-sama kalah. Sistem sukarela yang 
membuat semua pihak sama-sama menang (win-win) akan 
meningkatkan tunjangan bagi pekerja dan mengurangi biaya 
bagi pemberi kerja 

Terdapat banyak peraturan ketenagakerjaan yang memberikan manfaat 
nyata bagi pekerja, terutama dalam mengurangi resiko cedera. Ada 
peraturan lain yang tidak terlalu bermanfaat tapi tidak menimbulkan 
kerugian. Pengaturan pemberian pesangon saat ini dianggap sebagai 
manfaat yang besar bagi pekerja dan di sisi lain sebagai beban biaya 



109 Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

yang besar bagi pemberi kerja. Kenyataannya, kedua pihak sama-sama 
kalah (lose-lose): pekerja hanya mendapatkan manfaat yang terbatas, 
sementara pemberi kerja mengeluarkan biaya besar. Namun segala 
upaya untuk mengubahnya telah gagal.

Biaya bagi peker ja dan pemberi ker ja. Pada tahun 2013, peraturan pemberian 
pesangon diperketat. Pegawai tetap, jika diberhentikan, akan menerima 
lebih dari 20 persen upah tahunannya untuk setiap tahun ia bekerja. 
Hal ini, seperti peraturan ketenagakerjaan lainnya, dianggap lebih 
menyulitkan dibandingkan dengan peraturan serupa di seluruh negara 
pesaing utama kita. Jika para pekerja di sebuah perusahaan rata-rata 
telah bekerja selama 10 tahun, maka biaya memberhentikan mereka 
adalah 2,2 kali dari upah tahunan mereka. Ini akan mengakibatkan 
kerugian besar apabila pabrik ditutup sementara selama periode minim 
permintaan. Bahayanya adalah kewajiban membayar pesangon untuk 
pekerja yang tidak bekerja secara efektif  dapat mendorong perusahaan 
menuju kebangkrutan dan pengabaian. Biaya pesangon yang tinggi juga 
memberikan insentif  yang kuat untuk meminimalisir jumah pekerja 
dengan menggantinya dengan mesin. 

Terbatasnya manfaat nyata bagi peker ja. Pada kenyataannya, pesangon 
hanya memberikan sedikit manfaat nyata bagi pekerja. Menurut studi 
Bank Dunia (2010), hanya delapan persen dari mereka yang berhak mendapatkan 
pesangon benar-benar mendapatkan jumlah yang seharusnya mereka dapatkan, 
25 persen lainnya menerima sebagian dan mengejutkannya, 67 persen dari mereka 
tidak menerima uang pesangon sama sekali. Karena jumlah ini berlaku pada 
pekerja yang berhak mendapatkan pesangon, hanya kurang dari 10 
persen tenaga kerja yang memperoleh manfaat. Hal ini terjadi akibat 
banyak pemilik perusahaan yang tidak memperoleh keuntungan dan 
berencana memberhentikan pekerja mereka, meminjam uang sebanyak 
mungkin, menjual inventaris lalu kemudian meninggalkan pabriknya 
dan menghilang. Trik lain yang digunakan oleh pemberi kerja adalah 
merekrut beberapa pegawai tetap, tetapi memenuhi pabriknya dengan 
pekerja kontrak yang kontraknya berakhir sebelum mereka bekerja 
selama tiga tahun. Pekerja kontrak baru direkrut untuk masa kurang dari 
tiga tahun. Dengan hanya sedikit pegawai tetap, hanya ada beberapa 
orang yang berhak mendapatkan pesangon. Sementara itu perusahaan 
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lainnya memastikan ukuran perusahaannya tidak bertambah besar 
sehingga harus tunduk kepada berbagai peraturan ketenagakerjaan. 

Berhasilnya resistensi untuk mengakhiri sistem tersebut. Akan tetapi, karena 
peraturan tentang pesangon menjanjikan manfaat substansial bagi 
pekerja yang terorganisir, dapat dimengerti bahwa mereka tidak akan 
menyerah begitu saja kecuali dijanjikan sesuatu yang lebih baik. Usaha 
untuk melakukan perubahan telah ditanggapi dengan pemogokan, 
demonstrasi, tekanan politik, dan terkadang kekerasan yang berujung 
pada ditariknya, secara terburu-buru, usulan perubahan ini oleh sponsor 
pemerintah mereka. Bahkan jika manfaatnya lebih teoritis ketimbang 
nyata, pekerja tidak bersedia menyerahkan hak sah mereka untuk 
mendapatkan pesangon tanpa memperoleh sesuatu sebagai gantinya.

Biaya riil bagi sebagian pemberi ker ja. Sementara sebagian besar perusahaan 
yang merugi menghindari kewajiban mereka untuk membayar 
pesangon, perusahaan yang besar dan sukses harus mematuhinya. Jika 
mereka berorientasi pada ekspor dan harus mempertahankan standar 
mutu, mereka akan memilih pekerja tetap yang kompetensinya akan 
berkembang seiring waktu. Undang-undang mengharuskan perusahaan 
untuk menyisihkan biaya yang substansial, bahkan jika mereka tidak 
pernah memberhentikan pekerjanya. Perusahaan diharuskan untuk 
menambahkan kewajiban pembayaran pesangon sebagai kewajiban 
bersyarat dalam neracanya. Jumlahnya adalah 22 persen dari tagihan 
upah mereka setiap tahun pekerja tersebut bekerja disana. Jika rata-rata 
sebagian besar pekerja tetap bekerja di perusahaan yang sama selama 
10 tahun, ini artinya lebih dari dua kali lipat dari tagihan upah tahunan 
akan menjadi kewajiban bersyarat. Jumlah ini merupakan beban yang 
besar di dalam neraca perusahaan dan mungkin dapat melebihi aset dari 
perusahaan tersebut. Kewajiban bersyarat besar tersebut menyulitkan 
perusahaan untuk meminjam dana, karena itu pesangon merupakan 
penghambat investasi, terutama di industri padat karya.

Kemungkinan solusi menang-menang: perpindahan secara sukarela ke sistem 
asuransi pengangguran. Banyak ide bagus telah diusulkan untuk mengatasi 
permasalahan di atas, tetapi tidak ada yang dilaksanakan karena 
resistensi dari serikat pekerja. Sebuah pembaruan yang hanya berlaku 
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di perusahaan atau industri yang disepakati baik oleh pekerja dan 
pemberi kerja mungkin memakan waktu untuk dapat dilaksanakan, 
tetapi memiliki peluang lebih baik untuk dilaksanakan dibandingkan 
dengan usulan yang sangat ditentang oleh pekerja.

Alternatif  yang dapat berhasil adalah:

• bersifat sukarela, dan

• fleksibel dalam arti dapat diterapkan oleh sebagian perusahaan dan 
industri, tapi tidak diterapkan oleh sebagian yang lain

Melaksanakan perubahan pada semua perusahaan dan pekerja di saat 
yang sama mungkin secara politik sulit dilakukan. Daripada melakukan 
hal tersebut, pembaruan hendaknya dimulai di perusahaan atau industri 
besar dimana mayoritas pemberi kerja, serikat pekerja dan para pekerja 
sepakat untuk berpindah dari pembayaran pesangon yang dimandatkan 
Undang-Undang ke sistem jaminan asuransi pengangguran. Undang-
undang yang telah diamandemen harus menyebutkan bahwa jika 
mayoritas perusahaan, serikat pekerja, dan para pekerja di suatu industri 
telah sepakat, maka sistem baru tersebut akan mulai berlaku.  

Pemberi kerja akan membayar persentase yang lebih kecil dari kewajiban 
upah mereka ke dalam dana asuransi pengangguran dibandingkan 22 
persen yang kini harus disisihkan menurut undang-undang tentang 
pesangon. Jumlah tepatnya akan tergantung pada perundingan antara 
pekerja, serikat pekerja, dan pemberi kerja. Kontribusi 10 persen berarti 
sekitar dua kali lipat dari yang sekarang dibayarkan pemberi kerja, 
tetapi kurang dari separuh kewajiban bersyarat yang kini harus mereka 
sisihkan. Jumlah tersebut akan berarti separuh dari yang kini berhak 
didapatkan pekerja, tapi dua kali lipat dari jumlah sebenarnya yang 
rata-rata mereka terima. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

Subsidi pemerintah dapat dijustifikasi, karena masyarakat 
berkepentingan untuk mengakhiri sistem pembayaran pesangon yang 
ada saat ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan 
lapangan pekerjaan. Jika subsidi tersebut besar di tahun pertama dan 
berkurang setiap tahun setelahnya, hal itu akan mendorong serikat 
pekerja dan pemberi kerja untuk menjadi pelopor dari sistem yang baru.
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Pemberi kerja tidak perlu lagi membayar pesangon hanya jika mereka 
telah membayarkan jumlah yang cukup untuk menutupi biaya pesangon 
sesuai dengan sistem yang baru. Ketentuan tersebut sangat penting, 
karena jika tidak, perusahaan dan pekerja akan bergabung dengan 
program yang baru sebelum perusahaan bangkrut dan melimpahkan 
tanggung jawab pembayaran pesangon kepada dana asuransi tersebut.

Keuntungan besar dari pendekatan ini adalah:

• Pemberi ker ja membayarkan jumlah lebih sedikit dari yang mereka harus 
bayarkan dan sisihkan sekarang sebagai kewajiban; peker ja memperoleh 
lebih banyak dari jumlah aktual yang mereka terima sekarang. 

• Dengan beban untuk membayar pesangon berkurang, sektor manufaktur 
Indonesia akan lebih mampu bersaing di pasar dunia.   

• Tidak ada lagi keuntungan untuk menggunakan tenaga ker ja sementara atau 
kontrak, karena pemberi kerja membayar persentase kewajiban 
upah yang sama untuk pekerja sementara atau kontrak dan 
pekerja “permanen”. Ketenagakerjaan yang stabil berdampak 
pada meningkatnya produktivitas pekerja dan naiknya standar 
kualitas, karena pemberi kerja menggunakan pekerja permanen 
dan diuntungkan oleh pengalaman dan keterampilan yang 
diperoleh seiring waktu oleh para pekerja permanen tersebut.

• Pasar tenaga ker ja menjadi lebih fleksibel karena setelah sebagian 
besar perusahaan menjadi bagian dari sistem yang baru, jumlah 
pesangon yang harus dibayarkan tidak lagi bergantung pada 
pekerja tetap yang bekerja di perusahaan yang sama. Kontribusi 
pemberi kerja dibayarkan mulai dari saat pekerja direkrut. 
Pekerja tidak kehilangan manfaat apabila mereka pindah dari 
satu perusahaan ke perusahaan lain. 

Memberikan insentif  untuk industri ekspor padat karya

Bersaing di pasar dunia itu cukup sulit. Secara historis pemerintah telah 
memberikan sejumlah subsidi untuk membantu agar perusahaan domestik 
sukses. Subsidi terbuka tidak lagi diperbolehkan menurut WTO dan 
peraturan lainnya. Akan tetapi, pemerintah dapat melaksanakan fungsi-
fungsi tradisionalnya sedemikian rupa untuk mendukung para eksportir. 
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Insentif  yang paling efektif  bagi Indonesia adalah insentif  yang 
mendorong penciptaan lapangan pekerjaan yang layak bagi surplus 
pekerja. Membantu surplus pekerja mendapatkan pekerjaan yang 
produktif  hampir merupakan keuntungan murni bagi ekonomi. Para 
surplus pekerja tersebut kini hanya menambahkan sedikit ke pendapatan 
nasional, atau malah tidak menambahkan apa-apa. Jadi, apabila 
diperlukan sejumlah kecil subsidi untuk mendorong pemberi kerja agar 
menggunakan pekerja tersebut dalam pekerjaan yang produktif, hal ini 
dapat dijustifikasi murni karena alasan ekonomi. Apabila subsidi itu 
membantu perusahaan baru untuk dapat masuk ke dalam pasar ekspor, 
maka subsidi tersebut menciptakan manfaat ganda. 

1. Zona Pemrosesan Ekspor atau Export Processing Zones (EPZ) dimana 
pemerintah memberika pelayanan gratis atau berbiaya rendah 
untuk menyeimbangkan upah yang rendah.

 Pemerintah nasional hendaknya menetapkan Zona Pemrosesan 
Ekspor di wilayah-wilayah yang saat ini memiliki upah rendah 
karena kemiskinan yang menyebar seperti di Jawa Tengah, sebagian 
Jawa Timur, Lampung, dan lainnya. EPZ ini akan menyediakan 
infrastruktur dan lahan untuk perusahaan yang mengekspor 
setidaknya 60 persen dari output mereka. Zona tersebut akan 
memiliki upah minimum di bawah kabupaten-kabupaten yang 
berada di sekelilingnya, dengan persentase tertentu. Dengan 
demikian beban biaya tenaga kerja bagi pemberi kerja dapat 
berkurang. 

 Pemerintah nasional akan memberikan insentif  bagi pekerja untuk 
menerima upah yang lebih rendah:

i. Pemerintah akan menyediakan perumahan murah bagi para 
pekerja dan keluarga mereka. Penyediaan perumahan murah 
merupakan salah satu fungsi pemerintah yang diakui di seluruh 
dunia. Dengan menyediakan rumah bersubsidi yang dekat 
dengan EPZ, pemerintah akan membantu menurunkan upah 
lebih jauh lagi.

ii. Pemerintah dapat pula memberikan layanan kesehatan dan 
pendidikan gratis sampai Sekolah Menengah Umum/Sekolah 
Menengah Atas bagi pekerja dan keluarga mereka.   
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iii. Bagi pekerja yang tinggal jauh dari Zona Pemrosesan Ekspor 
dan harus menghabiskan uang yang cukup banyak untuk 
transportasi, pemerintah dapat memberikan voucher/kupon 
transportasi untuk membayar separuh atau lebih ongkos bus 
menuju dan dari EPZ. 

iv. Pemerintah dapat menyediakan makanan bersubsidi di kantin-
kantin EPZ dan disekolah-sekolahnya.

 Langkah-langkah ini akan menurunkan biaya tenaga kerja 
bagi perusahaan yang ingin berlokasi di Zona Pemrosesan 
Ekspor. Pemerintah hanya akan melaksanakan fungsi seperti 
yang dilakukan pemerintah di seluruh dunia, sehingga hal ini 
diperbolehkan menurut perjanjian-perjanjian yang sudah ada. 

2. Sistem Pengembalian Bea Masuk (Drawback System) untuk Pajak dan 
Tarif  yang memberikan insentif  untuk menggerakkan produksi 
dalam negeri dan ekspor. Di masa lalu, Indonesia mempunyai 
sistem pengembalian bea masuk yang berhasil dengan baik dan 
memberikan sedikit insentif  baik bagi eksportir dan pemasok 
mereka. Dalam sistem pengembalian bea masuk yang tradisional, 
eksportir yang mengimpor barang-barang yang digunakan dalam 
produksi ekspor membayar tarif, pajak, dan biaya lainnya di muka 
dan mencatat apa saja yang telah dibayar. Dokumentasi ini lalu 
diserahkan kepada pejabat pemerintah ketika ekspor dengan 
menggunakan barang-barang impor tersebut telah terjadi. Pejabat 
tersebut memverifikasi bahwa impor ini sah; dalam arti impor 
benar-benar terjadi; dan barang yang diimpor digunakan untuk 
produksi ekspor. Jika semuanya sudah diperiksa dengan baik, pejabat 
tersebut memberikan wewenang untuk mengembalikan pajak, tarif, 
dan biaya yang telah dibayarkan oleh eksportir tersebut. 

 Biasanya dibutuhkan waktu satu tahun dari saat eksportir 
membayarkan pengeluaran hingga ia menerima penggantiannya. 
Waktu yang diperlukan tergantung pada pejabat yang juga 
menentukan seberapa banyak dari pengeluaran tersebut yang 
sah adanya. Menurut laporan, 50 persen dari pengembalian bea 
masuk dianggap biaya yang pantas untuk mempercepat prosesnya. 
Karena itu, rata-rata eksportir telah membayar bunga selama satu 
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tahun dan biaya untuk mempercepat proses. Dengan demikian, 
pengembalian bersihnya menjadi sekitar 40 persen dari total biaya 
yang dikeluarkan.

 Sistem yang telah ditingkatkan memiliki beberapa perbedaan, 
yaitu:

i. Eksportir berhak atas pengembalian bea masuk segera setelah 
ia dapat menunjukkan Surat Kredit (Letter of  Credit) yang 
menunjukkan ia telah dibayar oleh pembeli asing. Tidak ada 
penundaan.

ii. Tidak ada suap. Pengembalian bea masuk dibayarkan oleh 
bank, bukan kantor pemerintah. Jika eksportir diminta untuk 
menyuap, ia hanya perlu menggunakan bank yang berbeda.

iii. Pengembalian bea masuk dibayarkan sesuai dengan koefisien 
standar yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai ilustrasi, 
kita akan menggunakan angka hipotesis: produsen pakaian 
dapat diasumsikan mengimpor kain senilai 20 persen dari nilai 
pakaian yang ia ekspor, ditambah impor kancing 10 persen. 
Total impor yang dibutuhkan untuk pakaian tersebut menjadi 
30 persen. Tarif  untuk impor adalah 20 persen. Jadi, eksportir 
diasumsikan telah menggunakan enam persen dari nilai pakaian 
tersebut untuk tarif  barang impor. Maka, eksportir tersebut 
berhak memperoleh pengembalian bea masuk sebesar enam 
persen dari nilai pakaian yang diekspor. Eksportir tersebut 
tidak perlu membuktikan bahwa ia mengimpor sesuatu dan 
telah membayar pajak dengan jumlah tertentu.   

Proses yang lebih cepat dan sedikit insentif  yang bersumber dari 
Indonesia sangat membantu eksportir dan calon pemasok dalam negeri.

Kesimpulan:

Faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan dua digit adalah kehadiran 
sekitar 20 juta pekerja “surplus” di Indonesia. Mereka dianggap surplus 
karena pekerjaan mereka hanya berkontribusi sedikit terhadap pendapatan 
nasional, meski bekerja dengan jam kerja yang panjang. Mereka 
bekerja meskipun tidak dibutuhkan, karena masyarakat miskin tidak 
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boleh menganggur. Mereka membutuhkan pekerjaan dan penghasilan 
untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak dapat menemukan pekerjaan 
yang produktif, maka mereka bergabung dengan kegiatan “pembagian 
pekerjaan dan penghasilan” dimana selalu ada ruang untuk tambahan 
pekerja: di sebidang lahan kecil keluarga dimana mereka berbagi hasil 
yang diproduksi disana; sebagai penjual keliling, penyemir sepatu, 
pemulung kertas, atau tenaga penjual tambahan di toko-toko keluarga.  

Jika 20 juta surplus pekerja ini dapat menemukan pekerjaan yang 
produktif, mereka akan meningkatkan pendapatan per kapita di 
Indonesia dari Rp. 39 juta di tahun 2013 menjadi Rp. 53 juta di tahun 
2019, dan penghasilan mereka sendiri akan naik dua kali lipat.  

Tantangan besar bagi mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang 
produktif  adalah tingkat upah di Indonesia yang lebih tinggi dua hingga 
tiga kali lipat dibandingkan di negara-negara Asia lain yang berkompetisi 
untuk memperoleh bagian dari pasar Tiongkok dalam bidang ekspor 
padat karya. Karena tujuan kita adalah untuk meningkatkan penghasilan 
pekerja Indonesia, ketimpangan antara upah di Indonesia dan negara-
negara pesaing tidak dapat ditutup dengan mengurangi upah riil, yaitu 
daya beli para pekerja Indonesia.  

Kebijakan yang mengurangi biaya tenaga kerja bagi usaha di Indonesia 
dalam rangka meningkatkan daya saing mereka tanpa mengurangi 
penghasilan pekerja meliputi:

i. Meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia dengan 
menggunakan dana yang dihasilkan pemerintah untuk 
mendukung pelatihan dan pendidikan umum yang dilakukan 
oleh industri. Produktivitas tenaga kerja Indonesia sudah lebih 
tinggi dibandingkan dengan pekerja di Bangladesh, dimana 
disana pabrik seringkali ditutup karena pemogokan politik. 

ii. Menstabilkan upah di Indonesia sementara upah naik di 
negara-negara lainnya untuk mengurangi kesenjangan upah 
di Indonesia dan di negara lain. Menstabilkan tingkat upah 
Indonesia mungkin dilakukan apabila penghasilan pekerja 
meningkat saat empat juta pekerja dalam setahun berpindah 
dari kategori surplus menjadi pekerja di dalam pekerjaan yang 
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layak dan produktif  dengan penghasilan hampir dua kali lipat. 

iii. Kebijakan kuat yang dapat mengurangi kesenjangan biaya 
tenaga kerja adalah devaluasi nilai tukar secara memadai guna 
menjamin bahwa upah di Jawa Tengah tidak melebihi upah di 
Bangladesh sebesar lebih dari 50 persen atau 60 persen. Saat 
ini, untuk mencapai hal tersebut, nilai tukar yang dibutuhkan 
adalah antara Rp. 12.500/dollar AS  hingga Rp. 13.300/dollar 
AS . Devaluasi tersebut akan meningkatkan biaya impor dan 
mengurangi harga ekspor, sehingga mengurangi impor dan 
merangsang ekspor sekaligus meningkatkan produksi dalam 
negeri, lapangan pekerjaan, dan penghasilan.  

 Devaluasi juga mempercepat inflasi. Mereka yang termasuk 
ke dalam 40 persen penduduk termiskin harus diberikan 
kompensasi sehingga biaya hidup yang lebih tinggi tidak akan 
mengurangi penghasilan riil mereka. Harga dari setidaknya 
separuh dari makanan yang dikonsumsi oleh 40 persen 
penduduk termiskin dapat distabilkan dengan mengurangi 
tarif  beras impor dan memberikan subsidi untuk makanan 
yang terutama dikonsumsi oleh kelompok penduduk dengan 
penghasilan rendah.

 Dengan kompensasi ini, devaluasi satu kali sebesar 15 persen 
akan meningkatkan biaya hidup pekerja sebesar empat persen, 
sehingga mengurangi daya beli mereka sebesar kurang dari 
0,5 persen selama satu tahun. Tapi, peningkatan permintaan 
tenaga kerja sebagai akibat dari meningkatnya daya saing 
ekspor Indonesia akan memicu kenaikan upah riil lebih besar 
lagi. Dampak inflasi akan tertutupi dengan kenaikan upah 
karena meningkatnya permintaan akan tenaga kerja.  

iv. Meningkatkan daya saing ekspor padat karya Indonesia melalui 
penetapan Zona Pemrosesan Ekspor atau Export Processing Zones 
(EPZ) di wilayah-wilayah yang memiliki upah rendah. EPZ akan 
diperbolehkan membayar upah minimum di bawah kabupaten-
kabupaten disekelilingnya, dengan pekerjanya diberikan 
kompensasi melalui pelayanan pemerintah bersubsidi, yang 
dapat secara sah diberikan oleh pemerintah, yaitu: 
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• Perumahan murah
• Sekolah gratis hingga SMU/SMA
• Pelayanan kesehatan gratis
• Voucher/kupon transportasi bagi pekerja yang tinggal jauh 

dari EPZ
• Memberikan makanan bersubsidi di kantin-kantin EPZ 

bagi pekerja dan anak-anak mereka di sekolah.

v. Menghidupkan kembali sistem pengembalian bea masuk yang 
memberikan sedikit insentif  bagi eksportir dan perusahaan 
yang memasok input eksportir tersebut. Ciri utamanya adalah 
mekanisme pengembaliannya diberikan lebih awal untuk setiap 
barang yang diekspor. Tidak perlu lagi membuktikan bahwa 
input telah diimpor atau tarif  telah dibayar. 

vi. Perpindahan secara bertahap dan sukarela dari sistem 
pesangon yang ada sekarang, yang mahal bagi pemberi kerja 
yang mematuhinya dan hanya memberikan sedikit manfaat 
bagi pekerja. Perpindahan ini akan mengurangi biaya bagi 
pemberi kerja dan meningkatkan manfaat aktual yang diterima 
para pekerja. 
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Bab 6. 
Meningkatkan Infrastruktur dan Mengurangi 
Biayanya adalah Komponen Penting lain 
untuk Meningkatkan Daya Saing

Keluhan tentang tidak memadainya dan tingginya biaya infrastruktur 
telah menjadi bagian dari setiap analisis permasalahan ekonomi 
Indonesia sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Beberapa kemajuan telah 
berhasil dilakukan, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan dalam 
nilai logistik di Tabel 7. Namun keluhan tetap datang, dan memang 
pantas untuk dilayangkan. Mengurangi biaya infrastruktur secara 
signifikan akan sangat meningkatkan daya saing Indonesia. Berbagai 
langkah untuk mengatasi masalah ini telah direkomendasikan selama 
bertahun-tahun dan tidak ada gunanya mengulangi hal tersebut disini. 
Bab ini akan menekankan pada perubahan kebijakan atau program 
yang belum diusulkan atau belum mendapatkan penekanan yang besar.

Mengurangi biaya infrastruktur sangatlah penting untuk meningkatkan 
kemampuan Indonesia untuk bersaing. Bagi sebagian besar industri 
padat karya, biaya tenaga kerja dapat berjumlah sepertiga dari total 
biaya produksi. Seluruh biaya infrastruktur – terutama listrik dan 
transportasi – biasanya adalah bagian besar lainnya. Biaya tenaga 
kerja dapat dikurangi tanpa menurunkan daya beli pekerja, tapi hanya 
sampai pada tingkat tertentu. Mengurangi biaya infrastruktur merupakan 
metode utama untuk mengurangi total biaya dan meningkatkan daya saing. 

Tanpa lebih banyak investasi di sektor publik, peningkatan 
infrastruktur akan tetap menjadi mimpi

Permasalahan kuncinya adalah pemerintah pusat menghabiskan 
terlalu sedikit uang untuk pembangunan infrastruktur. Ini sudah 
menjadi pengetahuan umum, tetapi terkadang besarnya permasalahan 
ini tidak terlalu diketahui. Pengeluaran oleh pemerintah pusat untuk 
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membangun jalan atau jalur kereta api, memperluas bandara atau 
membangun pembangkit tenaga listrik baru diperkirakan dalam 
Bab 7 hanyalah kurang dari satu persen dari pendapatan nasional. 
Berdasarkan pengalaman negara lain, nilai minimum yang dibutuhkan 
adalah lima persen. Karena bertahun-tahun kurang didanai sehingga 
menghasilkan tunggakan pekerjaan yang besar bagi Indonesia, jumlah 
tersebut benar-benar batas minimumnya. Kami merekomendasikan 
pengeluaran untuk infrastruktur mencapai 6,5 persen di tahun 2019.

Peningkatan pengeluaran yang dibutuhkan memang sangat besar. 
Dari kurang dari satu persen PDB di tahun 2014, menjadi 6,5 persen 
di tahun 2019, yaitu setara dengan Rp. 840 triliun, ekuivalen dengan 
70 miliar dollar AS. Meski demikian, jumlah ini harus dianggap 
peningkatan yang minimum, karena Indonesia perlu mengejar 
ketertinggalan setelah bertahun-tahun kekurangan dana.

Menggunakan investasi swasta untuk mengkompensasikan 
kekurangan pemerintah

Bahkan jika pemerintah pusat menerapkan reformasi pajak dan 
mengakhiri subsidi BBM, lalu berhasil mengendalikan sejumlah besar 
dana, mereka tetap butuh waktu agar dana tersebut dapat digunakan 
secara efisien untuk infrastruktur. Kapasitas pelaksanaan badan-
badan pemerintah terkait terbatas. Investasi swasta dapat mendukung 
pemerintah baik dalam hal penggalangan dana dan pelaksanaan 
proyek. Namun jelas investor swasta hanya bersedia melakukan ini jika 
investasi mereka menghasilkan laba yang cukup tinggi dibandingkan 
investasi alternatif  lain. Pada suatu saat di masa lalu, jalan tol 
merupakan infrastruktur yang cukup menguntungkan dan investor 
swasta bersedia mengucurkan dana awal besar yang diperlukan untuk 
membangunnya.  

Sebagian besar infrastruktur dapat dibangun oleh swasta karena 
proyek-proyek tersebut dapat menghasilkan tingkat pengembalian 
pasar bagi investor. Pembangkit listrik, transmisi daya, pelabuhan, 
bandara, sistem telepon seluler dan jasa kurir adalah contoh-contoh 
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fasilitas infrastruktur yang dapat menghasilkan pengembalian serta 
dapat dan telah dilaksanakan oleh investor swasta. 

Meskipun demikian, hanya ada sedikit investasi dan kepemilikan 
swasta terhadap fasilitas infrastruktur. Hal ini karena: 

i. Sebagian besar investasi infrastruktur memberikan pelayanan 
umum yang seharusnya tersedia bagi sebagian besar atau 
seluruh masyarakat, bahkan apabila sebagian wilayah atau 
kelompok tidak mampu membayar harga pasarnya. Contoh, 
sebagian besar pemerintah ingin memperluas jaringan listrik 
ke wilayah yang berpenduduk jarang atau tempat-tempat 
dimana sebagian besar penduduknya miskin dan tidak mampu 
membayar biaya penyediaan listrik secara penuh. 

ii. Sebagian besar investasi infrastruktur juga memiliki unsur-
unsur monopoli alami. Contohnya, merupakan pemborosan 
untuk menyambung dua jalur bervoltase tinggi yang saling 
berkompetisi dari satu sumber bertenaga air ke seluruh kota-
kota besar. Biaya investasi akan naik dua kali lipat tanpa 
adanya efisiensi. Tapi monopoli harga merupakan sesuatu 
yang tidak diinginkan, karena mereka dapat membebankan 
harga yang setinggi langit untuk mendapatkan keuntungan 
besar.  

iii. Di Indonesia, seperti di kebanyakan negara lain, politik atau 
undang-undang memandatkan bahwa sebagian pelayanan 
infrastruktur dimiliki oleh publik, dan terdapat batasan 
yang tegas untuk kepemilikan asing. Contohnya, jaringan 
listrik di Indonesia menurut undang-undang adalah bentuk 
dari monopoli terselubung (virtual monopoly) dari Perusahaan 
Listrik Negara, atau PLN.  

Kemitraan publik-swasta pada suatu waktu pernah dipromosikan 
sebagai cara ideal untuk membangun banyak infrastruktur sekaligus 
mengatasi unsur-unsur pelayanan publik dan monopoli alami, serta 
menjamin kepemilikan publik. Akan tetapi kemitraan seperti itu 
terbukti sulit dikelola dan tidak berperan penting dalam memperoleh 
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investasi yang memadai untuk pembangunan infrastruktur. Isu 
utamanya selalu adalah berapa biaya yang dibebankan kepada 
pengguna fasilitas infrastruktur tersebut.  

Memperluas solusi cerdas Indonesia, “pembagian 
produksi”, untuk meningkatkan investasi dan efisiensi 
dalam infrastruktur

Indonesia membuat kontrak pembagian produksi di industri migas 
untuk menarik investasi swasta dan teknologi. Itu merupakan cara 
cerdas untuk memanfaatkan kompetensi teknis serta sumber daya 
manajerial dan keuangan dari perusahaan swasta tanpa menyerahkan 
kepemilikan atau pengendalian harga. Seharusnya Indonesia dapat 
membuat cara-cara cerdas lainnya untuk memperoleh apa yang 
dibutuhkan dari perusahaan swasta domestik atau asing, tetapi di 
saat yang sama, menyerahkan pembuatan keputusan yang menurut 
undang-undang atau politik tidak boleh dibuat oleh perusahaan swasta 
atau asing kepada masyarakat Indonesia.  

Melibatkan sektor swasta secara besar-besaran dalam pembangunan 
infrastruktur hanya dapat diterima apabila kebijakan pemerintah 
mengakui hal-hal berikut ini:

1. Meningkatkan infrastruktur dan mengurangi biayanya 
akan membawa manfaat besar bagi ekonomi dan pekerja 
Indonesia. Dua alasan utama mengapa Indonesia merupakan 
negara dengan ekonomi berbiaya tinggi adalah infrastruktur 
dan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja tidak dapat terlalu 
banyak dikurangi tanpa merugikan pekerja, jadi mengurangi 
biaya infrastruktur sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing.  

2. Sulit untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk 
infrastruktur secepat yang diinginkan, dan sulit pula untuk 
meningkatkan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan 
program investasi yang jauh lebih besar. Menggunakan perusahaan 
swasta untuk meningkatkan baik pendanaan maupun pelaksanaan 
merupakan hal yang penting untuk mengatasi permasalahan terkait 
infrastruktur. 
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3. Melibatkan perusahaan swasta dalam pembangunan 
infrastruktur dapat menimbulkan biaya politik, terutama 
dengan perusahaan asing. Namun akan ada manfaat politik dan 
ekonomi yang besar jika infrastruktur yang lebih baik berkontribusi 
terhadap peningkatan pertumbuhan dan penciptaan jutaan peker jaan 
yang layak.    

Bisa jadi terdapat manfaat politik dari retorika dan tindakan anti 
swasta, terutama anti swasta asing. Namun baik manfaat politik 
maupun ekonominya hanya dapat diperoleh dengan melibatkan 
perusahaan swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.  

Pendekatan pembagian produksi dapat berhasil untuk bandara, pelabuhan pipa 
gas, dan pembangkit listrik. Selain itu juga bisa berhasil untuk distribusi 
listrik, meskipun tidak seberhasil proyek-proyek infastruktur lainnya 
yang disebutkan sebelumnya. Fasilitas tersebut tetap akan dimiliki 
pemerintah atau terus dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
seperti PLN. Oleh karena itu tidak akan ada masalah hukum atau 
politik dengan kepemilikan utilitas oleh swasta. Perusahaan swasta 
tersebut akan membiayai, membangun, dan mengoperasikan fasilitas 
tersebut untuk jangka waktu tertentu. Mereka berhak memperoleh 
bagian dari penghasilan fasilitas tersebut, dimana bagian tersebut 
cukup memadai untuk membayar biaya investasi dan memperoleh 
laba yang wajar, dengan mempertimbangkan resiko yang ditanggung 
oleh investor.  

Ada beberapa resiko yang dapat timbul, yaitu: [i] resiko nilai tukar, 
karena sebagian besar invetasi biasanya dilakukan dengan mata uang 
asing dan seluruh penghasilan akan didapat dalam rupiah; [ii] resiko 
penghasilan yang didapat kurang dari yang telah diramalkan; [iii] dan 
resiko pemerintahan yang baru akan mengubah syarat dan ketentuan 
kontrak. Semakin tinggi bagian penghasilan yang akan diterima 
investor, semakin singkat periode pengembaliannya, dan karenanya 
semakin kecil resikonya. Jika titik impasnya, saat dimana investor 
telah menutup investasinya, terjadi jauh di masa depan, maka segala 
resiko akan semakin sulit diramalkan dan investor akan membutuhkan 
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pengembalian yang lebih besar untuk mengkompensasikan resiko yang 
lebih besar pula. Pemerintah dapat mengurangi resiko dan dengan 
demikian mengurangi biaya fasilitas dengan meningkatkan bagian 
penghasilan investor, namun mempersingkat periode saat investor 
menerima penghasilan.

Tentu saja, investor swasta hanya akan tertarik apabila penghasilan 
dari investasi mereka cukup untuk menutupi biaya operasional dan 
bunga serta memperoleh laba. Ini tidak terjadi dalam kasus listrik: saat 
ini biaya untuk menghasilkan listrik tambahan dan menyalurkannya 
ke pelanggan lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayarkan 
banyak pelanggan. Selisihnya ditutupi dengan subsidi pemerintah. Ini 
bukanlah peluang yang menarik bagi investor swasta, kecuali subsidi 
tersebut benar-benar dijamin akan terus ada. Permasalahan ini dibahas 
lebih lanjut di bawah ini. Jika isu tingkat pengembalian ini diatasi, 
maka investor swasta dapat menutupi biaya investasi serta mengurus 
pembangunan bagian substansial dari infrastruktur tersebut, sehingga 
pemerintah dapat berkonsentrasi pada bagian-bagian yang tidak 
memberikan pengembalian langsung.

Persaingan untuk mendorong efisiensi. Kepemilikan swasta bukanlah rumus 
ajaib untuk menjamin efisiensi. Monopoli oleh swasta biasanya tidak 
lebih efisien daripada oleh publik. Efisiensi dapat dicapai melalui 
persaingan, baik perusahaan swasta maupun publik. Jika anda 
takut dibuat bangkrut oleh pesaing anda [perusahaan swasta] atau 
kehilangan pekerjaan anda [perusahaan publik], maka anda akan 
berupaya untuk meningkatkan efisiensi. 

Kontrak pembagian produksi di industri petroleum menjamin suatu 
tingkat efisiensi tertentu melalui proses penawaran kompetitif  untuk 
bidang-bidang produksi. Tujuan yang sama dapat dicapai melalui 
penawaran kompetitif  untuk proyek infrastruktur tertentu. Misalnya, 
seluruh perusahaan ternama di bidang produksi tenaga listrik dapat 
diundang untuk mengajukan penawaran atas pembangki tenaga listrik 
tertentu. Penawar dengan biaya terendah biasanya memenangkan 
kontrak tersebut.  
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Pemerintah mungkin ingin memilih untuk membantu perusahaan 
Indonesia daripada perusahaan asing dalam pelaksanaan proyek 
infrastruktur. Cara terbaik untuk melakukannya adalah memberikan 
bonus kepada penawar Indonesia untuk memperkuat industri 
dalam negeri. Bonus 10 persen berarti perusahaan domestik akan 
memenangkan kontrak selama penawarannya tidak lebih dari 10 
persen diatas penawaran asing yang terendah.

Margin 10 persen untuk perusahaan domestik akan melekatkan 
harga yang diketahui dan transparan terkait preferensi masyarakat 
agar aset infrastruktur dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan 
nasional. Dengan demikian, batasan biaya yang bersedia ditanggung 
masyarakat untuk melibatkan perusahaan nasional dibandingkan 
dengan perusahaan asing jelas terlihat. Ini jauh lebih baik daripada 
menyisakan bagian-bagian tertentu dari infrastruktur untuk dikerjakan 
oleh perusahaan domestik, sebab hal itu menyiratkan bahwa Indonesia 
bersedia membayar dua atau tiga kali lipat untuk infrastruktur ini 
hanya agar infrastruktur tersebut dapat dibangun dan dikelola oleh 
perusahaan Indonesia.  

Prioritas investasi infrastruktur untuk klaster industri 
diluar Jakarta, dimana tanah dan tenaga kerja lebih murah, 
tapi infrastrukturnya buruk 

Wilayah Jakarta, dengan biaya tanah dan tenaga kerja yang tinggi, 
akan terus menarik investasi dalam bidang teknologi dan industri 
padat modal serta industri yang memproduksi untuk pasar domestik 
yang terproteksi. Namun, Jakarta akan sulit untuk memperluas 
ekspor padat karya dengan upah yang mendekati upah di Tiongkok 
dan tiga kali lipat upah di Bangladesh. Industri ekspor padat karya, 
seperti sepatu dan garmen, mulai menempatkan pabrik-pabrik baru 
di wilayah dimana tenaga kerja dan tanahnya lebih murah. Wilayah 
yang memiliki sekumpulan tenaga kerja murah dan tanah yang juga 
murah, serta awal dari infrastruktur yang dibutuhkan adalah wilayah 
Semarang di Jawa Tengah. Biaya di Jawa Timur berada di antara 
Jakarta dan Semarang. Akan tetapi, infrastruktur di kedua wilayah 
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tersebut lebih buruk dibandingkan di Jakarta. Semarang mempunyai 
biaya produksi terendah dan biaya infrastruktur tertinggi dibandingkan 
dengan Jakarta dan Surabaya.

Agar Indonesia mampu bersaing di pasar dunia, wilayah-wilayah yang 
telah menarik investasi baru dan terutama wilayah yang memproduksi untuk ekspor, 
sebaiknya diberikan prioritas untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur. 
Sebuah “dana infrastruktur untuk wilayah pelopor” dapat ditetapkan dengan 
dana tambahan yang tersedia selama tahun pertama pengurangan subsidi 
energi untuk membangun jalan serta meningkatkan pelabuhan dan bandara di 
wilayah yang telah menarik investasi secara signifikan dalam sektor manufaktur, 
dengan perhatian khusus terhadap manufaktur untuk ekspor. Investor swasta 
dalam sektor manufaktur seharusnya merasa yakin bahwa apabila 
mereka berinvestasi di wilayah baru dan mereka memproduksi untuk 
ekspor, maka infrastruktur untuk mendukung investasi mereka akan 
cepat dibangun. Tanpa adanya janji yang dapat dipegang bahwa 
infrastruktur akan meningkat dengan cepat di wilayah-wilayah dengan 
biaya produksi lebih rendah, investor dapat memutuskan bahwa lebih 
aman berinvestasi di negara lain.

Insentif  untuk unit daerah – Kekuatan untuk mengeluarkan 
“Dana Pendamping” 

Dengan adanya desentralisasi, wilayah mana yang menjadi pusat sektor 
manufaktur untuk ekspor sangat tergantung pada tindakan gubernur, 
bupati, dan camat di wilayah tersebut, karena unit pemerintah daerah 
mempunyai kendali atas lebih banyak sumber daya dan memiliki 
lebih banyak kekuasaan dibandingkan tahun 2001. Cara mereka 
menggunakan sumber daya dan kekuasaan ini akan secara umum 
menentukan posisi kompetitif  Indonesia. Jika dalam masa jabatannya 
mereka menggunakan kekuasaan untuk menarik sebanyak mungkin 
penghasilan dari usaha-usaha yang ada dan menghabiskan sumber 
daya mereka terutama untuk kantor, mobil, perjalanan dan staf, mereka 
akan melemahkan kegiatan ekonomi di wilayah mereka. Tentu saja 
semua akan lebih buruk jika mereka korupsi. Jumlah perkara korupsi 
yang aktif  terhadap figur-figur pemerintahan daerah menunjukkan 
bahwa ini adalah permasalahan yang telah tersebar luas.   
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Sebaliknya, pejabat pemerintah daerah dapat mendorong kegiatan 
ekonomi dengan menggunakan dana yang diberikan pemerintah 
nasional untuk berinvestasi pada jalan-jalan setempat, pelayanan 
kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan transportasi lokal. 
Mereka juga dapat memfasilitasi pengajuan untuk mendapatkan izin 
dan persetujuan, serta dapat menyesuaikan kenaikan upah minimum 
sehingga tenaga kerja di wilayah tersebut tidak dihargai terlalu 
mahal di pasar internasional. Ketersediaan “Dana Infrastruktur 
Wilayah Pelopor” dapat memberikan insentif  tambahan bagi pejabat 
pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan dan program yang 
menarik investasi ke wilayah mereka, dan bukan mengadopsi kebijakan 
yang tidak mendorong investasi. 

Jadi, dana khusus untuk pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah 
yang telah menarik sebagian besar investasi swasta mempunyai dua 
tujuan:  

i. Mengembangkan infrastruktur di wilayah-wilayah dimana 
pengembangannya dapat menghasilkan pengembalian 
tertinggi; dan 

ii. Memberikan insentif  bagi pejabat pemerintah daerah untuk 
mengadopsi kebijakan dan program yang akan mendorong 
investasi. 

Dana infrastruktur khusus ini sebaiknya memprioritaskan investasi 
di industri-industri ekspor, karena mereka menghadapi lingkungan 
persaingan yang terberat.

Kegunaan lain dari “Dana Pendamping.” Dana infrastruktur adalah contoh 
dari hibah atau dana pendamping. Dalam sistem desentralisasi manapun, 
pemerintah pusat dapat mendukung dan meningkatkan kebijakan dan 
program positif  dari unit daerahnya melalui sistem dana pendamping. 
Contohnya, jika pemerintah daerah mencurahkan proporsi tertentu 
dari pengeluarannya untuk kesehatan dan pendidikan, pemerintah 
nasional akan memberikan dana “pendamping” tambahan untuk 
kedua kegiatan tersebut. Semakin besar proporsi dana pemerintah 
daerah yang dikeluarkan untuk sektor sosial tersebut, semakin besar 
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dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat 
pula memberikan dana pendamping untuk investasi membangun jalan 
dan fasilitas infrastruktur lainnya. 

Saat ini, pemerintah Indonesia tidak mempunyai dana diskresioner 
yang cukup untuk digunakan dalam program dana pendamping. Jadi, 
pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi permasalahan 
alokasi sumber daya yang tidak tepat oleh beberapa unit daerah. Bab 
7 selanjutnya akan membahas tindakan untuk meningkatkan sumber 
daya yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat. Setelah pemerintah 
pusat memiliki dana diskresioner yang cukup, menggunakannya untuk 
program dana pendamping untuk memobilisasi sumber daya lebih 
besar yang berada di tangan pemerintah daerah dapat membuat 
perbedaan besar dalam kemampuan Indonesia untuk bersaing di 
pasar dunia.  

Perusahaan swasta dapat juga membantu mengatasi 
keterbatasan kapasitas implementasi dari pemerintah

Pemerintah bukan hanya kekurangan dana, tetapi juga mempunyai 
kapasitas terbatas untuk membangun infrastruktur, terutama di 
wilayah yang jauh dari Jakarta dan pusat populasi besar lainnya. Peru 
telah mengizinkan perusahaan swasta untuk mengganti kewajiban 
membayar pajaknya dengan membangun infrastruktur yang tidak 
menghasilkan pengembalian, seperti jalan non tol. Sedikit subsidi 
dapat membuat perusahaan tertarik ikut serta: misalnya perusahaan 
dapat mengganti kewajiban membayar pajak Rp. 500 miliar dengan 
membangun jalan senilai Rp. 475 miliar. Penawaran yang kompetitif  
dapat memastikan pemerintah tidak membayar terlalu tinggi.

Pendekatan ini hanya akan berhasil apabila terdapat pengendalian 
mutu yang efektif. Pengeluaran oleh swasta perlu diverifikasi dengan 
seksama untuk memastikan bahwa proyek memenuhi standar 
kualitas yang dijanjikan. Untuk mengurangi peluang penyuapan dan 
kolusi antara pemeriksa dan pelaksana swasta dari proyek tersebut, 
beberapa perusahaan pengendalian mutu internasional yang mapan 
harus digunakan di awal. Keberhasilan jangka panjang perusahaan-



129 Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

perusahaan tersebut tergantung dari kemampuan mereka menjaga 
reputasi dan karenanya pekerjaan pengendalian mutu mereka biasanya 
dapat diandalkan.

Karena perusahaan swasta membiayai proyek di awal dan juga 
melaksanakannya, pendekatan ini dapat sangat meningkatkan 
infrastruktur yang dapat dibangun dalam satu tahun.

Mengurangi biaya transportasi dengan menyediakan bahan 
bakar murah untuk truk dan bus, tetapi tidak untuk mobil 
pribadi: mengalihkan bahan bakar kendaraan komersial 
menjadi gas alam tanpa membebankan biaya awal pada 
pemiliknya  

Program ini hanya dapat dijalankan di tempat dimana gas alam 
tersedia. Tetapi, program ini dapat diperluas apabila gas alam 
tambahan menjadi tersedia setelah dibangunnya jalur-jalur pipa gas. 
Tujuan utama program ini adalah untuk terus memberikan bahan 
bakar murah untuk bus, truk, dan taksi, sekaligus menghentikan 
subsidi untuk mobil pribadi. Sistem yang dijelaskan di bawah ini telah 
beroperasi secara penuh di Peru sejak 2005.  

Kendaraan komersial (bus, truk, dan taksi) dialihkan ke gas alam 
tanpa membebankan biaya kepada operatornya. Gas alam adalah 
pengganti bensin yang sempurna, tapi lebih murah per BTU. Harga 
gas yang kini diekspor Indonesia cukup rendah, mengingat tingginya 
biaya untuk mengantarkannya kepada konsumen. Biaya tinggi yang 
ditanggung Indonesia mencakup biaya mengalihkan gas menjadi 
cairan, lalu mengangkut cairan tersebut ke negara konsumen dan 
mengalihkannya kembali menjadi gas. Konversi dan transportasinya 
membutuhkan tekanan tinggi dan suhu dingin, dan karena itu 
biayanya mahal. Menggunakan gas dalam sistem bertekanan rendah 
sangat menghemat biaya ini, dan juga sekaligus menghemat biaya 
mengimpor bensin. Intinya, armada komersial akan beroperasi 
dengan sumber daya domestik yang murah dan bukan sumber daya 
impor yang mahal. 
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Biaya mengalihkan armada komersial dari bensin ke gas alam dapat 
ditutup sepenuhnya dengan pinjaman komersial, yang pembayaran 
secara otomatis ditambahkan sebagai biaya tambahan pada setiap 
pembelian bahan bakar. Karena pembayarannya terjamin, biaya 
untuk meminjam dana untuk membiayai pengalihan tersebut dapat 
memiliki bunga yang rendah. Pengalihan mesin berbahan bakar bensin 
merupakan hal yang sederhana dan murah. Teknologi komputer 
untuk identifikasi pengguna telah tersedia dan diuji. Standar untuk 
memutakhirkan stasiun pengisian bahan bakar telah ditetapkan. 
Mengembangkan sistem pengantaran gas alam dapat dilakukan dengan 
cukup cepat: 12 hingga 18 bulan sejak keputusan untuk menggunakan 
sistem pengantaran hingga beroperasinya sistem tersebut merupakan 
jangka waktu yang wajar.

Sistem ini memiliki keuntungan besar lainnya: bahan bakar untuk 
armada komersial dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah 
dibandingkan untuk kendaraan pribadi demi menjaga agar ongkos 
bagi penumpang bus dan biaya untuk pengangkutan barang tetap 
rendah. Bahan bakar bersubsidi ini tidak dapat diselundupkan keluar 
negeri atau dijual ke mobil-mobil pribadi. Karena gas harus terus 
menerus berada di bawah tekanan, mudah sekali untuk memasang chip 
computer yang memverifikasi pengguna akhirnya. Ini akan membuat 
pasar menjadi tersegmentasi: harga yang berbeda dapat dibebankan 
kepada pengguna bersubsidi dan non-bersubsidi; pengguna bersubsidi 
tidak dapat mengalihkan gas ke pengguna non-bersubsidi. Fitur ini akan 
sangat berharga setelah subsidi produk petroleum dikurangi. Biaya 
untuk masyarakat miskin tidak akan meningkat jika armada komersial 
dialihkan ke gas alam, bahan bakar yang sudah murah. Di saat yang 
sama, pemilik mobil yang berpenghasilan lebih tinggi akan membayar 
harga penuhnya.

Subsidi yang ada sekarang mendorong pemborosan bahan bakar 
untuk kegiatan dengan prioritas rendah serta penyelundupan bensin. 
Ini mengurangi sumber daya yang dibutuhkan pemerintah untuk 
membangun infrastruktur dan kebutuhan sosial penting lainnya. 
Dengan mengalihkan sebagian moda transportasi ke gas alam, 
efisiensi ekonomi akan meningkat. Besarnya kenaikan pasokan 
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dunia menyebabkan harga gas alam per BTU jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan harga produk minyak. Bahkan mungkin saja 
sebagian sumber gas dihargai cukup rendah sehingga tidak diperlukan 
subsidi untuk mempertahankan rendahnya harga bahan bakar bagi 
sebagian pengguna. Selain itu, pembakaran gas alam lebih bersih dari 
bensin, jadi kita akan memperoleh manfaat terkait lingkungan hidup.

Paradoks tenaga listrik: subsidi yang meningkatkan biaya 
riil bagi banyak produsen sektor manufaktur

Tenaga listrik pada dasarnya dipasok oleh PLN, sebuah Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang memiliki monopoli terselubung atas listrik. 
Menurut perkiraan, tarif  listrik yang dibebankan kepada rumah-
rumah tangga di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
di Vietnam dan Tiongkok. Untuk produsen manufaktur, mendapatkan 
tenaga dari jaringan listrik nasional sepertinya lebih murah 
dibandingkan dengan negara-negara lain berikut ini (Tabel 12 dan 
2). Perkiraan perhitungan dari studi lainnya (Dapice & Cunningham, 
2011) menemukan bahwa rata-rata listrik dijual seharga delapan sen 
AS per Kilowatt-jam (kWh), namun untuk memproduksi listrik baru 
dibutuhkan 9 – 11 sen per kWh. Selisih biaya operasional ini ditutup 
oleh subsidi pemerintah. Meskipun demikian, subsidi ini tidak cukup 
untuk juga menutupi biaya investasi.  

Kapasitas baru untuk menghasilkan listrik meningkat lebih lambat 
dibandingkan permintaan. Hasilnya adalah mati listrik secara tiba-tiba 
dan tegangan yang rendah. Perusahaan yang harus tetap beroperasi 
untuk memenuhi tenggat waktu pemesanan – termasuk sebagian besar 
eksportir barang bernilai tinggi – terpaksa menggunakan generator 
ketika tidak ada listrik dari PLN. Biaya untuk menghasilkan diesel 
adalah 30 sen per kWh (Ibid) atau tiga kali biaya listrik dari PLN. 
Ini menambah biaya produksi Indonesia dan mengurangi daya saing 
Indonesia. Karena perlunya diesel yang siap sedia dan penggunaannya 
secara berkala, tidak jelas apakah listrik di Indonesia lebih murah 
dibandingkan dengan di negara-negara lain. Semua tergantung pada 
seberapa sering suatu perusahaan perlu menggunakan perlengkapan 
dieselnya.



132Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

Tabel 12. Perbandingan Tarif  Listrik di 3 Negara Asia, 2013

Catatan: kisaran tarif  di Indonesia merupakan perkiraan, karena struktur tarif  tidak 
berdasarkan pada konsumsi blok, sebagaimana yang berlaku di negara lain Sumber: 
World Bank, n.d

Permintaan meningkat dengan tingkat yang berada diluar kapasitas 
keuangan dan pembangunan PLN. Persediaan diperkirakan lebih 
rendah sebesar 40 persen dibandingkan permintaan di tahun 2009 
(Ibid), dan kekurangan itu terus meningkat hingga 2014. Produksi 
listrik harus naik kira-kira dua kali lipat dari tahun 2014 ke 2019 jika 
ingin PDB meningkat sebesar 45,4 persen, sebagaimana yang telah 
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diproyeksikan sebelumnya. Permintaan listrik meningkat sekitar dua kali 
lipat dari pertumbuhan PBD, sehingga peningkatan 45,4 persen PDB 
memerlukan peningkatan produksi listrik sebesar 91 persen. Dengan 
mempertimbangkan tunggakan permintaan yang tidak terpenuhi di 
tahun 2009, peningkatan permintaan dari tahun 2009 ke 2014, serta 
peramalan kenaikan permintaan hingga 2019, maka peningkatan 
kapasitas yang setidaknya sebesar 150 persen diperlukan selama 5 tahun 
ke depan untuk memenuhi permintaan.  

Melihat catatan yang ada dan besarnya tugas yang harus dilakukan, 
meningkatkan kapasitas penghasil listrik setidaknya sebesar 150 persen berada 
diluar kapasitas keuangan atau pelaksanaan PLN. Pembagian produksi atau 
pengaturan lain dengan investor swasta akan menjadi sangat penting 
agar sistem dapat memenuhi kenaikan permintaaan yang telah 
diperkirakan, dan jika memungkin, mengurangi tunggakan permintaan 
yang tidak terpenuhi. 

Melibatkan investor swasta dalam skala besar merupakan hal yang sulit, 
kecuali harga dapat menutupi biaya dan memberikan keuntungan kepada 
mereka. Terdapat konsensus bahwa pelanggan yang miskin sebaiknya tetap 
menerima subsidi. Dapice dan Cunningham memperkirakan biaya untuk 
20 juta keluarga adalah satu miliar dollar AS di tahun 2011, ketika total 
subsidi adalah enam miliar dollar AS. Jika subsidi yang tersisa perlahan-
lahan dihentikan selama dua tahun ke depan, hal itu akan menambahkan 
kurang dari 20 persen ke biaya rata-rata PLN per kWh setiap tahun dan 
1,5 – 2 persen ke total biaya produksi. Kecuali untuk pabrik-pabrik dimana 
listrik adalah bagian utama dari total biaya, seperti produsen aluminium, 
hal ini tidak akan menaikkan biaya terlalu besar. Di wilayah-wilayah 
dimana harga listrik PLN yang lebih tinggi disertai dengan pasokan yang 
lebih dapat diandalkan – dengan demikian menghapus kebutuhan akan 
tenaga diesel – biayanya malah akan berkurang.   

Indonesia menghadapi peningkatan biaya bahan bakar yang 
besar, yang akan menaikkan harga listrik

Jika kebijakan saat ini diteruskan, maka Indonesia menghadapi 
kemungkinan harus mengimpor Gas Alam Cair atau Liquefied Natural Gas 
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(LNG) sebagai bahan bakar sebagian pembangkit tenaga listrik, dengan 
biaya dua kali lipat dari sumber bahan bakar yang ada sekarang. Di 
akhir 1970an, ekspor minyak Indonesia mencapai maksimal 70 miliar 
kg ekuivalen. Pada 2013, jumlah ini turun menjadi 15 miliar kg, dan 
terus berkurang. Pada suatu waktu, ekspor gas alam meningkat lebih 
cepat dari penurunan ekspor minyak, dan ekspor gabungan keduanya 
melonjak. Volume ekspor gabungan minyak dan gas terbesar tercatat di 
tahun 1994. Sejak saat itu, volume turun sebesar 40 persen. Salah satu 
alasan terbesar dari penurunan ekspor ini adalah karena peningkatan 
konsumsi domestik, selain itu pula karena penurunan total produksi. 
Harga minyak dan gas sebagai bagian dari PDB telah menyusut secara 
konstan, yaitu sebesar satu persen per tahun. Kekurangan gas alam 
telah muncul baik di pasar domestik dan kontrak ekspor.

Impor produk petroleum dan minyak baru-baru ini meningkat lebih 
dari lima persen per tahun. Impor gas alam masih sangat sedikit, namun 
rencana untuk mengimpor LNG sedang aktif  dibahas. Biayanya hampir 
dua kali lipat biaya gas Indonesia, karena biaya untuk memampatkan 
gas, mengangkutnya dibawah tekanan tinggi pada suhu rendah, lalu 
mengubahnya kembali dari cairan yang sangat dingin menjadi gas pada 
suhu normal. Listrik yang dihasilkan dengan menggunakan gas sebagai 
bahan bakar akan berharga 40 persen lebih mahal dibandingkan dengan 
listrik yang dihasilkan oleh bahan bakar lokal (Ibid).  

Memperluas pasokan bahan bakar domestik lebih baik 
daripada mengimpor LNG yang mahal 

Indonesia mempunyai banyak cadangan batu bara dan sumber daya 
tenaga panas bumi yang belum dimanfaatkan serta mungkin mempunyai 
sumber daya minyak dan gas yang masih dapat dikembangkan. Sebelum 
memutuskan untuk menaikkan biaya seluruh produsen manufaktur 
dengan beralih ke impor LNG, akan lebih bijak apabila pemerintah 
mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya 
tersebut.

Saat ini batu bara belum digunakan secara efisien. Produsen diberikan 
kuota untuk penggunaan domestik, terutama untuk pembangkit tenaga 
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yang dioperasikan dengan batu bara. Kuota yang tetap mengakibatkan 
terjadinya permainan dengan kualitas batu bara, korupsi pada negosiasi, 
dan masalah dengan konsumen asing. Tujuan yang sama dapat dicapai 
secara lebih efisien dengan pajak ekspor pada batu bara yang berbeda-
beda untuk kualitas batu bara yang berbeda-beda pula. Hal itu 
memberikan fleksibilitas yang lebih pada produsen agar mereka mampu 
meningkatkan pendapatan, dan yang paling penting, menghasilkan 
pendapatan bagi pemerintah sekaligus tetap menjamin pasokan batu 
bara untuk pembangkit tenaga domestik. Meningkatkan harga yang 
dibayar untuk batu bara dengan mengurangi pajak ekspor merupakan 
sesuatu yang bermanfaat, apabila hal itu berujung pada peningkatan 
produksi dan pencegahan impor LNG. Biaya batu bara domestik saat 
ini jauh lebih rendah dari biaya LNG impor per kWh yang dihasilkan.

Biaya panas bumi malah berpotensi lebih murah lagi. Potensi panas bumi 
Indonesia secara komparatif  baik sekali. Tantangan terbesar tampaknya 
adalah birokrasi. Dengan lebih dari satu kementerian yang terlibat, 
mendapatkan izin yang diperlukan dapat memakan waktu dan biaya 
yang tinggi. Karena alternatifnya adalah Indonesia menjadi tergantung 
pada LNG impor yang mahal, akan bermanfaat bagi pemerintahan 
yang baru untuk mendobrak birokrasi dan membuat proyek-proyek 
panas bumi disetujui sebelum investasi besar dibuat untuk mengimpor 
LNG yang mahal tersebut.

Mungkin letak potensi terbesar adalah apabila Indonesia dapat 
menghentikan penurunan produksi minyak dan gas. Seperti dapat dilihat 
di Gambar 14, faktor utama penyebab penurunan tersebut adalah ladang-
ladang lama menghasilkan kuantitas yang lebih rendah dan ladang-
ladang baru tidak ditemukan atau dikembangkan karena Indonesia tidak 
dianggap sebagai wilayah yang menarik untuk berinvestasi. Ini adalah 
kombinasi potensi fisik dan lingkungan hukum/keuangan di Indonesia. 
Ketika potensi ladang minyak/gas yang ditawarkan oleh Indonesia 
tinggi dan kemungkinan biaya untuk mengembangkannya rendah, 
perusahaan minyak internasional mungkin akan bersedia berinvestasi 
dalam eksplorasi dan pengembangannya, dengan balasan 20 persen 
bagian dari produksi. Jika potensi blok minyak yang ditawarkan terbatas 
dan kemungkinan biaya pengembangan temuannya tinggi karena 



136Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

berada di air dalam, maka bahkan pembagian 40 persen dari output 
pun mungkin tidak cukup menarik. 

Gambar 14. Sumur Minyak dan Gas yang Dibor setiap Tahun

Sumber: SKK Migas
* Data 2014 sampai 25 April 2014, kira-kira sepertiga periode dalam satu tahun. 
Dengan demikian dua sumur produktif  dan 
lima sumur kering yang dibor dikalikan tiga untuk memperkirakan total sumur yang 
dibor dalam satu tahun.

Dari tahun 2005 hingga 2012, jumlah sumur produktif  secara bertahap 
meningkat dari 32 menjadi 64 per tahun, dan jumlah total sumur yang 
dibor juga meningkat sekitar 30 sumur. Namun di tahun 2013, jumlah 
sumur produktif  dan total jumlah sumur berkurang sekitar 20 sumur.  Di 
tahun 2014, hanya tujuh sumur yang dibor dalam empat bulan pertama. 
Dengan keadaan seperti itu, jumlah sumur untuk tahun tersebut akan 
menjadi kurang dari seperempat jumlah di tahun 2012. Pesannya jelas: 
perusahaan minyak internasional tidak lagi melihat Indonesia sebagai 
tempat yang menarik untuk berinvestasi.

Ada dua alasan: 

i. dari tahun 2005 hingga 2011, harga bahan bakar meningkat 
tetapi di tahun 2012, harga menjadi tetap dan diperkirakan 
harga gas akan terus menurun;  

ii. iklim usaha Indonesia bagi investor asing terlihat memburuk, 
terutama terkait bahan baku. Investasi dianggap lebih beresiko. 
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Pemerintah dapat mengatasi penurunan investasi dalam eksplorasi dan 
pengembangan minyak/gas dengan berbagai cara. Pertamina dapat 
dialokasikan dana pemerintah tambahan untuk meningkatkan kegiatan 
pengeborannya. Tapi ini memerlukan pendanaan dari pemerintah, 
dan mengakibatkan berkurangnya uang untuk investasi infrastruktur 
lainnya. Lebih jauh lagi, banyak dari eksplorasi saat ini dan di masa 
mendatang akan dilakukan di medan yang sulit – misalnya di air dalam – 
dan perusahaan minyak internasional besar adalah mereka yang paling 
memiliki keahlian dalam bidang ini. Daripada membayar perusahaan 
seperti ini 100 persen dari biaya memproduksi LNG dengan mengimpor 
produk, ditambah keuntungan dan biaya pengiriman yang tinggi, 
kenapa kita tidak tawarkan mereka proporsi output yang lebih besar 
di dalam kontrak pembagian produksi mereka untuk meningkatkan 
kegiatan pengeboran dan eksplorasi mereka yang lain di Indonesia? 
Lebih baik Indonesia menerima 60 persen, atau bahkan 50 persen 
dari minyak dan gas yang mereka temukan dan kembangkan, daripada 
menerima 80 persen dari sesuatu yang tidak ada, apabila mereka tidak 
banyak berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi di sekitar Indonesia.

Ini bukanlah rekomendasi untuk memperbaiki kontrak yang ada karena 
sebuah pernyataan dari perusahaan minyak mengenai kondisi di 
Indonesia. Hampir semua investor akan banyak mengeluh dan meminta 
syarat dan ketentuan yang lebih baik. Justru apa yang perusahaan 
tersebut lakukan atau telah lakukanlah yang menjadi penyebab 
keluarnya rekomendasi ini. Mesin bor mereka telah berpindah ke 
tempat lain. Inilah indikasi terbaik atas rendahnya pengharapan 
pengembalian mereka di Indonesia dibandingkan dengan tempat 
lain. Membawa mesin-mesin bor itu kembali, yang merupakan hal 
penting untuk meningkatkan pasokan minyak dan gas ke Indonesia, 
membutuhkan tingkat pengembalian lebih tinggi untuk investasi 
eksploratif  di Indonesia. Mengubah kontrak pembagian produksi adalah 
cara paling mudah untuk meningkatkan tingkat pengembalian investasi 
pengembangan minyak dan gas Indonesia sehingga jumlah mesin-mesin 
bor di Indonesia meningkat.

Kesimpulan: Agar menjadi lebih kompetitif, Indonesia harus mengurangi 
biaya tenaga kerja atau infrastruktur, atau lebih baik jika keduanya 
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dapat dikurangi karena inilah alasan utama mengapa Indonesia 
merupakan negara ekonomi berbiaya tinggi. Karena tujuannya adalah 
memperbaiki keadaan pekerja, maka ada batasan terkait kemampuan 
mengurangi biaya tenaga kerja. Jadi, mengurangi biaya infrastruktur 
menjadi sangat penting.

Indonesia perlu meningkatkan pengeluaran pemerintah pusat untuk 
infrastruktur sebesar 10 kali lipat, sehingga menjadi 6,5 persen dari PDB 
yang lebih besar untuk mengurangi biaya yang timbul dari infrastruktur 
yang tidak memadai terhadap ekonomi, terutama bagi mereka yang 
memproduksi barang yang bersaing dengan negara-negara lain.  

Dana untuk investasi infrastruktur yang terbatas sebaiknya diprioritaskan 
untuk wilayah yang telah menarik investasi baru dalam sektor manufaktur, 
terutama untuk ekspor, karena: [i] dengan adanya investasi baru yang 
produktif  namun infrastruktur yang terbatas, investasi infrastruktur 
dapat memberikan pengembalian yang tinggi; [ii] hal itu memberikan 
insentif  bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan dan 
program untuk menarik investasi dan meningkatkan output.

Investasi swasta yang lebih besar pada infrastruktur dan peran yang lebih 
besar dalam implementasinya dapat melengkapi upaya pemerintah. 
Pendekatan pembagian produksi dapat digunakan untuk melibatkan 
sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur tanpa menyerahkan 
kepemilikan pemerintah.

Sangatlah penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pasokan listrik 
setidaknya sebesar 140 persen. Kemungkinan besar angka ini jauh 
diluar kapasitas keuangan dan pelaksanaan PLN. Perusahaan swasta 
dapat digunakan, sesuai kontrak pembagian produksi, untuk mencapai 
ekspansi yang dibutuhkan.  

Apabila gas alam tersedia, pemerintah dapat secara substansial 
mengurangi biaya transportasi dengan mengalihkan armada komersial 
– truk, bus, taksi – agar beroperasi dengan bahan bakar gas. Konversi 
dapat didanai dengan tidak membebankan biaya kepada operator 
melalui pinjaman yang dibayar kembali sebagai bagian dari harga 
bahan bakar. Setelah konversi, bahan bakar dapat dijual ke truk dan 
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bus dengan harga murah dan tanpa adanya resiko dijual kembali ke 
kendaraan pribadi atau keluar negeri. 

Jika Indonesia menggunakan LNG impor untuk mengisi bahan bakar 
stasiun pembangkit listrik yang baru, seluruh struktur biayanya akan 
meningkat karena tingginya biaya bahan bakar ini. Akan lebih baik 
apabila Indonesia meningkatkan insentif  untuk produksi tambahan 
batu bara, energi panas bumi, serta minyak dan gas dari dalam negeri. 
Penurunan sumur minyak/gas yang dibor dari 95 di tahun 2012 menjadi 
66 di tahun 2013 dan diperkirakan sebanyak 21 sumur di tahun 2014 
menunjukkan dengan jelas bahwa dengan harga yang stagnan dan 
investasi di Indonesia yang dianggap lebih beresiko, berinvestasi dalam 
minyak/gas di Indonesia tidaklah menarik. Dengan meningkatkan syarat 
dan ketentuan kontrak untuk perusahaan minyak, seharusnya kita dapat 
meningkatkan investasi dan kemudian meningkatkan produksi minyak/
gas di dalam negeri. Dengan LNG impor, pendapatan akan 100 persen 
mengalir ke perusahaan asing; lebih baik menawari mereka 30 persen 
atau 40 persen dari pendapatan sumur-sumur Indonesia yang baru di 
bawah kontrak pembagian produksi yang telah ditingkatkan.
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Bab 7. 
Sumber Daya Tambahan Diperlukan 
agar Pemerintah Pusat dapat Memainkan 
Peran Penting Mereka dalam Mencapai 
Pertumbuhan Dua Digit 

Sumber daya yang tersedia pada pemerintah pusat sama sekali tidak cukup untuk 
memenuhi peran pentingnya dalam mencapai pertumbuhan dua digit. Di bab-bab 
sebelumnya, kami mendiskusikan kebijakan dan program penting yang 
harus dilaksanakan pemerintah pusat. Kebijakan dan program tersebut 
membutuhkan sumber daya yang signifikan. Lainnya akan dibahas di 
bab ini dan bab-bab selanjutnya:

i. Meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur yang awalnya 
kurang dari satu persen menjadi 6,5 persen dari pendapatan 
nasional.

ii. Memperluas Program PNPM yang ada menjadi Program 
Jaminan Mendapatkan Pekerjaan dengan biaya awal Rp. 30 
triliun (2,7 miliar dollar AS atau 0,4 persen dari pendapatan 
nasional).

iii. Memulai atau memperluas program Dana Pendamping untuk 
memberikan insentif  bagi pemerintah daerah agar mereka 
dapat mencurahkan lebih banyak sumber daya ke sektor 
kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur 
dan lebih sedikit sumber daya ke kantor, gaji pegawai dan 
pengeluaran administratif  lainnya.

iv. Memberikan pelayanan pemerintah bersubsidi dalam Zona 
Pemrosesan Ekspor yang baru untuk mengkompensasi 
rendahnya upah.

Tidak mungkin melaksanakan hal-hal yang disebutkan diatas pada 
skala yang besar kecuali pemerintah memiliki sumber daya untuk 
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mendanainya. Saat ini, pemerintah tidak mempunyai dana diskresioner 
dalam jumlah yang signifikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan 
penting tersebut. 

Mengurangi subsidi BBM adalah satu-satunya cara untuk dapat 
mengamankan sumber daya yang memadai dalam dua tahun 
pertama agar dapat membiayai program-program yang esensial

Peningkatan sumber daya dalam jumlah besar untuk pemerintah pusat 
akan membutuhkan reformasi pajak yang substansial. Melaksanakan 
reformasi pajak yang serius akan membutuhkan satu atau dua tahun 
pertama dari masa jabatan presiden yang baru. Sementara reformasi 
pajak sedang dilaksanakan, pemerintah hanya dapat mengamankan 
sumber daya tambahan untuk mendanai inisiatif  yang paling mendesak 
dengan mengurangi subsidi BBM. Dalam tahun-tahun terakhir ini, 
pemerintah pusat hanya menghabiskan kurang dari satu persen PDB 
untuk infrastruktur, sedangkan menggunakan 3,5 persen untuk subsidi 
energi. Menghilangkan subsidi energi sekaligus memberikan kompensasi 
yang memadai bagi masyarakat miskin adalah metode jangka pendek 
satu-satunya agar pemerintah pusat dapat membuka pendanaan untuk 
infrastruktur dan kebutuhan mendesak lainnya.

Mengurangi subsidi BBM selalu memicu pertentangan. Jadi, yang terbaik 
adalah melakukannya di tahun pertama pemerintahan baru, selama 
masa “bulan madu”. Untuk alasan politik dan ekonomi, mengurangi 
subsidi terbesar memang paling masuk akal untuk dilakukan selama 
tahun pertama pemerintahan baru.

Studi telah menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi 
adalah kelompok yang paling diuntungkan dari subsidi yang selama ini 
diberikan. 40 persen penduduk terkaya menerima 60 persen manfaat, 
menurut Bank Dunia (World Bank, 2006). Oleh karena itu, subsidi 
tersebut dapat dengan cepat dan signifikan dikurangi dengan sebagian 
penghematannya dialihkan langsung kepada masyarakat miskin, namun 
sebagian besar penghematan tersebut digunakan untuk mendanai 
program prioritas tinggi, termasuk investasi infrastruktur dan program 
jaminan mendapatkan pekerjaan.
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Subsidi BBM sama dengan 3,5 persen dari PDB. Mengurangi subsidi 
akan menghemat cukup uang untuk dapat memulai program yang sangat 
penting dalam dua tahun pertama masa pemerintahan baru, tetapi tidak 
akan menghasilkan sumber daya yang memadai untuk dapat membiayai 
program tersebut secara penuh selama lima tahun. Mencabut subsidi 
akan memberikan ruang untuk bernafas, yang dibutuhkan pemerintah 
untuk dapat melaksanakan reformasi pajak secara menyeluruh untuk 
menaikkan tingkat pendapatan pemerintah secara signifikan dalam 
jangka panjang, sekaligus di saat yang sama meningkatkan insentif  untuk 
menghemat, berinvestasi, dan menghasilkan ekspor yang kompetitif.

Pendapatan pemerintah tidak memadai untuk membiayai 
program-program yang sangat penting. Pendapatan tersebut 
dapat dan harus ditingkatkan

Di angka 16 persen dari PDB, yang mencakup pendapatan pajak 12 
persen dan pendapatan bukan pajak empat persen, total pendapatan 
Indonesia berada jauh dibawah yang diperlukan. Pendapatan Indonesia 
juga jauh dibawah 20 hingga 21 persen pendapatan yang digalang 
di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand. Lebih jauh lagi, 
pemerintah pusat diwajibkan oleh undang-undang untuk mengalihkan 
sepertiga dari anggarannya ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, 
sangatlah penting bagi pemerintah pusat untuk berhasil menggalang 
lebih banyak pendapatan. Meningkatkan tingkat pendapatan saja hanya 
akan mengurangi insentif  untuk berinvestasi dan menciptakan distorsi 
yang lain. Dengan demikian, reformasi pajak menyeluruh diperlukan 
untuk meningkatkan penambahan pendapatan dan pengeluaran untuk 
infrastruktur dan program perlindungan sosial.

Kombinasi dari meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak dan 
mengurangi subsidi energi akan membuka sumber daya yang substansial 
yang dapat meningkatkan pengeluaran dalam dua bidang yang sangat 
penting:

i. Program perlindungan sosial, termasuk pelayanan kesehatan, 
pendidikan, program stabilisasi harga makanan (terutama 
sembako) dan jaminan mendapatkan pekerjaan. Program 
perlindungan sosial harus memastikan bahwa kelompok yang 
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berpenghasilan rendah – miskin dan hampir miskin – tidak 
mengalami penurunan standar hidup sebagai akibat dari 
pengurangan subsidi energi dan kemunduran ekonomi lainnya.

ii. Infrastruktur Dasar (listrik termasuk bentuk-bentuk energi 
baru, air, sanitasi, pelabuhan, zona industri, jalan, irigasi, 
infrastruktur perkotaan, bandara) dan investasi lain yang akan 
berkontribusi terhadap pekerjaan yang produktif, terutama 
bagi 40 persen penduduk termiskin.

Reformasi pajak harus direncanakan dan dirancang dengan baik. 
Karenanya hal itu hanya dapat mulai beroperasi pada tahun kedua 
pemerintahan baru. Setelah pendapatan pajak yang meningkat mulai 
masuk, manfaat dari pengurangan subsidi BBM akan berakhir. 

Ekspektasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah ditunjukkan di 
Tabel 13. Pengurangan subsidi BBM ditampilkan sebagai pendapatan, 
meskipun hal itu tentu saja berupa berkurangnya pengeluaran. Namun 
dari sudut pandang meningkatkan sumber daya yang tersedia di 
pemerintah pusat, pengurangan subsidi mempunyai efek yang sama 
seperti peningkatan pendapatan. 

Pendapatan bukan pajak diasumsikan akan tetap berada pada tingkat 
empat persen dari PDB karena tidak terlalu dipengaruhi oleh reformasi 
pajak. Berdasarkan diskusi dari berbagai perubahan pajak di bawah ini, 
kami berasumsi bahwa reformasi pajak akan menghasilkan peningkatan 
pendapatan pajak sebesar 3,5 persen dari PDB dalam lima tahun dan 
4,5 persen dalam 10 tahun. Subsidi energi diasumsikan akan berkurang 
dari 3,5 persen dari PDB menjadi satu persen dalam dua tahun dan nol 
dalam dua tahun berikutnya.

Meningkatkan pendapatan dan menghilangkan subsidi 
BBM akan memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan 
jumlah besar untuk perlindungan sosial dan infrastruktur

Sebagai akibat dari reformasi pajak dan penghilangan subsidi, 
pemerintah pusat akan mampu meningkatkan pengeluaran untuk 
infrastruktur dan program perlindungan sosial. Tentu saja PDB akan 
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meningkat secara substansial selama 10 tahun, dari tahun 2014 hingga 
2024. Menurut skenario di Tabel 13, sumber daya yang tersedia pada 
pemerintah pusat akan  meningkat dari Rp. 1.700 triliun (140 miliar 
dollar AS) menjadi Rp. 2.900 triliun (240 miliar dollar AS)  di tahun 
2019 dan menjadi Rp 4.900 triliun (410 miliar dollar AS) di tahun 2024. 
Kenaikan hampir tiga kali lipat sumber daya ini akhirnya akan membuat 
pemerintah pusat mampu melaksanakan suatu program infrastruktur 
yang akan secara signifikan memperkuat posisi kompetitif  Indonesia.

Tabel 13. Pendapatan & Pengeluaran Pemerintah Pusat dengan Perubahan Kebijakan, 
2014-2024 

CATATAN: Nilai tukar yang digunakan - Rp 11,700 per US$     Sumber: Pardede, 2014

Dari jumlah investasi yang sangat kecil, sebesar Rp. 57 triliun (5 miliar 
dollar AS)    di tahun 2014, investasi infrastruktur akan meningkat lebih dari 
15 kali lipat, menjadi Rp. 900 triliun (77 miliar dollar AS) di tahun 2019 
dan akan kembali naik hampir dua kali lipatnya dari tahun 2019 hingga 
2024. Investasi dalam infrastruktur di tahun 2024 akan naik 28 kali lipat 

4 0,6 persen dari PDB merupakan perkiraan yang belum menghitung pengeluaran 
operasional, seperti gaji Kementerian Pekerjaan Umum, yang biasanya dicantumkan 
dalam pengeluaran investasi pemerintah. Perkiraan di Tabel 13 hanya berlaku untuk 
pengeluaran aktual terkait pembangunan jalan atau pelabuhan.

4
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dibandingkan di tahun 2014. Hal ini jelas akan memberikan dorongan yang 
besar bagi ekonomi. Peningkatan infrastruktur akan mengurangi biaya, 
sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing produsen, terutama di 
sektor manufaktur. Kenaikan output industri kemudian akan menghasilkan 
lebih banyak pendapatan pajak dan oleh karena itu lebih banyak sumber 
daya akan tersedia untuk diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur 
lebih jauh lagi.   

Perluasan program perlindungan sosial secara substansial juga akan terjadi. 
Dana tambahan yang tersedia untuk program-program seperti Jaminan 
Mendapatkan Pekerjaan (lihat Bab 10) dan stabilisasi harga-harga makanan 
yang terutama dikonsumsi oleh kelompok berpenghasilan rendah (Bab 5 dan 
8) akan meningkat lebih dari 10 kali lipat, dari Rp. 30 triliun menjadi Rp. 310 
triliun. Pengeluaran pemerintah pusat untuk pendidikan akan meningkat lebih 
dari seperempatnya dan pengeluaran untuk kesehatan juga akan meningkat 
secara substansial. Program-program ini sebagian besar menguntungkan 40 
persen penduduk termiskin, berlawanan dengan program subsidi energi, 
yang jauh lebih menguntungkan mereka yang lebih kaya. 

Rekomendasi pembiayaan kami akan mendukung kenaikan pengeluaran 
untuk infrastruktur dan program sosial tanpa mengancam keseimbangan 
fiskal jangka panjang. Namun, harus ditekankan bahwa pencapaian 
sasaran fiskal ini sangat bergantung pada pengurangan subsidi BBM yang 
sebaiknya segera dilakukan di tahun 2015 dan dengan jumlah pengurangan 
yang substansial, serta diikuti dengan pengurangan lebih besar lagi dalam 
dua tahun berikutnya untuk membebaskan dana yang akan digunakan 
untuk investasi infrastruktur. Apabila subsidi ini tidak segera dikurangi 
dan pengeluaran infrastruktur tidak mengalami kenaikan di tahun 2015 
dan 2016, maka pertumbuhan akan menjadi lebih lambat, pendapatan 
pemerintah tidak akan meningkat sesuai proyeksi, dan pengeluaran untuk 
infrastruktur akan tumbuh jauh lebih lambat. Akibatnya, sulit untuk 
mencapai sasaran pertumbuhan 10 persen dan empat juta pekerjaan 
produktif  baru per tahun. Kami mengusulkan untuk menerapkan suatu 
lingkaran kebajikan, yang dapat dimulai dengan mengalihkan sekitar Rp. 
100 triliun dari subsidi BBM ke pengeluaran untuk infrastruktur di tahun 
2015. Jika lingkaran kebajikan ini tidak dimulai di tahun 2015, maka akan 
sulit untuk mengejar di tahun-tahun mendatang.
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Unsur-unsur reformasi pajak: Fokus pada memperluas basis 
pembayar, bukan menaikkan nilai pajak 

Reformasi prioritas yang perlu dirancang dan dilaksanakan di awal 
mencakup reformasi yang dapat menghasilkan pendapatan substansial 
dengan cepat. 

i. Memperluas basis pembayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan 
meningkatkan penarikan pajak lebih penting daripada menaikkan 
tarif  pajak. Sebagian besar negara maju telah meningkatkan nilai 
PPN. Menurut hemat kami, Indonesia sebaiknya memperluas 
basis pembayar PPN sebelum menaikkan tarifnya. Indonesia 
perlu menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan secara 
sukarela dan dengan ketat menangani mereka yang tidak patuh. 
Di saat yang sama, Indonesia perlu menciptakan lingkungan 
dimana penipuan dan penghindaran pajak menjadi hal yang 
tidak terlalu menguntungkan secara ekonomi. 

ii. Indonesia mempunyai ketimpangan PPN yang tertinggi di 
antara pasar negara berkembang lainnya antara jumlah yang 
seharusnya ditarik, berdasarkan kegiatan ekonomi, dan jumlah 
aktual yang berhasil ditarik.”Meningkatkan Efisiensi Penarikan 
Pajak”, sebuah studi oleh CReco (2012), menyimpulkan bahwa 
mengurangi ketimpangan PPN dari 42 persen menjadi 21 persen 
akan meningkatkan penghasilan pajak sebesar 1 - 1,5 persen dari 
PDB selama lima tahun ke depan. Dengan menerapkan PPN 
berbasis luas dengan ambang batas (tingkat dimana pajak menjadi 
wajib) yang cukup tinggi, memperluas basis dan meningkatkan 
kepatuhan dapat meningkatkan tambahan penghasilan pajak 
sebesar 0,5 – 1 persen sampai 2019, sehingga totalnya adalah dua 
persen dari PDB dalam 10 tahun, hanya dari pajak ini. 

iii. Untuk mengurangi penghindaran dan pengelakan pajak, nilai 
pajak marjinal dari  Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) 
dan Pajak Penghasilan Badan Usaha (PPh Badan) hendaknya sama 
atau setidaknya hampir sama. Nilai lain juga harus sebanding.

iv. Basis pembayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebaiknya 
diperluas untuk mencakup tenaga profesional yang bekerja sendiri 
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(pengacara, dokter, auditor/akuntan, aktor/aktris, dan penghibur) 
dan pengusaha kecil. Dengan administrasi dan penarikan 
yang lebih baik, kelompok profesional ini dapat menghasilkan 
pendapatan pajak tambahan sekitar 0,5 persen dari PDB.

v. Melanjutkan upaya untuk menerapkan rezim yang sederhana 
dan koheren untuk membebankan pajak pada sejumlah besar 
perusahaan usaha mikro dan kecil akan menambah pendapatan 
pajak sekitar 0,5 persen dari PDB, sebagian besar dari Pajak 
Penghasilan Badan Usaha. 

vi. Kita sebaiknya menghindari pemajakan berganda terhadap 
dividen untuk mendorong lebih banyak investasi.  

vii. Penghindaran dan pengelakan pajak di sektor korporasi 
dapat dikurangi secara signifikan dengan menggunakan suatu 
perusahaan yang membayar pajak sebagai pembanding untuk 
sektor spesifik masing-masing. Saat ini di dalam setiap sektor, 
perusahaan yang besar dan status sosialnya sama membayar 
pajak dengan jumlah yang sangat berbeda. Menggunakan 
pembanding tersebut sebagai panduan jumlah pajak yang harus 
dibayar, Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan 
membayar pajak dan meningkatkan pendapatan pajak. Tindakan 
ini diharapkan dapat meningkatan pendapatan pajak sebesar 0,5 
persen dari PDB. 

viii. Paket kebijakan yang dijelaskan di makalah ini akan sangat 
meningkatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan di kegiatan 
sektor formal dan menyusutkan sektor informal. Peningkatan 
produktivitas tenaga kerja dan kenaikan penghasilan di sektor 
formal akan memperbesar basis pembayar pajak dan meningkatkan 
penarikan pajak secara substansial, yaitu diperkirakan sebesar 
satu persen dari PDB.

ix. Satu hal yang sangat penting dalam sistem pajak yang efektif  
untuk meningkatkan penarikan pajak adalah kantor pajak yang 
berfungsi dengan baik sehingga dapat memberlakukan UU Pajak. 
Jadi kami mengusulkan dibentuknya suatu Otoritas Pajak yang 
Semi-Otonom. Status semi-otonom ini akan memampukan 
otoritas untuk membayar gaji yang lebih tinggi dari yang dapat 
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diberikan untuk pegawai negeri biasa. Hal itu berarti otoritas 
tersebut dapat merekrut staf  dengan pendidikan dan pengetahuan 
yang dibutuhkan untuk memeriksa pengembalian pajak rumit 
yang mempertaruhkan uang dalam jumlah besar. Hal yang paling 
penting adalah otoritas ini perlu memperkuat kapasitas unit 
pembayar pajak besar dan memberikan pengembangan kapasitas 
secara terus menerus melalui pelatihan.

x. Untuk mencapai hasil yang optimal, kita perlu meningkatkan 
kepatuhan membayar pajak dengan menjamin adanya transparansi 
dan akuntabilitas yang lebih baik dari kantor pajak. Ini akan lebih 
mudah untuk dipenuhi apabila proses pajak disederhanakan.

Tujuan reformasi tersebut, dan terutama pembentukan otoritas pajak semi-
otonom, adalah untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan, meningkatkan 
orientasi pelayanan dan kualitas staf, dan melawan korupsi dan pengelakan 
pajak.  

Selain dari prioritas di atas, beberapa inisiatif  yang tengah berjalan akan 
berkontribusi terhadap peningkatan penarikan pajak: menggunakan 
segmentasi sederhana untuk mengidentifikasi peluang penarikan yang 
lebih besar; menyasar penarikan di kantor pajak yang mempunyai sisa 
hutang pembayaran pajak yang terbesar; menjamin pembaruan berkala 
di daftar pembayar pajak dan menindaklanjutinya; menunjuk manajer 
rekening untuk mengawas rekening pembayar pajak besar secara terus 
menerus; memperkenalkan kanal elektronik untuk transaksi sederhana; 
menyederhanakan sistem pembayaran pajak untuk mendorong perpindahan 
dari sektor informal, yang sebagian besar tidak dikenakan pajak, ke sektor 
formal yang sebagian besar dikenakan pajak.

Potensi pajak properti atau real estate

Mengintensifkan penarikan pajak properti dan real estate tidak hanya 
bermanfaat bagi pemerintah daerah yang menerima pendapatan 
tambahan, tetapi juga mengurangi spekulasi properti. Pemerintah daerah 
membutuhkan pendapatan tambahan untuk membiayai infrastruktur dan 
pelayanan dasar. Pendapatan mereka kini cenderung tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan paling mendesak sekalipun. Ini terutama terjadi di 
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perkotaan. Urbanisasi terjadi begitu cepat dan perkotaan seringkali masih 
mengandalkan infrastruktur peninggalan kolonial Belanda yang dirancang 
untuk populasi yang jauh lebih kecil. Selain itu, infrastruktur yang sudah 
tua ini mulai rusak, berkarat dan menghilang, sehingga bahkan tidak 
memadai lagi untuk populasi kecil yang tadinya merupakan peruntukan 
dari infrastruktur tersebut. Sumber daya tambahan bukanlah solusi satu-
satunya, namun tanpa dana, tidak mungkin ada solusi. 

Pajak real estate dapat pula membantu meredam tingkat apresiasi properti 
yang ektrim, terutama di wilayah tertentu di beberapa kota besar (contohnya 
Pondok Indah, Menteng dan Kebayoran di Jakarta).

Kami tidak menyarankan untuk segera menaikkan nilai pajak; nilai tersebut 
bisa seragam atau progresif. Perubahan yang krusial adalah Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP) yang dapat dikenakan pajak harus berdasarkan nilai 
pasar terkini, bukan pada penilaian di masa lalu yang sudah tidak berlaku 
lagi, dimana hal inilah yang seringkali terjadi. Saat ini pajak properti 
hanya menghasilkan Rp. 28,5 triliun, yaitu 0,3 persen dari PDB, menurut 
anggaran pemerintah tahun 2004. Dengan penilaian yang baru dan tarif  
progresif  di sebagian wilayah kaya di dalam kota-kota besar, kami berharap 
angka ini dapat naik dua kali lipat, sehingga memberikan pendapatan pajak 
tambahan sebesar 0,3-0,4 persen dari PDB.

Jakarta di tahun 2014 memperkenalkan pajak properti baru yang dapat 
ditiru oleh kota-kota besar lainnya.

• Pajak ini progresif. Penduduk Jakarta yang memiliki tanah dan 
bangunan senilai kurang dari Rp. 200 juta (16,400 dollar AS) akan 
membayar pajak property sebesar 0.01 persen dari nilai tanah dan 
bangunannya, sementara pemilik properti senilai antara Rp. 200 
juta dan Rp. 2 miliar akan membayar pajak properti 0,1 persen. 
Mereka yang memiliki aset antara Rp. 2 miliar dan Rp. 10 miliar 
akan membayar 0,2 persen, sementara penduduk ibu kota yang 
terkaya, dengan properti senilai Rp. 10 miliar atau lebih, harus 
membayar 0,3 persen. 

• Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memprediksi bahwa setelah 
peningkatan pajak ini, potensi pendapatan kota dari pajak bumi 
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dan bangunan akan melonjak sebesar 82,2 persen menjadi Rp. 
6,7 triliun, naik dari Rp. 3,68 triliun pendapatan potensial tahun 
lalu. 

Upaya reformasi pajak yang teliti pasti akan memunculkan langkah-langkah 
lain untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Perubahan kebijakan 
yang disarankan diatas diperkirakan akan menghasilkan peningkatan 
pendapatan sebesar 4,8 persen dari PDB, lebih dari sasaran 4,5 persen, 
selama 10 tahun.

Pengurangan atau Penghilangan Pajak secara Sementara (Tax 
Holiday)

Banyak pemerintahan menggunakan pengurangan atau penghilangan pajak 
secara sementara (tax holiday) sebagai insentif  bagi investor, terutama investor 
asing. Hal ini seringkali telah diadvokasi untuk diterapkan di Indonesia, 
dan dinilai oleh banyak calon investor sebagai insentif  yang sangat baik. 
Tapi, pada kenyataannya tax holiday terbukti sangat tidak efektif  dan mahal. 
Masalahnya adalah pembebasan pajak ini memberikan manfaat hanya jika 
perusahaannya memperoleh laba. Apabila bisnis terbukti menguntungkan, 
pengurangan pajak sementara tersebut membebaskan sebagian atau 
seluruh keuntungan dari pajak selama beberapa tahun tertentu.  

Tax holiday tidak efektif  karena pertanyaan kunci sebelum memutuskan untuk 
berinvestasi adalah apakah suatu perusahaan akan meraih keuntungan 
atau tidak. Hal itu tergantung dari biaya investasi, biaya operasional, harga 
jual, dan tingkat resiko investasi. Jadi, yang terpenting dalam keputusan 
untuk berinvestasi adalah penilaian peluang apakah perusahaan akan 
merugi atau meraih keuntungan, dan apakah keuntungan tersebut berada 
pada tingkat 10, 30, atau 50 persen. Apabila perusahaan tersebut merugi 
selama beberapa tahun, maka pembebasan dari pajak keuntungan menjadi 
tidak bernilai sama sekali. Sebaliknya, apabila perusahaan tersebut meraih 
keuntungan 40 persen, maka pengusaha itu tetap akan memperoleh 
pengembalian yang memuaskan meski harus membayar pajak penghasilan 
badan sebesar 20 persen. Tentu saja, bebas pajak selama beberapa tahun 
dan menerima seluruh 40 persen merupakan bonus yang menyenangkan, 
namun kemungkinan besar tidak akan secara besar mempengaruhi 
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keputusan berinvestasi. Namun apabila perusahaan dengan keuntungan 
paling besar tidak membayar pajak karena pengurangan sementara ini, 
maka biaya yang ditanggung pemerintah bisa jadi cukup besar.

Mengurangi biaya untuk berinvestasi, atau biaya melakukan usaha, 
akan meningkatkan peluang perusahaan tersebut meraih keuntungan, 
tetapi dengan sedikit atau tidak ada biaya yang ditanggung pemerintah. 
Meski demikian, perubahan ini kemungkinan akan berdampak lebih 
besar terhadap keputusan berinvestasi daripada tax holiday. Mengurangi 
biaya melakukan usaha biasanya hanya akan mengurangi penghasilan 
dan pejabat yang korup dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Ini 
insentif  yang jauh lebih efektif  bagi investasi, terutama investasi asing, 
dibandingkan dengan tax holiday.

Memobilisasi dana pemerintah daerah melalui dana 
pendamping

UU desentralisasi tahun 1999 mengatur bahwa sejumlah besar pendapatan 
pemerintah pusat harus disalurkan langsung ke pemerintah daerah, untuk 
digunakan sesuai diskresi mereka. Provinsi, kabupaten, dan kecamatan 
dialokasikan sekitar sepertiga dari pengeluaran pemerintah pusat atau 
kira-kira Rp. 600 triliun (50 miliar dollar AS) di tahun 2014, sama dengan 
enam persen dari PDB. Tentunya yang membuat perbedaan substansial 
adalah cara masing-masing pemerintah daerah menggunakan dana ini. 
Sebagian besar dana ini semakin digunakan untuk membangun kantor 
dan mempekerjakan personil administratif, serta untuk perjalanan 
dan pengeluaran lain dari staf  senior.  Ini adalah salah satu akibat dari 
pemekaran unit daerah di semua tingkatan. Di tahun 1997, terdapat 300 
kabupaten, dan kini terdapat 500 kabupaten.  

Seiring terjadinya peningkatan pendapatan pemerintah pusat, jumlah dana 
yang mengalir ke pemerintah daerah juga meningkat. Terdapat bukti yang 
kuat bahwa sementara sebagian unit menggunakan dana tersebut dengan 
sangat baik, sebagian yang lain tidak. Dilaporkan sekitar separuh kepala 
unit daerah telah didakwa melakukan korupsi. Ini merupakan bukti yang 
jelas bahwa mereka tidak menggunakan sumber daya ini dengan bijak 
(Haryono, 2014).  
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Gambar 15. Survei Kiner ja Logistik Bank Dunia; Infrastruktur terkait perdagangan 
(skala 1 sampai 5)

Sumber: Pincus (2014 b) 

Bukti lain datang dari survei berkala oleh Bank Dunia kepada perusahaan 
pengiriman dan penerimaan ekspor dan impor (freight forwarder) mengenai 
kualitas infrastruktur. Mereka melaporkan peningkatan di negara lain, 
tapi penurunan di Indonesia antara tahun 2007 dan 2012. Tanggung 
jawab negara terkait infrastruktur dibagi antara pemerintah pusat dan 
daerah, tetapi pemerintah daerah seringkali memiliki fleksibilitas yang 
lebih besar atas keputusan terkait pengeluaran mereka. Peningkatan 
besar di Filipina sangatlah mengagumkan. Negara itu juga menunjukkan 
peningkatan substansial dalam ekspor barang jadi selama periode yang 
sama, serta mengalami peningkatan tingkat pertumbuhan. Sepertinya 
Filipina mengikuti strategi yang diuraikan dalam makalah ini.

Contoh lain dimana kinerja unit daerah tampaknya kurang memuaskan 
adalah terkait dengan kualitas pendidikan yang diberikan. Pengeluaran 
Indonesia untuk pendidikan lebih tinggi dibandingkan beberapa 
negara tetangga dan lebih rendah dibandingkan yang lain, namun 
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kinerja murid-muridnya adalah salah satu yang terburuk di Asia. Hal 
ini sangat berlawanan dengan Vietnam, negara yang lebih miskin dan 
menghabiskan persentase yang lebih kecil dari pendapatan nasionalnya 
untuk pendidikan. Meskipun demikian, kinerja murid-muridnya dalam 
ujian matematika terstandar menempatkannya di peringkat sepertiga 
atas (peringkat ke-17 dari 64) negara-negara yang termasuk ke dalam 
Program for International Student Assessment (PISA) OECD.

Sebagian besar tanggung jawab atas kinerja buruk di ujian ini harus 
dipikul oleh pemerintah daerah yang mengeluarkan dana paling besar 
untuk pendidikan. Salah satu masalah utama adalah para guru yang 
menerima gaji tetapi seringkali tidak muncul untuk mengajar. Masalah 
lain adalah korupsi: murid-murid diluluskan setelah menerima suap, 
padahal mereka tidak menguasai materi.  Permasalahan administratif  
seperti ini biasanya lebih siap diatasi di tingkat daerah.

Gambar 16: Pengeluaran untuk pendidikan sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto & 
peringkat matematika dalam Program for International Student Assessment OECD

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia dan OECD PISA.  Filipina tidak termasuk 
ke dalam PISA 

5 Lihat http://www.oecd.org/pisa/.

5
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Setelah pemerintah pusat memiliki sumber daya diskresioner, barulah 
mereka dapat melakukan apa yang sebagian besar pemerintahan pusat 
dalam sistem desentralisasi lakukan: memberikan dana pendamping 
sebagai insentif  kepada pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah 
dapat dirangsang untuk mengeluarkan bagian yang lebih besar dari 
sumber daya yang berada di bawah kendali mereka untuk pembangunan 
jalan-jalan setempat, irigasi dan drainase, fasilitas kesehatan masyarakat 
dan pendidikan, itu akan membuat perbedaan substansial dalam hal 
jumlah dana yang tersedia untuk membangun hal-hal yang tersebut 
diatas. Seiring dengan naiknya pengeluaran nasional dari 17,5 persen 
dari PDB menjadi 21 persen di tahun 2019 dan 22 persen dari PDB 
di tahun 2024, jumlah yang tersedia untuk pemerintah daerah akan 
meningkat dari sekitar enam persen dari PDB hingga sekitar 7,5 persen 
dan kemudian menjadi hampir delapan persen dari PDB yang semakin 
besar. Peningkatan ini berkisar antara Rp. 600 triliun menjadi sekitar 
Rp. 1.700 triliun di akhir periode 10 tahun.  

Bagaimana peningkatan sebesar Rp. 1.100 triliun (100 miliar dollar 
AS) ini digunakan akan membuat perbedaan besar bagi kesejahteraan 
penduduk Indonesia. Kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia 
tidak akan banyak meningkat apabila dana tersebut digunakan untuk 
membentuk lebih banyak kabupaten dan kecamatan, dengan kantor-
kantor dan personilnya, atau apabila dana tersebut digunakan untuk 
pengangkatan pejabat pendukung dan fasilitas tambahan untuk 
staf-staf  pemerintah daerah. Tapi, alangkah bermanfaatnya bagi 
penduduk Indonesia apabila sebagian besar dana tersebut digunakan 
untuk membangun jalan-jalan, sekolah-sekolah yang lebih banyak 
dan lebih baik, fasilitas kesehatan, air bersih, dan irigasi. Pemerintah 
pusat dapat mempengaruhi keputusan ini dan dapat melipatgandakan 
pengeluarannya melalui dana pendamping untuk merangsang 
pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya substansial 
mereka untuk memberikan manfaat bagi penduduk dan bukan bagi diri 
mereka sendiri.  

Sebagian dari kenaikan sumber daya pemerintah pusat hendaknya 
disisihkan untuk dana yang mendampingi pengeluaran yang diinginkan 
dari pemerintah daerah. Salah satu kebutuhan Indonesia yang paling 
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penting adalah memiliki jalan yang lebih baik dan jalan yang lebih 
dipelihara. Pemerintah pusat dapat menawarkan untuk membayar 
50 persen pengeluaran untuk jalan-jalan kabupaten dan provinsi. 
Pemerintah pusat juga dapat memberikan dana pendampingan serupa, 
dengan jumlah yang berbeda-beda, untuk pengeluaran kesehatan 
atau pendidikan. Terakhir, pemerintah pusat dapat memberikan 
dana pendamping sebagai insentif  untuk meningkatkan manajemen. 
Contohnya, dana dapat dibuat tersedia bagi kecamatan yang lebih 
berhasil dalam mengurangi tingkat absensi guru.

Sistem ini akan menjadi lebih efektif  apabila dimungkinkan untuk 
membatasi peningkatan pendapatan yang mengalir ke unit daerah 
yang telah melebihi tingkat pengeluaran tertentu yang murni 
berkaitan dengan pengeluaran administratif. Pemerintah daerah 
yang mengabaikan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan dan 
infrastruktur di wilayah mereka karena lebih banyak menghabiskan 
dana untuk hal-hal administratif  dan fasilitas khusus bagi pejabat 
hanya akan menerima sedikit peningkatan pendapatan yang mengalir 
ke sistem ini. Kelemahan mendasar dari sistem desentralisasi adalah 
unit daerah tidak menggalang pendapatan mereka sendiri. Karena itu 
mereka tidak perlu menanggung biaya politik karena meningkatkan 
pajak. Mereka hanya memperoleh keuntungan dari segala peningkatan 
pendapatan pemerintah pusat. Ini mengakibatkan penggunaan dana 
yang tidak bertanggung jawab, di semua negara yang menganut 
sistem ini. Akan lebih baik apabila sebagian pendapatan tambahan 
yang diperoleh pemerintah pusat diatur sedemikian rupa sehingga 
pemerintah daerah tidak otomatis menerima bagian dari pendapatan 
yang telah menjadi lebih besar tersebut. Apabila untuk mendapatkan 
bagian yang lebih besar ini, pemerintah daerah harus menghabiskan 
sebagian dari pendapatan mereka sendiri untuk berinvestasi pada 
masyarakat atau infrastruktur, efektivitas pengeluaran pemerintah 
pusat dapat meningkat secara substansial.

Apabila tidak mungkin untuk menahan aliran peningkatan pendapatan 
ke unit daerah, maka satu-satunya cara untuk mempengaruhi keputusan 
pengeluaran mereka adalah melalui alokasi dana diskresioner dari 
pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat menggunakan sepertiga 
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dari peningkatan sumber dayanya untuk dana pendamping, mereka 
akan memiliki sekitar Rp. 300 triliun per tahun untuk dicairkan demi 
tujuan ini pada tahun 2019, dan Rp. 800 triliun pada tahun 2015. 
Ini adalah sumber daya substansial yang jika disebarkan dengan teliti 
dapat mengubah pola pengeluaran dari setidaknya sebagian provinsi, 
kabupaten, dan kecamatan. Unit-unit daerah ini memiliki sumber daya 
yang jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan 
yang dihasilkan dari reformasi pajak. Bahkan di tahun 2019, unit-unit 
daerah akan menghabiskan hampir 7,5 persen dari PDB; peningkatan 
sumber daya pemerintah pusat hanya akan berada pada tingkat 3,5 
persen dari PDB (perhitungan tersedia di lampiran yang dapat diakses 
di www.transformasi.org).

Dukungan pemerintah untuk ekspor 

Setelah memiliki dana diskresioner, barulah pemerintah pusat dapat 
memberikan dukungan langsung untuk meningkatkan daya saing. Dua 
inisiatif  yang saling berkaitan di bawah ini dapat mendukung ekspor 
barang jadi.

1.   Subsidi yang secara tidak langsung meningkatkan kinerja ekspor

 Subsidi langsung secara umum dilarang oleh Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO) dan oleh peraturan lainnya. Tapi 
sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada aksi-aksi yang pada 
umumnya diterima sebagai peran normal pemerintah, dan 
karenanya dipraktikkan secara luas di seluruh dunia tanpa 
melanggar WTO/FTA/EPA: 

• Subsidi untuk pelatihan pekerja (insentif  fiskal)  

• Subsidi untuk meningkatkan manajemen (insentif  fiskal)

• Pengembangan teknologi, litbang, produk (insentif  fiskal) 

• Akses pembiayaan khusus untuk UKM (insentif  moneter)

• Informasi terkait perdagangan, survei, seminar, konsultasi 
usaha

• Dukungan untuk pemasaran, penamaan merek, TI, 
asuransi,  pameran dan misi perdagangan gabungan 
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• Sewa murah dan pelayanan satu atap di kawasan industri 
(insentif  fiskal dengan memberikan semua infrastruktur dasar 
untuk kawasan industri, zona industri, atau kluster industri)

• Dukungan awal dan masa inkubasi (insentif  fiskal)

2. Dukungan untuk eksportir yang berorientasi pada permintaan

 Dalam ekonomi pasar, permintaan mengatur penawaran. 
Pemerintah dapat membantu eksportir dengan memberikan 
informasi dan pelayanan yang seharusnya harus dibeli: 

• Memberikan informasi pasar dan industri 

• Pelayanan satu atap untuk bantuan ekspor 

• Memperkenalkan standar global dan teknologi 

• Pendampingan usaha antara pembeli dan penjual 

• Merespon permintaan sektor swasta dari pembeli asing.  

Kesimpulan:  Pemerintah Pusat perlu meningkatkan pengeluarannya 
sekitar tiga kali lipat untuk memenuhi perannya dalam mencapai 
pertumbuhan yang lebih tinggi dan menciptakan lebih banyak lapangan 
pekerjaan

Pemerintah perlu berinvestasi setidaknya 6,5 persen dari PDB untuk 
infrastruktur, dan bukan hanya kurang dari satu persen 

Mengubah program padat karya PNPM untuk pembangunan 
infrastruktur yang dikelola secara lokal menjadi program jaminan 
mendapatkan pekerjaan, yang merupakan bagian penting dari jaring 
pengaman sosial, akan membutuhkan tambahan 0,4 persen dari PDB.

Memberikan peningkatan pelayanan pemerintah di Zona Pemrosesan 
Ekspor untuk mengurangi biaya tenaga kerja, memberikan berbagai 
layanan bagi ekportir yang diizinkan WTO dan menutupi biaya 
skema pengembalian bea masuk yang berfungsi dengan baik akan 
membutuhkan sumber daya tambahan, namun terbatas.

Program dana pendamping yang efektif  membutuhkan setidaknya dua 
persen dari PDB. Pemerintah daerah kini mengendalikan pengeluaran 
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sebesar enam persen dari PBD, atau hampir Rp. 600 triliun; pada 
tahun 2024 angka ini akan mencapai hampir delapan persen dari PDB 
dan Rp. 1.1700 triliun. Sebagian besar dari angka tersebut saat ini 
tidak digunakan dengan baik. Dana pendamping dapat memberikan 
insentif  yang kuat agar sumber daya ini lebih banyak digunakan untuk 
pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan serta biaya 
administrasi. 

Di tahun-tahun pertama masa jabatan presiden baru, 
satu-satunya sumber yang dapat menghasilkan sumber 
daya tambahan adalah pengurangan subsidi BBM, yang 
terutama menguntungkan kelompok yang lebih kaya. Di 
tahun kedua, sumber ini dan reformasi pajak masing-masing 
harus menyumbangkan satu persen dari PDB ke dalam dana 
tambahan. Reformasi PPN, terutama dengan memperluas basis 
pembayarnya, dapat membawa masuk dua persen dari PDB. 
Peningkatan kepatuhan pajak oleh pengusaha perorangan dan 
profesional serta penggunaan pembanding (benchmark) pada 
sektor tertentu untuk meningkatkan penarikan pajak badan 
usaha dapat menghasilkan satu persen lagi. Pertumbuhan yang 
kian pesat dari sektor formal dan sektor kena pajak lainnya akan 
berkontribusi satu persen lagi. Rekomendasi reformasi pajak 
kami diharapkan akan menghasilkan pendapatan tambahan 
sebesar 4,5 persen dari PDB. 

Untuk menarik pajak tambahan tersebut, pemerintah perlu 
mengubah kantor pajak menjadi otoritas pajak semi otonom yang 
dapat membayarkan upah yang lebih tinggi guna menarik dan 
mempertahankan mereka dengan bakat khusus yang dibutuhkan untuk 
menangani kasus-kasus pajak yang besar dan rumit.
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Bab 8.
Investasi, Tabungan, Investasi Swasta 
Luar Negeri, dan Menyeimbangkan 
Tujuan Makro Ekonomi. 

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan 10 persen, Indonesia harus 
meningkatkan tingkat investasinya. Secara historis, tabungan berada 
di sekitar 30 persen, sehingga ada ketimpangan yang harus diisi oleh 
dana asing. Bab ini melihat investasi yang dibutuhkan, tabungan yang 
tersedia untuk mendanai investasi dan peran kontroversial investasi asing 
untuk menutup ketimpangan tersebut. Bab ini juga mempertimbangkan 
permasalahan dalam mencapai keseimbangan di antara tujuan-
tujuan yang seringkali saling berbenturan, seperti pengendalian inflasi, 
mempertahankan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 
ekspor, mengurangi impor, mendorong kesetaraan dan menarik investasi 
asing tetapi membatasi peran pihak asing dalam ekonomi.

Ahli ekonomi tidak sepakat terhadap tingkat investasi yang 
dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan PDB 10 persen

Sejarah baru-baru ini mendukung kesimpulan bahwa tingkat 
pertumbuhan nasional atau PDB 10 persen membutuhkan tingkat 
investasi setidaknya 50 persen dari PDB. Dari tahun 2005 hingga 
2013 rata-rata investasi adalah sekitar 29 persen dan rata-rata tingkat 
pertumbuhan adalah enam persen. Jadi, Indonesia mempunyai Rasio 
antara Tingkat Investasi dengan Tingkat Pertumbuhan PDB Incremental 
Capital Output Ratio (ICOR) mendekati lima. Untuk setiap satu persen 
tingkat pertumbuhan, dibutuhkan lima persen tingkat investasi. Angka 
ini  sangatlah tinggi, dan sebagian dijelaskan oleh tingginya proporsi 
investasi ke pertambangan batu bara dan produksi kelapa sawit, 
dimana keduanya membutuhkan investasi awal yang besar, tetapi hanya 
menghasilkan output setelah beberapa tahun kemudian.
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Tabel 14.  The ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) (Rasio antara tingkat investasi dan 
tingkat pertumbuhan PDB)), 1985-2013

GDFCF: Gross Domestic Fixed Capital Formation atauGross Fixed Investment (Pembentukan 
Modal Tetap Domestik Bruto atau Investasi Tetap Bruto)
CATATAN: Kolom kedua dari terakhir adalah cara yang biasa digunakan untuk 
menghitung ICOR: rasio antara tingkat investasi dan pertumbuhan PDB di periode 
yang sama. Kolom terakhir membandingkan GDFCF untuk satu periode dengan 
pertumbuhan yang dimulai dan berakhir satu tahun kemudian, dengan asumsi 
bahwa ada rata-rata penundaan selama satu tahun antara investasi dan output.
Sumber: Papanek 2014t

Investasi dalam sektor kelapa sawit misalnya, hanya menghasilkan 
sedikit atau tidak ada pengembalian hingga 7 tahun. Selama periode 
ini ICOR menjadi tidak terhingga: untuk setiap miliar rupiah investasi, 
peningkatan outputnya nol. Penundaan antara investasi dan output ini 
lebih singkat untuk batu bara, tetapi ICORnya masih tinggi karena ini 
adalah kegiatan padat modal. Namun, hubungan antara tingkat investasi 
dan peningkatan output jelas tidak tetap, melainkan tergantung dari 
jenis investasinya. Rekomendasi kami adalah investasi dan pertumbuhan 
perlu dikonsentrasikan pada barang jadi padat karya dengan ICOR 
yang lebih rendah. 



161 Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

Di tahun 1980an dan awal 1990an ketika investasi disalurkan melalui 
barang jadi padat karya, ICOR berada pada angka 3,6 hingga 4,3. 
Apabila investasi dalam lima tahun kedepan adalah barang jadi 
padat karya dan kegiatan padat karya lainnya, Indonesia dapat 
kembali ke angka ICOR sekitar 3,5 hingga 4. Memang, jika sebagian 
pabrik berpindah dari dua giliran (shift) ke tiga giliran karena pabrik 
tersebut menjadi lebih untung sehingga dapat membayar upah 
lebih tinggi untuk mereka yang bekerja pada giliran malam, maka 
ICOR mereka bisa mendekati nol: tak ada investasi tapi outputnya 
meningkat. Ini akan membantu menurunkan ICOR untuk ekonomi 
secara keseluruhan.

Di lain pihak, investasi infrastruktur besar-besaran yang diperlukan 
akan membutuhkan ICOR tinggi dan begitu pula investasi kelapa 
sawit dan segala investasi lanjutan di sektor batu bara. Meningkatkan 
produksi listrik lebih dari dua kali lipatnya membutuhkan investasi 
yang cukup besar dengan pengembalian tahunan yang rendah. Dengan 
mempertimbangkan semua faktor ini, tingkat pertumbuhan 10 persen akan 
membutuhkan tingkat investasi antara 38 dan 45 persen. 

Terdapat 60 – 80 miliar dollar AS ketimpangan antara tingkat 
tabungan domestik dan investasi yang dibutuhkan 

Tabungan pemerintah Indonesia tidak mencukupi untuk mendanai 
investasi yang begitu besar. Tingkat investasi tertinggi yang pernah 
terjadi adalah 36 persen dari tahun 2009 hingga 2011, dalam periode 
singkat pertumbuhan yang pesat berkat adanya percepatan ledakan 
komoditas. Bahkan selama periode pertumbuhan ekonomi yang pesat 
dari tahun 2005 hingga 2012, tingkat tabungan pemerintah hanyalah 
32 persen, antara enam hingga 13 persen di bawah yang dibutuhkan. 
Kenaikan tingkat pertumbuhan yang kami harap dapat tercapai juga 
akan meningkatkan tabungan. Apabila tabungan berada di antara 
32 dan 36 persen, dengan kebutuhan investasi sebesar 40 hingga 45 
persen, kekurangan yang harus ditutupi oleh investasi asing adalah 
antara tujuh hingga 12 persen dari PDB. Dengan PDB sekitar 800 
miliar dollar AS, jumlah perkiraan wajar yang dibutuhkan dari modal 
asing adalah sebesar 60 hingga 80 miliar dollar AS. 
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mempunyai hubungan dengan perusahaan dan individu Indonesia di 
masa kini atau masa lalu. Selain itu juga semakin sulit untuk melabeli 
perusahaan multinasional sebagai perusahaan “Amerika” atau “Jepang” 
dikarenakan struktur modal mereka yang kompleks dan tim manajemen 
yang berisikan orang-orang dari berbagai bangsa. Orang Indonesia 
juga memiliki saham dalam perusahaan seperti ini, seperti juga investor 
Amerika dan Jepang. 

Diluar aspek politik, investasi ke dalam dapat membantu menutupi 
ketimpangan yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. 
Ketimpangan terbesar adalah antara tabungan dalam negeri dan 
investasi yang dibutuhkan serta ketimpangan ekspor/impor yang 
menyertainya. Tanpa adanya sumber daya asing, pertumbuhan 
kemungkinan besar akan berada pada sekitar 7,5 persen dan bukan 10 
persen di tahun terakhir masa jabatan presiden, dan pekerjaan layak 
dan produktif  yang dihasilkan juga akan lebih rendah.

Cara yang paling aman dan murah untuk menutup ketimpangan ini 
adalah melalui transfer publik, yang terdiri dari pinjaman dan hibah 
dari organisasi internasional dan pemerintah asing. Transfer ini biasanya 
memiliki periode pembayaran kembali setelah 20 hingga 30 tahun dan 
tingkat bunga yang sangat rendah. Indonesia terus menerima lima 
miliar dollar AS dana seperti itu per tahun. Tapi, Indonesia juga harus 
membayar kembali pinjaman lebih besar yang diambil pada tahun-
tahun sebelumnya. Jika menggunakan basis hutang bersih, transfer 
publik mencatat sedikit pengurangan hutang bersih (net drain) di tahun 
2013 dan di kuartal pertama tahun 2014 [0.6 miliar dollar AS dalam 15 
bulan]. Namun, apabila sumber pendanaan ini berkurang tanpa adanya 
pengurangan kewajiban Indonesia untuk membayar hutangnya, maka 
sebagian tabungan domestik harus dialihkan dari investasi ke sektor 
publik untuk membayar hutang.

Investasi Langsung Luar Negeri atau Foreign Direct Investment (FDI) adalah bentuk 
dana swasta luar negeri dengan resiko paling kecil. Karena FDI digunakan untuk 
mendanai bangunan, mesin-mesin, dan bahan baku, bahan tersebut 
tidak bisa langsung dibuat cairan dan dibawa keluar dari Indonesia. 
Biasanya hal-hal demikian diinvestasikan untuk jangka panjang, dengan 
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keuntungan dari usaha digunakan untuk membayar dana investor dan 
resiko yang diambil ketika melakukan investasi. Jadi, Investasi Langsung 
Luar Negeri merupakan sumber pendanaan luar negeri yang sangat 
baik untuk menutupi ketimpangan investasi-tabungan.  

Secara historis, FDI yang mengalir masuk biasanya relatif  kecil jika 
dibandingkan dengan ketimpangan investasi-tabungan. Di tahun 2004 
misalnya, jumlah FDI yang masuk hanya kurang dari dua miliar dollar 
AS. Di awal 2005, jumlah FDI meningkat secara substansial. Faktor 
penyebab terbesarnya adalah ledakan komoditas. Ledakan komoditas 
ini tidak hanya menarik investasi dalam produksi komoditas yang 
sangat menguntungkan, tetapi juga dalam memberikan barang dan jasa 
untuk kelas menengah yang berkembang cepat dengan peningkatan 
pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) dalam jumlah yang 
cukup besar. 

Kedua, Indonesia telah menjadi negara yang menarik bagi banyak 
investor luar negeri. Salah satu alasannya adalah karena negara lain 
menjadi kurang menarik. Tingkat pengembalian investasi di Eropa, 
Jepang, dan Amerika Serikat menjadi tidak lagi menarik dan membuat 
investor melirik ke Asia untuk memperoleh pengembalian yang lebih 
baik. Thailand mengalami banjir dan konflik politik. Biaya tenaga kerja 
meningkat di Tiongkok dan huru hara anti Jepang membuat investor 
Jepang takut dan mundur. Ekonomi India mulai kehabisan bahan bakar, 
dengan pemerintahan yang dianggap tidak mampu bertindak, ditimpa 
tuntutan korupsi, dan kemungkinan tidak akan dipilih kembali dalam 
pemilihan umum berikutnya dengan konflik dunia usaha-tenaga kerja 
yang mengurangi keuntungan di banyak wilayah di negara tersebut. 
Kebijakan makro ekonomi Indonesia dipandang kompeten dan stabil, 
terlepas dari partai manapun yang sedang berkuasa. FDI meningkat 
secara substansial dan mencapai 18 hingga 19 miliar dollar AS di tahun 
2012 dan 2013.

Tapi patut dicatat bahwa angka tersebut adalah jumlah bruto. Apabila 
investasi Indonesia di negara-negara lain ikut dipertimbangkan, seperti 
seharusnya demikian, maka dana bersih yang mengalir adalah sekitar 
25 persennya atau lima miliar dollar AS lebih rendah. Kedua, bahkan 
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selama periode ini, dana yang mengalir dalam beberapa tahun cukup 
rendah. Rata-rata untuk tahun 2005 hingga 2013 adalah 12 miliar 
dollar AS bruto, atau delapan miliar dollar AS bersih. Dalam kondisi 
terbaik, sesuai kebijakan yang berlaku pada tahun-tahun terakhir, 
FDI akan mencakup 10 hingga 15 miliar dollar AS dari ketimpangan 
tabungan-investasi sebesar 60-80 miliar dollar AS. Di tahun terakhir, 
kecenderungan yang terjadi membuat Indonesia kurang menarik bagi 
investor asing. Hanya apabila Indonesia berhasil menarik dua atau tiga 
kali lipat FDI dibandingkan yang mengalir baru-baru ini, maka FDI 
baru akan membuat kontribusi berarti untuk menutup ketimpangan 
tabungan-investasi.

FDI juga membawa pengalaman manajerial, kemampuan 
untuk memobilisasi sejumlah besar modal dan untuk 
mengambil resiko besar

Investor asing juga diperlukan untuk beberapa pengetahuan dan 
keterampilan yang sulit untuk diakses. Dalam beberapa kasus tertentu 
yang sudah jelas, seperti pengeboran air dalam untuk minyak atau gas, 
hanya beberapa perusahaan besar yang mampu menguasai teknologi 
tersebut. Akan tetapi, ada kasus lain yang tidak terlalu jelas, seperti 
pengelolaan produk berskala besar dan makanan yang mudah rusak 
secara efisien, dan pembangunan universitas yang mampu mendapatkan 
standar kelas dunia. Peran FDI dalam mengembangkan industri dengan 
teknologi yang lebih kompleks akan meningkat seiring dengan ekspor 
Indonesia yang semakin canggih dan padat teknologi (Rahmaddi & 
Ichihashi, 2013).

FDI juga dibutuhkan untuk beberapa investasi yang memerlukan uang 
dalam jumlah yang sangat besar, misalnya untuk mengembangkan 
ladang minyak/gas. Sebagian perusahaan di Indonesia mungkin mampu 
menginvestasikan satu hingga dua miliar dollar AS, tapi tak banyak 
yang bersedia dan mampu mengambil resiko dan menginvestasikan 
dua hingga tiga miliar dollar AS untuk mengebor sumur-sumur 
explorasi di wilayah yang belum tentu memiliki minyak dan gas 
yang memadai untuk membuat investasi tersebut patut dilakukan. 
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Perusahaan asing mungkin juga diperlukan untuk 
memfasilitasi akses terhadap pasar

Ekspor suku cadang mobil dari Indonesia telah meningkat pesat sejak 
pabrik-pabrik Indonesia diikutsertakan dalam rantai produksi dari 
beberapa perusahaan mobil Jepang. Jumalh ekspor berkisar antara 0,5 
miliar dollar AS dan 0,8 miliar dollar AS dari tahun 1995 hingga 2003. 
Selama 10 tahun berikutnya, angka tersebut telah meningkat tujuh kali 
lipat menjadi 5,7 miliar dollar AS. 

Contoh lain dimana perusahaan asing menghubungkan produksi lokal 
dengan pasar internasional adalah buah-buahan serta sayuran segar 
dan beku, bunga, dan produk kelautan. Terdapat potensi besar yang 
belum dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor produk pertanian dari 
Indonesia. Negara ini memiliki musim tanam sepanjang tahun dan dapat 
menghasilkan buah-buahan, sayuran, dan bunga pada waktu tertentu 
dalam satu tahun dimana produsen di negara-negara beriklim sedang 
hanya dapat melakukannya dengan menggunakan rumah kaca yang 
mahal. Lebih jauh lagi, tenaga kerja pertanian di Indonesia berharga 
murah. Namun, sulit bagi Indonesia untuk masuk ke dalam pasar dunia 
tanpa keterkaitan dengan perusahaan asing yang menjamin keamanan 
dan kualitas produk-produk makanan tersebut.   

Sepatu atletik adalah contoh lain. Pasar untuk barang ini dikendalikan 
oleh beberapa merek dan produsen Indonesia dapat masuk ke dalam 
pasar tersebut sebagai kontraktor atau sub-kontraktor untuk perusahaan-
perusahaan itu.

Pengalaman historis sudah jelas: Investor asing awalnya 
memainkan peran penting dalam memperluas ekspor barang 
jadi, tapi peran mereka berkurang seiring waktu

Investor asing memainkan peran dalam inovasi di negara-negara Asian 
lain, tapi negara-negara tersebut mempunyai penilaian yang berbeda-
beda tentang seberapa pentingnya keberadaan investor asing. Mereka 
lebih penting di Tiongkok daripada di Korea. Baik di Vietnam maupun 
di Bangladesh, mereka memainkan peran yang sangat besar. Namun, di 
semua negara-negara tersebut, peran mereka dengan cepat berkurang. 
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Industri garmen Bangladesh dibangun oleh orang asing, kebanyakan 
dari Korea. Setelah penduduk Bangladesh memperoleh pengalaman 
untuk mengoperasikan perusahaan, mereka membangun perusahaan 
mereka sendiri untuk bersaing dengan perusahaan Korea. Bahkan 
mereka membeli perusahaan Korea. Diawali dengan industri yang 
hampir 100 persen dimiliki dan dioperasikan pihak asing, kini garmen 
telah menjadi industri dengan hanya satu perusahaan besar yang berasal 
dari Korea. Tidak ada persyaratan hukum untuk divestasi. Hanya saja 
penduduk setempat mampu lebih baik dalam menangani pemerintah 
dan undang-undang, tenaga kerja setempat dan serikat pekerjanya 
meskipun dengan infrastruktur yang tidak memadai. Hal-hal seperti 
ini merupakan beberapa masalah yang mereka hadapi. Lebih jauh lagi 
mereka harus mempelajari teknologi di industri tersebut, pemasaran 
dan sumber input. Selain itu mereka juga harus membina hubungan 
dengan pembeli-pembeli besar, dan mereka berhasil melakukannya 
dengan cepat.

Cerita Bangladesh ini menarik karena merupakan contoh yang sangat 
jelas dan terjadi begitu cepat. Mengizinkan investor Korea masuk 
ke dalam negara ternyata sangat mempercepat pembangunan dan 
perluasan industri tersebut. Selama beberapa tahun, orang asing menjadi 
lebih penting daripada penduduk setempat. Namun pada akhirnya hal 
itu berujung pada industri yang lebih besar, yang dikendalikan oleh 
penduduk Bangladesh. 

Tiongkok juga telah berhasil menggunakan investor asing dengan baik 
untuk memajukan pembangunan industrinya. Kehadiran investor asing 
memperkenalkan produk, teknologi, dan sistem manajemen yang baru. 
Investor dan kaum profesional Tiongkok memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman bekerja di perusahaan asing dan bergabung ke 
dalam rantai pasok mereka. Dalam sejumlah produk dan sektor yang 
luas, perusahaan Tiongkok mulai muncul sebagai pesaing utama dari 
perusahaan multinasional. Setelah Tiongkok membuka diri terhadap 
ekonomi dunia pada tahun 1980an, muncul kepentingan domestik yang 
menuntut pembatasan tegas terhadap peran investor asing di Tiongkok. 
Untungnya tuntutan mereka tidak dikabulkan. Kehadiran pihak asing 
dan terpaparnya Tiongkok terhadap pasar global dan kompetisi telah 
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memfasilitasi kemunculan Tiongkok sebagai salah satu kekuatan 
industri. Pihak asing tidak memanfaatkan Tiongkok; dalam banyak hal 
justru Tiongkok memanfaatkan investor asing. 

Resiko menurunnya FDI

Terdapat resiko substansial bahwa jumlah FDI yang mengalir ke Indonesia 
akan menurun di masa mendatang. Salah satu alasan pentingnya adalah 
fakta bahwa tingkat pengembalian investasi di Amerika Serikat telah 
meningkat dan kemungkinan besar akan terus naik. Hal yang sama juga 
berlaku di sebagian wilayah Eropa dan kemungkinan di Jepang. Potensi 
terbesar untuk terjadinya perubahan dramatis adalah di India. Apabila 
Perdana Menteri yang baru melakukan setengah saja perubahan yang ia 
janjikan, maka India akan menjadi tempat yang jauh lebih menarik bagi 
semua investor, termasuk investor asing.  

Di saat yang sama, Indonesia dianggap kurang menarik bagi 
investor. Biaya tenaga kerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
negara-negara pesaing, sehingga mengurangi daya tarik untuk 
berinvestasi dalam sektor manufaktur padat karya. Sejumlah langkah 
kebijakan yang dianggap tidak ramah terhadap investor asing telah 
dilakukan. Ini mencakup persyaratan untuk mendivestasi sebagian 
besar perusahaan mereka dalam jangka waktu yang relatif  singkat. 
Aturan ini meningkatkan resiko bahwa perusahaan tidak akan 
mampu menutupi biayanya dan memperoleh keuntungan sebelum 
mereka harus menjualnya. Perluasan daftar investasi yang tidak 
terbuka bagi pihak asing dianggap sebagai faktor negatif  ketiga.       
 
Dibandingkan dengan masa lalu, kini investor memiliki keyakinan yang 
lebih rendah dalam hal stabilitas kebijakan makro ekonomi terkait 
FDI. Berbagai persyaratan telah dibebankan kepada investor asing 
sehingga mengurangi keuntungan berinvestasi di Indonesia. Kampanye 
pemilu menghasilkan banyak retorika anti-asing atau nasionalis yang 
menimbulkan pertanyaan di benak para calon investor mengenai 
kemungkinan pergeseran kebijakan yang dirancang untuk melemahkan 
investasi dari luar negeri. 



169 Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

Persyaratan bagi eksportir mineral untuk merefinasi produk mereka 
di Indonesia tidak berdampak pada ekspor barang jadi padat karya, 
yang merupakan pusat dari strategi yang kami rekomendasikan. Dari 
sudut pandang ekonomi, pajak ekspor seharusnya merupakan solusi 
yang lebih efisien dibandingkan larangan mengekspor bahan baku 
sebab pajak ekspor menghasilkan efek yang jauh lebih diinginkan yaitu 
menghasilkan pendapatan, sehingga pemerintah dapat berinvestasi 
dalam infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan. Presiden, 
Menteri, dan Anggota DPR di Indonesia sangat ingin memperkuat 
profil nasionalis mereka sebagai politisi di negara lain. Namun, apabila 
akibatnya Indonesia menerima lebih sedikit investasi swasta luar negeri 
karena dipandang oleh investor asing sebagai tempat yang tidak ramah, 
maka biaya ekonomi dari sikap politis tersebut bisa jadi sangat tinggi: 
pertumbuhan lebih rendah dan pekerjaan lebih sedikit. Hal ini nantinya 
akan mengakibatkan timbulnya biaya politik.

Menciptakan lingkungan stabil untuk investasi luar negeri dapat 
mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor. Dengan berkurangnya 
ketidakpastian yang mereka hadapi, kita dapat menurunkan tingkat 
pengembalian yang mereka inginkan sebelum menempatkan modal di 
Indonesia. Perubahan kebijakan yang tak menentu meningkatkan tingkat 
ketidakpastian dan mengurangi investor asing yang baik, sehingga 
menyisakan mereka yang mengharapkan keuntungan berlimpah dari 
proyek mereka di Indonesia. 

Anggapan adanya perubahan dalam kebijakan menyangkut investor 
asing sayangnya datang pada saat perusahaan asing tidak memperoleh 
keuntungan sebesar lima tahun yang lalu. Dari tahun 2005 hingga 
2011, sebagian besar perusahaan meraup keuntungan besar sehingga 
perubahan aturan dapat diterima dengan mudah. Sebagian besar 
perusahaan kini tidak lagi mendapatkan untung besar dan segala 
perubahan yang akan mengurangi keuntungan mereka lebih jauh akan 
ditentang keras dan menciptakan lebih banyak pemberitaan negatif  
untuk Indonesia.
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Konsekuensinya dapat dilihat cukup jelas dari pengurangan pengeboran 
minyak dan gas di Gambar 14. Pada empat bulan pertama di tahun 2014, 
tingkat pengeboran, yang artinya tingkat investasi, adalah sepertiga dari 
angka di tahun 2013 dan seperenam dari angka di tahun 2012.

Mengubah pembatasan administratif  menjadi sanksi 
keuangan terhadap investor asing dapat memberikan manfaat 
yang sama kepada perusahaan Indonesia, namun dengan 
lebih efisien dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah

Seperti kebanyakan negara lain, Indonesia ingin membatasi peran 
investor, teknisi, dan manajer asing serta meningkatkan peran investor 
dan personil Indonesia. Namun, jika hal ini diusahakan melalui 
penetapan peraturan dan kuota dan menyerahkan penafsiran peraturan 
tersebut pada pejabat, hal itu menciptakan inefisiensi dan peluang 
untuk korupsi.  

Satu contoh yang jelas adalah izin yang harus diperoleh oleh orang 
asing yang hendak bekerja di Indonesia. Pejabat yang menerapkan 
sistem perizinan ini memiliki diskresi yang besar, yang menciptakan 
godaan yang kuat untuk mempercepat prosesnya lewat suap. Lebih 
jauh lagi, pejabat yang membuat keputusan biasanya hanya memiliki 
pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya orang asing tertentu 
terhadap perusahaan tertentu. Tak dapat dielakkan bahwa hal seperti 
berikut akan terjadi: izin bagi personil teknis atau manajerial yang 
sangat penting bagi perusahaan tertentu ditolak dan izin lain diberikan 
kepada perusahaan yang dapat dengan mudah mengganti orang asing 
tersebut dengan orang Indonesia.  

Sistem yang lebih baik adalah ketika suatu perusahaan bebas untuk 
menggunakan personil asing sebanyak mungkin, tapi harus membayar 
pajak yang semakin besar seiring waktu. Dengan demikian akan tercipta 
insentif  yang semakin kuat untuk melatih personil Indonesia dan 
menggantikan orang asing dengan mereka secepat mungkin. Apabila 
terdapat orang asing yang sangat penting bagi perusahaan, maka 
perusahaan tersebut mungkin bersedia membayar pajak, bahkan ketika 
pajak tersebut semakin besar seiring waktu. Sistem ini akan menjadi 
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sumber pendapatan yang baru bagi pemerintah dan merupakan cara 
efisien untuk mendorong penggunaan tenaga kerja Indonesia untuk 
menggantikan personil asing. Investasi dapat dibagi menjadi dua atau 
tiga kategori, tergantung dari kompleksitas teknis dan manajerial yang 
terlibat. Pajak untuk perusahaan yang menggunakan teknologi dan 
sistem yang relatif  sederhana akan lebih cepat meningkat dibandingkan 
dengan pajak untuk perusahaan yang menggunakan proses yang lebih 
kompleks.  

Sistem serupa dapat diaplikasikan berkenaan dengan peraturan divestasi 
bagi Indonesia. Daripada mengharuskan perusahaan asing menjual 
sejumlah saham mereka ke pihak Indonesia pada waktu tertentu, 
pemerintah dapat mengenakan pajak bertingkat pada perusahaan 
asing tersebut, tergantung dari sejauh mana mereka telah melakukan 
divestasi. Saat ini investor asing memiliki resiko substansial tapi tak 
diketahui bahwa mereka akan dipaksa menjual perusahaan mereka 
pada harga yang sangat rendah untuk mematuhi undang-undang. Jika 
mempunyai alternatif  untuk membayar pajak yang sudah diketahui 
jumlahnya untuk menunda waktu penjualan, mereka dapat mengubah 
resiko yang tak diketahui ini menjadi biaya yang benar-benar diketahui. 
Jika pajak terus meningkat selama mereka menunda menjual saham 
perusahaan, maka mereka akan mempunyai insentif  yang kuat untuk 
menjual secepat mungkin.

Kompromi antara inflasi, pertumbuhan, dan ekspor

Kebijakan moneter yang ketat, yang cenderung disukai Bank Indonesia, 
membantu meningkatkan tabungan dan menurukan inflasi dengan 
mengurangi permintaan baik dari konsumen maupun investor. Ketatnya 
kebijakan moneter berbuah pada meningkatnya tingkat bunga yang 
membuat pinjaman itu semakin mahal. Hasilnya, permintaan untuk 
mobil, motor, perabotan, dan barang-barang lain yang biasanya sebagian 
dibiayai dengan pinjaman berkurang. Selain itu ketatnya kebijakan 
moneter juga meningkatkan biaya peminjaman bagi investor dan 
karenanya mengurangi tingkat investasi. Tingkat konsumsi dan investasi 
yang lebih rendah juga mengurangi impor suku cadang dan barang 
modal untuk produksi mobil dan motor serta mengurangi impor barang 
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investasi. Dengan mengurangi impor, kebijakan uang ketat menurunkan 
tingkat konsumsi dan investasi ketidakseimbangan perdagangan. Tingkat 
bunga yang dinaikkan akan mendorong tabungan, karena tabungan 
tersebut mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. 

Selain itu tingkat bunga yang tinggi menarik aliran dana luar negeri 
untuk mendapatkan sekuritas pemerintah. Hasilnya adalah apresiasi 
rupiah, yang membuat ekspor lebih mahal dan impor lebih murah. 
Ketika ekspor turun dan impor naik, neraca perdagangan sekali lagi akan 
menjadi negatif, kecuali kebijakan moneter kembali diperketat. Dengan 
berkurangnya permintaan dari konsumen dan investor, pertumbuhan 
akan melambat dan begitu pula dengan penciptaan pekerjaan yang 
layak dan produktif.

Pendek kata, inflasi akan lebih terkendali dan neraca luar negeri pun 
seimbang, tetapi pertumbuhan melambat, ekspor jatuh, dan penciptaan 
pekerjaan menjadi lebih sedikit.

Alternatifnya adalah kebijakan moneter yang lebih halus. Membuat 
pinjaman lebih mudah dan murah mendorong permintaan konsumen 
dan permintaan dari investor meningkat dengan cepat. Rupiah 
mengalami depresiasi, yang merangsang ekspor dan melemahkan 
impor, sehingga membantu menutup ketimpangan perdagangan 
atau bahkan menghasilkan surplus. Meningkatnya harga impor, yang 
merupakan akibat dari itu, bersama dengan meningkatnya permintaan 
untuk semua jenis barang, akan berujung pada meningkatnya tingkat 
inflasi. Kenaikan harga akan besar terutama untuk impor dan barang-
barang yang diekspor Indonesia. Kenaikan harga barang mewah 
impor dan perjalanan luar negeri seharusnya tidak masalah bagi 
kebijakan. Malahan jika meningginya harga barang-barang yang 
dikonsumsi penduduk kaya membuat mereka mengurangi konsumsi dan 
meningkatkan tabungan, hal itu adalah perkembangan yang positif.

Inflasi berpengaruh apabila ikut meningkatkan harga barang 
yang penting bagi 40 persen penduduk termiskin

Inflasi menjadi masalah apabila ikut menaikkan harga barang-barang 
yang penting di dalam keranjang konsumsi separuh penduduk yang 
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miskin. Cara mengkompensasi naiknya harga-harga makanan impor 
sebagai akibat devaluasi telah dibahas sebelumnya. Jika pemerintah dapat 
menstabilkan harga makanan pokok yang dikonsumsi oleh 40 persen penduduk 
termiskin, dampak dari inflasi sedang terhadap daya beli mereka dapat diminimalisir. 
Upah cenderung naik dalam jeda waktu tertentu setelah harga naik, dan akan 
mengejar percepatan inflasi kira-kira dalam 18 bulan.1 Apabila devaluasi mata 
uang berkontribusi terhadap penciptaan pekerjaan yang lebih layak dan 
produktif  bagi pekerja tidak terampil, yang mana sesungguhnya itulah 
tujuannya, maka peningkatan penghasilan masyarakat miskin yang 
merupakan akibat dari penciptaan pekerjaan lebih layak dan produktif  
tersebut akan jauh melebihi biaya dari naiknya tingkat inflasi.

Diskusi ini telah membahas kompromi antara kebijakan moneter, 
yang menghasilkan empat persen tingkat inflasi, dan kebijakan yang 
menghasilkan tujuh hingga 10 persen tingkat inflasi. Tetapi, konsekuensi 
dari kebijakan moneter yang menghasilkan inflasi yang jauh lebih tinggi, 
misalnya 25 persen, belum dibahas. Selain itu, konsekuensi inflasi yang 
terus melaju dalam beberapa tahun dan mencapai tingkat yang tinggi juga 
belum dibahas. Tingkat inflasi yang tinggi dan/atau terus melaju dalam 
beberapa tahun menciptakan ketidakpastian hebat mengenai harga-harga 
di masa depan dan hubungan antar harga, serta meningkatkan resiko yang 
dihadapi investor. Tingkat inflasi seperti itu kemudian dapat melemahkan 
investasi, menghasilkan pelarian modal, mengakibatkan depresiasi tajam 
rupiah, dan merusak tatanan masyarakat. Dalam satu tahun dari 1997 
hingga Juni 1998, rupiah mengalami depresiasi dari   Rp 2.500 menjadi 
Rp 15.000 per dollar AS, meningkat enam kali lipat. Harga beras dalam 
rupiah melonjak. Mereka yang menjual beras dan menggunakan tenaga 
kerja mendapatkan untung yang berlipat-lipat; mereka yang menyediakan 
tenaga kerja dan membeli beras jatuh ke jurang keputusasaan. Tidak ada 
yang ingin mengulang pengalaman itu lagi.  

Namun, dengan menstabilkan harga beras dan gabah lainnya, yang 
mencakup 24 persen dari total pengeluaran 20 persen penduduk 
termiskin dan 18 persen dari 20 persen penduduk termiskin berikutnya, 

6 Peningkatan tingkat inflasi antara 87 persen dan 97 persen akan tertutupi dengan 
naiknya upah nominal setelah 18 bulan. Besaran 87 persen atau 97 persen tergantung 
dari spesifikasi modelnya (Papanek, Setiawan & Purnagunawan, 2013)

6
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inflasi tidak akan terlalu menyebabkan penderitaan. Jika harga kacang 
kedelai berhasil distabilkan juga-artinya harga kedelai diperbolehkan 
untuk naik lebih lambat – maka inflasi bagi masyarakat miskin akan 
meningkat sebesar tiga perempat kali lebih tinggi dibandingkan tingkat 
rata-rata. Ketika inflasi melaju, upah nominal juga akan naik lebih 
cepat. Akibatnya, jika rata-rata inflasi melaju dari tiga hingga 10 persen 
dan sebesar 5,25 persen bagi masyarakat miskin karena stabilisasi harga 
makanan, maka upah riil masyarakat miskin akan berkurang 2,6 persen 
di tahun pertama, sebagai dampak dari inflasi (Papanek, Setiawan & 
Purnagunawan, 2013). Tapi jika di saat yang sama pekerjaan baru 
meningkat sebesar 10 persen karena ekspor Indonesia menjadi lebih 
kompetitif, maka upah akan naik sebesar lima persen (Ibid). Efek 
bersihnya adalah peningkatan upah riil sebesar 2,4 persen.  

Inflasi yang lebih pesat, yang merupakan akibat dari gagal panen, merupakan 
hal yang buruk bagi masyarakat miskin. Namun, apabila meningkatnya tingkat 
inflasi merupakan akibat dari devaluasi, yang meningkatkan permintaan tenaga 
ker ja, maka efeknya akan bermanfaat bagi penduduk miskin. Sebagaimana telah 
ditunjukkan di bab-bab sebelumnya, selama beberapa periode devaluasi, masyarakat 
miskin memperoleh manfaat yang besar.

Skenario makro ekonomi yang dibahas disini bukan hanya teori: pada 
intinya inilah langkah yang diambil oleh Tiongkok dan dalam cakupan 
yang lebih kecil, Vietnam, Jepang, Korea, dan Taiwan. Negara-negara 
ini mengikuti strategi yang serupa selama tahap awal industrialisasi. 
Mereka bukanlah negara dengan inflasi yang tinggi. Mereka memahami 
bahwa menjamin pasokan komoditas esensial yang memadai, seperti makanan 
pokok, pada harga yang stabil dapat membantu menerapkan kombinasi yang tepat 
antara stabilitas harga dan kurs mata uang yang kompetitif. Indonesia juga telah 
menemukan kombinasi yang tepat dalam beberapa periode di masa lalu. 

Di periode lainnya, terutama di tahun-tahun terakhir, Indonesia telah 
melakukan hal yang berlawanan dari seharusnya. Kurs mata uang dibiarkan 
mengalami apresiasi, dengan sesekali didorong oleh Bank Indonesia sebagai cara 
mengendalikan inflasi. Ini merupakan faktor utama penyebab stagnasi ekspor barang 
jadi, sementara ekspor barang jadi di negara-negara Asian lain yang berkembang 
dengan cepat memberikan peker jaan dan penghasilan kepada jutaan keluarga. 
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Di saat yang sama, harga makanan telah didorong naik dengan tarif, kartel, 
kuota impor dan infrastruktur yang tidak memadai. Bukannya membiarkan 
ter jadi depresiasi kurs untuk memberikan perlindungan kepada semua produsen, 
pengendalian impor justru memberikan keuntungan tak terduga bagi mereka yang 
diberikan izin untuk mengimpor. Pengendalian ini juga mengakibatkan kekurangan 
sementara untuk sayuran penting seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai.

Masalahnya adalah tekanan biaya merupakan salah satu penyebab 
inflasi.  Tekanan biaya ini disebabkan oleh pasokan tidak memadai yang 
tidak dapat segera ditingkatkan ketika harga-harga naik, seperti dalam 
hal kekurangan sayuran yang penting bagi masyarakat miskin, yang 
tanpa sayuran hanya makan makanan yang hambar. Dalam hal ini, 
mendorong naik suku bunga untuk mengurangi permintaan konsumen 
yang berujung pada pengendalian inflasi harga adalah obat yang salah 
untuk penyakit yang salah. Masalahnya bukan terletak pada terlalu 
banyak total permintaan, melainkan kekurangan beberapa barang-
barang kunci dengan permintaan yang sangat tidak elastis. Solusi jangka 
pendeknya adalah memperkenalkan kebijakan yang fleksibel sehingga 
impor secara otomatis meningkat ketika terjadi kekurangan. Solusi 
jangka menengahnya adalah kebijakan pertanian yang membantu petani 
memproduksi lebih banyak cabai, bawang merah, dan bawang putih 
daripada hanya berkonsentrasi pada menanam padi. Padi sendiri adalah 
komoditas yang siap disimpan untuk menstabilkan fluktuasi pasokan.

Menangani defisit dalam neraca perdagangan dan neraca 
pembayaran: “Panadol” atau solusi struktural

Permasalahan yang berkaitan erat dengan inflasi adalah defisit dalam 
necara perdagangan atau kelebihan barang impor dibandingkan ekspor, 
yang telah mengakibatkan defisit yang besar di neraca pembayaran. 
Pendapatan ekspor meningkat lebih dari dua kali lipat dalam enam tahun 
masa ledakan komoditas, dan impor meningkat secara proporsional. 
Ketika ledakan berakhir pada tahun 2011, pendapatan ekspor menurun 
sebesar hampir 15 persen dalam dua tahun, kemudian empat persen lagi 
dalam lima bulan pertama di tahun 2014. Namun impor terus tumbuh 
di tahun 2012 ketika pendapatan nasional meningkat. Hasilnya adalah 
defisit dalam neraca perdagangan, karena pendapatan dari ekspor 
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barang tidak lagi mampu menutupi impor barang. Karena Indonesia 
selalu mengalami defisit yang cukup besar dalam sektor pelayanan, 
sebagian besar karena pembayaran yang besar untuk pengiriman dan 
asuransi untuk impor dan ekspor, rekening neraca pembayaran saat ini 
telah menjadi sangat negatif.

Solusi jangka pendek atau “Panadol”: pengetatan moneter dan aliran modal jangka pendek.  
Bank Indonesia menangani masalah ini dengan alat-alat yang mereka 
dapat gunakan, yaitu mengetatkan kebijakan moneter dan meningkatkan 
tingkat bunga. Ini diharapkan akan menghasilkan dua efek. Pertama, 
dengan membuat kredit lebih mahal, kebijakan ini dirancang untuk 
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jangka pendek bergerak ke seluruh dunia untuk menanggapi tingkat 
pengembalian aset-aset yang berbeda. Ketika tingkat pengembalian di 
AS dibuat sangat rendah oleh kebijakan Bank Sentral AS (Federal Reserve), 
dan tingkat pengembalian di Eropa dan Jepang bahkan lebih rendah 
lagi, tingkat bunga di Indonesia terlihat sangat menarik. Namun, selama 
Indonesia terus bergantung pada aliran modal jangka pendek untuk 
menyeimbangkan neracanyanya, negara ini berada di bawah kendali 
perubahan kebijakan di negara-negara lain.  

Ketika Bank Sentral AS menaikkan tingkat bunga, sebagian modal 
jangka pendek kemungkinan akan mengalir keluar dari Indonesia demi 
memanfaatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan tingkat 
keamanan yang lebih kuat dari obligasi US Treasury. Peningkatan 
pengembalian di Eropa atau Jepang akan memiliki efek yang sama, 
meskipun tidak terlalu terlihat. Untuk terus membiayai defisit dalam 
neraca pembayaran di hadapan bunga yang lebih tinggi di AS, Indonesia 
perlu meningkatkan tingkat bunganya lebih tinggi lagi. Hasilnya, hal 
itu akan lebih memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu 
pendekatan moneter jangka pendek untuk menemukan solusi membawa 
resiko jangka menengah yang besar.

Pendekatan reformasi struktural

Solusi alternatifnya adalah mengatasi penyebab struktural dari 
ketidakseimbangan dan, terutama, ketergantungan berat Indonesia 
pada ekspor komoditas dimana harganya sangat tidak stabil. Reformasi 
struktural yang disarankan dalam makalah ini utamanya membutuhkan 
perubahan insentif  untuk mendorong produksi ekspor dan produksi 
dalam negeri untuk barang-barang yang saat ini diimpor. Untuk 
mencapai reformasi struktural ini, industri Indonesia harus memperbaiki 
posisi kompetitifnya dengan mengurangi biaya sampai menjadi lebih 
rendah dari para pesaingnya. 

Mengatasi defisit neraca pembayaran: menggabungkan pendekatan moneter dan 
struktural. Kedua pendekatan untuk mengatasi defisit neraca pembayaran 
memiliki kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing, dan 
menggabungkan keduanya mungkin adalah jalan terbaik dan kebijakan 
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yang paling realistis. Keuntungan dari kebijakan murni moneter adalah 
dapat diterapkan dengan cepat oleh Bank Indonesia sendiri dan dapat 
membuahkan hasil yang cepat melalui instrumen utamanya, kenaikan 
tingkat bunga. Tindakan Bank Indonesia dapat meyakinkan investor bahwa 
Indonesia sedang mengambil tindakan, dan hal itu membantu mencegah 
pelarian modal. Akan tetapi, ini tidak mengatasi masalah fundamental 
dari ketidakseimbangan dan membuat negara rentan terhadap 
perubahan kebijakan di tempat lain di dunia, di luar kendali Indonesia.   
 
Sebagian besar, tapi tidak semua, perubahan kebijakan struktural 
membutuhkan waktu untuk dapat dilaksanakan. Perubahan dalam 
kurs mata uang yang memiliki dampak kuat untuk merangsang ekspor 
dan melemahkan impor dapat dicapai secepat mengubah tingkat 
bunga. Namun, efektivitas nilai tukar ini tergantung pada penentuan 
bahwa mereka mencerminkan perubahan jangka panjang dalam 
kebijakan pemerintah. Investor umumnya tidak akan menanggapi satu 
kali devaluasi mata uang. Karena sebagian besar investasi membutuhkan 
waktu untuk dapat menghasilkan keuntungan, investor akan menanggapi 
perubahan kebijakan yang meyakinkan mereka bahwa nilai tukar 
terus akan disesuaikan seiring waktu untuk dapat mempertahankan 
biaya lokal agar relatif  tetap stabil dalam mata uang asing, berapapun 
meningkatnya dalam rupiah. Dampak penuh dari kebijakan nilai tukar 
ini membutuhkan waktu agar dapat direalisasi. Perubahan struktural 
lain akan memakan waktu lebih lama lagi agar menjadi efektif. 

Elemen kunci dalam reformasi struktural adalah langkah-langkah 
yang diambil untuk menarik Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) 
untuk menutup ketimpangan neraca pembayaran. Tidak seperti 
investasi portofolio, FDI tidak dapat langsung mengalir keluar, tetapi 
diinvestasikan untuk jangka panjang dan berkontribusi untuk mencapai 
solusi permanen terhadap masalah yang ada.

Kombinasi yang bijaksana antara pengetatan moneter dan reformasi 
struktural seringkali adalah paket yang paling efektif  untuk mengatasi 
defisit neraca pembayaran. Pengetatan moneter tanpa reformasi 
struktural mengandung resiko, karena efektivitasnya mungkin 
tergantung dari aliran modal jangka pendek yang dengan mudah 
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mengalir keluar. Selain itu, pengetatan moneter mungkin hanya efektif  
dengan pengorbanan yang besar dalam hal pertumbuhan yang lebih 
lambat, pekerjaan yang lebih sedikit, dan kesengsaraan yang lebih 
besar. Reformasi struktural tanpa pengetatan moneter mungkin terlalu 
lambat untuk mencegah pelarian modal. Pengetatan sementara untuk 
menghindari pelarian modal disertai dengan reformasi struktural untuk 
mengatasi permasalahan fundamental dapat menjadi kombinasi yang 
bagus.

Intinya, terdapat biaya politik yang signifikan terhadap peningkatan 
peran Investasi Swasta Langsung Luar Negeri. Tapi perlu diakui bahwa 
terdapat biaya ekonomi yang substansial pula terhadap pengurangan 
investasi luar negeri. Biaya ekonomi ini akan berubah menjadi biaya 
politik seiring waktu ketika pertumbuhan ekonomi melambat dan hanya 
sedikit pekerjaan yang layak dan produktif  yang diciptakan.   

Investasi Langsung Luar Negeri diperlukan untuk:  

i. mengisi ketimpangan antara tabungan dan investasi yang 
dibutuhkan. Untuk mencapai pertumbuhan 10 persen, 
Indonesia membutuhkan tingkat investasi sekitar 40 persen, tapi 
tabungan hanya mencapai 30 hingga 35 persen. FDI sebesar 60 
hingga 80 miliar dollar AS per tahun dibutuhkan untuk dapat 
mengisi ketimpangan tersebut. Di masa lalu, Indonesia hanya 
pernah menarik 10 hingga 15 miliar dollar AS FDI per tahun. 
Jika Indonesia tak dapat menarik lebih banyak dari itu di masa 
mendatang, pertumbuhan akan menjadi sekitar 7,5 persen dan 
bukan 10 persen di tahun terakhir masa jabatan presiden baru;  

ii. memberikan keterampilan teknis dan manajerial yang 
diperlukan, serta kemampuan untuk menggerakkan dan 
mempertaruhkan sejumlah besar uang; dan 

iii. memberikan kemudahan akses ke sebagian pasar global.   

Dalam menarik FDI, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara 
lain. Investasi di negara lain baru-baru ini menjadi lebih atraktif, 
sementara investasi di Indonesia dianggap kurang menarik dan lebih 
beresiko. Negara ini perlu menetapkan keseimbangan yang teliti antara 
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memberikan preferensi terhadap investor dalam negeri dan menarik 
investasi luar negeri yang memadai untuk mencegah melambatnya 
pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Indonesia dapat 
membantu investor dan profesional Indonesia dengan lebih efisien 
dengan mengenakan pajak atau biaya kepada pihak asing daripada 
melalui aturan dan kuota. Sistem biaya/pajak akan mengurangi korupsi 
dan menghasilkan pendapatan pemerintah.

Paket kebijakan untuk meningkatkan ekspor barang jadi padat karya 
pasti akan mencakup devaluasi rupiah sebesar 10 hingga 15 persen 
untuk jangka pendek. Ini akan meningkatkan harga barang impor dan 
ekspor serta berkontribusi terhadap inflasi. Tapi ini akan membantu 
menyeimbangkan perdagangan internasional dengan meningkatkan 
ekspor dan mengurangi impor. Ini juga dapat merangsang tabungan 
dengan membuat barang mewah impor lebih mahal. Dampaknya 
terhadap 40 persen penduduk termiskin dapat dan seharusnya dimitigasi 
dengan menstabilkan harga beras, gandum, jagung, dan kacang kedelai, 
serta mungkin bawang merah, bawang putih, dan cabai. Jika hal itu 
dilakukan, dampak percepatan inflasi dari tiga hingga lima persen hanya 
akan mengurangi upah riil sebesar 2,6 persen, dan hanya untuk satu 
tahun. Dampak negatif  ini dapat tergantikan oleh dampak positifnya, 
yaitu peningkatan permintaan tenaga kerja. 

Suatu kebijakan moneter yang mengakibatkan inflasi yang lebih cepat 
dan penurunan nilai rupiah dapat menjadi kebijakan yang memihak 
masyarakat miskin. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat dengan 
nilai tukar yang dinilai terlalu tinggi untuk mengurangi tekanan karena 
inflasi justru merugikan masyarakat miskin karena memperlambat 
penciptaan pekerjaan yang layak dan produktif. 
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Bab 9. 
Mengurangi Biaya Korupsi, Melakukan 
Usaha, dan Kredit

Survei telah menunjukkan bahwa biaya korupsi, peraturan usaha, dan 
kredit tidak terlalu penting dibandingkan dengan biaya infrastruktur 
dan tenaga kerja dalam persaingan barang jadi Indonesia. Namun, 
biaya-biaya ini berpengaruh, karena Indonesia menempati peringkat 
nyaris terbawah dalam dua dari tiga aspek tersebut. Lebih jauh lagi, 
ketiga biaya ini dapat lebih mudah dikurangi dibandingkan dengan 
biaya infrastruktur dan tenaga kerja yang tinggi. Dengan upaya dan 
kemauan keras untuk menghadapi oposisi politik, perbaikan yang 
substansial dapat dicapai dalam satu atau dua tahun dalam hal biaya 
korupsi dan melakukan usaha, serta kemungkinan biaya kredit. Peluang 
yang ada di depan mata ini sebaiknya diambil di awal masa jabatan presiden baru 
untuk mencatat beberapa prestasi cepat. 

Mengubah budaya korupsi itu sulit dan membutuhkan waktu

Korupsi telah meluas dan tertanam dalam di pemerintah Indonesia 
selama setidaknya 50 tahun. Untuk periode yang lama, antara tahun-
tahun kemerdekaan dan awal tahun 1970an, sulit bagi pegawai negeri 
dan keluarganya untuk bertahan hidup apabila mereka jujur dan tidak 
memiliki sumber penghasilan lain diluar gaji mereka. Selama periode 
ini, inflasi sebesar 20 hingga 700 persen mengurangi gaji sebagian 
besar pegawai negeri, bahkan di jabatan tertinggi, menjadi hanya 
sepersekian dari daya beli awal mereka. Pada waktu-waktu tertentu, gaji 
pegawai negeri senior pun hampir tidak cukup untuk membeli beras 
dan makanan pokok lainnya selama seminggu pertama dalam sebulan. 
Beras yang diberikan pemerintah menutupi kebutuhan untuk minggu 
kedua. Satu-satunya cara untuk membeli makanan untuk dua minggu 
sisanya adalah dengan mencari sumber penghasilan lain. Pegawai negeri 
yang dikirim keluar negeri akan menyisihkan sebagian besar uang saku 
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mereka, dan menggunakan nilai tukar untuk membeli rupiah di pasar 
abu-abu (grey market) untuk membayar biaya hidup mereka. Secara resmi, 
nilai tukar rupiah adalah Rp. 90 untuk satu dollar AS, tapi di pasar 
abu-abu (grey market), nilanya adalah Rp. 1.000. Seorang pejabat yang 
digaji Rp. 15.000 per bulan dan menabung uang saku sebesar 1.000 
dollar AS dapat menukarkannya dengan satu juta rupiah, lebih dari 
lima tahun gaji mereka. Pejabat lainnya melengkapi gaji mereka dengan 
menyewakan tanah dan rumah atau dengan dukungan keuangan dari 
keluarga mereka.  

Mayoritas dari mereka yang tidak memiliki sumber penghasilan 
tambahan harus mencari cara untuk menambahkan gaji dengan 
menerima suap, menjual barang milik pemerintah atau dengan 
kegiatan ilegal lainnya. Pekerja di perkebunan menyisihkan sebagian 
hasil kebun untuk dijual di pasar;  komandan militer menjual posisi 
manajerial di perkebunan di dalam wilayah komando mereka. 
Anggaran pemerintah untuk militer jelas tidak memadai. Unit-unit 
TNI harus menambahkan alokasi pemerintah dengan cara apapun, 
dan mereka melakukannya dengan berbagai cara yang legal, semi-
legal, dan tidak begitu legal. Impor harus dilakukan dengan izin, dan 
pejabat yang mengeluarkan lisensi atau izin memiliki kekuasaan untuk 
memperkaya atau menghancurkan usaha di setiap sektor. Pejabat ini 
menerima imbalan yang sangat besar karena memberikan izin kepada 
perusahaan tertentu.

Pada pertengahan 1960an, budaya korupsi telah mengakar dan 
masih ada hingga kini. Manfaat melakukan korupsi itu besar, 
sementara peluang tertangkapnya kecil dan biaya yang anda 
bayarkan jika tertangkap hanyalah sebagian kecil dari praktik usaha 
yang korup. Rasio biaya-manfaat membuat korupsi menjadi hal yang 
sangat menarik bagi semua orang, tetapi paling tidak etis. Hingga 
pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka yang 
memegang jabatan kuat tidak pernah didakwa karena korupsi kecuali 
untuk alasan politis.  

Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, KPK telah membuat 
tindakan korupsi menjadi beresiko dan mahal harganya. Baik resiko 
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maupun peluang untuk ditangkap meningkat secara substansial. Pejabat 
pemerintah hingga dan mencakup tingkat gubernur, menteri, anggota 
DPR, dan hakim senior dapat dihukum penjara dan seluruh harta hasil 
korupsinya disita. Hasilnya, peringkat Indonesia dalam tabel persepsi 
korupsi bergerak naik.

Tabel 15.  Indeks Persepsi Korupi: Indonesia seiring Waktu dan Dibandingkan dengan 
Negara Asia Lain

Sumber: Transparency International, 2002, 2005, 2010, 2013

Pada tahun 2002, Indonesia masuk ke dalam enam persen negara 
terkorup dari semua negara yang dicakup, berbagi gelar tidak terhormat 
dengan Bangladesh sebagai negara yang paling korup di Asia. Pada 
tahun 2013, peringkat Indonesia telah naik secara signifikan dan 
berada di atas Bangladesh dalam peringkat korupsi dan telah bergerak 
tinggi dalam peringkat dunia. Tapi peringkat Indonesia masih hanya 
sedikit di atas Vietnam dan masih berada dalam 40 persen negara 
terkorup.  
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Korupsi dapat dikurangi dengan cepat dengan mengurangi 
cakupan diskresi para pejabat; membuat keputusan menjadi 
transparan; dan menguji kejujuran berbagai badan yang 
berbeda

Mengurangi kewenangan pejabat baik untuk menguntungkan maupun merugikan 
individu atau kelompok tertentu.Jika seorang pejabat memiliki diskresi yang 
besar, misalnya untuk memberikan izin atau lisensi yang bernilai tinggi 
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memberikan laporan untuk tujuan statistik, tapi hal tersebut merupakan 
proses otomatis tanpa melibatkan diskresi. 

Saat ini, orang asing perlu izin untuk bekerja di Indonesia. Pemberian 
izin memberikan diskresi kepada pejabat dan karenanya peluang untuk 
meminta suap. Jika pemerintah mengenakan pajak yang meningkat seiring 
waktu kepada pegawai asing, maka pejabat tersebut hanya memiliki sedikit 
diskresi atau peluang untuk meminta suap; pemerintah akan menerima 
pendapatan; dan perusahaan akan mempunyai insentif  yang kuat untuk 
mengganti tenaga asing dengan staf  Indonesia.  

Kuota impor daging dan sayuran memberikan keuntungan ekstra kepada 
segelintir orang yang beruntung menerima sebagian dari kuota tersebut, 
dan juga menggoda baik pejabat yang mengendalikan kuota itu maupun 
pedagang yang ingin terlibat dalam korupsi yang saling menguntungkan. 
Pejabat dan pedagang yang korup memetik manfaat. Pajak atau tarif  yang 
dikenakan atas impor barang-barang tersebut akan menghilangkan korupsi 
dan mengalihkan manfaat dari pejabat korup ke pemerintah.  

Contoh lain: perusahaan asing perlu menjual saham perusahaan ke investor 
Indonesia. Di sebagian kasus, harga yang ditawarkan tidak memadai, tapi 
pihak lain tidak dapat menawar karena adanya kolusi dengan pejabat. Jika 
persyaratan untuk menjual persentase tertentu dari aset diganti dengan pajak 
yang meningkat seiring waktu dan sebanding dengan aset yang tidak dijual, 
maka perusahaan itu dapat mencari pembeli lain dengan membayar pajak.

Sementara pajak yang berlaku untuk semua orang lebih baik daripada 
larangan dengan diskresi di tangan seorang pejabat, kegiatan birokrasi 
secara alamiah akan selalu menghasilkan peraturan. Para pejabat selalu lebih 
memilih sistem yang memberikan mereka kekuasaan dan diskresi, sekalipun 
jika mereka benar-benar jujur. Hanya jika presiden, menteri keuangan atau 
menteri koordinator bidang perekonomian bertekad untuk mengurangi 
peraturan yang menimbulkan korupsi, maka ada peluang peraturan tidak 
akan meningkat. Perlu ada unit kecil yang hanya bertujuan untuk mengurangi 
peraturan yang mendukung korupsi. Karena rekomendasi akan dibentuknya 
unit tersebut akan ditolak sebagian besar menteri dan pejabat, unit untuk 
mengurangi peraturan tersebut sebaiknya ditempatkan di kantor presiden. 
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Transparansi Total akan secara dramatis mengurangi korupsi 

Di beberapa bidang, mengurangi diskresi pejabat merupakan hal yang 
mustahil. Pengadilan adalah contoh yang paling penting. Tidak mungkin 
untuk menggantikan diskresi hakim dengan undang-undang yang jelas 
atau pajak. Dengan demikian, korupsi dalam sistem peradilan merupakan 
masalah yang serius. Namun, korupsi tersebut dapat dikurangi dengan 
mengharuskan semua putusan untuk dicantumkan di internet, bersama 
dengan justifikasi atau alasan di balik putusan tersebut. Mensyaratkan 
justifikasi publik untuk putusan adalah cara yang efektif  dalam mengurangi 
korupsi hakim di luar pengadilan.

Sumber utama korupsi lain di banyak pemerintahan, termasuk di 
Indonesia, adalah pemberian kontrak pemerintah. Disini, sekali lagi 
penting untuk mengharuskan semua keputusan dicantumkan di internet 
agar dapat diakses publik, bersama dengan justifikasi atas keputusan 
tersebut. Keharusan tersebut akan membuat korupsi lebih sulit dilakukan 
dan beresiko. Penundaan pengambilan keputusan dapat secara otomatis 
dicurigai sehingga menunda suatu tindakan untuk meminta suap akan 
menjadi sangat kelihatan.

Pengalaman di Indonesia dan negara-negara lain telah mengidentifikasi 
langkah-langkah alternatif  yang dapat diambil untuk mengurangi 
korupsi. Literatur yang ekstensif  tentang upaya anti korupsi telah muncul 
dalam beberapa tahun terakhir. Literatur ini memberikan banyak contoh 
inisiatif  yang sukses. Poin utama yang kami ingin tekankan di bagian 
ini adalah mengurangi diskresi pejabat dan meningkatkan transparansi 
seluruh pengambilan keputusan akan menaikkan peringkat tabel korupsi 
Indonesia dengan cukup besar sehingga dapat meningkatkan daya saing 
ekonomi negara.

Patronase vs korupsi 

Pemerintah Indonesia, seperti layaknya kebanyakan pemerintahan, perlu 
memberikan sedikit patronase agar dapat berfungsi dengan baik. Partai 
perlu uang untuk berfungsi dan penggalangan dana akan terbantu apabila 
kontributor besarnya dapat berharap untuk menerima imbalan finansial 
jika partainya memenangkan pemilu. Penunjukkan duta besar adalah 



187 Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

sumber patronase di banyak negara. Pada suatu waktu di AS, postmaster 
di kota-kota besar ditunjuk melalui patronase, dengan manajer kampanye 
dari kandidat pemenang menempati posisi postmaster general. Namun, posisi 
duta besar merupakan imbalan kecil di Indonesia. Partai dalam koalisi 
pemenang selalu berharap dapat mengendalikan sebuah kementerian yang 
dapat menghasilkan pendapatan jangka panjang bagi mereka yang bersedia 
memanfaatkan potensinya secara penuh. Tapi sebagian besar penghasilan 
tersebut dianggap oleh kebanyakan analis sebagai produk dari korupsi.

Tidak ada garis pembatas yang jelas antara patronase dan korupsi. Di sisi 
terbaiknya, patronase itu legal, transparan, dan terbatas, sementara korupsi 
ilegal, tersembunyi, dan tidak terbatas. Perbedaan antara terbatas dan 
tidak terbatas perlu dijelaskan. Jumlah patronase yang diterima seseorang 
hendaknya terbatas pada alokasi untuk posisi tertentu yang dipegang 
orang tersebut, sementara korupsi tidak terbatas karena seorang pejabat 
yang bersangkutan dapat meminta berapapun yang menurutnya dapat 
diberikan pasar dalam transaksi tertentu. Korupsi sangat tergantung pada 
keserakahan pejabat dan jumlah izin atau barang langka lain yang ia kelola.

Salah satu cara untuk memberikan patronase yang legal, transparan, dan 
terbatas adalah dengan memberikan dana diskresioner kepada presiden, 
menteri, dan anggota DPR, yang mana dana tersebut dapat  mereka gunakan 
untuk tujuan yang mereka anggap bermanfaat. Di beberapa negara, dana 
tersebut hanya dapat digunakan untuk pembangunan. Semakin banyak 
pembatasan yang dikenakan pada dana ini, semakin dana ini tidak dapat 
digunakan sebagai pengganti partisipasi dalam korupsi. Karena para 
menteri berasal dari partai yang mendukung koalisi pemenang, ini adalah 
satu cara untuk memberikan penghargaan kepada individu dan partai yang 
mendukung pemerintah. Jika dana diskresioner ini pasti diberikan di posisi 
mereka, seorang menteri kemungkinan tidak akan korup dan menuntut 
imbalan tertentu sebagai balasan atas izin dan lisensi yang ia keluarkan. 

Partai dapat dialokasikan dana untuk kampanye pemilu mereka yang 
sebanding dengan jumlah suara yang diterima di pemilu sebelumnya. Saat 
ini, pemerintah kemungkinan besar tidak mampu mengalokasikan dana 
yang dibutuhkan untuk secara penuh menggantikan dana yang kini diterima 
individu dan partai-partai dalam praktik-praktik yang dapat dianggap 
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sebagai korupsi. Meskipun demikian, menetapkan sistem uang saku yang 
legal awalnya akan memudahkan para menteri dan pejabat senior lain 
yang jujur untuk tetap jujur, dan seiring waktu, dapat mengurangi korupsi 
dengan meningkatkan uang saku. Proses ini akan memakan waktu lebih 
cepat apabila KPK terus beraksi sehingga menerima suap terus dianggap 
beresiko dan mahal harganya.

Korupsi berbiaya tinggi dan rendah 

Sangatlah penting untuk mengurangi, dan jika mungkin menghapus korupsi 
yang membebankan biaya tinggi terhadap ekonomi. Korupsi berbiaya 
rendah membebankan biaya terhadap ekonomi yang sama dengan dana 
yang diterima oleh pejabat korup. Mari kita pertimbangkan contoh nyata 
berikut: komisi diberikan kepada individu dengan koneksi yang luas untuk 
penjualan minyak ke suatu negara tertentu. Orang itu telah ditunjuk 
sebagai agen penjualan minyak ke negara tersebut. Ia hanya sedikit bekerja 
atau tidak bekerja sama sekali sebagai agen, karena semua kontrak telah 
dinegosiasikan sebelumnya. Biaya terhadap ekonomi Indonesia adalah 
biaya komisi yang telah dibayar. Komisi tersebut bernilai beberapa juta 
dollar AS per tahun, yang merupakan jumlah besar bagi individu tersebut, 
tapi tidak berarti dibandingkan dengan besarnya ekonomi Indonesia.  

Sebaliknya, korupsi berbiaya tinggi mengubah harga atau mengakibatkan 
distrosi lain yang mengurangi penghasilan atau output bagi sejumlah besar 
orang dan bisnis. Contohnya mencakup monopoli cengkeh yang dilakukan 
pada masa pemerintahan Soeharto, dan monopoli impor baja. Penghasilan 
yang diterima oleh penerima manfaat monopoli cengkeh mungkin cukup 
kecil, tapi biayanya terhadap ekonomi Indonesia sangat tinggi. Monopoli 
tersebut menekan harga cengkeh yang dibayarkan kepada petani dan 
karena itu berakibat pada berkurangnya produksi dan ekspor.  

Monopoli impor baja dan produk baja malah lebih parah lagi. Hal itu 
mengakibatkan pasokan yang mahal dan tidak pasti dari baja berlapis 
yang diperlukan untuk produksi kaleng untuk mengekspor buah kalengan. 
Hasilnya, industri ekspor buah kalengan tetap kecil dan tidak kompetitif. 
Dengan menghilangkan hampir seluruh ekspor buah kalengan dan sayuran, 
biaya monopoli tersebut terhadap ekonomi Indonesia menjadi berlipat-lipat 
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dari manfaat yang diterima oleh pemonopoli. Apabila pemonopoli baja ini 
diberikan komisi untuk mengekspor minyak dan gas, penerima manfaatnya 
akan menerima lebih banyak uang dan dengan biaya yang lebih rendah 
terhadap ekonomi Indonesia. Saat monopoli baja berakhir, ekspor buah 
kalengan meningkat.

Hambatan bagi perdagangan domestik dan internasional adalah 
diperlukannya izin atau lisensi dari pejabat. Hal ini adalah bentuk lain dari 
korupsi, dimana negara dibebankan biaya yang berlipat-lipat dari manfaat 
yang diterima oleh orang yang korup tersebut. Hambatan perdagangan 
menghasilkan resiko dan ketidakpastian yang mengurangi produksi dan 
ekspor, dan karena itu membebankan biaya yang tinggi terhadap ekonomi. 
Selain itu, hambatan perdagangan juga memperkecil kemungkinan suatu 
barang akan diproduksi di wilayah yang paling cocok untuk memproduksinya. 
Ketika hambatan dikenakan pada perdagangan beras antara wilayah yang 
mengalami surplus dan defisit, maka padi akan lebih banyak ditanam di 
tempat-tempat yang tidak cocok untuk menanamnya. Memindahkan padi 
dari wilayah dengan produktivitas tinggi yang memproduksi beras dengan 
murah dan efisien ke tempat yang mahal untuk menanam padi membuat 
semuanya lebih mahal. Ketidakpastian terkait harga beras dan pasokannya 
meningkat karena suap yang dibutuhkan agar beras dapat diperdagangkan 
dengan jumlah yang dapat diubah sewaktu-waktu.

Meningkatnya jumlah izin atau lisensi yang harus didapatkan investor asing 
mengurangi jumlah investasi yang masuk. Biaya yang diperlukan untuk 
memperoleh dokumen-dokumen ini boleh jadi cukup besar. Lebih jauh 
lagi, terdapat biaya penundaan dan kesulitan untuk memprediksi hasil, 
yang meningkatkan biaya melakukan usaha, karena perusahaan harus 
memiliki rencana cadangan apabila izin mereka tidak keluar. Pada akhirnya, 
personil tingkat menengah dari perusahaan asing takut memancing 
kemarahan CEO atau personil senior lain apabila mereka merasa malu 
ketika berurusan dengan petugas junior di pemerintahan Indonesia.   
 
Karena lisensi, izin, dan hambatan perdagangan memiliki potensi 
biaya tersendiri terhadap ekonomi, maka akan ideal apabila hambatan 
perdagangan domesik dihapus seluruhnya dan hambatan dalam bentuk 
lisensi atau izin untuk impor atau ekspor dapat dikurangi atau dihilangkan 
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oleh pemerintah pusat. Untuk mencapai tujuan ini dan untuk mengurangi 
oposisi untuk reformasi, mungkin pemerintah patut mencari cara lain 
untuk memberikan tingkat kompensasi yang sama bagi individu yang 
bersangkutan sehingga mereka tidak menjadi sengsara karena reformasi. 
Contohnya, pejabat bea dan cukai dapat diberikan uang saku khusus 
berdasarkan teori bahwa mereka mungkin saja dipindahkan ke tempat 
lain. Dengan menghilangkan distorsi ekonomi yang diciptakan hambatan 
tersebut, negara ini akan menjadi lebih baik, bahkan jika uang saku yang 
dibayarkan sama dengan manfaat yang sebelumnya didapat dari korupsi.

Meningkatnya penggunaan pengendalian impor

Terdapat peningkatan yang cukup besar dalam hal pengendalian atas impor 
dalam beberapa tahun terakhir, kebanyakan untuk melindungi produsen 
dalam negeri dari persaingan impor. Ini berujung pada distorsi, karena 
pengendalian selektif  ini dilakukan untuk menanggapi adanya pengaruh, 
tekanan politik, dan kemungkinan suap. Proliferasi pengendalian ini justru 
meningkatkan peluang untuk korupsi. Penurunan nilai rupiah sebesar 15 
persen akan memberikan tingkat perlindungan 15 persen yang sama bagi 
semua produsen Indonesia yang bersaing dengan impor, tanpa adanya 
diskriminasi, distorsi, atau peluang untuk korupsi. Apabila suatu industri 
tertentu membutuhkan perlindungan yang lebih besar, misalnya karena 
industri itu baru, maka industri tersebut dapat dikenakan tarif  khusus 
industri baru yang secara otomatis akan dihapus secara bertahap selama 
beberapa tahun.  

Intinya, lisensi cenderung memperkaya mereka yang menerima dan memberikannya; tarif  
memperkaya pemerintah, dan karenanya memperkaya masyarakat. Lisensi mengakibatkan 
korupsi, tarif  tidak terlalu, dan devaluasi tidak sama sekali.

Meningkatkan Kemudahan dalam Melakukan Usaha 

Terkait dengan undang-undang dunia usaha, atau “Kemudahan Melakukan 
Usaha,” Indonesia sekali lagi berada di peringkat bawah: peringkat ke 
120 dari 189 di tahun 2014. Terdapat peningkatan yang substansial: di 
tahun 2006 Indonesia berada di peringkat 25 persen terburuk; pada tahun 
2014 Indonesia berada di peringkat 40 persen terburuk. Meski demikian, 
Indonesia masih berada di belakang negara-negara pesaingnya, yang paling 
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terlihat adalah Vietnam. Beberapa alasan utama rendahnya peringkat 
Indonesia dapat diatasi dengan langkah-langkah pengurangan korupsi.  

Peringkat keseluruhan dari Kemudahan Melakukan Usaha adalah rata-
rata dari beberapa faktor. Pada salah satu faktor tersebut, yang terkait 
dengan kesulitan “Memulai Usaha,” Indonesia berada di peringkat 175 dari 
189 negara – salah satu yang terburuk di dunia. Rendahnya peringkat 
ini mencerminkan jumlah izin yang dibutuhkan untuk memulai usaha, 
diskresi yang dimiliki pejabat dalam menunda atau menolak izin tersebut, 
dan kurangnya informasi yang jelas tentang apa saja yang menentukan 
keputusan diberikan atau ditolaknya permohonan izin tersebut. Selain itu, 
perlu ditambahkan juga persepsi akan korupsi di Indonesia. Manajemen 
harus memutuskan apakah harus menawarkan suap. Jika hal itu ilegal di 
negara asal perusahaan, maka manajemen harus memutuskan apakah ingin 
melanggar hukum negara asal mereka, atau mematuhinya dan memasuki 
situasi dimana pesaing yang melakukan suap akan memiliki keuntungan 
yang tidak adil.

Tabel 16. Kemudahan Melakukan Usaha; Indonesia Seiring Waktu & Dibandingkan dengan 
Negara Lain

Sumber: World Bank 2006, 2010, 2014

Langkah-langkah yang disarankan diatas untuk mengurangi korupsi 
juga akan, di kebanyakan kasus, membuat melakukan usaha di Indonesia 
lebih mudah. Jika kewenangan diskresioner pejabat pemerintah 
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dikurangi atau dihapus, ini akan memfasilitasi investasi di Indonesia. 
Daripada harus memperoleh beberapa izin, nilai “memulai usaha” 
Indonesia akan sangat membaik apabila perusahaan baru hanya harus 
melaporkan keterangan dan informasi tentang perusahaannya.

Apabila proses tersebut tidak otomatis, melainkan memerlukan 
keputusan oleh pejabat, maka mencantumkan keputusan dan alasan 
di balik keputusan tersebut di internet akan mempercepat prosesnya 
dan meningkatkan keyakinan seluruh investor terkait keadilannya. Jika 
peraturan jelas mencantumkan apa yang diperbolehkan dan apa yang 
dilarang; jika izin dapat dikeluarkan online berdasarkan peraturan yang 
ada; sehingga proses pembentukan perusahaan baru dapat dilakukan 
dengan cepat dan dengan biaya rendah bagi perusahaan tersebut; dan 
tanpa perlu membayar suap; Indonesia akan menjadi tujuan investasi 
yang jauh lebih menarik.

Menegakkan kontrak adalah sub kategori kedua yang kurang dapat 
dilakukan Indonesia. Hal ini sebagian besar karena permasalahan 
korupsi yudisial. Kami telah membahas permasalahan ini sebelumnya.  

Menyelesaikan kepailitan adalah bidang ketiga dimana Indonesia dianggap 
lemah. Pembayaran pesangon merupakan faktor utama yang membuat 
perusahaan sulit mengatasi kepailitan atau bahkan kemunduran. Ketika 
permintaan berkurang karena resesi dunia, perusahaan harus mampu 
mengurangi biaya tenaga kerja mereka. Memberhentikan pekerja 
sebenarnya malah meningkatkan biaya karena adanya peraturan 
pemberian pesangon. Perusahaan mengatasi potensi biaya pesangon 
dengan mempekerjakan lebih sedikit pekerja dan menggunakan mesin-
mesin, menggunakan pekerja kontrak, atau tidak membayar pesangon. 
Sebuah sistem dimana perusahaan memberikan kontribusi secara teratur 
ke dalam dana asuransi pengangguran akan sangat meringankan situasi 
ini. Tidak akan ada biaya tambahan jika perusahaan secara sementara 
atau permanen mengurangi jumlah pekerjanya. Para pekerja akan 
dibayarkan dana asuransi yang dikontribusikan perusahaan saat masih 
beroperasi dan mendapatkan keuntungan. 
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Membedakan antara Investasi Padat Sumber Daya dan Padat 
Karya

Sebagian besar kritik yang diberikan oleh politisi dan media Indonesia 
kepada investor asing, dan mengenai usulan pembatasan peran mereka 
disebabkan oleh operasi perusahaan-perusahaan asing tersebut di 
sektor sumber daya alam. Kebijakan yang dirancang untuk mendorong 
investasi dalam sektor manufaktur padat karya, terutama untuk ekspor 
atau persaingan dengan impor, perlu didukung baik oleh investasi luar 
negeri maupun dalam negeri dalam sektor manufaktur padat karya, 
bahkan jika ini berarti dengan tegas membedakan perlakuan terhadap 
perusahaan asing di sektor padat karya dan di sektor sumber daya alam. 
Indonesia akan terlibat dalam persaingan sengit dengan negara lain 
dalam memproduksi barang jadi untuk ekspor. Jika dibandingkan dengan 
Indonesia, ketertarikan investor luar negeri di dalam produksi ekspor 
padat karya Vietnam merupakan sebagian alasan dibalik keberhasilan 
negara tersebut. Dengan demikian jika kita tidak berhasil melakukan hal 
itu, Indonesia bagaikan melawan dengan satu tangan terikat di belakang. 

Membantu investor Indonesia. Investor Indonesia dapat diberikan insentif  
atau manfaat khusus, misalnya fasilitas yang memberikan kredit jangka 
panjang yang hanya dibuka untuk mereka. Pendekatan ini tidak 
mengurangi atau membatasi investasi asing, tetapi mendorong investasi 
Indonesia dan menghasilkan tingkat total investasi yang lebih tinggi.

Kredit untuk investasi yang tidak memadai dan mahal 

Memperoleh kredit adalah bidang lain dimana Indonesia dianggap 
lemah. Kredit di Indonesia relatif  mahal karena bank mendapatkan 
margin yang sangat tinggi antara bunga yang mereka bayarkan ke 
penyetor dan bunga yang mereka kenakan kepada peminjam. Ini 
membuat bisnis perbankan di Indonesia sangat menguntungkan. Selain 
itu, bank ragu untuk memberikan pinjaman jangka panjang untuk 
membiayai investasi baru dan perluasan usaha. Ini masalah yang cukup 
serius untuk sebagian industri padat karya yang belum menghasilkan 
cukup pengembalian internal untuk memperbarui mesin-mesin mereka.   
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Permintaan yang biasa muncul dari berbagai industri adalah untuk 
memperoleh subsidi pemerintah, baik tersembunyi maupun terbuka, 
agar mereka dapat memasang mesin baru dengan lebih murah. Tapi 
apabila berinvestasi untuk mesin menjadi lebih murah, industri dapat 
menjadi tidak terlalu padat karya. Untuk negara yang memiliki pekerja 
surplus, menambahkan lebih banyak orang ke dalam surplus tersebut 
bukanlah ide yang bagus. Meskipun demikian, ada mesin-mesin yang 
dapat melengkapi pekerja, bukan menggantikannya. Misalnya, satu 
pekerja dapat mengoperasikan mesin tenun yang lebih modern dari 
sebelumnya. Memasang mesin tenun baru akan menggantikan pekerja. 
Di lain pihak, mungkin memang diperlukan mesin yang lebih canggih 
untuk menghasilkan sulaman yang paling mahal. Tanpa mesin-mesin 
ini, tidak akan ada tambahan pekerja yang direkrut. Dalam hal ini mesin 
tidak menggantikan tenaga kerja, tetapi sebenarnya meningkatkan 
lapangan pekerjaan. Jadi, segala kebijakan untuk memberikan subsidi 
pemerintah untuk memutakhirkan mesin-mesin harus benar-benar 
dibuat dengan teliti. Jika tidak, kebijakan tersebut akan lebih banyak 
merugikan daripada menguntungkan.

Mengurangi biaya kredit dengan mengurangi selisihnya; meningkatkan ketersediaan 
kredit jangka panjang. Akan sangat baik apabila selisih biaya kredit dapat 
dikurangi – yaitu selisih antara tingkat bunga yang dibayarkan bank 
kepada penyetor dan yang mereka bebankan kepada peminjam. 
Meningkatkan persaingan antar bank adalah salah satu cara untuk 
mencapai selisih yang lebih rendah. Sangat penting untuk meningkatkan 
persaingan di suatu wilayah yang hanya dilayani oleh satu bank. Sejumlah 
kecil subsidi pemerintah yang diberikan kepada bank untuk menutupi 
bagian dari investasi mereka yang ditujukan untuk memperluas wilayah-
wilayah baru bisa jadi akan membantu. Ini dapat menutupi bagian biaya 
komputer atau sepeda motor untuk unit perbankan keliling baru di 
wilayah perdesaan atau pembangunan kantor cabang di kota-kota kecil. 
Subsidi ini dapat tersedia untuk wilayah yang saat ini tidak memiliki 
bank atau hanya memiliki satu bank.

Subsidi untuk menurunkan tingkat bunga adalah ide yang buruk karena 
hal itu akan membuat menggantikan mesin untuk pekerja menjadi lebih 
murah. Lain halnya dengan subsidi yang meningkatkan ketersediaan 
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fasilitas penyetoran dan kredit, yang membuat menyimpan uang lebih 
mudah dan mendorong orang untuk menabung dan karena itu dapat 
menurunkan selisih bunga serta menjadikan ekonomi lebih efisien. 

Bank internasional – bagian dari solusi atau menambah masalah? Seringkali ada 
pendapat bahwa cara terbaik untuk mengurangi biaya adalah dengan 
mengizinkan ekspansi bank-bank internasional yang akan memperkenalkan 
penggunaan teknologi modern dan mengurangi biaya. Ini tidak selalu 
berhasil. Bank internasional mungkin saja hanya memanfaatkan koneksi 
mereka dengan perusahaan internasional besar untuk mendapatkan bagian 
dari bisnis yang sederhana dan mudah dari pembiayaan perdagangan 
internasional. Mereka dapat memperoleh manfaat dari margin tinggi yang 
berlaku di Indonesia, dan menikmati keuntungan besar, bukan berkompetisi 
dengan harga dan menurunkan margin.  

Tidak ada solusi yang mudah untuk masalah ini. Salah satu kemungkinan 
adalah untuk merincikan lisensi untuk bank asing mengenai seberapa 
banyak dari bisnis mereka dapat berupa pembiayaan perdagangan. 
Tapi peraturan seperti ini sulit untuk ditegakkan.  

Beberapa bank terbesar di Indonesia dimiliki oleh pemerintah. 
Pemerintah dapat menggunakan bank-bank ini untuk memberikan 
lebih banyak pendanaan jangka panjang dan mengurangi selisih 
tingkat bunga. Bank milik negara dapat menjadi pemimpin dalam 
meminjamkan uang untuk tujuan investasi dan menurunkan tingkat 
bunga yang dibebankan kepada peminjam. Tapi sejauh ini mereka 
tampaknya puas hanya dengan ikut serta dalam sistem yang ada. 
Mungkin persaingan tambahan akan memaksa selisih bunga untuk 
turun, tapi hal itu akan merusak profitabilitas bank milik pemerintah, 
sehingga hal tersebut diragukan untuk dapat terjadi. Karena tingginya 
biaya bunga mengurangi daya saing sektor manufaktur Indonesia, 
langkah apapun yang dapat mengurangi tingkat bunga yang dibebankan 
kepada peminjam seharusnya mendapatkan sambutan positif. Bank 
milik pemerintah, seperti bank milik swasta, perlu meningkatkan 
efisiensi mereka untuk tetap mendapatkan keuntungan dengan selisih 
yang lebih wajar antara biaya yang dibayarkan kepada penyetor dan 
yang dibebankan kepada peminjam. 
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Kekurangan kredit – Bank mencapai batas peminjaman 
mereka

Kebijakan moneter yang lebih longgar perlu digabungkan dengan 
kebijakan fiskal yang tepat, terutama untuk peningkatan pendapatan 
pemerintah, sebagaimana dibahas di bab 7, dan kebijakan kredit 
komersial seperti yang akan dibahas dibawah. Perubahan kebijakan 
fiskal dan moneter harus disertai dengan reformasi struktural, yang 
merupakan topik utama makalah ini.

Kredit di Indonesia bukan hanya mahal, tetapi juga tidak langsung 
tersedia terutama untuk usaha kecil dan menengah. Perusahaan besar, 
jika diperlukan, dapat meminjam ke luar negeri, tetapi tidak dengan 
usaha kecil dan menengah. Mereka bergantung pada kredit dari bank di 
Indonesia. Sebagian besar bank ini tidak dapat memperluas peminjaman 
mereka, kecuali deposito atau modal mereka meningkat.  

Untuk memberikan pembiayaan demi pertumbuhan ekonomi yang 
pesat, bank hendaknya meningkatkan peminjaman lebih cepat 
dibandingkan dengan meningkatkan deposito. Mereka hanya dapat 
melakukan ini dengan bijak apabila memiliki modal. Sulit bagi mereka 
untuk menggalang modal yang cukup di Indonesia, karena mereka yang 
mengendalikan kumpulan modal yang substansial – usaha dan individu 
kaya – umumnya lebih memilih untuk berinvestasi ke dalam perusahaan 
mereka sendiri atau perusahaan milik keluarga dan teman. 

Bank dapat memperluas peminjaman mereka lebih cepat apabila 
mereka mampu mendapatkan modal luar negeri. Bahkan bank milik 
negara sekalipun mengalami masalah ini. Saat ini pemerintah pusat 
tidak memiliki sumber daya untuk disuntikkan ke bank tanpa mengambil 
sumber daya dari kebutuhan prioritas tinggi lainnya. Memang, seperti 
yang dibahas sebelumnya, sumber daya tambahan yang tersedia bagi 
pemerintah pusat harus pertama digunakan untuk investasi dalam 
infrastruktur. Salah satu solusi untuk bank, baik bank swasta maupun 
milik negara, adalah menarik investasi langsung asing. Jika modal asing 
datang dalam bentuk pemegang saham minoritas di bank Indonesia, 
hal tersebut dapat membawa serta pengetahuan teknis yang akan 
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berguna dalam meningkatkan efisiensi bank-bank di Indonesia, serta 
memperluas basis modal mereka. Untuk menarik investasi langsung 
asing ke bank Indonesia, bank asing harus menemukan lingkungan yang 
tepat di Indonesia yang memungkinan mereka memperoleh keuntungan 
tanpa menimbulkan masalah yang besar. Sekali lagi terdapat kompromi 
substansial antara retorika nasionalis beserta kebijakannya yang 
menghasilkan lebih sedikit FDI serta pertumbuhan yang lebih lambat 
di satu sisi, dan kebijakan yang lebih kondusif  terhadap FDI dan 
menghasilkan pertumbuhan lebih pesat di sisi lain. Alternatif  yang 
disebut terakhir sudah pasti menimbulkan biaya politik dalam jangka 
pendek, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang substansial 
yang akan nantinya akan mendatangkan manfaat politik.

Kesimpulan: Indonesia menempati peringkat yang buruk pada tiga 
aspek daya saing: korupsi, kemudahan melakukan usaha, dan biaya 
peminjaman kredit. Ini memang tidak sepenting biaya infrastruktur dan 
tenaga kerja, tetapi dua dari tiga aspek ini siap untuk ditingkatkan dan 
membantu menaikkan posisi kompetitif  Indonesia di mata dunia. 

Budaya korupsi sangat mengakar di Indonesia sebagai akibat dari 
periode panjang ketika pejabat pemerintah tidak dapat bertahan hidup 
tanpa penghasilan dari korupsi. Mengubah budaya tersebut cukup sulit 
dan memakan waktu. Namun Indonesia telah membuat kemajuan dalam 
mengurangi korupsi dan biaya korupsi terhadap dunia usaha. Indonesia 
dapat berbuat lebih jauh dengan mengurangi manfaat perbuatan korup 
dan meningkatkan harga yang harus dibayar dari berbuat korup.

1. Mengurangi diskresi yang sekarang dimiliki pejabat 
pemerintah dalam memutuskan apakah suatu perusahaan akan 
mendapatkan untung atau gagal. Godaan untuk mempengaruhi 
keputusan tersebut lewat korupsi biasanya sulit ditahan. 
Daripada menggunakan undang-undang atau peraturan 
yang dikeluarkan oleh pejabat, pemerintah dapat mencegah 
beberapa kegiatan dan mendorong kegiatan yang lain melalui 
pajak atau subsidi yang tersedia untuk usaha manapun yang 
berperilaku tertentu atau dengan peraturan yang tegas 
sehingga hanya menyisakan sedikit diskresi di tangan pejabat 
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individu. Semakin sedikit diskresi pejabat untuk memberikan 
hadiah atau menghukum korupsi akan semakin berkurang.

2. Apabila diskresi tidak dapat dikurangi atau dihilangkan, 
seperti dalam putusan pengadilan, korupsi dapat dikurangi 
dengan transparansi. Jika seluruh putusan pengadilan atau 
pemberian kontrak pemerintah harus dicantumkan di internet 
bersama dengan justifikasi atas putusan tersebut, korupsi akan 
berkurang, terutama di sistem yudisial.

Indonesia juga telah meningkatkan peringkatnya yang terkait kemudahan 
melakukan usaha. Namun peringkatnya masih rendah: di 40 persen terbawah 
dari seluruh negara. Banyak langkah-langkah yang dapat mengurangi 
korupsi juga dapat sekaligus meningkatkan kemudahan melakukan 
usaha. Salah satu alasan mengapa sulit untuk membangun usaha di 
Indonesia adalah diperlukannya persetujuan dari banyak pejabat, 
yang kesemuanya memiliki diskresi yang substansial dan memutuskan 
berdasarkan kriteria yang tidak jelas dan tidak tentu. Daripada 
mengeluarkan peraturan yang dapat ditafsirkan sendiri oleh pejabat, 
membebankan sejumlah biaya yang jelas spesifikasinyasaat akan terlibat 
di dalam suatu kegiatan ekonomi dan tidak ada biaya atau subsidi untuk 
kegiatan lainnya, maka melakukan usaha di Indonesia akan menjadi 
lebih sederhana, lebih cepat, dan tidak terlalu bergantung pada 
ketidakpastian dan resiko.

Untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kemudahan melakukan 
usaha, pengendalian impor langsung harus dihapus dan digantikan 
dengan devaluasi mata uang dan pajak terhadap barang impor tertentu. 
Penerima manfaat pajak impor adalah pemerintah, sementara penerima 
manfaat lisensi impor pada umumnya adalah pejabat yang berwenang 
memberikannya.

Kesulitan memperoleh kredit untuk investasi dan biaya peminjaman yang 
tinggi merupakan hambatan lain bagi daya saing ekspor Indonesia dan 
industri pengganti impor. Sistem perbankan Indonesia memiliki selisih 
yang besar antara biaya bunga yang dibayarkan kepada penyetor dan yang 
dibebankan kepada peminjam, yang sebagian terjadi karena kurangnya 
tekanan kompetitif  untuk menjadi lebih efisien. Bank pemerintah yang 
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besar belum memainkan peran penting dalam mengurangi selisih ini 
atau dalam memberikan pembiayaan investasi. Solusi untuk masalah ini 
tidak sehitam putih seperti dua masalah lainnya. Mungkin peningkatan 
kompetisi dapat memaksa sistem untuk menurunkan tingkat bunga 
kepada peminjam dan memberikan lebih banyak pinjaman jangka 
panjang. Selain itu, kredit sulit untuk didapatkan, terutama oleh usaha 
kecil dan menengah. Ini sebagian dikarenakan oleh kenyataan bahwa 
kebanyakan bank hanya dapat memperluas portofolio pinjaman mereka 
apabila mereka mampu memperluas deposito dan modal mereka. 
Deposito meningkat dengan lambat dan suntikan modal baru yang 
besar hanya dapat diperoleh melalui FDI. 
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Bab 10.
Program Jaminan Mendapatkan 
Pekerjaan untuk Menjamin Penghasilan 
di Musim Paceklik dan Mengubah 
Infrastruktur Perdesaan.

Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan dapat memberikan 
manfaat signifikan dan segera kepada sebagian penduduk yang 
cukup besar dan bahkan kepada sebagian penduduk miskin yang 
lebih besar lagi. Hampir semua program reformasi membutuhkan 
biaya di tahun-tahun awalnya dan membawa manfaat di tahun-tahun 
berikutnya. Ini membuat penerapannya sulit secara politik. Program 
Jaminan Mendapatkan Pekerjaan, dengan memberikan manfaat 
dalam dua tahun pertamanya, dapat mempermudah penerimaan 
dari perubahan kebijakan lainnya. Program ini dapat diluncurkan 
dengan cepat karena melanjutkan Program PNPM Perdesaan yang 
sudah ada, yang mencakup hampir semua kecamatan di Indonesia. 
Program yang ada cukup populer di wilayah perdesaan dan dapat 
membantu membuat paket reformasi ini menjalani awal yang populer.

Jaminan Mendapatkan Pekerjaan di Perdesaan: Mengubah 
Pekerjaan Tidak Pasti dan Hanya di Sebagian Periode dari 
Setahun menjadi Pekerjaan yang Hampir Layak dan Lebih 
Produktif

Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan di Perdesaan tidak 
memberikan pekerjaan yang layak dan produktif, sebagaimana kami 
definisikan di bab-bab awal: pekerjaan yang menjamin penghasilan 
dalam setahun penuh, dalam banyak kasus disertai beberapa 
tunjangan. Namun, yang dapat dan harus dilakukan adalah menjamin 
pekerja pertanian mendapatkan penghasilan selama delapan hingga 
10 bulan dari setahun. Mereka adalah pekerja yang kini memiliki 
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jaminan penghasilan yang wajar hanya selama enam atau tujuh 
bulan, mempunyai pekerjaan paruh waktu selama beberapa bulan 
dan mendapatkan penghasilan sangat sedikit di “musim paceklik” 
selama dua atau tiga bulan. Selama periode itu, banyak keluarga 
terpaksa meminjam agar dapat mempunyai uang yang cukup untuk 
makan. Akibatnya, mereka dapat menjadi miskin secara tetap karena 
biasanya harus membayar kembali hutang mereka dengan bunga 
yang tinggi.  

Program jaminan mendapatkan pekerjaan dapat menjamin pekerja 
pertanian untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan selama musim 
paceklik. Jaminan ini dapat membantu mereka menghindari periode 
kemiskinan sementara, yang dapat berubah menjadi kemiskinan 
tetap apabila mereka terpaksa meminjam. Agar program ini memiliki 
dampak, jaminan awalnya harus diberikan selama setidaknya 30 
hari. Namun hendaknya jaminan ini ditingkatkan menjadi 60 hari 
secepat mungkin agar dapat menutupi sebagian besar dari periode 
musim paceklik. Berdasarkan pengalaman, 60 hari pun mungkin 
belum cukup. Program jaminan yang terbaik, di India, dilakukan 
selama 100 hari. Tapi hal itu mahal dan mungkin lebih dari yang 
dibutuhkan untuk menutupi musim paceklik di Indonesia. 

Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan juga hendaknya membuat 
pekerja pertanian mendapatkan penghasilan selama masa-masa 
bencana alam dan ekonomi, ketika seringkali mereka tidak menerima 
penghasilan karena gagal panen atau sebagian terbengkalai. Ketika 
kekeringan, banjir, atau hama menyerang suatu wilayah atau ketika 
harga-harga untuk suatu tanaman yang tumbuh di wilayah tertentu 
jatuh, itu akan berdampak buruk pada keluarga berpenghasilan 
rendah yang berada di wilayah tersebut. Tiba-tiba pekerjaan dan 
penghasilan akan sulit ditemukan. Program Jaminan Mendapatkan 
Pekerjaan dapat berfungsi sebagai Jaring Pengaman Sosial yang 
memberikan penghasilan dan pekerjaan selama musim paceklik yang 
terjadi akibat hal-hal tersebut di atas.  

Program ini tidak memberikan pekerjaan layak, tapi paling tidak 
memberikan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan jika para 
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keluarga tergantung penuh pada penghasilan pertanian. Dengan 
memberikan jaminan memperoleh sebagian penghasilan, tidak hanya 
selama musim paceklik tetapi juga ketika tidak ada penghasilan 
karena alasan lain, Program Mendapatkan Jaminan Pekerjaan dapat 
mencegah keluarga dari jatuh miskin selama periode ini.  

Peningkatan Tetap, bukan Pertolongan Sementara

Jika tenaga kerja yang tersedia dari program ini digunakan terutama 
atau hanya untuk pembangunan infrastruktur yang berujung pada 
peningkatan penghasilan dan lapangan pekerjaan secara tetap, 
maka program tersebut bukan hanya berhasil memberikan bantuan 
sementara, tetapi juga manfaat yang permanen. Sebagaimana dapat 
dilihat di Tabel 17 mengenai Program PNPM – yang merupakan 
dasar dari Jaminan Mendapatkan Pekerjaan – upaya terbesar adalah 
pembangunan jalan, jembatan, dan gorong-gorong. Pada suatu 
waktu, sebanyak 50 persen pengeluaran digunakan untuk tiga hal 
tersebut. 

Program yang diadakan sebelum Program PNPM memiliki tingkat 
pengembalian internal ekonomi sebesar 70 persen (Papanek, 
2011). Sekilas ini tampak sangat tinggi. Tapi irigasi adalah 
hal ketiga yang biasa dibangun proyek-proyek seperti itu, dan 
mereka dapat menghasilkan pengembalian 100 persen atau lebih 
dengan memungkinkan dilakukannya pemanenan dua atau tiga 
tanaman pangan yang lebih besar setiap tahun, bukan hanya satu 
tanaman kecil. Jalan-jalan desa juga terkadang mempunyai tingkat 
pengembalian di atas 100 persen jika, contohnya, desa yang tadinya 
hanya menjual singkong kering, setelah ada jalan desa dapat menjual 
sayuran musiman. Biaya proyek-proyek yang direncanakan dan 
dibangun secara lokal ini cukup rendah, dan pengembalian proyek 
yang diprioritaskan penduduk desa itu sendiri sangat tinggi.

Jalan tanah yang tahan di segala cuaca yang dibangun program tersebut 
menghubungkan desa-desa ke sistem jalan yang ada. Jalan tersebut 
dapat membuat perbedaan besar dalam hal kemampuan desa untuk 
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memperoleh penghasilan dan menyediakan lapangan pekerjaan, 
karena memungkinkan petani menanam tanaman mudah rusak 
seperti tomat dan sayuran yang bernilai lebih tinggi dibandingkan 
dengan beras dan singkong. Jalan-jalan ini membuat desa-desa juga 
mampu mengembangkan penghasilan sampingan dari memberikan 
kumpulan bahan baku atau pasir untuk konstruksi, dan mereka dapat 
mengurangi biaya pasokan ke desa-desa, terutama untuk barang-
barang seperti pupuk yang sulit diangkut dalam jumlah banyak 
dengan sepeda. Jalan-jalan desa yang biasanya kecil ini mewakili 
sesuatu yang dalam pembangunan disebut dengan ‘kilometer 
terakhir’.

Pembangunan sumur air minum, yang merupakan kegiatan kedua 
terpenting, mengurangi penyakit dan menghilangkan pekerjaan 
mengangkut air yang sangat melelahkan. Peker jaan irigasi adalah 
pengeluaran yang terbesar ketiga. Irigasi membuahkan hasil yang 
lebih tinggi dan terjamin daripada tanaman yang tidak diirigasi, dan 
seringkali membuat petani dapat memanen dua kali dan tiga kali 
lipat jumlah tanaman. Hasilnya adalah peningkatan penghasilan 
dan lapangan pekerjaan sebesar dua kali atau tiga kali lipat dari 
sebelumnya. 

Tidak seperti program lain yang manfaatnya hanya bertahan selama 
mereka terus menghabiskan uang, aspek pembangunan infrastruktur 
dari Program PNPM berujung pada peningkatan lapangan pekerjaan 
dan penghasilan yang tetap. Oleh karena itu Program Jaminan 
Mendapatkan Pekerjaan dapat dilihat sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari pembangunan dan terutama sebagai cara yang 
efektif  dan efisien untuk meningkatkan infrastruktur perdesaan. 

Aliran dana yang langsung menuju desa membuat program PNPM 
tidak begitu populer dikalangan sebagian pejabat, karena hanya 
memberikan sedikit peluang untuk patronase. Justru dengan hanya 
terjadi pengalihan dana yang minimal inilah maka menjadi masuk 
akal untuk memberikan dana tambahan yang dapat mengubahnya 
menjadi Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan.
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Tabel 17. Infrastruktur yang dibangun dari PNPM,  2007-2011

Sumber: Project Support Facility (2011)

Mengapa Hanya Perdesaan 

Awalnya, Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan hendaknya hanya 
dibatasi untuk wilayah perdesaan. Hal ini karena beberapa alasan 
berikut ini:   

i. Variasi penghasilan dan pekerjaan musiman sangat terlihat 
terutama pada pekerja pertanian. Musim paceklik berdampak 
pada pekerja perkotaan juga, karena sejumlah besar pekerja 
pertanian yang sementara menganggur datang ke kota untuk 
mencari pekerjaan. Tapi, yang paling terkena dampak adalah 
pekerja pertanian.  

ii. Efektivitas program perkotaan selalu lebih kontroversial 
dibandingkan dengan program perdesaan. Rancangan program 
perkotaan berbeda dan kurang efektif, evaluasi saat program 
dikembangkan kurang ketat, dan peningkatan berkalanya 
kurang luas. Karena itulah peningkatan pengeluaran untuk 
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program perkotaan bisa jadi lebih banyak mengundang 
pertanyaan. Dengan demikian lebih baik memulai dari wilayah 
perdesaan, dimana hanya ada sedikit keraguan tentang 
efektivitasnya.

iii. Peluang untuk meningkatkan infrastruktur tidak terlalu jelas 
terlihat di perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan. 
Tidak ada ekuivalen perkotaan untuk jalan desa yang 
menghubungkan desa-desa ke sistem jalan yang memiliki manfaat 
yang sangat besar, atau untuk pekerjaan irigasi yang menaikkan 
hasil panen sebanyak dua atau tiga kali lipat. Wilayah perkotaan 
juga membutuhkan air bersih dan sanitasi, tetapi lebih sulit 
membangun kedua hal tersebut dengan cara desentralisasi di 
wilayah perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Sebuah 
sistem perkotaan mungkin memerlukan para insinyur terlatih, 
sementara metode membangun sumur perdesaan atau fasilitas 
sanitasi dapat diajarkan dengan relatif  lebih cepat.  

Setelah Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan berfungsi dengan 
baikakan lebih masuk akal jika kita memperluasnya ke wilayah 
perkotaan, apabila kelemahan program perkotaan telah dapat diatasi.  

Ciri-ciri PNPM yang membuatnya menjadi dasar yang baik 
untuk Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan 

Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan dapat dengan cepat 
dilaksanakan di seluruh negeri apabila dilakukan berdasarkan perluasan 
dan modifikasi kecil dari program PNPM yang ada. PNPM (Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat) kini beroperasi di seluruh Indonesia, 
di 97 persen kecamatan di negeri ini. Beberapa ciri-ciri penting Program 
Jaminan Mendapatkan Pekerjaan yang membedakannya dengan program 
pemerintah lainnya adalah sebagai berikut:

• Perencanaan dan administrasi dilakukan secara desentralisasi. 
Komite Desa mengusulkan proyek yang dianggap memiliki 
prioritas tertinggi oleh penduduk desa. Desentralisasi 
memberikan fleksibilitas dan memungkinkan perluasan secara 
cepat, serta meningkatkan peluang bahwa uang akan digunakan 
untuk proyek yang produktif.
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• Dana mengalir langsung dari kas negara ke desa-desa, 
menghilangkan penundaan yang biasa terjadi dan peluang 
korupsi di tahap-tahap awal.

• Penekanan program, setidaknya pada sebagian besar bagian 
dari program, adalah untuk kegiatan yang akan meningkatkan 
penghasilan dan lapangan pekerjaan dalam jangka panjang.  

• Badan-badan pembuat keputusan dirancang sedemikian 
rupa agar sulit bagi pejabat pemerintah untuk mendominasi 
keputusan dan untuk menjamin suara penduduk desa yang 
miskin dan perempuan didengar. “Pengumpulan Elit” berhasil 
dihindari. 

• Transparansi sistem yang diwajibkan dan audit oleh masyarakat 
mengurangi korupsi, nepotisme, dan pengalihan dana yang lain. 

• Di atas semua itu, yang terpenting program ini menyasar desa mereka 
sendiri. Tingkat upah harian dikaitkan dengan upah pertanian 
di wilayah tersebut. Karena untuk memperoleh upah rendah 
program ini membutuhkan pekerjaan fisikyang pada umumnya 
diluar ruangan, tingkat upah pertanian hanyalah menarik bagi 
pekerja pertanian yang tidak dapat menemukan pekerjaan tetap. 
Permintaan akan pekerjaan ini hanya terbatas dari masyarakat 
miskin. PNPM tidak menjadi kendaraan patronase. Tidak perlu 
menyaring pelamar kerja untuk menentukan apakah mereka 
miskin – jika mereka bersedia melakukan pekerjaan ini dengan 
upah yang ditawarkan, kemungkinan besar, malah hampir 
dipastikan, bahwa mereka memang miskin.

Mengubah PNPM menjadi Program Jaminan Mendapatkan 
Pekerjaan 

Perubahan kunci dalam menambahkan jaminan mendapatkan pekerjaan 
ke dalam PNPM adalah fleksibilitas untuk merespon peningkatan 
permintaan untuk bekerja. Saat ini ketersediaan pekerjaan di bawah 
PNPM di wilayah tertentu pada waktu tertentu tergantung dari 
apakah suatu proyek untuk wilayah tersebut pada waktu tersebut telah 
disetujui dan apakah proyek tersebut masih membutuhkan pekerja. Jadi 
permintaan akan pekerjaan dan pekerjaan yang tersedia kemungkinan 
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tidak akan cocok. Jika suatu wilayah dilanda kekeringan dan akibatnya 
terdapat sejumlah besar pencari pekerjaan, termasuk perempuan dan 
anak-anak yang agak lebih tua, tidak ada mekanisme untuk memberikan 
pekerjaan tambahan.  

Agar Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan dapat berhasil, program 
PNPM perlu menambahkan mekanisme agar dapat secara fleksibel 
menanggapi perubahan dalam hal permintaan pekerjaan, seperti:

i. dana cadangan untuk dikirimkan ke wilayah dimana terdapat 
peningkatan jumlah pencari kerja yang diluar perkiraan;

ii. setiap wilayah perlu persediaan proyek yang telah disetujui, 
tapi belum didanai. Dengan demikian diperlukan dukungan 
untuk persiapan proyek dan semacam jaminan bahwa proyek-
proyek yang telah disetujui pada akhirnya akan didanai. Kapan 
proyek-proyek tersebut didanai akan tergantung pada seberapa 
cepat terjadi peningkatan permintaan pekerjaan di bawah 
Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan.

Pekerjaan yang diberikan oleh PNPM juga cenderung hanya untuk 
beberapa hari, sangat jarang untuk lebih dari 10 hingga 15 hari. 
Meskipun membantu keluarga-keluarga memiliki penghasilan selama 
musim paceklik, pekerjaan itu tidak cukup untuk menjembatani musim 
tersebut.  

Program PNPM akan membutuhkan dana tambahan  

Sulit untuk memperkirakan di awal berapa permintaanpekerjaan PNPM 
dan berapa biaya program tersebut. Diperkirakan untuk mempekerjakan 
sekitar 23 juta pekerja selama 30 hari dengan upah pertanian rata-rata 
Rp. 43.000 per hari, diperlukan sekitar Rp. 30 triliun (2.7 miliar dollar 
AS). Sebagian dari biaya ini akan ditutupi dengan anggaran PNPM 
yang ada.  

Bahkan Rp. 20-25 triliun mungkin tampak besar jika dilihat sebagai 
pengeluaran kesejahteraan sosial. Namun, akan menjadi berbeda apabila 
sejumlah pengeluaran tersebut dianggap sebagai cara yang efisien 
dalam membangun infrastruktur perdesaan. Dan apabila pengeluaran 



208Pilihan Ekonomi
Yang Dihadapi Presiden Baru

itu dipandang sebagai aspek ekonomi, bukan sebagai aspek akuntansi, 
biaya riilnya akan semakin menyusut. Sekitar 40 hingga 60 persen 
dari pengeluaran tersebut akan mengalir ke tenaga kerja, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, berdasarkan pengalaman di masa 
lalu. Sebagian besar tenaga kerja akan menganggung selama musim 
paceklik. Dari pandangan masyarakat, tenaga kerja tersebut hampir 
gratis. Pekerja akan memperoleh penghasilan dengan berbagai cara 
agar tidak kelaparan. Pekerjaan mereka mungkin tidak berkontribusi 
terhadap masyarakat jika kita membiarkan mereka mencari kerja sendiri: 
mereka dapat menjadi penyemir sepatu ketiga di suatu pojok dimana 
dua penyemir sepatu saja sudah cukup untuk melakukan pekerjaan 
tersebut, anggota keluarga keempat di sebuah usaha kecil yang hanya 
membutuhkan dua pekerja, dan seterusnya. Dalam istilah ekonomi, 
biaya peluang mereka hampir mendekati nol. Membangun infrastruktur 
akan membuat kontribusi yang substansial terhadap masyarakat; cara-
cara alternatif  untuk memperoleh uang demi makan mungkin hanya 
akan berkontribusi sedikit.

Rata-rata upah yang dibayarkan oleh program PNPM, yaitu Rp. 48.000, 
sebenarnya sekitar 11 persen lebih tinggi dibandingkan dengan upah 
pertanian rata-rata. Tapi upah rata-rata PNPM ini mencakup upah yang 
dibayarkan di wilayah perkotaan oleh program PNPM Perkotaan. Jadi 
upah yang dibayarkan di wilayah perdesaan tidak melanggar aturan, 
yaitu tidak boleh melebihi upah pertanian yang berlaku.

Mengubah Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan 
menjadi Bagian Tak Terpisahkan dari Jaring Pengaman Sosial 

Salah satu fitur penting dari jaring pengaman sosial yang baik adalah 
ia meluas dan menanggapi kebutuhan secara otomatis. Di negara-
negara kaya, asuransi pengangguran menjalankan fungsi tersebut. 
Selama resesi, lebih banyak orang menganggur dan menerima asuransi 
pengangguran. Asuransi pengangguran ini meningkatkan pengeluaran 
mereka dibandingkan sebelumnya, dan mengumpankan daya beli 
yang amat diperlukan ke dalam sistem. Semua ini terjadi ketika orang 
kehilangan pekerjaan. Tidak diperlukan adanya keputusan. Program 
Jaminan Mendapatkan Pekerjaan dapat menjalankan fungsi yang sama 
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selama upah ditetapkan untuk menyasar diri sendiri dan cadangan 
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 dan program tersebut diberikan fleksibilitas yang diperlukannya 
untuk merespon perubahan kebutuhan, maka program tersebut 
dapat:

• Menyediakan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi 
pekerja pertanian selama musim paceklik tahunan atau 
kapanpun bencana mengurangi penghasilan mereka secara 
tajam. Hal ini dapat mencegah kemiskinan sementara yang 
seringkali berubah menjadi kemiskinan tetap.

• Secara efisien membangun infrastruktur setempat dengan 
pengembalian tinggi, yang nantinya dapat menghasilkan 
lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan penghasilan 
yang lebih tinggi secara permanen. 

 Berkontribusi signifikan terhadap Jaring Pengaman Sosial yang 
secara otomatis meningkatkan pekerjaan dan penghasilan di 
saat dan di tempat mereka dibutuhkan.

Tidak seperti banyak usulan program dan kebijakan, program ini 
memberikan manfaat yang langsung dan nyata. Oleh karena itu, 
program ini dapat membantu membuat seluruh program reformasi 
lebih mudah diterima secara politis. 
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Kesimpulan

Indonesia Memiliki Pilihan

Pemerintah Indonesia yang baru memiliki dua pilihan skenario kebijakan 
ekonomi. Pertama, skenario “bisnis seperti biasa” yang menghasilkan 
pertumbuhan 5 persen dan kurang dari 1 juta pekerjaan baru setiap 
tahun. Kedua, memanfaatkan peluang yang muncul sekali dalam seabad 
untuk mentransformasi kehidupan jutaan warga negaranya. 

Pilihan kedua muncul karena Tiongkok, yang telah mendominasi pasar 
dunia untuk barang jadi padat karya, kini tidaklah sekompetitif  dulu. 
Selama lima tahun ke depan, negara-negara lain akan mulai mengekspor 
barang-barang jadi padat karya ini, menggantikan Tiongkok. Indonesia 
berada dalam posisi yang baik untuk mengambil alih sebagian pasar 
yang ditinggalkan Tiongkok. Keberhasilan Indonesia melakukan hal itu 
sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dalam negerinya.  

Indonesia seyogyanya dapat memetik manfaat dari “bonus demografi,” 
potensi pertumbuhan yang muncul ketika sebagian besar penduduk 
suatu negara berada dalam usia yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu 
tua untuk bekerja. Akan tetapi, bonus demografi itu akan sia-sia apabila 
tidak ada pekerjaan layak dan produktif  yang memadai untuk para 
pekerja potensial ini. Saat ini, Indonesia tengah menyia-nyiakan bonus 
demografinya dan bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah 
karena separuh dari mereka yang bergabung dengan angkatan kerja ini 
terjebak di pekerjaan dengan produktivitas rendah atau bahkan tidak 
produktif  sama sekali. 

Apabila kebijakan tidak diubah sebelum tahun 2019, diperkirakan 20 
juta pekerja Indonesia akan bekerja di pekerjaan dengan produktivitas 
rendah atau tidak produktif  sama sekali, di sektor pertanian dan informal, 
atau terpaksa berangkat keluar negeri untuk mencari pekerjaan.  Mereka 
ini hanya berkontribusi sedikit atau tidak sama sekali terhadap output 
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dalam negeri karena mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang 
layak dan produktif. Pasokan pekerja ini memberikan Indonesia peluang 
yang sangat baik untuk bersaing di pasar dunia untuk barang-barang 
jadi padat karya. 

Apabila kebijakan untuk meningkatkan daya saing diterapkan, Indonesia 
dapat mengambil alih 7 persen pasar ekspor padat karya Tiongkok dalam 
5 tahun. Dengan demikian akan menambahkan 110 miliar dollar Amerika 
Serikat (AS) ekspor barang jadi, dari total 65 miliar dollar AS pada tahun 
2013. Lebih penting lagi, pertumbuhan industri ekspor dan substitusi 
impor, digabungkan dengan efek pengganda dari kenaikan permintaan 
domestik, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi 10 persen 
dan menciptakan 21 juta pekerjaan yang layak dan produktif  di akhir 
masa jabatan presiden berikutnya pada tahun 2019. Karena sebagian 
besar pekerjaan ini akan dilakukan oleh mereka dengan pendidikan yang 
terbatas, kemiskinan akan turun dan distribusi penghasilan akan menjadi 
lebih setara. 

Pilihan “bisnis seperti biasa” berarti pertumbuhan lambat 
secara permanen

Skenario “bisnis seperti biasa“ hanya akan menghasilkan enam juta 
pekerjaan dalam lima tahun, dibandingkan dengan 21 juta dengan 
perubahan kebijakan yang tepat. Penghasilan rata-rata akan menjadi 
50 persen lebih rendah dibandingkan dengan skenario pertumbuhan 
tinggi tersebut. Dengan demikian ini tidak hanya berarti pertumbuhan 
yang lebih lambat. Sementara itu negara lain mengambil alih pasar 
sektor manufaktur padat karya Tiongkok. Mereka –negara-negara lain 
tersebut– akan mengakumulasikan kapasitas, teknologi, infrastruktur, 
keterampilan, hubungan pasar, dan kurs mata uang asing yang 
dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi mereka. Bangladesh, India, 
Vietnam, Filipina dan bahkan Myanmar dapat menyusul Indonesia 
dalam hal pertumbuhan lapangan pekerjaan, ekspor, dan pada akhirnya 
mendorong pendapatan per kapita mereka.  

Lebih jauh lagi, lambatnya tingkat penciptaan lapangan kerja akan 
berakibat pada rendahnya peningkatan penghasilan untuk 40 persen 
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penduduk termiskin. Cara terbaik untuk meningkatkan penghasilan 
sebagian besar penduduk Indonesia adalah dengan meningkatkan 
permintaan terhadap tenaga kerja. Rendahnya permintaan untuk 
pekerja berpendidikan dan berketerampilan rendah akan menjatuhkan 
jutaan masyarakat Indonesia ke jurang kemiskinan dan kerentanan. 
Ketidaksetaraan penghasilan akan naik, diiringi dengan peningkatan 
ketegangan sosial. 

Pendekatan fleksibel terhadap daya saing 

Agar Indonesia memperoleh daya saing ekonominya kembali, total  
biaya produksi harus diturunkan. Para pesaing Indonesia  pun tidak 
sempurna. Mereka memiliki kelebihan dalam beberapa bidang, tetapi 
juga mempunyai masalah yang lebih besar di bidang lainnya. Indonesia 
tidak perlu membuat kemajuan di semua bidang, dan biaya tidak perlu 
memiliki biaya yang lebih rendah dari negara pesaing dalam semua 
dimensi. Perubahan kebijakan dapat fokus pada bidang-bidang di mana 
pengurangan biaya paling layak dilakukan. 

Rendahnya tingkat investasi untuk infrastruktur publik telah 
menyebabkan kemacetan, biaya transportasi yang tinggi, dan listrik 
yang mahal serta tak dapat diandalkan. Selama bertahun-tahun, banyak 
analisis tentang ekonomi Indonesia menekankan perlunya peningkatan 
infrastruktur, namun kemajuan yang dicapai dalam hal tersebut belumlah 
memadai. Peningkatan kecil investasi tidak akan cukup. Investasi untuk 
infrastruktur nasional harus meningkat sepuluh kali lipat. Hal itu 
membutuhkan keputusan yang segera dan berani untuk mengurangi 
subsidi BBM guna memberikan sumber dana yang dibutuhkan dalam 
dua tahun pertama. Keputusan sulit kedua adalah reformasi pajak yang 
mendesak, yang akan dimulai pada tahun kedua, untuk menghasilkan 
pendapatan tambahan yang dibutuhkan sebesar 4,5 persen dari PDB. 
Untuk memperoleh pengembalian yang cepat dan substansial, investasi 
yang baru harus memprioritaskan wilayah-wiayah yang telah berhasil 
menarik investasi baru ke dalam sektor manufaktur. 

Meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan 
program infrastruktur yang besar berada diluar kapasitas badan-badan 
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pemerintah yang ada. Contohnya, listrik yang dihasilkan harus meningkat 
140 persen. Cara-cara kreatif  harus digunakan untuk memperoleh 
modal dan menggunakan kapasitas sementara dari perusahaan swasta. 
Kontrak bagi hasil adalah inovasi Indonesia di industri minyak yang 
membantu menciptakan insentif  yang tepat untuk melibatkan sektor 
swasta dalam industri yang dikendalikan oleh publik. Model ini dapat 
diterapkan secara produktif  ke dalam pengembangan dan pengoperasian 
infrastruktur publik. Alternatif  lainnya adalah  menawarkan peluang 
kepada perusahaan swasta untuk membangun infrastruktur guna 
membayar kewajiban pajak mereka; meningkatkan pengeboran dan 
produksi minyak dan gas alam dengan menaikkan insentif; mengkonversi 
kendaraan komersial agar menggunakan gas alam sebagai bahan bakar 
untuk mengurangi biaya transportasi; dan menerapkan program dana 
pendamping yang efektif  untuk memicu pemerintah daerah agar lebih 
banyak menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk membangun 
infrastruktur.

Mengurangi biaya tenaga kerja bagi perusahaan yang bersaing di pasar 
dunia sekaligus meningkatkan penghasilan pekerja juga merupakan 
komponen penting dari daya saing. Devaluasi mata uang adalah alat 
yang paling kuat untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan biaya 
domestik lainnya bagi eksportir dan mereka yang bersaing dengan impor. 
Tetapi, jika devaluasi dibiarkan meningkatkan tingkat inflasi, maka 
manfaatnya tidak akan bertahan lama dan penghasilan pekerja akan 
terkena dampak yang bersifat sementara namun serius.  Oleh karena 
itu, kami merekomendasikan untuk menstabilkan harga-harga makanan 
yang penting bagi 40 persen penduduk termiskin untuk melindungi 
penghasilan pekerja dan mengurangi dampak yang ditimbulkan devaluasi 
terhadap inflasi. Kami merekomendasikan serangkaian langkah-langkah 
yang mungkin dilakukan dan praktis untuk mengurangi biaya tenaga 
kerja tanpa mengurangi penghasilan pekerja. Sudah pasti pengurangan 
biaya dan peningkatan daya saing akan meningkatkan total penghasilan 
pekerja. 

Keputusan sulit lainnya yang perlu diambil di tahap-tahap awal adalah 
keputusan yang terkait dengan peran investasi swasta asing langsung  
(FDI). Sekitar 60-80 miliar dollar AS FDI dibutuhkan untuk menutup 
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ketimpangan antara tingkat investasi yang dibutuhkan untuk mencapai 
pertumbuhan 10 persen dan tingkat tabungan domestik saat ini. Menarik 
lebih banyak FDI akan memiliki biaya politik yang signifikan, namun di 
sisi lain aliran dana tidak memadai yang terus berlanjut memiliki biaya 
ekonomi yang substansial. Biaya ekonomi ini seiring waktu akan menjadi 
biaya politik ketika ekonomi bertumbuh semakin lambat dan semakin 
sedikit pekerjaan layak dan produktif  yang diciptakan.   

Peringkat Indonesia cukup rendah dalam hal korupsi, kemudahan 
melakukan usaha, dan biaya peminjaman. Meskipun ketiga hal tersebut 
tidak sepenting biaya infrastruktur atau tenaga kerja terhadap posisi 
kompetitif  negara, Indonesia dapat dengan cepat memetik manfaat dari 
berkurangnya korupsi dan meningkatnya kemudahan melakukan usaha. 
Budaya korupsi sulit untuk diubah. Namun, praktik-praktik korupsi 
dapat dikurangi dengan membuatnya kurang menguntungkan dan lebih 
berisiko. Dengan  melakukan hal tersebut, Indonesia dapat dengan cepat 
meningkatkan posisi kompetitifnya.

Program Jaminan Mendapatkan Pekerjaan di Perdesaan

Program jaminan mendapatkan pekerjaan di pedesaan dapat memberikan 
pekerjaan dan penghasilan bagi pekerja pertanian selama musim 
paceklik atau kapanpun suatu bencana membuat penghasilan mereka 
menukik dengan tajam. Program ini tidak hanya akan memberikan 
pekerjaan, tetapi juga secara efisien membangun infrastruktur setempat 
dengan pengembalian tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap 
jaring pengaman sosial. Program jaminan mendapatkan pekerjaan ini 
dapat memberikan manfaat yang langsung dan nyata, dan karena itu 
akan membuat seluruh program reformasi ini lebih mudah diterima 
secara politik.

Sebuah program untuk transformasi ekonomi 

Ledakan harga komoditas dari tahun 2005 hingga 2011 mendorong ekspor 
dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Indonesia tidak menderita efek 
negatif  yang serius dari krisis keuangan global pada tahun 2008-2009. 
Namun, semasa ledakan harga komoditas tersebut, timbul beberapa hal 
di Indonesia seperti terciptanya sekumpulan pekerja yang menganggur 
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dan menganggur terselubung, ketidaksetaraan yang lebih besar, nilai 
tukar mata uang yang dinilai terlalu tinggi, infrastruktur yang menua 
dan rusak, dan lingkungan usaha dengan berbagai hambatan terhadap 
investasi yang produktif, penciptaan lapangan pekerjaan, dan inovasi. 

Pemerintah baru menghadapi tantangan untuk merancang dan 
menerapkan kebijakan yang dapat mengubah beban negara ini menjadi 
aset dan memanfaatkan momen unik dan transisional dalam ekonomi 
dunia ini. Barang jadi padat karya, termasuk ekspor dan substitusi 
impor, dapat mengubah tenaga kerja Indonesia yang menganggur atau 
menganggur terselebung menjadi mesin pertumbuhan dan kemakmuran. 

Dengan kebijakan dan program yang tepat, Indonesia dapat menghasilkan 
21 juta pekerjaan layak dan produktif  selama masa jabatan pertama 
presiden baru. Ini terdiri dari 2 juta pekerjaan penuh waktu dan tetap 
bagi pekerja yang ditambahkan ke dalam angkatan kerja setiap tahun, 
ditambah dengan 11 juta pekerjaan lagi bagi pekerja yang berpindah 
dari pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah yang tidak tetap 
serta tanpa tunjangan. Sebagian dari mereka yang pergi ke luar negeri 
untuk mencari pekerjaan karena ketiadaan pekerjaan di negeri sendiri 
juga dapat kembali ke Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang 
layak dan produktif. 

Memindahkan begitu banyak orang dari pekerjaan dengan produktivitas 
rendah atau tidak produktif  sama sekali akan meningkatkan pendapatan 
nasional. Pertumbuhan ekonomi akan mencapai dua digit pada tahun 
terakhir masa jabatan presiden baru. Setelah itu pendapatan nasional 
akan naik dua kali lipat dalam 7 tahun dan penghasilan rata-rata 
penduduk Indonesia akan naik dua kali lipat hanya dalam 8 tahun. 

Hal yang terpenting adalah Indonesia akan mampu memberikan 
pekerjaan yang produktif  bagi sekitar 3 juta pekerja dengan pendidikan 
rendah yang mana hampir seluruhnya termasuk ke dalam 40 persen 
penduduk termiskin, dan 1 juta pekerjaan bagi mereka dengan 
pendidikan yang lebih tinggi, termasuk sebagian besar dari 3,5 juta 
penduduk yang berpendidikan tetapi menganggur. Sepuluh juta keluarga 
akan berpindah dari kemiskinan ke kelas menengah.  
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Ini memang merupakan sasaran yang ambisius. Dengan demikian, 
untuk mencapainya diperlukan kreativitas, kegigihan, dan keberanian 
politik yang cukup besar. Kita dapat melihat sejarah Indonesia sendiri 
untuk mendapatkan semangat: ketika menghadapi tantangan ekonomi 
dan politik yang sulit, Indonesia seringkali berhasil menggunakan 
kecerdasannya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan 
solusi yang tepat waktu dan efektif. Tanggapan kebijakan terhadap 
akhir dari ledakan minyak di tahun 1980-an berhasil dilakukan dengan 
sangat baik, sehingga memperoleh rekor pertumbuhan pekerjaan dan 
ekspor tertinggi pada saat banyak pengamat mempertanyakan kapasitas 
negara untuk berubah. Pesatnya peningkatan permintaan tenaga kerja 
di sektor manufaktur mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, dan 
pertumbuhan produktivitas dan penghasilan yang diakibatkannya 
mendatangkan efek pengganda positif  yang memperkuat tren investasi 
dan penciptaan lapangan pekerjaan yang positif.

Setelah ledakan harga komoditas yang terkini, Indonesia harus sekali lagi 
berjuang untuk meningkatkan daya saing internasionalnya sebagai cara 
untuk memindahkan jutaan orang dari pekerjaan dengan produktivitas 
rendah atau tidak produktif  sama sekali di sektor informal dan pertanian 
ke sektor manufaktur dan pekerjaan dengan produktivitas tinggi lainnya. 
Gabungan kondisi internasional dan dalam negeri telah memberikan 
pemerintah peluang yang hanya datang sekali dalam seabad untuk 
mentransformasi ekonomi, mengakhiri kemiskinan, kerentanan ekonomi, 
dan ketergantungan akan sumber daya alam, dan membawa era baru 
kemakmuran dan kesetaraan sosial. Semua itu dapat dicapai apabila 
para pemimpin Indonesia – baik dalam pemerintahan, usaha, maupun 
tenaga kerja — memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya demi 
kepentingan rakyat Indonesia. 
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